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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jumal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  berbagai  ma- 
salah  nasional  dan  interaasional.  ANALISIS  CSIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk 
para  staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan  tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertim- 
bangkan  untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam 
ANALISIS  CSIS  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  pribadi  penulis  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung  berukiran 
bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  tanpa  busana 
duduk  memangku  buku  terbuka  beralaskan  kain  lampin.  Tangan 
kiri  menunjuk  ke  buku  dan  tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  meng- 
gambarkan  orang  yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang 
ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan 
keterbukaan  budi  -  tiadanya  sikap  a  priori  —  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  melakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada 
lingkaran  piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa 
untuk  menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus 
mengemukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu. 
Nalar  menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  berwatak  9,  dan 
Budi  berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971, 
tahun  CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan 
hakikat  kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh 
kreativitas  individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan 
hanya  menganalisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban 
sosialnya.  Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bemalar,  belajar 
serta  menguraikan  pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  di- 
tuangkan  dalam  wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 
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wmmmi^mmmmmifs 


MENGATASI  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  merupakan  agenda  ulama 
bangsa  Indonesia  di  .dalam  memasuki  abad  ke-21.  Di  samping  perlu  upaya 
tcrus-menerus  untuk  mengatasi  krisis,  yang  juga  penting  adalah  identifikasi 
akar  permasalahan  penyebab  krisis.  Pelecehan  terhadap  kewibawaan  hukum,  pelaksanaan 
kebijakan  makro  yang  kurang  tepat  dan  akuntabilitas  publik  yang  tidak  transparan,  sebagai 
ccrminan  penyelenggaraan  sistcm  pemerintahan  yang  buruk,  dipandang  sebagai  sumber 
ulama  timbulnya  kekacauan  ekonomi  sekarang  ini.  Untuk  memulihkan  keadaan,  mewoijudkan 
suatu  sistem  pemerintahan  yang  mencerminkan  good  governance  adalah  suatu  keharusan. 
Langkah  ini  diperlukan  sebagai  bagian  dari  rangkaian  usaha  reformasi,  sebagai  perombakan 
total  dari  seluruh  sistem,  format  ekonomi,  politik  dan  hukum  yang  sebelumnya  nyaris  tak 
lersentuh  perubahan. 

Tulisan  pertama  dalam  terbitan  kali  ini  berjudul  ''Good  Governance  dalam  Kaitan- 
nya  dengan  Stabilitas  Dalam  Negeri  dan  Kawasan:  Agenda  Masa  Depan"  oleh  Jusuf  Wa- 
nandi.  Tulisan  ini  selain  menegaskan  bahwa  perwujudan  good  governance  merupakan  kun- 
ci  utama  penyelesaian  krisis  di  Asia,  juga  membahas  adanya  keterkaitan  yang  kompleks  an- 
tara  good  governance  dengan  strategi  pembangunan,  arah  pembangunan  politik,  demokrasi, 
sistem  nilai  dan  kebijakan  ekonomi  makro. 

Arah  dan  keberhasilan  gerakan  reformasi  untuk  melepaskan  rakyat  dari  krisis  tidak 
terlepas  dari  dinamika  masyarakat  di  dalam  merespons  gerakan  tersebut,  termasuk  di  dalam- 
nya  akomodasi  perangkat  formal  terhadap  aspirasi  yang  berkembang  dalam  masyarakat. 
Tulisan  M  DJadijono  yang  berjudul  "Amanat  Reformasi  dalam  GBHN  1998"  menilai  bahwa 
derajad  akomodasi  naskah  GBHN  1998  masih  rendah  sehingga  kurang  dapat  mendatang- 
kan  perubahan  atau  memberi  pengaruh  yang  berarti  bagi  terjadinya  pembaruan  yang  diha- 
rapkan  masyarakat  dalam  bentuk  reformasi  total. 

Kcmudian,  munculnya  gerakan  reformasi  tidak  terlepas  dari  andil  gerakan  moral  ma- 
hasiswa  yang  berhasil  menekan  Soeharto  mundur  dari  jabatannya  sebagai  Presiden  RI.  Hal 
ini  dikemukakan  oleh  N7'.  Budi  Ilarjanio  melalui  tulisan  yang  berjudul  "Gerakan  Mahasiswa 
Pasca  Transisi  Kcpemimpinan  Nasional:  Quo  Vadis?".  Penulis  menyoroti  perkembangan  dan 
bcrbagai  kecenderungan  yang  mempengaruhi  arah  dan  perkembangan  gerakan  mahasiswa 
di  masa  datang,  khususnya  di  tcngah  ketidakpastian  politik. 
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Tulisan  bcrikutnya  oleh  /  Made  Leo  Wiratma  berjudul  "Dari  Kabinet  Pembangunan 
VII  Kc  Kabinet  Reformasi  Pembangunan  dan.Tuntutan  Clean  Govemmenr.  Tulisan  ini  mem- 
bahas  persolan  dan  kendala  yang  dihadapi  oleh  Kabinet  Reformasi  Pembangunan  dalam 
usaha  mewujudkan  kehidupan  yang  lebih  demokratis. 

Selanjutnya,  krisis  ekonomi  di  Indonesia  yang  telah  menyulut  berbagai  tuntutan 
perubahan  dalam  masyarakat  tidak  dapat  dilepaskan  dari  faktor  eksternal,  yaitu  liberali- 
sasi  perdagangan  internasional.  Dalam  tulisan  yang  berjudul  "Liberalisasi  Perdagangan 
Dunia:  Bagaimana  Manfaatnya  Bagi  ASEAN?",  Tubagus  Feridhanuselyawan  dan  Yose 
Rizal  membahas  pengaruh  liberalisasi  perdagangan  terhadap  perekonomian  negara-negara 
ASEAN.  Dengan  menggunakan  model  Global  Computable  General  Equilibrium  (CGE)  pc- 
nulis  menunjukkan  akan  terjadinya  perubahan-perubahan  pada  pola  perdagangan  dunia,  di 
samping  manfaat  yang  ditimbulkan  bagi  negara-negara  ASEAN  sejalan  dengan  semakin 
luasnya  cakupan  liberalisasi. 

Tulisan  terakhir  membahas  problem  ketenagakerjaan  di  Kawasan  Timur  Indonesia 
yang  ditandai  dengan  peningkatan  pengangguran  dan  setengah  pengangguran  di  kalang- 
an  angkatan  kerja  berusia  muda,  berpendidikan  dan  tenaga  kerja  wanita.  Artikel  yang  di- 
tulis  oleh  YD.  Widodo  dan  Soewartoyo  ini  menyebutkan  bahwa  persoalan  ketenagakerjaan 
di  kawasan  KTI  dapat  diatasi  dengan  mengurangi  ketimpangan  antara  sektor  tradisional 
dan  modern  serta  menghapus  ketimpangan  dalam  distribusi  pendapatan  akibat  dualisme 
struktur  ekonomi. 


Juli  1998 


REDAKSI 


Good  Governance  dan  Kaitannya 
dengan  Stabilitas  Dalam  Negeri  dan 
Kawasan:  Agenda  Masa  Depan* 


Jusuf  Wanandi 

...  Diabaikannya  pelaksanaan  good  governance  menjadi  menyebab  terjadinya  kvisis  -ke 
uangan  di  berbagai  negara  Asia.  Krisis  ini  kemudian  meluas  menjadi  krisis  ekonomi  '  sosial 
dan.politik  Penyelenggaraan  pemerintah  yang  tidak  berdasarkan  hukum.  kebijakan  publik 
yang  tidak  transparan  serta  absennya  akuntabilitas  publik  akhirnya  menghambat  pengem- 
bangan  demokrasi  dalam  masyarakat.  Keada^n  ini  diperparah  dengan  arah  pembangunan 
pohtik  yang  keliru.  Pertanyaan  filosofis  yang  juga  dikaitkan  dengan  terjadinya  krisis  ada- 
lah  qpakah  ndai-nilai  yang  berlaku  di  Asia  semakin  memperburuk  krisis  sehingga  perlu  di- 
ubah  aiau^  ditinggalkan?  Dengan  demikian  di  dalam  penilaian  tingkat  penyelenggaraan 
good  governance  terdapat  keterkaitan  yang  rumit  anlara  strategi  pembangunan,  pelaksa- 
naan demokrasi,  sistem  nilai  dan  modernisasi.  Di  masa  depan  diperlukan  perbaikan  dan 
perubahan  strategi  pembangunan  untuk  menanggulangi  krisis.  Pembangunan  ekonomi  bu- 
kan  hanya  diorientasikan  kepada  pertumbuhan  tetapi  juga  berorientasi  kerakyatan 


Arti  Filosofis  dan  Persoalan  Men- 
dasar  dari  Good  Governance 

KRISIS  mata  uang  di  Asia,  yang 
telah  berkembang  menjadi  krisis 
ekonomi  dan  sosial  politik,  me- 
nunjukkan  betapa  pentingnya  masalah  pe- 
nyelenggaraan secara  baik  dan  benar  {good 
governance),  baik  oleh  pemerintah  maupun 
perusahaan  atau  dunia  usaha.  Sesungguh- 
nyalah,  good  governance  akan  menjadi  fak- 
tor  penting  dalam  mencegah  terjadinya  kri- 


Naskah  asli  bcrjudul  "Good  Governance  and 
Domestic  and  Regional  Stability:  Agenda  for  the 
Future",  makalah  yang  disajikan  dalam  the  Tweinii 
Asia-Pacific  Roundtabic,  Kuala  Lumpur,  31  Mci  - 
4  Juni  1998.  Alili  Bahasa  olch  Julius  A.  Mulyadi. 


sis  semacam  itu  di  masa  depan  maupun  da- 
lam menanggulangi  krisis  yang  sedang  ber- 
langsung. 

Sebelum  beranjak  ke  pembahasan  yang 
lebih  mendalam,  pertama-tama  kita  perlu  mc- 
mahami  secara  filosofis  tentang  apa  arti 
good  governance,  bagaimana  cara  kite  me- 
vvujudkannya,  faktor-faktor  apa  yang  ler- 
kail  dan  mendasarinya,  scrla  tujuan-lujuan 
apa  yang  hendak  dicapai. 

Good  governance  berarti  bahwa  kekua- 
saan  didasarkan  kepada  peraturan  pcrun- 
dang-undangan  yang  berlaku,  segala  kebi- 
jakannya  diambil  secara  transparan.  scrta  da- 
pat  dipertanggungjawabkan  kepada  masya- 
rakat. Kekuasaan  juga  hams  didasarkan  atas 
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aspck  kelcmbagaan  dan  bukan  atas  kehen- 
dak  sescorang  atau  kelompok  tertentu.  Ke- 
kuasaan  juga  haras  taat  kepada  prinsip  bah- 
\va  semua  wargancgara  itu  ^  mempunyai  hak 
dan  kewajiban  yang  sama  di  mata  hukum. 

Faktor^faktor  ekonomi  yang,  telah  men- 
dorong  terjadinya  krisis  .diri  A,sia  TimUr,s;Sej- 
pcrti  mcnurunnya  daya  saing^  memburakr 
nya  kinerja  lembaga-lembaga  keuangan,  nie- 
ngualnya  nilai  mata  uang  dolar  terhadap 
hampir  semua  mata  uang  di  kawasan,  kela- 
laian  menggunakan  utang  luar  negeri  jang- 
ka  pendck  untuk  membiayai  proyek  pro- 
perti  dan  proyek  tidak  produktif  lainnya,  te- 
lah  semakin  diperparah  oleh  kurangnya  as- 
pek  ^ood  governance .  Hal  ini  telah  mem- 
buat  fundamental  ekonomi  makro  yang 
pada  awalnya  baik  mcnjadi ,  lebih  terpuruk 
lagi.  Fundamental  ekonomi  yang  baik  itu 
meliputi  tingkat  tabungan  yang  tinggi,  in- 
flasi  yang  rendah,  pendapatan  yang  lebih 
mcrata,  kebijakan  yang  bersifat  terbuka  dan 
bcrorientasi  pasar,  investasi  yang  tinggi  di 
b^dang  pendidikan,  serta  defisit  neraca  ber- 
jalan  dan  neraca  pembayaran  yang  tidak  ter- 
lalu  besar. 

Kurangnya  aspek  good  governance  telah 
mendorong  tcrciptahya  mohbpoli,  konco- 
isme,  ncpotisme  dan  korapsi,  yang  telah  me- 
rusak  kebijakan  ekonomi  makro  pemerintah 
negara-negara  Asia  Timur.  Oleh  karena  itu, 
scbagai  kesimpulan  dapat  dikatakan  bahwa 
krisis  yang  tcrjadi  di  Asia  Timur  pada  haki- 
katnya  bersumbcr  dari  masalah  ekonomi  dan 
politik,  Kurangnya  aspck  good, governance 
mcmpakan  pcnyebab  utama  dari  kekacauan 
icrscbut.  Meningkatnya  campur  tangan  pe- 
merintah dalam  pclaksanaan  kebijakan  eko- 
nomi makro  yang  icpat  telah  merasak  per- 
ckonomian  dan  mcnciptakan  ekonomi  biaya 


tinggi  di  samping  juga  menurunnya  pro- 
duktivitas  dan  daya  saing.  Kurangnya  as- 
pek good  governance  juga  telah  mendo- 
rong diterapkannya  kebijakan  yang  keliru 
oleh  pemerintah,  seperti  misalnya  membe- 
rikan  hak  oligopolistik  kepada  para  kong- 
lomerat  di  Korea  Selatan,  mendorong  mun- 
culnya  monopoli,  nepotisme  dan  koncoisme!, 
dan  juga  korapsi  di  Asia  Tenggara,  khusus- 
nya  di  Indonesia. 

Persoalan  yang  lebih  bersifat  filosofis, 
tetapi  juga  riel,  adalah  mengenai  hubung- 
an  antara  good,  governance  dan  demokrasi. 
Persoalan  ini  mengemuka  karena,  dalam  hal 
Singapura  dan  Hongkong,  good  govern- 
ance tidak  pemah  disertai  dengan  demokra- 
si yang  matang.  Dampak  krisis:  mata  uang 
terhadap  kedua  negara  dapat  dikatakan  ter- 
batas.  Yang  dimaksud  dengan  demokrasi 
yang  matang  adalah  pemerintahan  yang  di- 
dasarkan  kepada  aturan  perandang-undang- 
an  yang  berlaku,  dengan  pemilu  secara  befr 
kala,  yang  membuka  peluang  nyata  bagi 
perabahah  pemerintahan,' ''dari  di  rriana  pe- 
merintah dikontrol  oleh  masyarakat  madarii 

(civil  society)  yang  sudah  niapan. 

■.i:'4(i! 

.iP'Singapura  dan  Hongkong  merupakan 
pengecualian,  barangkali  karena  keduanya 
merapakan  negara  kota.  Di  samping  itu,  da- 
lam hal  Hongkong,  sebagai  bagian  dari  Ci- 
na  dan  kbloni  Inggris  selama  beberapa  da- 
sawarsa,  terdapat  pemisahan  yang  nyata  an- 
itara:  ekonomi  dan  politik,  dan  terdapat  ba- 
tasan-batasan  dalam  kebebasan  mengemuka- 
kan  pcndapat  maupun  unjuk  rasa  masyara- 
kat,  yang  merupakan  faktor  penting  bagi 
pembangunan  yang  bcrkelnnjutan. 

Dalam  hal  Singapura,  pertimbangan  geo- 
polilik  telah  membatasi  keluwesan  sistcm 
politik  yang  berlaku.  Menarik  untuk  diamati, 
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cara  apakah  yang  akan  ditempuh  oleh  ne- 
gara  itu  dalam  memenuhi  tuntutan  generasi 
mudanya  bagi  pembangunan  politik  dan  se- 
perti  apakah  keluwesan  sistem  politik  yang 
didominasi  oleh  satu  partai  itu. 

Perlu  disadari  bahwa  di  kedua  negara, 
konsep  Aristoteles  atau  Konghucu  telah  di- 
jalanka.n  oleh  pemerintahan  yang  bersih  dan 
cakap.  Berdasarkan  aturan  perundang-un- 
dangan  yang  keras  yang  ditetapkan  oleh 
Inggris,  Singapura  dan  Hongkong  telah 
menjadi  teladan  dalam  rangka  penerapan 
good  governance  di  kawasan  itu.  Ini  me- 
nunjukkan  bahwa  good  governance  tidak 
mustahil  diterapkan  di  kawasan.  Namun  de- 
mikian,  kedua  negara  merupakan  kasus  khu- 
sus  dan  oleh  karena  itu  tidak  dapat  di- 
tandingi  oleh  negara-negara  lain  di  kawasan 
itu,  yang  politiknya  jauh  lebih  majemuk  dan 
rumit  akibat  latar  belakang  sejarah,  luas  wi- 
layah,  kemajemukan,  tahapan  pembangunan, 
dan  dinamika  sosial-politik  masyarakatnya. 

Di  negara-negara  Asia  Timur  lainnya,  pe- 
misahan  antara  aspek  good  governance  dan 
perkembangan  demokrasi  sulit  dilakukan.  Ini 
berarti  bahwa  good  governance  tidak  dapat 
dikembangkan  secara  sungguh-sungguh  tan- 
pa  disertai  dengan  demokrasi  dan  perkem- 
bangan demokratisasi  dalam  waktu  yang  ber- 
samaan;  Ini  dapat  terjadi  karena  di  negara- 
negara  Asia  Timur  lainnya  itu  dibutuhkan 
keluwesan  dan  partisipasi  yang  lebih  besar 
dari  masyarakatnya  yang  majemuk.  Sistem 
demokrasi,  dan  bukannya  sistem  yang  ber- 
sifat  represif,  yang  dalam  jangka  panjang 
dapat  menanggulangi  kemajemukan  serta  ma- 
salah  partisipasi  dan  keluwesan  tersebut. 

Ada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa 
pembangunan  yang  ideal  adalah  di  mana 
pembangunan  politik  tertinggal  selangkah 
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dibandingkan  dengan  pembangunan  ekono- 
mi,  dan  pembangunan  politik  saja  tidak  akan 
menjadi  faktor  penghalang  bagi  keberhasil- 
an  pembangunan  ekonomi.  Meskipun  penda- 
pat ini  mungkin  benar  secara  teoretis,  kare- 
na hingga  taraf  tertentu  pembangunan  poli- 
tik dapat  membawa  ketidakstabilan,  perlu 
pula  disadari  bahwa  penyesuaian  politik  da- 
lam pembangunan  nasional  tidak  pernah  da- 
pat dijalankan  dengan  mudah.  Penyesuai- 
an politik  juga  dapat  diselewengkan  sebagai 
alasan  untuk  menangguhkan  pembangunan 
politik  selamanya. 

Dapat  dikatakan  secara  lebih  meyakin- 
kan  bahwa  pembangunan  politik  dan  demo- 
kratisasi hams  berjalan  bersamaan  dengan 
pembangunan  ekonomi  karena  pembangun- 
an ekonomi  pada  awalnya  akan  menciptakan 
kesenjangan  dan  ketidakmerataan  penda- 
patan.  Ini  hanya  dapat  ditanggulangi  mela- 
lui  pembangunan  politik,  di  mana  demokrasi 
atau  partisipasi  politik  dapat  mengimbangi 
ketidakmerataan  pembangunan  ekonomi  se- 
dangkan  good  governance  dapat  menjamin 
diterapkannya  kebijakan  ekonomi  makro  yang 
tepat.  Lebih  lanjut,  dengan  beberapa  penge- 
cualian  (Singapura  dan  Hongkong),  good 
governance  hanya  dapat  dibentuk  berda- 
sarkan proses  demokratisasi.  Karena  bentuk 
pemerintahan  yang  ideal  sebagaimana  yang 
dibayangkan  oleh  para  ahli  filsafat,  seperti 
Aristoteles  dan  Plato,  tidak  mungkin  diwu- 
judkan,  maka  satu-satunya  cara  hanyalah  de- 
mokrasi. 

Bentuk  demokrasi  yang  bagaimana  dan 
seberapa  cepat  pelaksanaannya  akan  tergan- 
tung  kepada  kondisi  yang  dihadapi  oleh 
masing-masing  negara.  Model  Jefferson  atau 
Westminster  tidak  berlaku  untuk  semua  ne- 
gara, sebagaimana  yang  dapat  dilihat  dari 
model-model  yang  terdapat  di  benua  Eropa. 
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Tetapi,  agar  demokrasi  dapat  berjalan  sesuai 
dengan  yang  dicita-citakan,  demokrasi  itu 
harus  bersandar  kepada  masyarakat  madani 
yang  kuat.  Bagaimanapun,  demokrasi  adalah 
suatu  kondisi  yang  dibentuk,  misalnya  me- 
lalui  pemilu,  pemisahan  kekuasaan  dan  sis- 
tem  partai,  sedangkan  substansinya  dijamin 
oleh  kehadiran  masyarakat  madani  yang 
kuat. 

Sejauh  mana  dan  seberapa  cepat  pemba- 
ngunan  ^politik  yang  harus  dijalankan  olen 
negara-negara  di  A'sia'Timur  akan  tergan- 
tung  kepada  latar  belakang  sejarah,  tradisi 
dan  tahapan  pembangunan  di  masing-ma- 
sing  negara.  Tetapi,  tidak  boleh  ada  alasan 
untuk  menunda  demokrasi  sampai  tahapan 
pembangunan  ekonomi  tertentu  berhasil  di- 
capai,  sebagaimana  yang  terlihat  dari  apa 
yang  disebut  sebagai  model  pembangunan 


Proses  mencoba-coba  {trials  and  errors) 
diharapkan  dapat  dilakukan  seandainya  de- 
mokrasi dan  partisipasi  politik  ingin  dijalan- 
kan pada  setiap  tahap  pembangunan  eko- 
nomi. Proses  tersebut  harus  dijalankan  secara 
bertahap  karena  setiap  tahapan  pembangun- 
an selalu  mengandung  ketidakstabilan.  Oleh 
karena  itu,  harus  dicapai  konsensus  berda- 
sarkan  dan  melalui  proses  demokratisasi. 
Bagi  negara-negara  di  Asia  Timur,  tidak  ada 
alasan  untuk  menunda  pembangunan  politik, 
karena  pembangunan  ekonomi  telah  men- 
ciptakan  masyarakat  kelas  menengah  yang 
mampu  berpikir  kritis,  yang  menjadi  dasar 
bagi  proses  demokratisasi  secara  bertahap. 

Sesungguhnyalah,  sebagaimana  telah  di- 
uraikan  sebelumnya,  karena  pembangunan 
ekonomi  mcnciptakan  ketidakstabilan,  maka 
demokrasi  dan  partisipasi  politik  merupakan 
suatu  keharusan.  Hanya  melalui  pembangun- 
an politik  yang  semakin  tinggi  sajalah  pc- 


merintah  dapat  memperoleh  dukungan  poli- 
tik yang  memadai,  yang  akan  diperlukan 
dalam  menanggulangi  krisis  yang  kini  se- 
dang  melanda  negara-negara  di  Asia  Timur. 
Ini  berlaku  di  Korea  Selatan  dan  Thailand; 
di  mana  perubahan  pemerintahan  mampu 
mendorong  masyarakatnya  untuk  rela  ber- 
korban  demi  mencapai  kondisi  yang  lebih 
baik.  Walaupun  demokrasi  juga  sedang  nie- 
ngalami  krisis,  sistem  yang  ada  mampu  me- 
nyesuaikan  dan  mengoreksi  kesalahan-kesa- 
iahan  yang  telah  dibuat  dan  menanggulangi 
krisis  secara  lebih  mudah  dan  lebih  dini. 

PeV^'odlan  'M'osoiris  ' laYiihya  adalah,  ap'a- 
kah  nilai-nilai  yang  berlaku  di  Asia  sema- 
kin memperburuk  krisis,  dan  apakah  nilai-^ 
nilai  itu  harus  diubah  dan  disesuaikan  atau 
justru  ditinggalkan  agar  dapat  menanggu- 
langi krisis.  Perdebatan  sebelumnya  menge- 
nai  nilai-nilai  yang  berlaku  di  Asia  sangat- 
lah  tidak  produktif.  Salah  sa;tu  alasannya 
adalah  arogansi  beberapa  pemimpin  di  Asia 
Timur  sehubungan  dengan  kemajuan  ekono- 
mi yang  berhasil  dicapai  baru-baru  ini.  Ini 
antara  lain  merupakan  reaksi  dan  untuk  me- 
ngimbangi  sikap  arogan  yang  juga  ditunjuk- 
kan  oleh  beberapa  pemimpin  negara  Barat. 
Alasan  lainnya  adalah  hasrat  untuk  mem- 
perbaiki  nilai-nilai  Barat,  yang  dianggap  ter- 
lalu  condong  kepada  sikap  individualis  yang 
dapat  menyebabkan  kemunduran  di  dalam 
masyarakat  (kejahatan,  obat-obatan  dan  ke- 
merosotan  ekonomi).  Mcskipun  mcmang  ada 
benarnya,  namun  alasan  ini  terlalu  dibesar- 
besarkan  tanpa  memperhatikan  bahvva  upa- 
ya-upaya  telah  dilakukan  di  negara-nega- 
ra Barat  untuk  mengoreksi  pcnafsiran  yang 
ekstrem  ini. 

Namun,  alasan  lain  adalah  mengguna- 
kan  nilai-nilai  Asia  sebagai  dalih  bagi  para 
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pemimpin  di  Asia  Timur  untuk  menetapkan 
sistem  politik  yang  lebih  bersifat  paternalis- 
tik  dan  represif,  yang  mereka  anggap  seba- 
gai  syarat  mutlak  {conditio  sine  qua  non)  ba- 
gi  modernisasi  dan  pembangunan  ekonomi 
di  dalam  masyarakatnya. 

Dalam  prakteknya,  tidak  pernah  ada  satu 
nilai  Asia  yang  berlaku  umum  karena  ma- 
syarakatnya yang  sangat  majemuk.'  Bebera- 
pa  pfinsip  yang  diakui  sebagai  nilai  Asia 
dapat  bersifat  universal  dan  sempa  dengan 
nilai-nilai  Victoria  yang  dianut  Barat  pada 
masa  yang  lalu.  Nilai-nilai  itu  terbentuk  pa- 
da  tahapan  pembangunan  tertentu  dan  bu- 
karmya  semata-mata  monopoli  Asia  atau  Ba- 
rat. Selain  itu,  dan  barangkali  yang  terpen- 
ting,  nilai-nilai  ini  selalu  mengalami  peru- 
bahan  yang  sangat  mendasar  dan  cepat  di 
belahan  dunia  manapun.  Berbagai  perubah- 
an  ini  muncul  akibat  pengaruh  pendidikan, 
peningkatan  teknologi,  khususnya  di  bidang 
informasi  dan  transportasi,  dan  juga  globali- 
sasi  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikata- 
kan  bahwa  terjadi  proses  penyatuan  di  an- 
tara  nilai-nilai  yang  berlaku  di  dunia. 

Tetapi,  dalam  pada  itu,  harus  disadari 
bahwa  perbedaan-perbedaan  tertentu  akan 
selalu  muncul  akibat  adanya  perbedaan  la- 
tar  belakang  sejarah,  tahapan  pembangunan, 
dan  tradisi  budaya  yang  dimiliki.  Dan  ini 
demi  kebaikan  dunia.  Tentu  saja,  dan  meru- 
pakan  hal  yang  alami,  ada  perlawanan  dari 
kalim  nasionalis  terhadap  proses  penyatuan 
global  ini.  Itulah  sebabnya,  mengapa  dalam 
waktu  yang  bersamaan  nasionalisme  muncul 
sebagai  mekanisme  pertahanan  di  beberapa 
negara. 

Kesimpulannya,  dapat  dikatakan  bahwa 
hubungan  antara  pembangunan  ekonomi 
dan:  modernisasi  di  satu  pihak  dengan  sis- 
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tem  nilai  di  pihak  lain,  lebih  rumit  daripada 
yang  disadari  selama  apa  yang  disebut  se- 
bagai perdebatan  nilai-nilai  Asia  vs.  nilai- 
nilai  Barat.  Ini  tidak  dapat  dimasukkan  ke 
dalam  paradigma  sederhana,  seperti:  "Nilai- 
nilai  Asia  mempersulit  krisis  di  Asia  Ti- 
mur dan  oleh  karena  itu  hams  diubah  de- 
ngan nilai-nilai  Barat".  Keberadaan  nilai- 
nilai  Asia  merupakan  bahan  perdebatan,  dan 
kurangnya  aspek  good  governance  bukan 
hanya  monopoli  masyarakat  di  Asia  Timur. 
Dapat  pula  dikatakan  bahwa  krisis  yang  ter- 
jadi itu  lebih  terkait  dengan  tahapan  pem- 
bangunan dan  bukannya  sistem  nilai.  Se- 
bagaimana  negara-negara  maju  lainnya  me- 
ngalami krisis  sebelum  menyelesaikan  tahap- 
an pembangunan  mereka,  negara-negara  di 
Asia  Timur  akan  melewati  tantangan  yang 
sama  menuju  tahap  akhir  pembangunannya. 
Dan,  sebagaimana  masyarakat  negara  lain 
harus  menerima  siklus  pembangunan  eko- 
nomi, masyarakat  di  Asia  Timur  kini  sedang 
mengalami  siklus  tersebut. 

Persoalan  utama  yang  perlu  dibahas  ada- 
lah,  apakah  mereka  melihat  krisis  itu  seca- 
ra  benar  serta  akan  mampu  bangkit  mengha- 
dapi  tantangan-tantangan  baru  ini  dan  me- 
ngatasinya.  Secara  lebih  tegas  lagi,  apakah 
mereka  mengetahui  bahwa  aspek  good  gov- 
ernance haruslah  menjadi  bagian  yang  in- 
trinsik  dari  kebijakan  ekonomi  makro  yang 
baik.  Lebih  lanjut,  apakah  mereka  sepakal 
bahwa  untuk  dapat  mewujudkan  good  gov- 
ernance, maka  sistem  politik  yang  demokra- 
lis  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  di- 
penuhi;  tanpa  good  governance,  tidak  akan 
mungkin  untuk  merumuskan  kebijakan  eko- 
nomi makro  yang  konsistcn  dan  transparan; 
tanpa  demokrasi  tidak  akan  mungkin  dapat 
mewujudkan  good  governance.  Good  gov- 
ernance adalah  bagian  yang  sangat  penting 
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dari  demokrasi.  Dan  meskipun  terdapat  be- 
berapa  pengecualian,  seperti  Singapura  dan 
Hongkong,  dan  tahapan  atau  sistem  demo- 
krasi mungkin  berbeda  antarnegara,  hendak- 
nya  dipahami  secara  jelas  bahwa  good  gov- 
ernance mempakan  satu-satunya  dasar  bagi 
kebijakan  ekonomi  makro  yang  baik. 

Dampak  Good  Governance  Terha- 
dap  Stabilitas  Dalam  Negeri  dan 
Kawasan 

Berdasarkan  kajian  di  atas,  jelas  bahwa 
good  governance  tidak  dijumpai  di  hampir 
semua  negara  Asia  Timur  yang  mengalami 
krisis  mata  uang.  Jelas  pula  bahwa  untuk 
menanggulangi  krisis  itu  sekarang  ini  dan 
mencegah  munculnya  krisis  lain  di  masa 
depan,  maka  good  governance  harus  menja- 
di  bagian  dari  paket  kebijakan  maupun  tin- 
dakan  yang  akan  diambil. 

Demikian  pula,  jelas  bahwa  good  gov- 
ernance merupakan  bagian  yang  sangat 
penting  dari  demokrasi,  dan  bahwa  hanya 
pengembangan  demokratisasi  sajalah  yang 
dapat  menjamin  terwujudnya  good  govern- 
ance. Demokrasi  saja  tidaklah  cukup  untuk 
menjamin  terwujudnya  good  governance. 
Untuk  itu  diperlukan  demokrasi  yang  ma- 
tang,  yaitu  di  mana  aturan  perundang-un- 
dangan  benar-benar  dijunjung  tinggi  dan 
bahwa  setiap  orang  itu  sama  haknya  di  ma- 
ta hukum,  serta  di  mana  masyarakat  madani 
berperan  dalam  menjamin  diterapkannya  ni- 
lai-nilai  demokrasi.  Terakhir,  demokrasi  nie^ 
mungkinkan  perubahan  pemerintahan  se- 
andainya  rakyal  menghendaki. 

Dalam  pengertian  ini,  good  governance 
merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dari 
pengembangan  politik  dan  demokratisasi. 


di  mana  hal  yang  disebutkan  terakhir  ini 
menjadi  syarat  mutlak  bagi  dijalankannya 
strategi  pembangunan  yang  menyeluruh  dan 
berimbang.  Strategi  pembangunan  yang  ba- 
ru  ini  sangat  penting  bagi  pembangunan 
Asia  Timur  di  masa  depan  dan  didasarkan 
kepada  hikmah  yang  diambil  dari  strategi 
pertumbuhan  satu  sektor  yang  terbukti  ku- 
rang  memadai  selama  25  tahun'  terakhir  ini: 

Dari  krisis  ekonomi  dan  politik  yang  ter- 
jadi  sekarang  ini,  menjadi  jelas  pula  bahwa 
strategi  pembangunan  bam  sangatlah  pen- 
ting bagi  Asia  Timur.  Selama  25  tahun  ter- 
akhir ini,  rezim  pemerintahan  di  Asia  Timur 
memandang  perlu  bagi  dicapainya  pertuin- 
buhan  yang  tinggi  sebesar  7-9  persen  per 
tahun  guna  mempertahankari  legitimasi  me- 
reka,  di  samping  juga  agar  kawasan  dapat 
mengejar  ketertinggalannya  dari  negara-ne- 
gara  maju. 

Siklus  pertumbuhan  ekonomi  jangka  pan- 
jang  kini  telah  mencapai  titik  akhir,  dan  ba- 
rangkali  memang  normalnya  demikian)  De- 
ngan  demiikian,  menjadi  jelas  pula  bahwa 
pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  saja  tidak 
lagi  memadai  bagi  negara-negara  di  Asia 
Timur,  karena  kini  mereka  menghadapi  ber- 
bagai  persoalan  dan  tantangan  baru  yang 
muncul  akibat  pertumbuhan  yang  tinggi  itr- 
sebut.  Oleh  karena  itu,  harus  dibuat  stra- 
tegi pembangunan  baru  yang  melibatkan  se- 
mua pihak,  berimbang  dan  sekaligus  juga 
berkelanjutan.  Strategi  yang  bersifat  menye- 
luruh ini  sangatlah  penting  bagi  pertum- 
buhan dan  pembangunan  ekonomi  Asia  Ti- 
mur di  masa  depan,  di  samping  juga  bagi 
stabilitas  dan  keamanan  kawasan. 

Yang  dimaksud  dengan  melibatkan  se- 
mua pihak  adalah  adanya  partisipasi  ke- 
lompok  masyarakat  tradisional  dan  rakyat 
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kecil  yang  selama  ini  tersisihkan.  Pertum- 
buhan  yang  berimbang  berarti  bahwa  mo- 
del Korea  yang  lebih  mengutamakan  per- 
tumbuhan  ekonomi  daripada  pembangunan 
politik  tidak  mungkin  lagi  untuk  ditiru. 
Pembangunan  yang  berkelanjutan  kini  men- 
jadi  sasaran  penting  dalam  pembangunan 
karena  kalau  tidak  maka  tidak  mungkin  lagi 
dilakukan  pembangunan  di  masa  menda- 
tang.  Masalah  kabut  asap  di  Asia  Tenggara 
atau  hujan  asam  di  Asia  Timur  Laut  mem- 
buat  pembangunan  berkelanjutan  menjadi 
tugas  yang  lebih  mendesak,  karena  kerusak- 
an  yang  ditimbulkan  dalam  jangka  panjang 
akan  lebih  besar  daripada  manfaat  yang  di- 
peroleh  dari  pertumbuhan  ekonomi. 

Pembangunan  politik  sebagai  bagian  da- 
ri strategi  bam  pembangunan  berarti  demo- 
krasi,  di  mana  good  governance  sangat  ber- 
peran  di  dalamnya.  Tanpa  demokrasi,  trans- 
paransi  kebijakan,  aturan  perundang-undang- 
an,  dan  kontrol  sosial  tidak  mungkin,  dica- 
pai.  Pertama,  keberhasilan  pertumbuhan  eko- 
nomi mensyaratkan  dipenuhinya  aspek  good 
governance  agar  dapat  menetapkan  kebijak- 
an ekonomi  makro  yang  tepat.  Tidaklah  ber- 
lebihan  bila  dikatakan  bahwa  tidak  adanya 
good  governance  menjadi  salah  satu  sebab 
terjadinya  krisis. 

Tetapi  lebih  daripada  itu,  partisipasi  po- 
litik merupakan  bagian  yang  sangat  pen- 
ting  dari  pembangunan  nasional,  karena  par- 
tisipasi politik  akan  menjamin  bahwa  per- 
tumbuhan ekonomi  yang  dinikmati  oleh  se- 
mua  pihak,  persaingan  yang  sehat  dan  ke- 
adilan  sosial,  akan  menjadi  unsur  yang  pen- 
ting  di  dalam  pembangunan  nasional.  Ke- 
senjangan  sosial  telah  menciptakan  ketidak- 
stabilan  baru,  dan  ini  hams  diperhitungkan 
dalam  memmuskan  strategi-strategi  pemba- 
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ngunan  yang  bam.  Untuk  menanggulangi 
perubahan  dan  ketidakstabilan  yang  timbul 
sebagai  akibat  dari  pertumbuhan  dan  pem- 
bangunan ekonomi,  hanya  pembangunan  po- 
litik dan  demokratisasi  sajalah  yang  dapat 
mendorong  terciptanya  keamanan  dan  sta- 
bilitas. 

Dalam  bempaya  memenuhi  aspek  good 
governance  dan  pengembangan  demokrasi, 
setiap  negara  hams  menemukan  kecepatan 
pembangunannya  sendiri.  Model  Jefferson 
atau  Westminster  mungkin  tidak  cocok  un- 
tuk negara-negara  di  Asia  Timur.  Mereka  da- 
pat mengembangkan  demokrasi  secara  ber- 
tahap  dan  evolusioner,  tetapi  dilakukan  ber- 
samaan  dengan  pembangunan  ekonominya. 

Penggunaan  dari  apa  yang  disebut  seba- 
gai model  Korea  telah  menimbulkan  banyak 
sekali  persoalan  di  negara  berkembang  Asia 
Timur,  karena  tidak  seorang  pun  tahu  ba- 
gaimana  dan  kapan  hams  memulai  pemba- 
ngunan politik.  Dan  lebih  parah  lagi,  di  be- 
berapa  negara  ketidaktahuan  tersebut  jus- 
tm  dijadikan  dalih  untuk  memperpanjang 
masa  penundaan  pembangunan  politik  sam- 
pai  akhimya  disadari  bahwa  sudah  terlalu 
terlambat  untuk  memperkenalkan  dan  me- 
laksanakan  sistem  pembangunan  politik  se- 
cara damai. 

Bandingkanlah  kasus  di  Indonesia  dan 
Filipina.  Dengan  menunda  pembangunan  po- 
litik agar  dapat  mengutamakan  tercapainya 
pembangunan  ekonomi,  Filipina  di  bawah 
pemerintahan  Marcos  dan  Indonesia  di  ba- 
wah pemerintahan  Presiden  Soeharto  akhir- 
nya  mengalami  kemacetan  ekonomi  akibat 
adanya  stagnasi  politik.  Bam  sesudah  masa 
perjuangan  yang  panjang  Filipina  kembali 
menjadi  negara  demokrasi.  Sesudah  menja- 
lani  masa  transisi  demokrasi  "yang  penuh 
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kekacauan",  kini  Filipina  dapal  membangun 
ckonominya  dengan  cukup  baik.  Mereka 
Icbih  bcrhasil  dalam  mengalasi  krisis  mata 
uang  yang  terjadi  dewasa  ini. 

Dalam  hal  Indonesia,  krisis  mata  uang 
yang  terjadi  diakibatkan  oleh  faktor  ekono- 
mi  maupun  politik.  Tetapi,  karena  tidak  ada 
kemajuan  dalam  hal  pembangunan  politik, 
dan  juga  tidak  adanya  aspek  good  govern- 
ance, krisis  politik  dan  ekonomi  yang  me- 
landa  ncgeri  ini  terus  berlanjut  dan  bahkan 
semakin  memburuk  tanpa  diketahui  kapan 
akan  berakhir. 

Dalam  hal  Thailand,  pada  awalnya  pere- 
konomian  memburuk  karena  adanya  kepen- 
tingan  yang  bercokol  {vested  interest),  kon- 
coisme  dan  korupsi.  Tetapi  sejalan  dengan 
pcrubahan  pcmerintahan,  perbaikan  cara  pe- 
nyelenggaraan  pemerintahan  serta  penerap- 
an  kebijakan  ekonomi  yang  lebih  baik  te- 
lah  mampu  membalik  arah  perekonomian  me- 
nu] u  perbaikan.  Malaysia  relatif  lebih  baik 
dalam  menjalankan  demokrasi  dan  mewu- 
judkan  aspek  good  governance,  sehingga 
negara  itu  mampu  melakukan  berbagai  per- 
ubahan  kebijakan  yang  diperlukan  guna 
mengatasi  krisis. 

Dengan  demokrasi  yang  kurang  berkem- 
bang  seperti  yang  terjadi  sebelumnya  di 
Thailand,  Korea  Selatan  di  bawah  pemerin- 
tahan Presiden  Kim  Young  Sam  gagal  mele- 
takkan  syarat-syarat  bagi  terwujudnya  good 
governance,  khususnya  dalam  kaitannya  de- 
ngan posisi  oligopolistik  para  konglomerat, 
maupun  ketidakluwesan  kebijakan  dan  lem- 
baga  keuangan  di  negara  itu.  Akan  tetapi, 
karena  mereka  mampu  mengganti  pemerin- 
tahan dan  pemerintah  yang  baru  itu  kini 
mulai  giat  mewujudkan  aspek  good  govern- 


ance dengan  mulai  menghapuskan  posisi 
oligopolistik  para  konglomerat,  serta  me- 
ningkatkan  transparansi  di  sektor  keuangan, 
maka  perekonomiannya  mulai  membaik. 

Dalam  semua  kasus  di  atas,  hams  disa- 
dari  bahwa  keadaan  ekonomi  secara  keselu- 
ruhan  hams  diperbaiki,  sementara  pada  saat 
yang  bersamaan  berbagai  masalah  politik 
dan  ekonomi  hams  diatasi. 

Krisis  yang  terjadi  di  Indonesia  mempa- 
kan  yang  terburuk  di  kawasan  dan  telah 
berkembang  menjadi  persoalan  bersama  di 
kawasan  karena  potensi  dampaknya  terha- 
dap  stabilitas  dan  keamanan  di  kawasan.  Ini 
terkait  dengan  posisi  penting  Indonesia  di 
dalam  ASEAN,  posisi  strategisnya  di  Asia 
Timur  sehubungan  dengan  kepemimpinan- 
nya  di  dalam  ASEAN,  luas  wilayahnya,  ja- 
lur  lautnya,  dan  dampak  serins  kemntuhan 
ekonominya  terhadap  kawasan. 

Dari  segi  ekonomi,  Indonesia  dapat  me- 
micu  rentetan  devaluasi  berikutnya,  yang  ju- 
ga dapat  berdampak  kepada  perekonomian 
Jepang,  yang  kini  sedang  berada  dalam  ke- 
adaan rapuh. 

Kesimpulannya,  dapat  dikatakan  bah- 
wa stabilitas  dan  keamanan  ekonomi  di  ka- 
wasan akan  dipengamhi  oleh  krisis  ekono- 
mi dan  politik  yang  melanda  Asia  Timur 
mengingat  tingginya  tingkat  integrasi  eko- 
nomi di  kawasan,  baik  secara  ekonomi  mau- 
pun slrategi. 

Good  governance  akan  berdampak  seca- 
ra nyata  terhadap  pembangunan  politik  dan 
ekonomi  di  kawasan.  Oleh  karena  itu,  dapat 
dikatakan  bahwa  good  governance  mempa- 
kan  faktor  penentu  stabilitas  di  kawasan. 
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Apa  yang  dikatakan'  sebagai  mukjizat  di 
Asia  Timur  sesungguhnya  bukanlah  mukji- 
zat. Penerapan  berbagai  kebijakan  yang  ber- 
sifat  pragmatis,  terbuka  dan  berorientasi  pa- 
sar  harus  ditebus .  dengan  kerja  keras  dan 
pengorbanan  dari  masyarakat  di  Asia  Ti- 
mur.  Cina  telah  mengalami  lompatan  besar 
ke  depan  dan  revolusi  kebudayaan,  Indone- 
sia mengalami  pergantian  pemerintahan  se- 
cara  traumatis  pada  1965,  Vietnam  melaku- 
kan,invasi  Ice  Kamboja  yang  hams  ditebus- 
nya  dengan  mahal,  Malaysia  mengalami 
kemsuhan  pada  1967,  Filipina  mengalami 
perubahan  rezim  Marcos  secara  dramatis, 
Thailand  mengalami  pemberontakan  para  ma- 
hasiswa  dan  masyarakat  kelas  menengah  pa- 
da 19,73,  1976  dan  1990.  Oleh  karena  itu,  daya 
tahan  dan  politik  masyarakat  di  Asia  Ti- 
mur  akan  berkembang  dan  upaya  moderni- 
sasi  akan  berhasil,  bahkan  dalam  situasi  kri- 
sis  sekalipun.  Masyarakat  di  Asia  Timur  akan 
belajar  dari  krisis  tentang  bagaimana  mena- 
ta  mmah  tangganya,  termasuk  menciptakan 
good  governance  dan  melakukan  pemba- 
ngunan  politik.  Kini  Asia  Timur  sedang  me- 
masuki  proses  perbaikan  dan  pendewasaan, 
baik  di  masing-masing  negara  maupun  di 
kawasan  secara  keselumhan.  Adalah  suatu 
kekeliruan  dan  keangkuhan  bila  mengang- 
gap  bahwa  Asia  Timur  dapat  tems  tumbuh 
secara  pesat  seperti  yang  terjadi  selama  25 
tahun  terakhir  ini  tanpa  melakukan  perbaik- 
an 'Sama  sekali. 

Meskipun,  katakanlah,  pcrtumbuhan  pro- 
duklivitas  di  Asia  Timur  hanya  kccil  saja 
scbagaimana  yang  disimpulkan  oleh  Paul 
Krugman,  namun  ini  bukanlah  satu-satunya 
kelemahan  yang  paling  ulama.  Faktor  peng- 
hambat  yang  Icbih  penting  adalah  kurang- 
nya  aspek  good  governance  dan  pemba- 
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ngunan  politik.  Ekononii  biaya  tinggi,  keti- 
dakefisienan,  berbagai  penyimpangan  mau- 
pun tidak  adanya  kebijakan. ekonomi  makro 
yang  baik  mempakan  akibat  dari  kurangnya 
aspek  good  governance,  yang  pada  giliran- 
nya  telah  membuat  merajalelanya  praktek- 
praktek  monopolistik,  koncoisme,  nepotisme 
dan  kompsi.  Krisis  ekonomi  yang  terjadi  se- 
karang  ini  memperkuat  alasan  mengenai  per- 
lunya  pembangunan  politik  dan  demokrati- 
sasi.  Masyarakat  kelas  menengah  yang  se- 
makin  berkembang  dan  kuat  mempakan  fak- 
tor yang  akan  mendorong  proses  partisipa- 
si  politik  yang  lebih  besar. 

Oleh  karena  itu,  Asia  Timur  hams  mem- 
muskan  strategi-strategi  pembangunan  baru 
yang  seyogyanya.  mencakup  semua  pihak, 
berimbang  dan  berkelanjutan.  Tidaklah  ter- 
lalu  dini  untuk  memulai  perdebatan  yang 
sehat  tentang  strategi-strategi  pembangun- 
an bam  di  masa  depan  sambil  bempaya  me- 
nanggulangi  krisis.  Upaya  mencapai  kon- 
sensus  bam  untuk  jangka  waktu  yang  lebih 
panjang  mempakan  hal  penting,  dan  akan 
membantu  dalam  mencegah  timbulnya  krisis 
yang  sama  di  masa  mendatang. 

Agaknya  perlu  diambil  suatu  strategi 
pembangunan  yang  lebih  menyelumh  dan 
berorientasi  kepada  rakyat,  dan  bukan  hanya 
berorientasi  kepada  pertumbuhan  ekonomi 
yang  cepat.  Keberpihakan  kepada  selumh  la- 
pisan  masyarakat  juga  akan  menyediakan  se- 
jenis  tunjangan  kcsejahteraan  (social  safety 
net)  bagi  rakyat  kecil  bukan  hanya  oleh  pa- 
sar.  Ini  berkaitan  dengan  kcbutuhan  akan 
undang-undang  pensiun,  pcrawalan  kese- 
halan  serta  pendidikan  dan  pclatihan.  Hams 
ada  kcseimkmgan  yang  lebih  besar  anlara 
sistcm  pasar  bebas  seperti  yang  bcrlaku  di 
AS  dan  pcrekonomian  yang  tcrlalu  dialur 
oleh  pemerintah  seperti  yang  bcrlaku  di 
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daratan  Eropa.  Dalam  kailan  ini,  pengalam- 
an  dan  kebijakan  yang  diambil  oleh  Singa- 
pura  dapat  menjadi  model  yang  berguna. 
Masalah  keadilan  sosial  adalah  masalah 
yang  selalu  muncul  sampai  kapan  piin  dan 
negara-negara  berkembang  sangat  rentan 
menghadapi  masalah  ini  akibat  pembangun- 
annya  yang  cepat  dan  tidak  merata.  Di  sam- 
ping  itu,  perubahan  struktur  ekonomi  yang 
lerus-menerus  dan  penerapan  kebijalcan  per- 
saingan  5'ang  sehat  amatlah  penting. 

Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya, 
pembangunan  politik  adalah  prasyarat  mut- 
lak  'bagi  pembangunan  ekonomi  dan  sosial- 
politik.  Kebijakan  ekonomi  makro  yang  te- 
pat  tidak  dapat  dibuat  tanpa  adanya  good 
governance,  yang  mempakan  bagian  yang 
sangat  penting  dari  proses  demokratisasi. 
Tekanan  sosial-politik  bagi  partisipasi  poli- 
tik dan  pengembangan  demokrasi  telah  men- 
jadi syarat  mutlak  bagi  terciptanya  stabili- 
tas  dan  ketenteraman  masyarakat  di  tiap  ne- 
gara,  di  mana  terdapat  kelompok  masyara- 
kat kelas  menengah  yang  semakin  berkem- 
bang, perekonomian  yang  mengglobal,  pen- 
didikan  yang  bersifat  universal  dan  kema- 
juan  yang  pesat  di  bidang  teknologi  infor- 
masi. 

Sekali  lagi,  tahapan  pembangunan  poli- 
tik mempakan  hal  yang  lazim  dan  harus  di- 
lakukan  secara  bersamaan  dengan  pemba- 
ngunan ekonomi.  Segala  macam  dalih  untuk 
menunda  pembangunan  politik  tidak  akan 
dapat  bertahan  lama  karena  akan  menim- 
bulkan  balas  dendam  dan  akan  sangat  meru- 
sak  keberhasilan  ekonomi  yang  telah  dica- 
pai  sebelumnya.  Bahaya  scmacam  ini  sangat 
membayangi  Indonesia  akibat  adanya  stag- 
nasi  politik.  Untuk  dapat  mengcmbalikan  ne- 


gara  ini  ke  jalur  semula  akan  diperlukan  ker- 
ja  keras  dan  pengorbanan  yang  bcsar. 

Keraguan  dan  persoalan  tentang  pertum- 
buhan  yang  berkelanjutan  hanya  muncul  di 
kawasan.  Persoalan  itu  meliputi  masalah  hu- 
jan  asam  yang  terjadi  di  Asia  Timur  Laut 
akibat  peningkatan  konsumsi  batu  bara 
oleh  Cina,  dan  masalah  kabut  asap  yang  ter- 
jadi di  Asia  Tenggara  akibat  adanya  keba- 
karan  hutan  di  Indonesia  dan  Malaysia.  Ke- 
dua  masalah  ini  telah  menunjukkan  benca- 
na  besar  yang  dapat  ditimbulkan  seandai- 
nya  tidak  dilakukan  langkah-langkah'  pe- 
nanganan  sesegera  mungkin.  Tetapi,  ada  ba- 
nyak  masalah  lain  yang  juga  harus  disele- 
saikan.  yaitu  masalah  pengelolaan  sumber 
daya  alam,  persediaan  air,  udara,  laut,  hu- 
tan'dan  sebagainya,  yang  dapat  mengham- 
bat  pembangunan  ekonomi  dan  politik  mau- 
pun  keamanan  kawasan  di  masa  depan. 

Masalah-masalah  inilah  yang  menjadi 
agenda  baru  bagi  strategi-stralegi  pemba- 
ngunan Asia  Timur  di  masa  depan.  Kerja  sa- 
ma  antarnegara  di  kawasan  untuk  menang- 
gulangi  masalah  ini  juga  mempakan  suatii 
keharusan  mengingat  begitu  besarnya  sa- 
ling  ketergantungan  antarnegara  itu  di  ber- 
bagai  bidang.  Kemajemukan  yang  dimi- 
liki  oleh  negara-negara  di  Asia  Timur  hanya 
membawa  dampak  yang  kecil  saja  terhadap 
regionalisme.  Tetapi,  tantangan  bersama  dan 
keharusan  untuk  menanggulangi  tantang- 
an itu  secara  bersama-sama  akan  mendorong 
terjalinnya  kerja  sama  antarnegara  di  ka- 
wasan dan  akan  menjadikan  regionalisme 
sebagai  syarat  mutlak  bagi  pcrtumbuhan 
dan  pembangunan,  scrta  slabililas  dan  ke- 
amanan di  masa  mendalang.  Itulah  yang 
menjadi  dasar  tcrbaik  bagi  regionalisme. 


Amanat  Reformasi  dalam 
GBHN  1998 


M  Djadijono 

Tuntutan  dan  aspirasi  masyarakat  terutama  di  kampus-kampus  agar  SU-MPR  1  sampai 
dengan  11  Maret  1998  memberikan  arah  bagi  pelaksanaan  reformasi  di  segala  bidang  ke- 
hidupan  telah  coba  diperjuangkan  oleh  fraksi-fraksi  Parpol.  Sebagian  dari  tuntutan  itu  ber- 
hasil  disepakati  menjadi  rumusan  GBHN  sebagai  acuan  dasar  kebijakan  fbasic  policy^  dan 
program  pembangunan  nasional  di  segala  bidang  untuk  rentang  waktu  1998-2003,  baik 
pada  kebijakan  bidang  politik,  hukum  maupun  ekonomi.  Meskipun  demikian,  seusainya 
SU-MPR,  gejolak  tuntutan  masyarakat  tentang  perlunya  reformasi  total  tetap  marak.  Pe- 
nyebabnya  antara  lain:  (1)  naskah  GBHN  1998  belum  sempat  tersosialisasikan  kepada 
masyarakat,  ditambah  lagi  dengan  telah  berkembangnya  semacam  a  priori  bahwa  tidak 
seluruh  amanat  GBHN  dilaksanakan  oleh  pemerintah  sebagaimana  terjadi  selama  ini; 
(2)  substansi  reformasi  yang  diamanatkan  dalam  GBHN  nampak  kurang  eksplisit  dan 
menyeluruh,  sebaliknya  masih  bersifat  parsial.  "Kegagalan"  GBHN  1998  mengakomo- 
dasi  tuntutan  reformasi  pada  dasarnya  merupakan  refleksi  dari  kegagalan  SU-MPR  1998 
dalam  menangkap  aspirasi  masyarakat  dan  tuntutan  jaman.  Karenanya  tuntutan  refor- 
masi total  akan  berarti  bukan  hanya  sebatas  proses  politik  dalam  SU-MPR  tetapi  juga 
sistem  dan  mekanisme  rekruitmen  anggota  MPR  agar  diperoleh  anggota-anggota  yang 
tanggap  terhadap  tuntutan  masyarakat,  serta  menghasilkan  kebijakan-kebijakan  MPR 
yang  "membumi"  pada  aspirasi  dan  kepentingan  seluruh  masyarakat. 


Pendahuluan 

SID  ANG  Umum  MPR-RI 1  sampai  de- 
ngan 11  Maret  1998  antara  lain  te- 
lah menghasilkan  Ketetapan  ten- 
tang Garis-garis  Besar  Hainan  Negara 
(GBHN).  GBHN  sebagai  acuan  dasar  {basic 
policy)  kebijakan  dan  program  pembangun- 
an nasional  di  segala  bidang,  kiranya  bukan 
saja  harus  mcngandung  amanat  tetapi  juga 
arah  dan  sasaran  ulama  pelaksanaan  penge- 
lolaan  negara  selama  kurun  waktu  lima  ta- 
hun  ke  depan.  Jika  rumusan-rumusan  naskah 


GBHN  1998  tersebut  ditelaah  atau  dicer- 
mati,  pertanyaan  yang  dapat  diajukan  da- 
lam konteks  perkembangan  negara  dan  ma- 
syarakat dewasa  ini  antara  Iain  adalah:  se- 
jauh  manakah  GBHN  mengandung  amanat 
tentang  perlunya  reformasi  atau  pembani- 
an  sebagaimana  banyak  dituntut  oleh  ma- 
syarakat? Jika  terdapat  nuansa  reformasi,  ba- 
gaimanakah  efeknya  bagi  prospek  perkem- 
bangan demokrasi  dan  ekonomi  di  masa 
mendatang?  Telaah  ini  akan  menjawab  per- 
tanyaan-pertanyaan  tersebut  dengan  men- 
cermati  terlebih  dulu  konteks  situasi  atau 
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aspirasi  dan  tuntutan  yang  berkembang  di 
masyarakat  serta  upaya  penyalurannya  oleh 
fraksi-fraksi  dalam  MPR. 

Menjelang  SU-MPR  1998 

Selama  lima  tahun  terakhir  (1993-1998) 
sebagai  kurun  waktu  yang  harus  diamati 
oleh  MPR  untuk  merumuskan  GBHN  1998, 
dinamika  kehidupan  negara  dan  masyara- 
kat berjalan  sangat  cepat.  Format  politik 
yang  dibangun  telah  menghasilkan  pertum- 
buhan  ekonomi  yang  cukup  tinggi.  Selama 
dua  tahun  pertama  Pelita  VI,  pertumbuhan 
ekonomi  mencapai  7,5  persen  (1994)  dan  8,1 
persen  (1995),  suatu  tingkat  pertumbuhan  di 
atas  sasaran  Repelita  VI  yang  diperkirakan 
mencapai  rata-rata  7,1  persen.'  Laju  inflasi 
cenderung  menurun:  pada  tahun  awal  Pe- 
lita VI  masih  sebesar  9,2  persen  namun  se- 
cara  bertahap  dapat  ditumnkan  menjadi  8,6 
persen  (1995)  dan  6,5  persen  (1996)  sedang- 
kan  pada  tahun  1997  dapat  ditekan  lagi 
menjadi  5,2  persen.  Dengan  pertumbuhan 
ekonomi  yang  tinggi  dan  keberhasilan  me- 
nurunkan  inflasi  serta  pertumbuhan  pendu- 
duk  menjadi  1,58  persen,  pendapatan  per 
kapita  rakyat  Indonesia  pada  tahun  ketiga 
Pelita  VI  (1996)  mencapai  US$1,155.  Diban- 
dingkan  dengan  awal  Pelita  I,  pendapatan 
per  kapita  tahun  1996  itu  meningkat  16  kali 
lipat.^ 

Keberhasilan  pembangunan  ekonomi  te- 
lah membawa  efek  positif  pada  meningkat- 
nya  kesadaran  politik  rata-rata  warga  ma- 


Angka-angka  ini  dapat  dilihat  dalam  Lampiran 
Pidato  Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  di 
Depan  Sidang  Paripuma  DPR-RI,  1 6  Agustus  1 996, 
1/4-5. 
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Angka-angka  ini  dapat  dilihat  dalam  Pidato 
Kenegaraan  Presiden  Republik  Indonesia  di  Depan 


syarakat.  Pendidikan  yang  lebih  baik,  in- 
formasi  yang  lebih  luas  dan  suasana  yang 
relatif  stabil  telah  memungkinkan  masyara- 
kat untuk  berpikir,  berpandangan  dan  ber- 
sikap  lebih  jauh  untuk  mencari  dan  menun- 
tut  peluang  bagi  pemenuhan  kepentingan- 
kepentingan  non-ekonomi.  Tema-tema  tun- 
tutan non-ekonomi  yang  berkembang  di 
masyarakat  antara  lain  meliputi:  perluasan 
partisipasi  politik,  kepastian  hukum,  per- 
lindungan  hak-hak  asasi  manusia  dan  pe- 
negakan  keadilan  sosial  (Haris  dan  Sihbudi, 
1995:  183). 

Menghadapi  meningkatnya  tuntutan  ma- 
syarakat seperti  itu,  sistem  politik  Indone- 
sia tampak  kurang  mampu  menampung  dan 
menyalurkannya  menjadi  keputusan-kepu- 
tusan  pembaruan  secara  riil  dan  efektif.  Sis- 
tem politik  tersebut  membawa  berbagai  ke- 
lemahan  stmktural  maupun  kultural.  Sis- 
tem kepartaian  misalnya,  telah  mengham- 
bat  ketiga  organisasi  kekuatan  sosial  poli- 
tik (orsospol)  yang  ada  untuk  mandiri.  Ke- 
tiganya  senantiasa.  berada  dalam  kooptasi 
negara  dan  dibuat  tergantung  kepada  pe- 
merintah  sehingga  tidak  dapat  menjalankan 
peran  dan  fungsi  utamanya.  Keterbatasan 
ini  berdampak  pada  tidak  optimalnya  fung- 
si Dewan  Perwakilan  Rakj'at  (DPR).  Hak- 
hak  DPR  yang  mengejawantah  antara  lain 
dalam  hak  interpelasi  (meminta  keterangan), 
hak  angket  (penyelidikan)  dan  hak  budget 
(anggaran)  serta  hak  inisiatif  tidak  dapat 
dilaksanakan  secara  optimal.  Fungsi  DPR  da- 
lam mengawasi  lembaga  eksekutif  juga  ti- 
dak pernah  terwujud  secara  wajar,  nyata  dan 
efektif. 


Sidang  DPR-RI,  16  Agustus  1997  (Jakarta:  Dirck- 

torat  Pubiikasi,  Ditjcn  Pcmbinaan  Pcrs  dan  Gra- 

fika  Dcpartcmcn  Pencrangan  RI,  1997),  hal.  19-20; 
22-23. 
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Kondisi  seperli  itu  merangsang  berba- 
gai  unjuk  rasa  kelompok-kelompok  masya- 
rakat  seperti  petani,  bumh,  pengemudi  ang- 
kutan  umum  dan  mahasiswa  (Maris  dan  Sih- 
budiv-1995:  185).  Dalam  kadar  tertentu  bah- 
kan  muncul  gejala  ketidakpercayaan  ma- 
syarakal  kepada  aparat  pemerinlah  termasuk 
aparat  keamanan  dan  komponen-komponen 
sistem  politik  yang  ada.  Iniijterungkap  da- 
lam kasus-kasus  antara  Ijaijilopengrusakan 
dan  pembakaran  kantor  polisi  di  berbagai 

3 

lempat  pada  tahun  1997.  Sementara  itu,  de- 
monstrasi  dengan  pernyataan  tuntutan  mun- 
dur  dari  jabatan  atas  beberapa  menteri,  bah- 
kan  presiden,  mengindikasikan  menguat- 
nya  ketidakpercayaan  masyarakat  kepada 
pemerintah  pada  umumnya.  Tuntutan-tun- 
tutan  ini  pada  akhirnya  terkristal  dalam 
tema  tuntutan  reformasi. 

Tuntutan  reformasi  atau  pembaruan  po- 
litikj  hukum  dan  ekonomi  makin  mengemu- 
ka  menjelang  pelaksanaan  SU-MPR  1998. 
"Musibah  nasional"  berupa  turun  drastis- 
nya  iiilai  tukar  Rupiah  terhadap  US$  (lazim 
disebut  krisis  moneter)  yang  tereskalasi 
menjadi  krisis  ekonomi  dan  membawa  im- 
plikasi  pada  melangitnya  harga-harga  kebu- 
tuhan  pokok  masyarakat,  kemandegan  dan 
kebangkrutan  pabrik-pabrik  dengan  implika- 
si  PHK  besar-besaran  serta  kelangkaan  sem- 
bilan  bahan  kebutuhan  pokok  (sembako) 
menjadi  faktor  objektif  dan  pemicu  yang 
makin  mencgaskan  urgensi  dan  relevansi 
tuntutan  reformasi.  Tuntutan  dan  aspirasi 


Pcngrusakan  tcrjadi  antara  lain  di  I'olsck  I'cla- 
buhan  Ratu,  Kabupalcn  Sukabiimi  (4  Agustus).  I'ol- 
sck  Pamciingpciik,  Kabupalcn  Garut  (.31  Agustus), 
dan  I'olsck  Kalijambc,  Kabupalcn  Sragcn  (11  Sep- 
tember). Lihat  Miuiia  liulaiiesia,  5  dan  20  Agustus 
1 997;  ATow/w.v.  7  Agustus  \  Merdeka,  13  Agustus 
1997;  Suara  hlardeka.  12  September  1997. 


reformasi  ini  tampak  dalam  bentuk  pemikir- 
an-pemikiran  kritis  dan  unjuk  rasa  berba- 
gai kelompok  masyarakat,  terutama  mahasis- 
wa di  berbagai  tempat  di  Indonesia. 

Unjuk  rasa  keprihatinan  di  berbagai  kam- 
pus  di  Indonesia  menjelang  dan  pada  masa 
pelaksanaan  SU-MPR  mengumandangkan 
tuntutan-tuntutan  seperti  harga-harga  segera 
diturunkan,  reformasi  politik  segera  dilaku- 
kan,  kekayaan  pejabat  diusut  dan  monopoli 
dihapus  {Forum  Keadilan,  9  Maret  1998; 
Kompas,  6  Maret  1998).  Secara  lebih  khusus, 
para  mahasiswa  UI  dalam  aksi  unjuk  rasa 
2  Maret  1998  menyampaikan  empat  tuntut- 
an: (1)  SU-MPR  1998  perlu  menghasilkan 
rekomendasi  kepada  mandataris  MPR  terpi- 
lih  untuk .  menyelesaikan  selumh  krisis  na- 
sional sesegera  mungkin;.  (2)  dimasukkan- 
nya  kriteria  moralitas  yang  tinggi  dalam 
penyusunan  kabinet  mendatang  agar  ter- 
cipta  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwi- 
bawa;  (3)  menolak  kehadiran  petualang  po- 
litik; dan.  (4)  pemerintah  hams  menjamin 
terjangkaunya  harga  sembilan  bahan  pokok 
dan  obat-obatan  {Kompas,  3  Maret  1998). 

Sementara  itu  peniikiran  kalangan  inte- 
lektual  muncul  dalam  seminar  misalnya  dari 
Masyarakat  Indonesia  untuk  Kemanusiaan 
(MIK)  pada  diskusi  di  Hotel  Acacia,  Jakarta 
pada  pertengahan  Februari  1998.  Diskusi 
menyimpulkan  antara  lain,  bahwa  reforma- 
si politik  perlu  segera  dilakukan  untuk  me- 
ngubah  sistem  yang  kuat  tetapi  tidak  efek- 
tif  menjadi  sistem  yang  kuat  dan  efektif  se- 
kaligus  dcmokratis.  Caranya  adalah  dengan: 
(1)  segera  melakukan  suksesi  kepemimpin- 
an  nasional.  dan  mengatur  pcmbatasan  masa 
jabatan  Presiden  maksimal  dua  kali;  (2)  me- 
nyempurnakan  komposisi  keanggotaan  DPR/ 
MPR  untuk  mencegah  anggota  legislatif 
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yang  diangkat;  (3)  menata  ulang  sistem 
kepartaian  dengan  cara  membuka  peluang 
lahimya  partai  politik  bam  yang  mekanis- 
me  pembatasannya  secara  alamiah  lewat  pe- 
milihan  umum;  (4)  memperbarui  sistem  pe- 
milu  dari  sistem  proporsional  menjadi  "sis- 
tem distrik  yang  disempumakan";  dan  (5) 
menghapus  politik  monoloyalitas  birokra- 
si  agar  pegawai  negeri  sipil  menjadi  netral 
{Forum  Keadilan,  9  Maret  1998).  Khusus 
mengenai  tuntutan  suksesi  kepemimpinan 
nasional,  berbagai  komunitas  masyarakat 
mulai  mengunggulkan  Dr.  Amien  Rais  dan 
Megawati  sebagai  calon  Presiden,  serta  Try 
Sutrisno  dan  Prof.  Dr.  Emil  Salim  sebagai 
calon  Wakil  Presiden  {Forum  Keadilan,  9 
Maret  1998;  D&R,  17  Januari  1998). 

Tuntutan  perlunya  reformasi  ekonomi, 
di  samping  karena  dipicu  oleh  krisis  mo- 
neter  dan  ekonomi  yang  berkepanjangan, 
didorong  pula  oleh  kenyataan  bahwa  per- 
tumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  itu  ter- 
nyata  tidak  berhasil  menumbuhkan  kelas 
menengah  yang  kuat  dan  mandiri.  Asumsi 
trickle-down  effect  dalam  politik  pemba- 
ngunan  tidak  menjadi  kenyataan,  karena 
yang  dapat  menikmati  80  persen  penda^ 
patan  nasional  hanyalah  1  persen  pendu- 
duk  saja.  Muncul  pula  praktek-praktek  ko- 
lusi,  korupsi  dan  berbagai  bentuk  penyele- 
wengan  lainnya,  termasuk  nepotisme  (Ha- 
ris  dan  Sihbudi,  1995:  189).  Kasus  kolusi 
terjadi  antara  pengusaha  dengan  penguasa 
ataupun  dengan  anak-anak  atau  keluarga 
dekat  penguasa.  Menurut  Michael  Backman, 
tidak  kurang  dari  1.247  perusahaan  di  In- 
donesia melibatkan  kepemilikan  saham  dari 
keluarga  Presiden  Soeharto  dalam  jumlah 
yang  relatif  besar.  Bahkan  kalangan  inves- 
tor asing  pun  (sedikitnya  44  perusahaan 
Barat,  15  dari  Jepang  dan  Korea  Selatan) 


menjalin  hubungan  bisnis  dengan  keluarga 
Presiden  Soeharto  {Kompas,  27  Mei  1998). 
Berkenaan  dengan  kasus  korupsi,  jajak 
pendapat  oleh  Political  and  Economic  Risk 
Consultancy  (PERC)  pada  bulan  Januari- 
Februari  1998,  menunjukkan  bahwa  Indo- 
nesia kembali  menempati  urutan  negara 
terkorup  di  Asia  {Republika,  6  April  1998). 
Sedangkan  kasus  nepotisme  dapat  dilihat 
dalam  komposisi  keanggotaan  MPR  yang 
sebagian  direkrut  atas  dasar  hubungan  ke- 
luarga seperti  ayah-ibu-anak,  kakak-adik, 
suami-istri  dan  keponakan  {Republika,  26-28 
Mei  1998). 

Kecuali  itu,  kerangka  landasan  pemba- 
ngunan  nasional  dan  fundamental  ekono- 
mi nasional  ternyata  tidak  cukup  kuat.  Sa- 
lah  satu  indikatornya  terlihat  dalam  kenya- 
taan bahwa  ekonomi  Indonesia  tidak  memi- 
liki  kemampuan  cukup  tangguh  untuk,  dan 
dalam  waktu  cepat  mampu,  menghadapi  dan 
menyelesaikan  krisis  moneter  dan  ekonomi 
yang  terjadi  sejak  Juli  1997.  Sebaliknya,  ba- 
nyak  industri  yang  mengurangi  produksi 
dan/atau  malahan  bangkrut  hingga  meng- 
akibatkan  PHK  secara  besar-besaran  {D  &  R'^ 
1"7  Januari  1998).  Lebih  dari  itu,  peringkat 
Indonesia  turun  dari  negara  berpendapat- 
an  menengah  menjadi  negara  miskin  di  du- 
nia  dengan  pendapatan  per  kapita  hanya 
sekitar  US$300,  dan  tingkat  pengangguran 
pada  tahun  1998  diperkirakan  akan  menca- 
pai  sekitar  12  persen  (Baswir,  1998:  24). 

Reformasi  di  bidang  hukum  juga  me- 
ngemuka  karena  berbagai  peraturan  perun- 
dangan  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkem- 
bangan  dan  tuntutan  jaman.  Kecuali  itu, 
penegakan  hukum  dan  perlindungan  hak 
asasi  manusia  (HAM)  berada  dalam  kondisi 
memprihatinkan.  Hukum  dan  peradilan  di- 
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rasakan  lebih  berpihak  kepacia  yang  kuat 
secara  politik  dan  ekonomi  daripada  kepa- 
da  yang  benar  tetapi  lemah  dalam  posisi 
politik  dan  ekonomi.  Contoh  paling  me- 
nonjol  mengenai  hal  itu  adalah  pembatal- 
an  putusan  kasasi  atas  kasus  ganti  rugi 
tanah  ralcyat  Kedung  Ombo  (Jawa  Tengah) 
dan.:  Ohe  di  Irian  Jaya  oleh  Ketua  Mahka- 
mah  Agung.  Di  sana-sini  terjadi  kasus-ka- 
sus  pelanggaran  HAM  seperti  pelarangan 
terhadap  seseoi;ang  untuk  berbicara  di  de- 
pan  umum,  pembubaran  seminar  yang  se- 
ring  terjadi  antara  tahun  1994-1995,  sampai 
dengan  penangkapan  dan  penculikan  ak- 
tivis-aktivis  pro-demokrasi  (D  &  R,  11  April 
1998). 

.Catatan  di  atas  menunjukkan  bahwa  tun- 
tutan  dan  aspirasi  perlunya  reformasi  te- 
lah  berlangsung  cukup  lama.  Oleh  karena 
itu  wajar  jika  muncul  harapan  agar  SU-MPR 
1998  menyerap  dan  memutuskannya  menja- 
di  suatu  kebijakan  nasional."^  Dengan  kata 
lain,  konteks  situasi  pelaksanaan  SU-MPR 
1998  memang  sarat  dengan  permasalahan 
nasional  yang  menggemakan  tuntutan  per- 
lunya segera  dilaksanakan  langkah-langkah 
reformasi  atau  pembaruan  secara  riil  yang 
seharusnya  direspons  secara  positif. 

Respons  Fraksi-fraksi 

Tuntutan  reformasi  politik,  hukum  dan 
ekonomi  itu  tampak  telah  ditangkap  dan 
diperjuangkan  oleh  fraksi-fraksi  di  MPR 
dalam  Pemandangan  Umum,  Pengantar  Mu- 
syawarah  di  Komisi  Majelis  maupun  Pen- 
dapat  Akhir  dalam  Sidang  Paripurna  MPR 


Hal  itu  scsuai  dengan  Pcnjclasan  Pasal  3  UUD 
1945  yang  mcngamanatkan  bahwa  mcnycrap  as- 
pirasi masyarakat  mcrupakan  salah  satu  fungsi  uta- 
ma  MPR 


(tanggal  3,  4,  6  dan  9  Maret  1998)  terhadap 
berbagai  Rantap  yang  dihasilkan  oleh  Ba- 
dan  Pekerja  (BP)  dan  Komisi  Majelis.  Pada 
umumnya  semua  fraksi  sependapat  menge- 
nai perlunya  reformasi  tersebut  (Kompas, 
4  Maret  1998).  Tetapi  mengakui  periunya 
reformasi  tidak  selalu  berarti  mempunyai 
efek  pada  perumusan  kebijakan  secara  nya- 
ta,  yakni  memasukkan  tuntutan  reformasi 
ke  dalam  rancangan  naskah  GBHN  sehing- 
ga  mengubah  kesepakatan-kesepakatan  yang 
telah  dihasilkan  oleh  BP-MPR.  Dalam  hal 
ini  fraksi-fraksi  MPR  tampak  terpecah  ke 
dalam  dua  kubu.  Kubu  pertama  terdiri  atas 
F-PP  dan  F-PDI,  sedangkan  kubu  kedua  ter- 
diri atas  Fraksi  ABRI  (F-ABRI),  Fraksi  Kar- 
ya  Pembangunan  (FKP),  dan  Fraksi  Utusan 
Daerah  (F-UD),  atau  dikenal  dengan  sebut- 
an  Tri  Fraksi.  .rush-in  <■ 

..  Kubu  pertama  menghendaki  agar  Ran- 
tap-rantap  yang  dihasilkan  BP-MPR,  khu- 
susnya  Rantap  GBHN,  disempumakan  da- 
lam SU-MPR  bulan  Maret  1998.  Alasan  yang 
dikemukakan  sangat  faktual,  yaitu  soal  kri- 
sis  moneter  belum  diakomodasikan  ke  da- 
lam Bab  IV  KONDISI  UMUM  PELITA  VII, 
dan  jika  akomodasi  ini  tidak  dilakukan,  ma- 
ka  akan  sulit  menentukan  arah  perekono- 
mian  lima  tahun  mendatang  (Kompas,  3  Ma- 
ret 1998).  Lebih  khusus,  F-PP  menginginkan 
penambahan  satu  alinea  yang  menjelaskan 
bahwa  memasuki  Pelita  VII,  Indonesia  ber- 
ada  dalam  kondisi  krisis  moneter.  Semen- 
tara  F-PDI  mengusulkan  agar  BP-MPR  di- 
beri  wewenang  melakukan  revisi  atas  Kete- 
lapan  MPR  tentang  GBHN,  sebab  asumsi- 
asumsi  yang  digunakan  dan  rumusan-ru- 
musan  yang  dipilih  memberikan  kesan  bah- 
wa Rantap  GBHN  ini  terlalu  oplimistis  yang 
bertolak  belakang  dengan  kenyataan  yang 
berkembang  {Kompas,  4  dan  7  Maret  1998). 
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Secara  lebih  rinci,  alasan  perlunya  refor- 
masi  ekonomi  menunjuk  pada  kenyataan 
bahwa:  (1)  strategi  pembangunan  selama  30 
tahun  terakhir  terlalu  menekankan  kepada 
pertumbuhan  dan  cenderung  mengabaikan 
pemerataan;  (2)  ketimpangan  sosial,  ekono- 
mi dan  politik  serta  keadilan  sosial  tetap 
terjadi,  padahal  konsep  yang  ada  dalam 
GBHN  1993  sangat  berkeadilan;  dan  (3) 
pembiayaan  pembangunan  terlalu  mengan- 
dalkan  hutang  luar  negeri,  sementara  kong- 
lomerat  lebih  menggantungkan  diri  pada 
fasilitas  dan  perlindungan  pemerintah  ser- 
ta hutang  luar  negeri  daripada  profesional- 
isme  dan  keinampuan^  sendiri. 

Dengan  alasan-alasan  tersebut,  berbagai 
langkah  strategis  harus  dilakukan:  perta- 
ma,  pelaksanaan  trilogi  pembangunan  se- 
cara seimbang.  Kedua,  efisiensi  pengguna- 
an  dana  pembangunan  melalui  upaya  sung- 
guh-sungguh  memberantas  korupsi  dan  ko- 
lusi.  Dalam  kerangka  ini,  UU  Anti  Korupsi 
harus  disempurnakan  dengan  didasarkan 
pada  asas  pembuktian  terbalik.  Ketiga,  de- 
regulasi  dan  debirokratisasi  dilanjutkan  se- 
cara konsisten,  meliputi  sektor-sektor  eko- 
nomi riil  seperti  desentralisasi  perijinan  in- 
vcstasi,  distribusi  barang  dan  jasa,  dan  sek- 
tor  agribisnis.  Keempat,  penghapusan  dan 
pencegahan  proteksi  yang  menguntungkan 
hanya  segelintir.  Dalam  rangka  ini,  perlu 
ditcgakkan  UU  tentang  Persaingan  Sehat 
atau  Undang-undang  Anti-Kartel  dan  Mo- 
nopoli,  sementara  itu  perlu  dipcrtegas  usa- 
ha-usaha  perlindungan  terhadap  golong- 
an  ekonomi  lemah  seperti  petani,  pengra- 
jin  tradisional,  dan  usaha  kecil.  Kelima,  khu- 


^Pokok-pokok  pikiran  F'-PP  dan  F-PDI  dalam 
Pemandangan  Umum  pada  SU-MPR  1998.  Kompas, 
4,  5  dan  7  Marct  1998. 


sus  mengenai  sektor  pertanian,  perlu  dilan- 
jutkan intensifikasi  dan  ekstensifikasi  la- 
han  pertanian,  dan  pencegahan  alih  fungsi 
lahan  pertanian  yang  subur.  Berbagai  pera- 
turan  perundangan  tentang  pertanahan,  ling- 
kungan  hidup  dan  tata  ruang  harus  dilak- 
sanakan  secara  konsekuen  dan  konsisten. 
Keenam,  untuk  mengurangi  ketimpangan  so- 
sial-ekonomi  antardaerah,  diperlukan  pe- 
ningkatan  kandungan  teknologi  masyara- 
kat  di  daerah-daerah  yang  belum  berkem- 
bang,  antara  lain  melalui  relokasi  industri  ke 
luar  Jawa  yang  didukung  dengan  pemba- 
ngunan infrastruktur  yang  memadai  dan 
perimbangan  keuangan  yang  adil  antara 
pusat  dan  daerah.  Ketujuh,  kebijakan  pem- 
berian  kredit  diperbarui  agar  lebih  tersebar 
ke  selumh  wilayah  Indonesia  dan  dapat  di^ 
nikmati  oleh  lebih  banyak  pengusaha  kecil 
dan  menengah.  Kedelapan,  pengelolaan  ke- 
kayaan  alam  ditata  kembali  sesuai  dengan. 
semangat  Pasal  33  UUD  1945.  Dan  terakhir, 
prioritas  penggunaan  dana  APBN  diper- 
tajam  yang  disertai  disiplin  anggaran  un- 
tuk memenuhi  sembilan  kebutuhan  pokok 
rakyat,  memberantas  kemiskinan  dan  mening- 
katkan  kesejahteraan  lapisan  bawah  masya- 
rakat  {Kompas,  4,  5  Maret  1998). 

Reformasi  ekonomi  harus  dibarengi  de- 
ngan reformasi  politik.  Dalam  pandangan 
kubu  ini,  langkah-langkah  pokok  reformasi 
politik  diarahkan  pada  pembenahan  sekali- 
gus  pembaruan  sistem  politik.  Pertama,  sis- 
tem  politik  yang  melanggengkan  mayoritas 
lunggal  harus  segera  diakhiri  karena  sistem 
seperti  itu  bertentangan  dengan  demokrasi 
Pancasila;  hanya  menjadi  lahan  subur  lerja- 
dinya  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme  yang 
menghambat  partisipasi  rakyat  dan  kontrol 
terhadap  pemerintah;  serta  melahirkan  tin- 
dakan-tindakan  diskriminatif  terhadap  par- 
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pol  dan  anggotanya.  Kedua,  kesepakatan 
dan  penegasan  bahwa  kekuasaan  politik  ti- 
dak  boleh  disalahgunakan,  dan  pentingnya 
kepastian  dan  keterbukaan  sistem  politik. 
Ketiga,  hviddiydi  politik  yang  dibangun  ha- 
ms partisipatif  dan  tidak  diskriminatif,  dan 
oleh  karena  itu,  kepemimpinan  politik  hams 
bersemangatkan  kerakyatan,  bukan  tXiXis.  Ke.^. 
empat,  reformasi  birokrasi  untuk  mencipta- 
kan  clean  and  good  governance.  Kelima- 
pengembangan  hubungan  kemitraan  yang 
harmonis  antara  pemerintah  dan  rakyat,  dan 
antarorganisasi  formal,  khususnya  orsospol. 
Keenam,  pengembangan  pendidikan  poli- 
tik rakyat  untuk  menumbuhkan  kepedulian 
sosial  kemasyarakatan.  Ketujuh,  pemandiri- 
an  organisasi  sosial  politik  dan  kemasyara- 
katan. Terakhir,  jaminan  kepastian  hukum 
dan  rasa  keadilan  yang  berperikemanusiaan. 
Langkah-langkah  reformasi  politik  itu  ha- 
ms dipahami,  dihayati,  ditata  dan  dimani- 
festasikan  melalui  aturan  main  yang  sesuai 
dengan  pelaksanaan  Pancasila  dan  UUD 
1945  secara  murni  dan  konsekuen.  Reformasi 
politik  tersebut  diwujudkan  melalui  antara 
lain,  pembahan  terhadap  undang-undang  di 
bidang  politik,  dan  optimalisasi  pelaksanaan 
hak-hak  DPR,  khususnya  hak  angket  (pe- 
nyelidikan),  hak  inisiatif  dan  hak  interpe- 
lasi  (Kompas,  4,  5  dan  7  Maret  1998). 

Kubu  kedua  tampak  bersikap  konserva- 
tif  Meski  dapat  memahami  luntutan  dan  as- 
pirasi  perlunya  reformasi  ekonomi  dan  poli- 
tik, kubu  ini  tidak  menghendaki  perubahan- 
pembahan  Rantap  GBHN.  Alasan  atas  sikap 
ini  temngkap  dalam  pernyataan-pernyataan 
seperti  bcrikut;  FKP  tidak  akan  mengubah 
Bab  IV  Rancangan  GBHN  bagian  Ekonomi;' 
scbab  soal  krisis  monetcr  lelah  lersiral  da- 
lam pernyataan  bahwa  kita  hams  mcmpcr- 
kuat  fundamental  ekonomi;  bahwa  Rantap 
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GBHN  tak  perlu  diubah  karena  telah  leng- 
kap  menampung  aspirasi  masyarakat  serta 
sudah  mengantisipasi  situasi  akhir-akhir  ini 
maupun  tantangan  pembangunan  lima  ta- 
hun ke  depan  (Kompas,  3  Maret  1998).  F-UD 
dapat  menerima  Rantap  GBHN  secara  uluh 
karena  secara  substansial  telah  memberikan 
jawaban  terhadap  tantangan  maupun  pe- 
luang  yang  mempunyai  arti  khusus  pada 
strategi  dalam  pembangunan  jangka  pan- 
jang  tahap  kedua  dan  Pelita  VII;  sedangkan 
F-ABRI  juga  dapat  menerima  sepenuhnya 
Rantap  GBHN,  sebab  semua  fraksi  di  BP- 
MPR  telah  sepakat  bulat,  dan  rancangan  itu 
pun  telah  mengantisipasi  lingkungan  stra- 
tegik  masa  depan  dalam  segala  aspek  kehi- 
dupan  bangsa,  temtama  dalam  menghadapi 
era  globalisasi  baik  dalam  rangka  liberalisa- 
si  perdagangan,  isu  hak  asasi  manusia,  de- 
mokratisasi  dan  lingkungan  hidup  (Kompas, 
7  Maret  1998).  '  " 

Usulan-usulan  untuk  memasukkan  tun- 
tutan  reformasi  ke  dalam  rumusan  final  Tap 
MPR  tentang  GBHN  oleh  fraksi-fraksi  par-; 
pol  di  atas  akhirnya  ditolak  oleh  Tri-Fraksi. 
Alasannya,  di  dalam  Rancangan  Naskah 
GBHN  hasil  BP-MPR  telah  terdapat  nuansa 
pemikiran  ke  arah  reformasi  yang  diperlukan. 
Masalahnya  kemudian  adalah  seberapa  jauh 
GBHN  1998  membuka  peluang  bagi  proses 
reformasi  politik  dan  ekonomi,  dan  apakah 
peluang  itu  telah  sejalan  dengan  luntutan 
reformasi  yang  dikumandangkan  oleh  ma- 
syarakat? 

Amaiiat  Reformasi 

Bagian-bagian  naskah  GBHN  1998  yang 
mcnyatakan  dasar  dan  arah  kcbijakan  po- 
kok  negara  unluk  kumn  waktu  lima  tahun 
mendatang  lerbatas  pada  Bab  IV:  PEMBA- 
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NGUNAN  LIMA  TAHUN  KETUJUH.  Bagi- 
an-bagian  lain  naskah  bersifat  lebih  per- 
manen  karena  untuk  kebutuhan  kontinuitas 
pembangunan  dalam  jangka  panjang.  De- 
ngan  straktur  naskah  seperti  itu,  nuansa  re- 
formasi  atau  pembaman  pembangunan  un- 
tuk lima  tahun  mendatang  dapat  dicermati 
dalam  Bab  V.  Secara  lebih  khusus,  kebijakan- 
kebijakan  politik,  hukum  dan  ekonomi  yang 
mengandung  nuansa  reformasi  ,tercantum 
dalam  sub-bab  F  tentang  KEBIJAKSANA- 
lAN  PEMBANGUNAN  LIMA  TAHUN  KE- 
TUJUH. 

Politik 

Kebijakan  politik  dalam  naskah  GBHN 
memperlihatkan  kemajuan  dalam  lima  as- 
■pek  kehidupan  politik,  terutama  jika  diban- 
dingkan  dengan  kebijakan  yang  sama  da- 
lam GBHN  1993.  Pertama  tentang  penye- 
lenggaraan  pemilihan  umum  (Pemilu).  Pe- 
ningkatan  kualitas  Pemilu  dengan  melibat- 
kan  secara  aktif  Organisasi  Peserta  Pemilu 
(OPP)  dalam  pelaksanaan  Pemilu  merupakan 
pokok  pembaruan  proses  Pemilu.  Ini  tersu- 
'irat  dalam  rumusan:  "...  ,  penyelenggaraan 
dan  pelaksanaan  pemilihan  umum  akan  di- 
tingkatkan  kualitasnya.  Untuk  maksud  ter- 
sebut,  maka  Organisasi  Peserta  Pemilihan 
Umum  (OPP)  diikutsertakan  secara  aktif  di- 
1am  perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  pe- 
ngawasan  pemilihan  umum  dari  tingkat  pu- 
sat  sampai  ke  desa/kelurahan".^ 

Konsekuensi  rumusan  kebijakan  itu,  mes- 
ki  tidak  tercantum  dalam  naskah,  tertuang 


Vap  MPR  No.  II/MPR/1998  tentang  GBHN, 
Bab  IV.  F,  sektor  1 .  Politik  Dalam  Negeri,  huruf  a 
dan  f.  Bandingkan  dengan  rumusan  kebijakan  bidang 
yang  sama  dalam  GBHN  1993. 


dalam  kesepakatan  Pimpinan  Panitia  Ad  Hoc 
(PAH)  I  BP-MPR  dan  kelima  fraksi  dalam 
PAH-I  tentang  penjelasan  pengertian  dari 
"mengikutsertakan  lebih  aktif  organisasi  pe- 
serta pemilihan  umum".  Ini  meliputi  lang- 
kah-langkah:  (1)  mengikutsertakan  unsur 
OPP  dalam  Panitia  Pendaftaran  Pemilih  (Pan- 
tarlih)  dan  kegiatannya;  (2)  mengikutser- 
takan unsur  OPP  dalam  Kelompok  Penye- 
lenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS)  dan  ke- 
giatannya; (3)  catatan  penghitungan  suara 
di,  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  yang 
ditandatangi  oleh  Ketua  dan  anggota  KPPS 
diberikan  kepada  unsur  OPP  yang  dudtik 
di  KPPS;  dan  (4)  penyempurnaan  Peratur- 
an  Pemerintah  (PP)  yang  tidak  sesuai  de- 

7 

ngan  penjelasan  butir  1,  2  dan  3  tersebut. 
Efek  yang  dapat  dibayangkan  jika  kebijak- 
an dan  kesepakatan  itu  ditindaklanjuti  se- 
cara konsekuen  adalah  makin  terbatasnya 
peluang  kecurangan  dalam  pendaftaran  pe- 
milih, dan  perhitungan  hasil  suara.  ^  Pendaf- 
taran pemilih  dan  perhitungan  hasil  suara 
merupakan  dua  tahapan  dalam  proses  pe- 


7  'If'*"*' 

Lihat  antara  lain '"Pemandangan  Umum  FKP 
terhadap  Rantap  GBHN  yang  disampaikan  oleh  jufii 
bicara  Ny.  Siti  Hardiyanti  Rukmana.  Kompas,  4 
Maret  1998. 

g 

Pelibatan  aktif  unsur  OPP  dalam  Pantarlih  da- 
pat membatasi  kemungkinan  tidak  Icrdaftarnya 
warga  negara  yang  memiliki  hak  pilih  seperti  terjadi 
pada  pemilu-pemilu  sebelumnya.  Scmcnlara  itu,  ca- 
tatan penghitungan  suara  di  setiap  TPS  yang  dibe- 
rikan kepada  unsur  OPP  dalam  KPPS  mcmbuka  pe- 
luang pihak  OPP,  khususnya  parpol,  untuk  menghi- 
tung  sendiri  perolehan  suaranya  di  TPS,  di  tingr 
kat  Kecamatan,  Kabupaten/Kotamadya,  Propinsi 
dan  di  tingkat  nasional.  Jika  terdapat  ketidakscsuai- 
an  hasil  suara  dengan  yang  dihitung  Panitia  Pe- 
milihan Daerah  (PPD)  II,  PPD  I  maupun  Panitia 
Pemilihan  Indonesia  (PPI),  siapa  pun  OPP  dapat 
mengajukan  protcs  dengan  bukti  data  yang  Jelas  dan 
lengkap. 
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milu  yang  rawan  dan  mudah  dimanipulasi 
selama  ini.' 

Kedua,  tentang  organisasi  kekuatan  so- 
sial  politik  (Parpol  dan  Golkar),  organisasi 
kemasyarakatan  dan  lembaga  kemasyarakat- 
an  lainnya.  Pokok  kebijakan  diarahkan  pa- 
da  peningkatan  kualitas  peran  politik  dan 
kemandirian  organisasi,  yang  dinyatakan 
dalam  rumusan:  "Kemampuan,  kualitas  dan 
kemandirian  organisasi  kekuatan  sosial  po- 
litik, organisasi  kemasyarakatan  dan  lemba- 
ga kemasyarakatan  lainnya  dalam  pemba- 
ngunan  politik  hams  terus  dimantapkan  un- 
tuk  lebih  meningkatkan  kemampuan  men- 
jalankan  perannya  sebagai  penampung  .dan 
penyalur  aspirasi  rakyat  secara  lebih  ber- 
kualitas  dan  bertanggung  jawab  dalam  ta- 
tanan  kehidupan  politik,  ...  serta  makin  mam- 
pu  melaksanakan  pendidikan  politik  dalam 
rangka  membentuk  kader  bangsa  yang  tang- 
guh  dan  berkualitas".  ^°  Konsekuensi  ope- 
rasional  dari  kebijakan  ini  akan  berdampak 
kepada  minimalisasi  campur  tangan  peme- 
rintah  terhadap  urusan-urusan  internal  or- 
ganisasi dan/atau  lembaga  sosial-politik  ke- 
masyarakatan. Di  lain  pihak,  organisasi  dan 
lembaga  kemasyarakatan  harus  menghin- 
darkan  diri  dari  ketergantungannya  kepada 
pemerintah.  Oleh  karena  itu,  mungkin  pula 
"pembinaan"  politik  oleh  pemerintah  terha- 
dap organisasi  dan  lembaga  itu  menjadi  ku- 
rang,  dan  bahkan  tidak  relevan  lagi  untuk 
dilakukan. 

Ketiga,  tentang  floating  mass  (massa 
mengambang)  dalam  pengertian  pembatasan 

9 

Mcngcnai  kasus  tidak  terdaftarnya  pcmilih  pa- 
da  Pcmilu  1997,  lihat  Kristiadi,  Lcgowo  dan  Har- 
janto  (1997:  138-139). 

^°GBHN  1998,  Bab  IV.  F.  sektor  1,  huruf  h. 
Dandingkanlah  dcngan  kebijakan  bidang  yang  sama 
dalam  GBHN  1993. 
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kegiatan  politik  maupun  struktur  organisasi 
Parpol/Golkar  hanya  sampai  pada  daerah 
tingkat  II.  Fokus  kebijakan  diarahkan  pada 
penyelenggaraan  pendidikan  politik  bagi 
peningkatan  kesadaran  politik  rakyat.  Po- 
kok kebijakan  ini  terurai  dalam  pernyataan: 
"Penyelenggaraan  pendidikan  politik  oleh 
suprastruktur  dan  infrastruktur  politik  te- 
rus dilanjutkan  dan  ditingkatkan  agar  se- 
tiap  warga  negara  makin  sadar  akan  hak  dan 
kewajibannya  untuk  berperan  serta  secara 
aktif  dan  positif  dalam  pembangunan,  serta 
dalam  memperkukuh  persatuan  dan  kesatu- 
an  bangsa.  Kesempatan  dan  kemampuan  ma- 
syarakat  untuk  mengutarakan  dan  memper- 
juangkan  aspirasi  dan  kepentingannya  mela- 
lui  wadah  penyalur  aspirasi  masyarakat  te- 
rus dikembangkan  ...  lembaga  perwakilan 
rakyat,  organisasi  kekuatan  sosial  politik, 
organisasi  kemasyarakatan,  dan  lembaga  ke- 
masyarakatan laiimya  dapat  semakin  berpe- 
ran dan  berfungsi  secara  optimal"."  Maksud 
dan  tujuan  kebijakan  seperti  itu  akan  be- 
nar-benar  dapat  dicapai  apabila  pembatasan 
ruang  gerak  dan  kegiatan  politik  masyara- 
kat dan  struktur  organisasi  kekuatan  sosial 
politik  seperti  yang  selama  ini  berlangsung 
ditiadakan.  Dengan  kata  lain,  MPR  sebenar- 
nya  mengamanatkan  perlunya  reformasi  ter- 
hadap penerapan  konsep  massa  mengam- 
bang. Nuansa  ini  cukup  logis  karena  pene- 
rapan konsep  massa  mengambang  justru  ti- 
dak sesuai  dengan  kelentuan  Pasal  28  dan 
Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945. 

Keempat,  tentang  pemerintahan  dan  pem- 
bangunan di  daerah,  khususnya  untuk  op- 
timalisasi  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang 
nyata,  dinamis  dan  bertanggung  javvab.  Po- 


^^GBHN  1998,  Bab  IV.  R  bidang  POLITIK,  sek- 
tor 1,  huruf  c  dan  g. 
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kok-pokok  kebijakan  aspek  ini  terluang  se- 
perti  berikut:  (1)  fiingsi  lembaga  perwakilan 
rakyat  di  daerah  lebih  didayagunakan  seba- 
gai  perwujudan  peningkatan  peran  serta 
masyarakat  dalam  perencanaan,  pelaksana- 
an,  dan  pengawasan  pembangunan;  (2)  ker- 
■ja  sama  antardaerah  dan  antarkawasan  ser- 
ta antara  daerah  dan  kawasan  dengan  nega- 
ra  lain  yang  mempunyai  keterkaitan  fiing- 
sional  terus  didorong  dan  ditingkatkan  se- 
bagai  langkah  untuk  mewujudkan  pemba- 
ngunan antardaerah  yang  serasi  dan  seim- 
bang  (3)  kebijakan  keuangan  negara  ha- 
rus  mendukung  dan  mengembangkan  hu- 
bungan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah 
yang  serasi  dalam  mencapai  keseimbangan 
pembangunan  antardaerah  yang  mantap  dan 
dinamis,  yang  mampu  menumbuhkan  dan 
mengembangkan  potensi  ekonomi  nasio- 

14 

nal  dan  daerah.  Konsekuensi  jika  kebijak- 
an itu  diimplementasikan  kiranya  akan  me- 
ngarah  kepada  langkah  pembaruan  terha- 
dap  kedudukan,  peran  dan  fungsi  lembaga 
perwakilan  rakyat  di  daerah  sebagai  lemba- 
ga perencanaan  dan  pengawasan  kebijakan 
pembangunan  di  tingkat  daerah.  Pertang- 
gungjawaban  kepala  daerah  kepada  DPRD 
menjadi  suatu  kebutuhan  yang  hams  dipe- 
nuhi.  Kecuali  itu  terkandung  konsekuensi 
perlunya  disusun  UU  tentang  Perimbangan 
Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah  yang 
intinya  mengarah  kepada  pemerataan  pem- 
bangunan di  seluruh  wilayah  Indonesia  se- 
cara  lebih  nyata.  Demikian  pula,  UU  No.  5/ 


^"^GBUN  1998,  Bab  IV.  F.  bidang  EKONOMI, 
sektor  12.  Pembangunan  Daerah,  huruf  b. 

^'^GBHN  1998,  Bab  IV  F.,  bidang  EKONOMI, 
sektor  12,  huruf  c. 

^^GBHN  1998,  Bab  IV.  F.  bidang  EKONOMI, 
sektor  17.  Keuangan,  huruf  b. 
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1974  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  di 
Daerah  perlu  disempurnakan. 

Kelima,  tentang  pembangunan  aparatur 
negara  dan  aparatur  pemerintah.  Kebijakan 
tentang  ini  menekankan  pada  upaya  me- 
ningkatkan  kualitas  koordinasi,  dan  langkah 
menciptakan  aparatur  yang  bersih  dan  pe- 
merintahan yang  berwibawa.  Inti  kebijakan 
terangkum  seperti  berikut:  (1)  pembangunan 
aparatur  negara  dan  aparatur  pemerintah  di- 
arahkan  pada  peningkatan  koordinasi  antar- 
sektor,  antara  pusat  dan  daerah,  serta  antar- 
daerah dan  antarwilayah  sehingga  terwii- 
jud  aparat  negara  yang  lebih  bersih  dan  bei-- 
wibawa,  profesional,  berakhlak  mulia,  ber- 
tanggung  jawab,  dan  patut  diteladani;  (2) 
pembangunan  aparatur  pemerintah  diarah.-^ 
kan  pada  pelayanan,  pengayoman,  serta  pe- 
numbuhan  prakarsa  dan  peran  aktif  masya.^ 
rakat  dalam  pembangunan;  (3)  sistem  penga- 
wasan keuangan  negara  dan  pembangunan 
makin  dimantapkan  secara  terpadu,  konsis- 
ten,  bersifat  preventif  dan  represif  agar  ter- 
capai  efisiensi  dalam  penyelenggaraan  pe- 
merintahan umum  dan  pembangunan.  Pener- 
tiban  aparatur  negara  dan  aparat  pemerin- 
tah ditingkatkan  terutama  dalam  menegak- 
kan  disiplin  serta  dalam  menanggulangi  pe- 
nyalahgunaan  wewenang  dan  bentuk  pe- 
nyeiewengan  lainnya  seperti  kolusi,  korup- 
si,  nepotisme,  kebocoran,  serta  pemborosan 
kekayaan  dan  keuangan  negara.  Konse- 
kuensi dari  kebijakan  itu  pada  tingkat  im- 
plementasi  mestinya  akan  terwujud  dalam 
pemberantasan  secara  nyata  perilaku-perila- 
ku  koruptif,  boros,  nepotis,  tertutup,  dan  sa- 
ling  melempar  tanggung  jawab  di  antara 
lembaga  negara  maupun  aparat  negara  dan 


^^GBHN  1998,  Bab  IV.F.  bidang  POLITIK,  sek- 
tor 3.  Aparatur  Negara,  huruf  b,  d  dan  k. 
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aparatur  pemerintahan.  Sikap-sikap  arogan 
dan  tidak  peka  terhadap  aspirasi  dan  tuntut- 
an  masyarakat  hams  diubah  sejalan  dengan 
amanat  bahwa  pembangunan  aparatur  negara 
dan  aparatur  pemerintahan  diarahkan  pada 
pelayanan,  pengayoman  dan  penumbuhan 
prakarsa  serta  peran  aktif  masyarakat. 

Ifukum 

Kebijakan  pembangunan  bidang  hu- 
kum dalam  GBHN  1998  memberikan  harap- 
an,  kalaupun  bukan  membuka  peluang,  ba- 
gi  proses  pembaruan  hukum  dalam  berba- 
gai  aspeknya.  Paling  kurang  tiga  aspek  men- 
jadi  fokus  kebijakan,  yaitu  pembaruan  hu- 
kum tertulis,  penegakan  hukum,  dan  pening- 
katan  kesadaran  hukum.  Pembaruan  hukum 
tertulis  teramanatkan  dalam  rumusan  kebi- 
jakan berikut:  "perlu  dilanjutkan  penyusun- 
an  dan  proses  pelaksanaan  program  legis- 
lasi  nasional  secara  terpadu,  yang  meliputi 
penggantian  peraturan  perundang-undang- 
an  warisan  kolonial  dengan  peraturan  per- 
undang-undangan  yang  bersumber  pada 
Pancasila  dan  UUD  1945,  penggantian  pera- 
turan perundang-undangan  nasional  yang 
masih  bertentangan  baik  secara  horizontal 
maupun  vertikal  satu  dengan  yang  lainnya 
serta  pembentukan  peraturan  perundang- 
undangan  yang  menjawab  tuntutan  perkem- 
bangan  jaman,  dengan  prioritas  penyiapan 
materi  hukum  yang  mampu  mendukung 
pembangunan  untuk  menghadapi  pasar  be- 
bas  dunia  dan  persaingan  global". 

Sementara  penegakan  hukum  dan  kesa- 
daran hukum  terangkum  secara  berturul-lu- 
rut  dalam  rumusan  kebijakan  bahwa  "apa- 


^^GBHN  1998,  Bab  IV.  F.  bidang  IIUKUM.  sck- 
lor  1 .  Matcri  Hukum,  liuruf  b. 


rat  hukum  hams  ditingkatkan  keteladanan- 
nya;  dan  penegakan  hukum  hams  dilaksa- 
nakan  secara  tegas,  lugas,  manusiawi,  kon- 
sekuen,  konsisten,  dan  tidak  diskriminatif, 
dan  berdasarkan  asas  keadilan  dan  kebenar- 

1 7 

an",  dan  "kesadaran  hukum  penyelengga- 
ra  negara  dan  masyarakat  perlu  ditingkat- 
kan dan  dikembangkan  secara  tems-menems 
melalui  pendidikan,  penyuluhan,  sosialisasi 
dan  keteladanan  serta  penegakan  hukum  un- 
tuk menghormati,  menaati,  dan  mematuhi  hu- 
kum dalam  upaya  mewujudkan  suatu  bang- 
sa  yang  berbudaya  hukum". 

Sementara  itu,  satu  langkah  maju  dalam 
bidang  hukum  yang  tercermin  dari  GBHN 
1998  adalah  penerimaan,  pengharagaan  dan 
penegakan  hak  asasi  manusia  (HAM).  Po- 
kok  kebijakan  ini  terumuskan,  antara  lain, 
dalam  pernyataan  bahwa  "Hak  asasi  manu- 
sia diterapkan  dan  diwujudkan  dalam  kehi- 
dupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  ber- 
negara,  serta  dihormati,  dijunjung  tinggi,  di- 
tegakkan,  dan  dilindungi  oleh  penyeleng- 
gara  negara  dan  masyarakat,  yang  diilhami 
oleh  sila  kemanusiaan  yang  adil  dan  ber- 
adab  dalam  satu  kesatuan  yang  utuh  de- 
ngan sila-sila  lainnya  dari  Pancasila,  serta 
menghormati  instrumen  internasional  ten- 

19 

tang  hak  asasi  manusia". 

Jika  kebijakan  bidang  hukum  ini  diope- 
rasionalkan  secara  konsekuen,  berbagai  lang- 
kah mendasar  pembaman  hukum  hams  di- 
lakukan,  Ini  meliputi  misalnya  pembenluk- 


^^GBHN  1998,  Bab  IV.  F.  bidang  HUKUM,  sek- 
tor  2.  Aparatur  Hukum,  huruf  a,  c  dan  d. 

^^GBHM  J 998,  Bab  IV.  F.  bidang  HUKUM,  sck- 
tor  4.  Budaya  Hukum,  huruf  d. 

^^GBHN  1998,  Bab  IV.  F.  bidang  HUKUM,  sck- 
lor  5.  Hak  Asasi  Manusia,  huruf  a. 
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an  seluruh  perangkat  negara  hukum  secara 
demokratis  untuk  mengabdi  kepada  ke- 
daulatan  rakyat,  pembentukan  UU  baru  se- 
perti  UU  Kepresidenan,  pengintegrasian  ke- 
tentuan-ketentuan  HAM  PBB  ke  dalam  per- 
undang-undangan  nasional  dan  pencabut- 
an  perundang-undangan  yang  berpotensi 
menentang  HAM  seperti  UU  No.  11/PNPS/ 
1963  tentang  Subversi,  penataan  kembali 
struktur  organisasi  dan  pengelolaan  sistem 
penegakan  hukum,  pembinaan  sikap  peri- 
laku  aparat  penegak  hukum  yang  mengarah 
kepada  pembinaan  abdi  hukum  yang  me- 
ngayomi  masyarakat,  dan  penataan  kembali 
kurikulum  pendidikan  hukum  pada  umum- 
nya.  Langkah-langkah  pembaruan  seperti  ini 
merupakan  suatu  rangkaian  pekerjaan  besar 
yang  haras  diselesaikan  dalam  kuran  waktu 
lima  tahun  mendatang. 

Ekonomi 

Kebijakan  pembangunan  bidang  ekono- 
mi nampak  tetap  memperoleh  porsi  utama 
dalam  GBHN  1998.  Terlihat  banyak  aspek  da- 
lam bidang  ini  yang  bukan  hanya  menyi- 
ratkan  tetapi  juga  menyuratkan  langkah- 
langkah  perbaikan  yang  haras  ditempuh.  As- 
pek-aspek  yang  menonjolkan  nuansa  pem- 
baraan  meliputi  industri,  pertanian,  kopera- 
si,  perdagangan,  ketenagakerjaan,  usaha  na- 
sional, keuangan  dan  investasi. 

Kebijakan  pembangunan  sektor  industri 
diarahkan  kepada  "memantapkan  perkem- 
bangan  industri  nasional"  melalui  langkah 
antara  lain  mencegah  "pemusatan  kekuatan 
ekonomi  dalam  berbagai  bentuk  monopoli 
yang  merugikan  masyarakat",  menciptakan 
"iklim  yang  lebih  mendukung  dengan  pe- 
ningkatan  insentif  bagi  penanaman  modal 
dan  penyebaran  pembangunan  industri  di 


berbagai  daerah  tertinggal  khususnya  ka- 
wasan  timur  Indonesia",  usaha  memberda- 
yakan  pengusaha  kecil,  menengah  dan  ko- 
perasi  di  bidang  industri  yang  "dilakukan 
dengan  memberi  kemudahan  akses  dalam 
permodalan,  informasi,  teknologi,  pelatihan, 
perizinan,  pemasaran,  dan  perlindungan  dari 
persaingan  pasar  yang  tidak  sehat  serta  de- 
ngan meningkatkan  keterkaitan  dan  peran- 
nya  terhadap  industri  yang  berskala  besar 
secara  efisien  dan  saling  menguntungkan 
melalui  pola  kemitraan  sepadan  dalam  upa- 
ya  meningkatkan  peran  dan  kedudukannya 

20 

dalam  pembangunan  industri". 

Pada  sektor  pertanian,  kebijakan  pem- 
bangunan diarahkan  teratama  untuk  "me- 
ningkatkan pendapatan,  kesejahteraan,  da- 
ya  beli,  taraf  hidup,  kapasitas  dan  keman- 
dirian,  serta  akses  masyarakat  pertanian  da- 
lam proses  pembangunan  melalui  pening- 
katan  kualitas  dan  kuantitas  produksi  dan 
distribusi  serta  keanekaragaman  hasil  per- 
tanian" melalui  pemeliharaan  lahan  perta- 
nian produktif  "berdasarkan  tata  raang  ter- 
padu  sehingga  tercapai  keseimbangan  pem- 
bangvman  antarsektor  yang  saling  mendu- 
kung", dan  melanjutkan  "penelitian  dan  pe- 
ngembangan  serta  penerapan  ilmu  penge- 
tahuan  dan  teknologi  pertanian,  termasuk 
bioteknologi"  sementara  itu  juga  mening- 
katkan penerapan  karantina  untuk  "meng- 
antisipasi  dampak  negatif  masuknya  pro- 

21 

duk  pertanian  dari  luar  negeri". 

Kebijakan  pembangunan  di  sektor  kope- 
rasi  diarahkan  untuk  mengembangkan  ko- 


GBIIN  1998,  Bab  IV.F.  bidang  EKONOMI, 
sektor  1.  Industri,  huruf  b  dan  f. 

'^^GBHN  J 998,  Bab  IV.F.  bidang  EKONOMI, 
sektor  2.  Pertanian,  huruf  a,  b,  h,  dan  i. 
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perasi  menjadi  badan  usaha  skala  besar. 
Cara  yang  akan  ditempuh  antara  lain  mela- 
lui  "keterkaitan  usaha  antarkoperasi,  pening- 
katan  penyediaan  kredit  investasi  dan  kre- 
dit  modal  kerja  disertai  dengan  kemudah- 
an  dalam  memperoleh  perizinan,  pengem- 
bangan  koperasi  sekunder  di  bidang  pro- 
duksi,  distribusi  dan  pemasaran,  jasa  ke- 
uangan  dan  jasa  lainnya.  Kecualii  itU',:' ko- 
perasi dimungkinkan  pula  unluk  memiliki 

22 

saham  di  berbagai  usaha". 

Kebijakan  pembangunan  sektor  perda- 
gangan  terfokus  pada:  (1)  pemantapan  sis- 
tern  perdagangan  nasional  yang  makin  efi- 
sien,  efektif  dan  transparan;  pemberdayaan 
pengusaha  kecil,  menengah  dan  koperasi; 
serta  peningkatan  kemampuan  masyarakat 
unluk  memanfaatkan  dan  memperluas  pasar 
dalam  dan  luar  negeri;  (2)  pengembangan 
perdagangan  yang  ditunjang  dengan  pera- 
ituran  perundang-undangan  yang  mendo- 
rong  persaingan  yang  sehat  untuk  mence- 
gah  munculnya  etatisme,  berbagai  bentuk 
monopoli,  oligopoli,  monopsoni,  dan  oligop- 
soni  yang  merugikan  masyarakat;  (3)  usa- 
ha mendorong  dan  membantu  pengusaha 
kecil,  menengah,  dan  koperasi  secara  terpa- 
du  melalui  penciplaan  iklim  yang  mendu- 
kung,  penyediaan  tempal  usaha,  kemudah- 
an  memperoleh  permodalan,  peningkatan  pe- 
nyuluhan  dan  informasi  pasar,  serta  pem- 
binaan  kemampuan,  perlindungan,  dan  pem- 

23 

berian  kepastian  berusaha.  Orientasi  kebi- 
jakan tcrsebut  nampak  berpihak  kcpada  pem- 
berdayaan usaha  koperasi,  dan  swasta  na- 
sional skala  kecil  dan  menengah. 


GBHN  1998,  Bab  IV.  F.  bidang  EKONOMI, 
selctor  Koperasi  huruf  d. 

"oiUfN  1998,  Bab  IV  F  bidang  FKONOMl, 
sektor  Perdagangan  huruf  a;  ' d  dan  f. 


Kebijakan  pembangunan  sektor  investa- 
si ditujukan:  pertoma,  "untuk  meningkatkan 
keseimbangan  investasi  antarsektor,  mencip- 
takan  lapangan  kerja  dan  kesempatan  ber- 
usaha, serta  meningkatkan  kegiatan  ekono- 
mi,  pendapatan  masyarakat  dan  negara  serta 
pendapatan  daerah;  khususnya  kawasan  ti- 
mur  Indonesia  diciptakan  iklim  investasi 
usaha  yang  mendukung,  pengembangan 
kelembagaan  keuangan  untuk  peningkatan 
investasi,  mutu  sumber  daya  manusia,  mo- 
bilisasi  dana  masyarakat  serta  percepatan 
proses  alih  teknologi",  dan  kedua,  "dalam 
rangka  pengembangan  iklim  investasi  dan 
usaha  yang  lebih  sehat  dan  transparan  di- 
perlukan  kelanjutan  deregulasi  dan  debiro- 
kratisasi,  kebijakan  ekonomi  makro  yang 
konsisten  yang  didukung  oleh  peraturan 
perundang-undangan,  penyediaan  serta  pe- 
ningkatan kualitas  infrastruktur,  kebijakan 
moneter  dan  fiskal  serta  perdagangan  yang 
mantap  . 

Sejalan  dengan  berbagai  kebijakan  di 
atas,  kebijakan  pembangunan  sektor  usaha 
nasional  pun  diarahkan  untuk  menciptakan 
dan  memelihara  sistem  dan  suasana  usaha 
yang  fair  atas  dasar  mekanisme  pasar.  Ini 
tercermin  dalam  rumusan  kebijakan  yang 
menyatakan:  Dalam  pembangunan  usaha 
nasional  yang  sehat  dan  transparan  harus 
dicegah  penguasaan  sumber  daya  ekonomi 
dan  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  sa- 
tu  kelompok,  golongan  masyarakat  terten- 
tu,  dan  orang  perorangan  dalam  berbagai 
bentuk  monopoli  dan  monopsoni  serta  ben- 
tuk pasar  lainnya  yang  merugikan  masya- 
rakat, lerutama  melalui  pemantapan  kerja  sa- 
ma  usaha  berdasarkan  kcmitraan  sepadan 


GBHN  1998,  Bab  IV  F  bidang  EKONOMI, 
sektor  Investasi  huruf  a  dan  f 
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dengan  prinsip  saling  memerlukan,  saling 
memperkuat,  dan  saling  menguntungkan 
antara  pengusaha  kecil,  menengah,  besar 
dan  antara  koperasi,  usaha  negara,  dan  usa- 
ha  swasta. 

Kebijakan  pembangunan  sektor  keuang- 
an  mengarah  kepada  pengembangan  lem- 
baga  keuangan,  pengembangan  potensi  ke- 
uangan,  dan  disiplin  anggaran.  Pengembang- 
an lembaga  keuangan  mencakup  pembenah- 
an  dan  pemantapan  "perundang-undangan 
guna  mengantisipasi  globalisasi  jasa  ke- 
uangan,' mendorong  terciptanya  transparan- 
si  informasi  keuangan  di  semua  sektor,  me- 
ningkatkan  pengawasan  lembaga  keuang- 
an, mengembangkan  lembaga  penjamin  kre- 
dit  usaha  kecil,  lembaga  penjamin  depo- 
sito,  serta  memantapkan  kebijaksanaan  per- 
kreditan  yang  mendorong  kesempatan  ber- 
iisaha  bagi  pengusaha  kecil,  menengah  dan 
koperasi".  Pengembangan  potensi  keuang- 
an merujuk  kepada  pembenahan  "hubung- 
an  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  yang 
serasi  dalam  mencapai  keseimbangan  pem- 
bangunan antardaerah  yang  mantap  dan  di- 
namis,  yang  mampu  menumbuhkan  dan 
mengembangkan  potensi  ekonomi  nasional 
dan  daerah,  serta  memanfaatkan  dana  yang 
lebih  efisien  dalam  rangka  peningkatan  pe- 
laksanaan  desentralisasi  dan  otonomi  dae- 
rah". Sementara  disiplin  anggaran  mene- 
gaskan  bahwa  "pungutan  yang  tidak  ber- 
dasarkan  undang-undang  harus  dicegah 
untuk  menghindari  ekonomi  biaya  tinggi 
dan  memberatkan  masyarakat  banyak"  dan 
yang  akan  dilakukan  melalui  peningkatan 
"pengawasan  atas  penerimaan,  pengeluar- 
an,  dan  pembukuan,  serta  efisiensi  dan  efek- 


GBHN  1998,  Bab  IV  F.  bidang  EKONOMI, 
sektor  Usaha  Nasional  huruf  a  dan  b. 


tivitas  atas  alokasi  dan  penggunaan  ang- 

„  26 

garan  . 

Pembangunan  sektor  ketenagakerjaan  di- 
arahkan  terutama  pada  "peningkatan  kua- 
litas  tenaga  kerja,  profesionalisme,  daya 
saing  dan  kompetensi  tenaga  kerja  agar 
menjadi  tenaga  kerja  produktif  sebagai  da- 
sar  pengembangan  produktivitas  masya- 
rakat". Ini  memerlukan  "perencanaan  kete- 
nagakerjaan nasional  yang  handal  dan  tef- 
padu  dengan  terutama  perencanaan  pen- 
didikan  nasional,  informasi  teknologi,  dan 
informasi  pasar  kerja".  Terkait  dengan  itu, 
"kebijaksanaan  pengupahan  dan  pengga- 
jian  didasarkan  pada  pemenuhan  kebutuh- 
an  hidup  yang  layak,  prestasi  dan  produk- 
tivitas kerja,  keahlian  dan  profesionalisme 
kerja  serta  nilai  yang  menumbuhkan  rasa 
harga  diri,  harkat,  dan  martabat  kemanusia- 
an  dengan  mempertimbangkan  keadaan  per- 
ekonomian  nasional".  Ini  akan  dilaksana- 
kan  "secara  adil  dengan  syarat-syarat  kerja 
dan  peraturan  perundang-undangan  sehing- 
ga  tidak  menimbulkan  diskriminasi".  Khu- 
sus  bagi  tenaga  kerja  wanita,  kebijakan  me- 
nekankan  perlindungan  yang  sesuai  de- 
ngan kodrat,  harkat,  dan  martabatnya  de- 
ngan mengembangkan  kemitrasejajaran,  wa- 
wasan  gender,  dan  pencegahan  diskrimina- 
si yang  merugikan,  termasuk  perlindungan 
dari  perlakuan  yang  tidak  manusiawi. 

Sementara  itu,  negara  nampak  tetap  mem- 
pertimbangkan perlunya  pengiriman  tena- 
ga kerja  ke  luar  negeri,  tetapi  dengan  mem- 
perhatikan  peningkatan  kualitas  tenaga  ker- 
ja. Pengiriman  tenaga  kerja  ini  "diseleng- 
garakan  baik  oleh  pcmerintah  maupun  usa- 


GBHN  1998,  Bab  IV.  F  bidang  EKONOMI, 
sektor  Keuangan,  huruf  a,  b,  c  dan  d.  ^ 
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ha  nasional  secara  efisien,  efektif,  bertang- 
gung  jawab  dan  memberikan  kemudahan 
serta  menjamin  perlindungan  termasuk 
perlindungan  hukum  yang  diperlukan  baik 
di  dalam  maupun  di  luar  negeri".  Terma- 
suk dalam  tindak  lanjut  kebijakan  ini  ada- 
lah  jaminan  tentang  "kepastian  perjanjian 
kerja,  disertai  dengan  perbaikan  manaje- 
men  pengiriman  tenaga  kerja  ke  luar  ne- 
giefi  sebagai  bagian  dari  perencanaan  ke- 
tenagakerjaan  nasional  harus  memperha- 
tikan  harkat  dan  martabat  serta  nama  baik 

27 

bangsa  dan  negara". 

Pokok-pokok  kebijakan  ekonomi  seperti 
terurai  di  atas  membawa  konsekuensi  peru- 
bahan-perubahan  dalam  implementasi  dan 
tindak  lanjutnya  terutama  jika  kebijakan 
itu  diterapkan  secara  konsisten.  Beberapa 
perubahan  yang  dapat  diindikasikan  meli- 
puti  langkah-langkah  pembatasan,  kalau- 
pun  bukan  pencegahan,  terhadap  usaha- 
usaha  yang  bersifat  monopoli  (Ini  meng- 
hendaki  diterapkannya  UU  Anti -monopoli, 
atau  UU  Persaingan),  langkah-langkah  yang 
membuka  peluang  bagi  pengembangan  ko- 
perasi  (perlu  pembaruan  UU  tentang  Per- 
koperasian),  dan  langkah-langkah  riil  un- 
tuk  perlindungan  tenaga  kerja  (perlu  pem- 
baruan  UU  tentang  Tenaga  Kerja).  Dengan 
kata  lain,  substansi  pokok-pokok  kebijak- 
an nampak  bersifat  menyeluruh  bagi  pem- 
baruan  kebijakan  ekonomi  nasional.  Tetapi 
ini  tidak  berarti  bahwa  pokok-pokok  kebi- 
jakan ini  akan  serta-merta  terejawantahkan 
dalam  pelaksanaan  kebijakan,  justru  kare- 
na  pengejawantahan  ini  sangat  tergantung 
pada  kinerja  dan  sinergi  antara  aparat  pe- 
laksana  (eksekutif)  dan  aparat-aparat  penga- 


GBHN  1998,  Bab  IV.  F.  bidang  EKONOMI, 
sektor  Tenaga  Kerja  huruf  a,  d,  e,  f  dan  h. 
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was  pelaksanaan  kebijakan  (DPR,  BPK,  dan 
masyarakat  umumnya). 

Reformasi  Pasca  SU-MPR 

Jika  GBHN  1998  dibaca  sebagai  pokok- 
pokok  kebijakan  negara  yang  merupakan 
kompromi  antara  kepentingan  status  quo 
dan  kepentingan  perubahan,  ia  nampak  le- 
bih  memihak  kepada  kepentingan  status 
quo,  dan  kurang  memuaskan  kepentingan 
perubahan.  Ini  dapat  terjadi  karena  repre- 
sentasi  kepentingan  pertama  secara  fak- 
tual  sangat  dominan  di  dalam  proses  kom- 
promi sehingga  menyaring  begitu  ketat 
kepentingan  yang  disebut  terakhir  yang 
justru  mengumandang  secara  vokal  dan  do- 
minan di  luar  proses  kompromi  itu.  Oleh 
karena  itu,  meski  mengungkap  nuansa  re- 
formasi dalam  bidang  politik,  hukum  dan 
ekonomi,  GBHN  1998  tidak  mampu  mene- 
nangkan,  kalaupun  bukan  meredam,  gejo- 
lak  tuntutan  reformasi  total  dari  beragam  a 
komunitas  masyarakat  yang  menggemakan  " 
kepentingan  perubahan.  Aksi-aksi  unjuk 
rasa  menuntut  reformasi  total  pun  terns  * 
berlangsung  bahkan  secara  eskalatif  pada 
hari-hari  seusai  SU-MPR  yang  mengesah- 
kan  GBHN  1998. 

Substansi  reformasi  dalam  GBHN  pada 
akhirnya  nampak  kurang  ekplisit  dalam 
menegaskan  pentingnya  reformasi  total 
atau  menyeluruh.  Pembaruan  sistem  dan 
proses  pemilu  misalnya,  hanya  bersifat  par- 
sial  menyangkut  hanya  pada  peningkatan 
pelibatan  aktif  unsur  Parpol  dan  Golkar  da- 
lam proses  pemilu.  Persoalan  pokok  pem- 
baruan pemilu  tidak  nampak  di  dalaitt  ru- 
musan  GBHN,  yakni  soal  pelibatan  aktif  | 
masyarakat  (pemilih)  dalam  proses  penca- 
lonan  dan  pemilihan  wakil,  dan  soal  netrali- 
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tas  penyelenggara  pemilu.  Kedua  soal  ini 
menjadi  sumber  dari  berbagai  distorsi  sis- 
tem  dan  proses  pemilu  selama  ini  sehing- 
ga  pemilu  menghasilkan  perwakilan  yang 
overrepresented  terhadap  kelompok  masya- 
rakat  yang  sangat  terbatas  sementara  under- 
represented  terhadap  sebagian  besar  masya- 
rakat  pemilih.  Dengan  demikian,  konsekuen- 
si  yang  dibawa  oleh  GBHN  terhadap  pemfj 
baruan  pemilu  nampak  terbatas  hanya,  pada 
kemungkinan  perbaikan  dalam  proses  pen- 
daftaran  pemilih  dan  penghitungan  suara. 
Peluang  mencegah  nepotisme  yang  mem- 
beri  kemungkinan  terciptanya  suatu  perwa- 
kilan yang  aspiratif  terhadap  kepentingan 
masyarakat  luas  tidak  tersentuh  oleh  kebi- 
jakan  GBHN  tersebut. 

Demikian  juga  halnya  dengan  kebijak- 
an  tentang  kepartaian  dan-  keormasan, 
GBHN  tidak  menyentuh  persoalan  pokok 
tuntutan  reformasi,  yakni  peluang  tumbuh- 
nya  partai-partai  bam  yang  tidak  saja  men- 
cerminkan  pluralitas  kepentingan  masya- 
rakat tetapi  juga  mengejawantahkan  Pasal 
28  UUD  1945  tentang  kebebasan  berseri- 
kat.  Perhatian  kebijakan  tertuju  pada  pe- 
ningkatan  kualitas  kemandirian  organisasi 
dan  lembaga  sosial  politik  kemasyarakatan, 
yang  efek  implementasinya  dalam  suatu; 
format  politik  hegemonik  dewasa  ini  sa- 
ngat diragukan.  Persoalan  yang  sama  terli- 
hat  dalam  kebijakan  tentang  pemerintah- 
an  dan  pembangunan  daerah.  Pokok-pokok 
pembaruan  terhadap  kedua  bidang  ini  ter- 
lepas  dari  perhatian.  Meski  peningkatan  pe- 
ran  DPRD  dalam  pemerintahan  di  daerah 
teramanatkan,  selama  DPRD  tetap  diduduk- 
kan  sebagai  bagian  dari  pemerintah  daerah, 
ia  akan  senantiasa  "terkontaminasi"  oleh 
kepentingan  eksekutif  daerah  yang  dalam 
sistem  pemerintahan  daerah  sekarang  ini 


kepentingan  itu  lebih  mewakili  kepenting- 
an pemerintah  pusat  daripada  kepenting- 
an daerah  itu  sendiri.  Dengan  kata  lain,  ke- 
bijakan GBHN  tentanjg  hal  ini  tetap  tidak 
membuka  peluang  bagi  berkembangnya  oto- 
nomi  daerah. 

Kebijakan  GBHN  tentang  aparatur  ne- 
gara  dan  aparatur  pemerintah  memberi  fo- 
kus  pada  perbaikan  kualitas  personalia  dan 
organisasi.  Tetapi  aspek  politik  yang  sela- 
ma ini  dillihat  sebagai  simiber  utama  dari 
berbagai  persoalan  yang  melekat  dalam  bi- 
rokrasi  nampak  tidak  tersinggung  sama  se- 
kali.  Kebijakan  pembaruan  semestinya  mem*- 
beri  tekanan  pada  usaha  untuk  menetrali- 
sasi  aparatur  dari  kepentingan  politik  ke- 
lompok. Bagaimanapun  juga,  aparatur  ne- 
gara  dan  aparatur  pemerintahan  yang  teri- 
kat  oleh  kepentingan  politik  tertentu  tidak 
akan  dapat  menjalankan  perannya  secara 
adil  dalani  melayani  masyarakat  umum. 

Dilihat  secara  keseluruhan,  kebijakan 
GBHN  dalam  bidang  politik  bersifat  sa- 
ngat sektoral,  dan  oleh  karena  itu  menga- 
baikan  keterkaitan  dan  sinergi  antarsektor. 
Pada  masing-masing  sektor  terungkap  usa- 
ha pembaruan  tetapi  hal  ini  tidak  akan 
mampu  menyelesaikan  masalah-masalah  po- 
litik yang  sudah  sampai  pada  keadaan  dis- 
fiingsi  sistemik.  Hanya  pembaruan  nienye- 
luruh  yang  mempertimbangkan  berbagai 
aspek  dan  saling  keterkaitan  antaraspek  da- 
pat  membuka  jalan  bagi  disfiingsi  sistemik 
sistem  politik.  Di  sinilah  tuntutan  reforma- 
si politik  oleh  masyarakat  tidak  terakomo- 
dasi  dalam  GBHN  1998. 

Kebijakan  GBHN  dalam  bidang  pemba- 
ngunan hukum  nampak  lebih  memberikan 
janji  daripada  kebijakan  bidang  politik. 
Meski  demikian,  masalah  penting  yang  me- 
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nyangkut  peradilan  yang  bebas  dari  pe- 
nganih,  terutama,  kekuasaan  eksekutif  ku- 
rang  eksplisit  dinyatakan  dalam  kebijakan 
itu.  Substansi  reformasi  hukum  seharus- 
nya  mempertegas  secara  struktural  pemi- 
sahan  antara  kekuasaan  peradilan  dan  ke- 
kuasaan eksekutif  agar  menjamin  pelaksa- 
naan atau  proses  peradilan  yang  terbuka 
dan  adil  bagi/masyarakat.  Sementara  itu, 
dimasukkannya  HAM  sebagai  bagian  da- 
ri kebijakan  pembangunan  hukum  nam- 
pak  kurang  bprsifat  total  karena  penyerta- 
an  aspek-aspek  lokal  dalam  pelaksanaan 
HAM  di  Iridionesia.  Bagaimanapun  juga, 
penyertaan  seperti  ini  dapat  merelatifisir 
pelaksanaan  pan  penegakan  HAM.  Konflik 
antara  aspek  universal  dan  aspek  lokal 
HAM  yang  termanifestasi  dalam  penegak- 
an dan  pelaksanaaimya  akan  terns  menim- 
bulkan  persoalan  HAM  itu  sendiri. 

Seperti  kebijakan  pembangunan  politik, 
kebijakan  GBHN  dalam  bidang  pembangun- 
an ekonomi  nampak  bersifat  sektoral  yang 
mengaburkan  keterkaitan  dan  sinergi  antar- 
sektor  dalam  suatu  sistem  ekonomi  yang 
utuh.  Tidak  terlihat  dasar  apalagi  arah  pem- 
bangunan bidang  ekonomi  lima  tahun  ke 
depan  yang  mengubah  secara  mendasar  ke- 
bijakan ekonomi  yang  berlaku  selama  ini. 
Memang  beberapa  kebijakan  dalam  sektor 
usaha  nasional  memberikan  peluang  bagi 
berkembangnya  usaha  kecil/menengah  dan 
koperasi,  sementara  itu  juga  mencegah  ke- 
cenderungan  monopoli  dan  semacamnya 
yang  telah  berlangsung  dalam  proses  usa- 
ha nasional  selama  ini.  Meskipun  begilu, 
tidak  terdapat  suatu  jaminan  bagi  peluang 
dikembangkannya  suatu  sistem  usaha  na- 
sional yang  fair  dan  kompelitif,  dan  yang 
oleh  karena  itu,  lebih  bersifat  permanen  dan 
untuk  keperluan  jangka  panjang.  Secara 


keseluruhan,  kebijakan  GBHN  dalam  bidang 
ekonomi  tidak  memperlihatkan  dibukanya 
peluang-peluang  barn  yang  lebih  luas  bagi 
pengembangan  dasar-dasar  fundamental 
ekonomi  yang  memungkinkan  perekonomi- 
an  nasional  dapat  berdaya  tahan  tinggi  ter- 
hadap  berbagai  goncangan  sosial,  politik 
dan  ekonomi  sendiri  dari  dalam  negeri  mau- 
pun  lingkungan  regional  dan  global.  De- 
ngan  kata  lain,  kekurangan  pokok  kebijak- 
an GBHN  dalam  bidang  ekonomi  terletak 
pada  tidak  tertuangkannya  ide-ide  kompre- 
hensif  pembangunan  suatu  sistem  pereko- 
nomian  nasional  yang  merakyat  tetapi  kom- 
petitif  dalam  percatinan  bisnis  domestik  se- 
kaligus  intemasional. 

Catatan-catatan  di  atas  dapat  membawa 
kepada  suatu  kesimpulan  bahwa  GBHN  1998 
kurang  memadai  dalam  mengakomodasikan 
tuntutan  reformasi  total  dalam  bidang  poli- 
tik, sosial,  dan  ekonomi.  "Kegagalan"  GBHN 
mengadopsi  tuntutan  reformasi  mungkin 
merupakan  salah  satu  sebab  makin  maraknya 
gerakan  dan/atau  demonstrasi  mahasiswa 
menuntut  reformasi  total.  Tetapi  ini  nam- 
paknya  bukan  satu-satunya  alasan.  Hampir 
dapat  dipastikan  GBHN  sebagai  naskah 
pokok-pokok  kebijakan  negara  belum  sem- 
pat  tersosialisasikan  kepada  masyarakat,  di- 
tambah  lagi  dengan  telah  berkembangnya 
semacam  a  priori  bahwa  kadar  atau  ting- 
kat  efektivitas  GBHN  sebagai  acuan  utama 
bagi  pemerintah  dalam  membuat  dan  me- 
laksanakan  kebijakan-kebijakannya  sangat 
rendah.  Pengalaman  selama  ini  menunjuk- 
kan,  tidak  seluruh  materi  kebijakan  GBHN 
dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Hanya  ma- 
teri kebijakan  yang  dinilai  memberi  keun- 
tungan  politis  maupun  ekonomi  bagi  pe- 
merintah yang  dilaksanakan.  Dengan  kata 
lain,  terdapat  alasan-alasan  lain  yang  lebih 
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prinsipiil  yang  mendorong  eskalasi  gerak- 
an  menuntut  reformasi  total. 


Penutup 

GBHN  sebagai  suatu  naskah  pokok-po- 
kok  kebijakan  negara  tidak  bisa  bebas  dari 
kepentingan  dominan  komunitas  aktor  yang 
menyusun  dan  merumuskan  naskah  itu.  Da- 
lam  suasana  di  mana  kekuasaan  terpusat  di 
tangan  presiden,  ditambah  lagi  dengan  ma- 
sih  kentalnya  budaya  foedalisme,  orienta- 
si  kepentingan  dominan  secara  linier  me- 
ngacu  kepada  kepentingan  kekuasaan  re- 
zim  berkuasa.  Oleh  karena  itu,  GBHN  1998 
pada  dasarnya  merupakan  refleksi  dari  ba- 
tas-batas  toleransi  kepentingan  rezim  ber- 
kuasa terhadap  tuntutan  reformasi  yang 
berkembang  di  masyarakat.  Tampak  bahwa 
batas-batas  toleransi  itu  mencakup  hanya 
pada  pemberian  peluang  untuk  mengakomo- 
dasi  pembaruan-pembaruan  sektoral  dalam 
bidang-bidang  politik,  hukum  dan  ekono- 
mi,  yang  bagi  gerakan  reformasi  total  ako- 
modasi  semacam  itu  dinilai  kurang  memba- 
wa  pengaruh  yang  berarti  bagi  pembaruan 
yang  bersifat  menyeluruh  pada  bidang-bi- 
dang tersebut.  Dengan  kata  lain,  akomodasi 
tersebut  tidak  menghilangkan  kendala  uta- 
ma  proses  reformasi  total  di  Indonesia. 

Catatan  lain  yang  pantas  disimak  dari 
telaah  di  atas  adalah  bahwa  "kegagalan" 
GBHN  1998  mengakomodasi  tuntutan  re- 
formasi pada  dasarnya  merupakan  refleksi 
saja  dari  kegagalan  SU-MPR  1998  dalam  mc- 
nangkap  dinamika  perkembangan  masya- 
rakat dan  jaman  yang  begitu  pesat  dalam 


paling  kurang  lima  tahun  terakhir  ini.  Jika 
memang  demikian  persoalannya,  tuntutan 
reformasi  total  akan  berarti  juga  pembaruan 
bukan  hanya  proses  politik  yang  berlang- 
sung  di  dalam  SU-MPR  tetapi  juga  sistem 
dan  mekanisme  rekmitmen  anggota  MPR. 
Hanya  anggota-anggota  MPR  yang  aspira- 
tif,  mau  mengerti  dan  memahami  dinamika 
perkembangan  masyarakat  dan  jaman,  serta 
mempunyai  komitmen  pada  kepentingan 
masyarakat,  bangsa  dan  negara  lebih  dari- 
pada  komitmennya  pada  kepentingan  pri- 
badi  dan  kelompok,  dapat  menghasilkan  ke- 
bijakan-kebijakan  MPR  yang  "membumi" 
pada  aspirasi  dan  kepentingan  seluruh  ma- 
syarakat Indonesia.  Masyarakat  telah  bein 
ubah,  persoalan  dan  tantangan  yang  ada 
dan  dihadapi  oleh  Indonesia  juga  telah 
menuntut  cara-cara  dan  "resep"  baru  untuk 
mengatasinya.  Oleh  karenanya  MPR  seba-, 
gai  lembaga  tertinggi  negara  pelaksana  ker. 
daulatan  rakyat  pun  dituntut  untuk  meng- 
ubah  dirinya  seturut  dengan  tuntutan  pem- 
bahan  masyarakat  dan  perkembangan  jaman.' 


KEPUSTAKAAN 

Baswir,  Revrisond.  (1998).  "Perekonomian  Rak- 
yat 1998",  Ummat,  2  Februari  1998. 

Maris,  Syamsuddin  dan  Riza  Sihbudi.  (1995). 
Menelaah  Kembali  Format  Politik  Orde 
Baru  (Jakarta:  Kerja  Sama  PPW-LIPI,  Ya- 
yasan  Insan  Politika  dan  PT  Gramedia  Pus- 
taka  Utama). 

Kristiadi,  J.,  TA.  Lcgowo  dan  N.T.  Budi  Har- 
janto  (pcnyunting).  (1997).  Pemilihan  Umum 
1997:  Perkiraan,  Harapan  dan  Evaluasi  (Ja- 
karta: CSIS). 


Gerakan  Mahasiswa  Pasca  Transisi 
Kepemimpman  Nasional: 

udViaMs'i 

NT.  Budi  Harjanto 

Gerakan  mahasiswa  di  tahun  1998  yang  mencatat  "sukses  "  dalam  menekan  Soeharto  un- 
tuk  mundur  dari  jabatan  Presiden  menyimpan  banyak  hal  menarik.  Dari  sisi  substansi  gerak- 
an, apa  yang  yang  dilakukan  mahasiswa  ini  pemah  dicap  sebagai  kegiatan  politik  praktis. 
Namun  hal  tersebut  disanggah  oleh  banyak  kalangan  civitds  akademika  dan  dari  kalan'g- 
an  mahasiswa  sendiri.  Upaya  memasukkan  gerakan  mahasiswa  sebagai  kegiatan  politik 
praktis  ini  tampaknya  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  meredam  dan  "men- 
jinakkan"  mahasiswa.  Seiring  dengan  semakin  memburuknya  krisis  ekonomi  dan  keluarnya 
kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  memberatkan  rakyat.  aksi-aksi  mahasiswa  meluas  se,- 
bagai  respons  yang  sebetulnya  wajar  atas  kondisi  objektif  yang  ada.  Dengan  adanya  tra- 
gedi  Trisakti  yang  menewaskan  empat  mahasiswa,  gerakan  mahasiswa  menjadi  semakin 
intensif  dan  massif,  dan  mendapat  dukungan  secara  terbuka  dari  berbagai  kalangan  ma- 
syarakat.  Namun  setelah  berhasil  menekan  mundur  Soeharto,  temyata  muricul  berbagai  per- 
masalahan  baru  yang  tak  kalah  pentingnya.  Sebagai  bagian  dari  gerakan  reformasi,  gerak- 
an mahasiswa  kini  dihadapkan  kepada  sejumlah  perkembangan  dan  kecenderungan  yang 
semakin  tidak  pasti.  Oleh  karena  itu,  wajar  pula  jika  mulai  muncul  gugatan  dari  publik.  qao 
vadis  gerakan  mahasiswa  pasca  transisi  kepemimpinan  nasional? 


GERAKAN  mahasiswa  kembali 
membuktikan  kehandalannya  da- 
lam meruntuhkan  tembok-tem- 
bok  kekuasaan  totaliter.  Berhentinya  Soe- 
harto dari  tampuk  kepresidenan  yang  te- 
lah  didudukinya  selama  32  tahun  tidak 
lain  adalah  hasil  dari  perjuangan  kekuatan 
pro-demokrasi  yang  dimotori  oleh  maha- 
siswa dan  civitas  akademika.  Meskipun  de- 
mikian,  sebagian  besar  kekuatan  mahasiswa 
masih  meneruskan  gerakannya  karena  tu- 
juan  reformasi  bukanlah  sekadar  penggan- 
tian  kepemimpinan  nasional,  tetapi  perbaik- 
an  secara  menyeluruh  terhadap  tatanan  ke- 


hidupan  kenegaraan.  Fenomena  gerakan  ma- 
hasiswa kali  ini  juga  memiliki  ciri  tersendiri 
dibandingkan  dengan  gerakan  mahasiswa 
sebelumnya  di  Indonesia.  Berbagai  hal  se- 
putar  gerakan  mahasiswa  dan  arus  tuntut- 
an  reformasi  tersebut  akan  menjadi  fokus 
analisis  tulisan  ini. 


Gerakan  Mahasiswa:  Antara  Ge- 
rakan Moral  dan  Politik  Praktis 

Dalam  perjalanan  sejarah  Orde  Baru  su- 
dah  banyak  aktivis  mahasiswa  yang  hams 
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mendekam  di  dalam  penjara  karena  diang- 
gap  melakukan  maupun  terlibat  kegiatan 
politik.  Berbagai  kejadian  politik  yang  be- 
sar  selama  Orde  Bam  juga  tidak  terlepas 
dari  aktivitas  kauin  intelektual  muda  ini.  Mi- 
salnya,  kasus  Malari  1974,  penolakan  maha- 
siswa  atas  konsep  NKK/BKK  tahun  1978 
yang  menyebabkan  beberapa  kampus  per- 
guraan  tinggi  ditutup  oleh  aparat  keaman- 
an  selama  beberapa  bulan  dan  sejumlah  ak- 
tivis  mahasiswa  hams  mendekam  di  dalam 
penjara,  maupun  pcrkembangan  beberapa 
tahun  terakhir  yang  menyebabkan  sejum- 
lah aktivis  mahasiswa  diadili  karena  didak- 
wa  terlibat  dalam  organisasi  terlarang  PRD 
(Partai  Rakyat  Demokratik)  yang  diang- 
gap  mendalangi  kemsuhan  Sabtu  Kelabu 
27  Juli  1996. 

Selain  ancaman  pengadilan  dan  penja- 
ra, sejumlah  aktivis  mahasiswa  juga  hams 
menghadapi  kemungkinan  ancaman  lain, 
yaitu  bempa  penculikan,  teror  fisik/mental, 
dan  bahkan  pembunuhan  atas  diri  mereka. 
Kasus  penculikan  aktivis  mahasiswa  yang 
marak  pada  awal  1998  ini  serta  merebaknya 
teror  mental/fisik  melalui  ancaman  bom,  te- 
lepon  gelap,  pelemparan  batu,  dan  lain  se- 
bagainya  mempakan  bentuk  ancaman  nya- 
ta  yang  hams  dihadapi  oleh  sejumlah  ak- 
tivis mahasiswa  di  berbagai  daerah.  Bahkan 
dalam  berbagai  kasus,  aktivis  mahasiswa  ha- 
ms menerima  pula  bentuk  kekerasan  lain 
dari  pihak  birokrat  kampus  (rektor  dan  apa- 
ratnya)  dalam  bentiik  sanksi  akademik  mau- 
pun pemecatan  sebagai  mahasiswa.  Dengan 
demikian,  risiko  yang  dihadapi  oleh  ak- 
tivis mahasiswa  dapat  dikatakan  sangat 
besar  dan  berbahaya.  Namun  mengapa  ak- 
tivis mahasiswa  hams  mengalami  berbagai 
pengalaman  bumk  tersebut  dalam  memper- 
juangkan  aspirasinya  yang  pada  dasarnya 


mempakan  kristalisasi  dari  aspirasi  yang 
berkembang  di  tengah  masyarakat?  Demi- 
kian pula,  mengapa  mereka  bersedia  menem- 
puh  risiko  tersebut? 

Keterlibatan  (partisipasi)  kelompok  ma- 
syarakat tertentu  dalam  politik  adalah  sua- 
tu  kewajaran  dan  hal  yang  lazim  dalam 
suatu  tatanan  yang  demokratis.  Sebaliknya, 
dalam  tatanan  yang  otoritarian,  penguasa 
senantiasa  cenderung  membatasi  mang  par- 
tisipasi rakyat.  Dilihat  dari  sudut  pandang 
sikap  penguasa  terhadap  masyarakatnya 
(Kirkpatrick,  1982)  secara  garis  besar  tatanan 
otoritarian  (kediktatoran)  dapat  dibedakair 
ke  dalam  dua  kelompok  besar,  yaitu  rezim; 
totaliter  dan  rezim  otokrasi  tradisional  yang 
oleh  Wintrobe  (1990:  849)  disebut  sebagai 
tin-pot  regime}  Sebagaimana  dinyatakani 
oleh  banyak  ahli  politik  seperti  Arendt 
(1951),  Hayek  (1944),  maupun  Friedriech 
and  Brzezinski  (1965),  ciri  rezim  totaliter; 
secara  umum  nampak  dalam  upayanya  me-i 
maksimalisasi  kekuasaan  atas  segenap  pen- 
duduk  yang  berada  di  bawah  kontrolnya. 
Hal  ini  berlainan  dengan  rezim  tin-pot  yang 
cendemng  meminimalisasi  biaya-biaya  yang 
dibutuhkan  untuk  mempertahankan  kekua^ 
saaimya.  Bagi  rezim  tin-pot,  kendali  domi- 


Rezim  totaliter  sendiri  secara  ringkas  dicirikan 
dengan  intervensi  pemerintah  yang  massif  ke  da- 
lam kehidupan  sosial-ekonomi  setiap  warga  negara, 
yang  dimotivasi  oleh  tujuan-tujuan  utopis  serta  ter- 
kadang  diilhami  oleh  kediktatoran  komunis.  Semcn- 
tara  itu,  rezim  otokrasi  tradisional  atau  kediktator- 
an tin-pot  menurut  Wintrobe  (1990)  dicirikan  de- 
ngan sikap  pemerintahan  yang  berkuasa  yang  tidak 
(terlalu)  mengganggu  kehidupan  sosial-ekonomi  rak- 
yatnya  dan  hanya  mcnekan  rakyat  sekadarnya  saja 
dcmi  mclanggengkan  kckuasaannya.  Contoh  dari 
tipc  ini  misalnya  Samosa  di  Nikaragua,  Shah  Iran, 
Marcos,  maupun  Jcndcral  Noriega.  Periksa  dalam 
Kirkpatrick  (1982). 
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nasi  dan  hegemoni  terhadap  rakyatnya  ti- 
dak  menjadi  prioritas  utama.^ 

Menilik  perkembangan  perpolitikan  Or- 
de  Baru  tampak  bahwa  corak  totaliter  sa- 
ngat  menonjol  pada  pemerintahan  Orde  Ba- 
ru. Corak  rezim  totaliter  tersebut  terlihat 
dari  sejumlah  rekayasa  dan  penataan  poli- 
tik  yang  tujuannya  meneguhkan  dominasi 
dan  hegemoni  rezim  atas  rakyat.  Dalam 
implementasinya  corak  tersebut  mewujud 
dalam  bentuk  dominasi  peran  ABRI,  biro- 
kratisasi  dan  sentralisasi  pembuatan  kepu- 
tusan  politik,  pengebirian  partai-partai  poli- 
tik,  campur  tangan  pemerintah  dalam  urus- 
an  partai  politik,  massa  mengambang,  mo- 
nolitisasi  interpretasi  ideologi  negara  mau- 
pun  konstitusi,  serta  inkorporasi  lembaga 
non-pemerintah  (Karim,  1998:  13).  Semen- 
tara  itu  pengendalian  dan  kooptasi  atas  se- 
gala  bentuk  aktivitas  berserikat  masyara- 
kat,  baik  profesional,  fimgsional,  maupun 
kemiisyarakatan,  dan  penegakan  sejumlah 
peraturan  yang  memungkinkan  intervensi 
negara  dalam  segenap  urusan  sosial-kema- 
syarakatan  makin  memperluas  jangkauan 
pengaruh  dan  rentang  kendali  rezim  oto- 
riter  Orde  Baru.  Ditambah  lagi  dengan  ar- 
gumen  relativisme  kebudayaan,  sifat  to- 
talitarian rezim  Orde  Baru  semakin  terte- 
ngarai  dalam  kehidupan  sosial-politik. 


Mcskipun  rezim  tin-pot  mcmililci  banyak  se- 
kali  sumber  daya  untuk  mcmperbesar  kekuasaan- 
nya,  biasanya  sumber  daya  tersebut  tidak  akan  digu- 
nakan  baik  untuk  biaya  represi  maupun  menjaga 
loyalitas,  namun  ccnderung  Icbih  mengarah  untuk 
keperluan  konsumsi  dan  pcmuasan  matcri  dari  ke- 
luarga,  pribadi  pejabat/elit  maupun  kroni  pcndu- 
kungnya.  Oleh  karena  itu  rezim  tin-pot  tidak  mcm- 
pcrsoalkan  kckuasaannya  yang  minimum  sckalipun, 
asalkan  .sclaJu  dapat  mempcrtahankan  kckuasaannya 
dengan  biaya  yang  minimum  juga. 
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Dalam  upaya  meneguhkan  kekuasaan 
totalitarian  tersebut,  rezim  Orde  Baru  mem- 
berlakukan  pembatasan  secara  ketat  ter- 
hadap kebebasan  mengeluarkan  pendapat, 
berserikat,  dan  berkumpul.  Tidak  terkecuali 
dalam  upaya  ini  adalah  pemasungan  kehi- 
dupan kampus.  Proses  marginalisasi  dan 
pengasingan  civitas  akademika  dari  urus- 
an politik  dapat  dilakukan  secara  struk- 
tural  maupun  kultural.  Birokratisasi  dunia 
pendidikan  tinggi,  pengekangan  terhadap 
aktivitas  politik  kemahasiswaan,  dan  koop- 
tasi terhadap  sejumlah  intelektual  kampus 
yang  kritis  merupakan  bagian  dari  berbagai 
cara  untuk  membungkam  suara-suara  kritis 
dari  kalangan  kampus. 

Namun  upaya  kontrol  terhadap  kelom- 
pok  masyarakat  terdidik  ini  temyata  meng- 
hadapi  perlawanan  dan  resistensi  yang  re- 
latif  kuat.  Kaum  intektual  ini  dinyatakan 
oleh  seorang  pakar  (Lewis  Coser),  sebagai- 
mana  dikutip  oleh  Budiman  (1983:  144),  se- 
bagai  orang-orang  yang  "...  tidak  pernah 
puas  menerima  kenyataan  sebagaimana  ada- 
nya  ...  Mereka  mempertanyakan  kebenaran 
yang  berlaku  pada  suatu  saat,  dalam  hu- 
bungannya  dengan  kebenaran  yang  lebih 
tinggi  dan  lebih  luas".  Bahkan  seorang  pa- 
kar lainnya  (Julian  Benda)  secara  khusus 
mengingatkan  bahwa  "mahasiswa  sebagai 
kaum  intelektual  atau  kelompok  inteligen- 
sia  tidak  boleh  hanya  duduk  termangu  di 
menara  gading  apalagi  mengkhianati  rak- 
yatnya sendiri".  Dengan  fungsi  dan  tang- 
gung  jawab  moral  yang  seperti  itulah  maka 
tepat  apa  yang  dinyatakan  oleh  pakar  lain- 
nya (Mannheim)  bahwa  "cendekiawan  seba- 
gai suatu  kelompok  merupakan  semacam 
lapisan  yang  lerapung  bebas  dalam  masya- 
rakat, tanpa  perlalian  dengan  suatu  kolas 
tertentu". 
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Lebih  jauh  lagi,  kaum  intelektual  (ter- 
masuk  mahasiswa)  sebagai  kelompok  yang 
bebas,  semestinya  tidak  akan  menarik  ke- 
untungan  sosial  ataupun  politis  dari  setiap 
aktivitasnya  dalam  menyuarakan  suatu  ke- 
pentingan.  Intelektual  diharapkan  senan- 
tiasa  memberikan  penilaian  yang  kritis  ter- 
hadap  penyelewengan-penyelewengan  da- 
lam penyelenggaraan  kekuasaan  politik.  Pe- 
san-pesan  kritis'  kelompok  ini  tidak  hanya 
merupakan  sumber  koreksi  bagi  para  pe- 
ngelola  kekuasaan  politik,  tetapi  juga  me- 
rupakan sumber  yang  dapat  memperkuat 
posisi  masyarakat  dalam  berhadapan  de- 
ngan  kekuasaan  yang  menyeleweng  mau- 
pun  yang  secara  berlebihan  menerapkan 
kontrol  terhadap  rakyatnya  sendiri  (Le- 
gowo,  1994:  15).  Dalam  konteks  seperti  itu, 
legitimasi  dari  masyarakat  atas  perjuangan 
gerakan  kelompok  intelektual  akan  terba- 
ngun  seiring  dengan  tiadanya  kepenting- 
an  praktis  apalagi  yang  sifatnya  material/ 
kebendaan.  Sepanjang  yang  diperjuang- 
kan  adalah  "kebenaran"  dan  merupakan 
bukti  keberpihakan  terhadap  masyarakat- 
nya,  gerakan  ini  secara  substansial  merupa- 
kan gerakan  moral.  j 

Sebagai  suatu  kekuatan  dan  gerakan 
moral,  merupakan  suatu  kewajaran  apabila 
mahasiswa  dan  segenap  civitas  akademika 
yang  masih  memiliki  komitmen  terhadap 
kondisi  masyarakatnya  senantiasa  menyi- 
kapi  dan  memberikan  respons  kritis  terha- 
dap pengelolaan  kekuasaan  yang  menye- 
leweng. Pola  kekuasaan  yang  totaliter-ar- 
bitrer  sendiri  pada  dasarnya  dapat  menjadi 
faktor  objektif  yang  menggairahkan  ak- 
tivitas  kritis  kelompok  intelektual  ini.  Me- 
nurut  seorang  pakar  (Neil  Smelser),  sebagai- 
mana  dikutip  oleh  Ida  (1998),  faktor  objek- 
tif merupakan  kondisi-kondisi  yang  ber- 


ada  di  luar  diri/kelompok  yang  secara  sig- 
nifikan  mempengaruhi  pemikiran,  sikap  dan 
tindakan-tindakan  para  aktor  dalam  komu- 
nitas  tersebut.  Pengaruh  luar  ini  akan  me- 
rangsang  kesadaran  suatu  kelompok/komu- 
nitas  untuk  menyikapi  keadaan  secara  kri- 
tis. Apabila  kesadaran  tersebut  kemudian 
termanifestasikan  dalam  pengorganisasian 
yang  rapi,  memiliki  kekuatan  jaringan  di 
antara  kelompok-kelompok  yang  setara,  me- 
miliki ideologi,  serta  memiliki  konsep  per- 
juangan yang  jelas  dan  bisa  dicapai,  maka 
akan  muncul  kekuatan  riil  dalam  dirinya. 

Oleh  karena  itu,  menginterpretasikan  ge- 
rakan intelektual-mahasiswa  sebagai  suatu 
kegiatan  politik  praktis,  terlepas  dari  defini.-. 
si  yang  digunakan,  seperti  yang  pernah  di- 
utarakan  oleh  mantan  Mendikbud  Wiranto 
Arismunandar  jelas  merupakan  suatu  kesa^ 
lahan  besar.  Pemahaman  sempit  dengan  mak-: 
sud  untuk  mengontrol  dan  membatasi  ke- 
giatan moral  tersebut  merupakan  indikasi 
lain  dari  corak  totalitarian  rezini  Orde  Baru 
yang  ironisnya  juga  dilanggengkan  oleh 

3 

sejumlah  "oknum"  mtelektual-birokrat,  Da-^ 
lam  hal  ini,  kegiatan  kaum  intelektual  me- 
nyuarakan aspirasi  masyarakat,  sebagaima- 
na  dinyatakan  oleh  Soemardjan  (1998),  tetap 
masih  dalam  koridor  politik  akademis,  bir- 
kan  politik  praktis.  Kedua  konsep  ini  dapat 
dibedakan  secara  tegas  satu  dari  yang  lain. 


Tampaknya  gertalcan  Wiranto  Arismunandar 
tersebut  merupakan  bagian  Iain  dari  penggcmbosan 
kekuatan  mahasiswa  yang  semakin  solid  dan  mcnc- 
mukan  platform  gerakan.  Dengan  gertakan  itu  di- 
maksudkan  supaya  mahasiswa  sccara  politis  menjadi 
jinak  dan  pcnurut,  mencrima  dan  mendukung  pcmc- 
rintah  dalam  segala  hal.  Kcbijakan  pcnjinakan  po- 
litik (political  domestication)  ini  tcntunya  tak  Icpas 
dari  upaya  rezim  untuk  menerapkan  kontrol  sccara 
kctat  atas  segenap  kekuatan  di  masyarakat.  Pcriksa 
juga  Buchori  (1998). 
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Politik  akademis  dilakukan  oleh  para  il- 
muwan  senior  dan  yunior,  bertempat  di  per- 
guruan  tinggi  (universitas),  berpangkal  to- 
lak  dari  ilmu  (politik)  dengan  sikap  yang 
secara  politik  netral,  dan  selalu  mengingat 
etika  akademis  yang  membuat  pedoman  ra- 
sional,  objektif,  dan  terbuka.  Dengan  poli- 
tik akademis  ini  para  ilmuwan  menggmia- 
kan  ilmu  politik  untuk  menyoroti  kehidup- 
an  politik  di  dalam  suatu  masyarakat.  Ha- 
sil  kajian  itu  dapat  dilengkapi  dengan  sa- 
ran-saran  yang  dapat  mengarah  kepada 
perbaikan  kehidupan  masyarakat.  Dengan 
demikian  terbentuk  jembatan  antara  dunia 
ilmu  politik  yang  berada  di  leinbaga  per- 
guruan  tinggi  dengan  dunia  politik  praktis 
yang  lapangan  geraknya  di  luar  kampus. 
Sementara  itu  politik  praktis  dilakukan  di 
dalam  masyarakat  dan  di  lembaga-lembaga 
pblitik  di  luar  kampus  perguruan  tinggi 
(universitas)  oleh  para  pelaku  politik  yang 
di  Indonesia  tergabung  dalam  partai-partai 
politik.  Tujuan  politik  praktis  adalah  untuk 
mendominasi  keanggotaan  di  lembaga-lem- 
baga perwakilan  rakyat  dan  untuk  mengua- 
sai  pemeriiitahan. 

Dengan  pemahaman  seperti  di  atas,  se- 
makin  jelas  posisi  dan  arti  gerakan  kaum 
intelektual  kampus,  khususnya  gerakan  ma- 
hasiswa  akhir-akhir  ini.  Meskipun  tuntut- 
an  yang  muncul  dari  gerakan  tersebut  ber- 
sifal  politis-kekuasaan,  seperti  penggantian 
kepemimpinan  nasional,  tujuan  utama  ge- 
rakan ini  jauh  lebih  luas  daripada  sekadar 
pergantian  pemimpin.  Gerakan  moral  maha- 
siswa  adalah  untuk  melakukan  koreksi  ter- 
hadap  praktek-praktek  pengelolaan  kekua- 
saan  yang  sewenang-wenang  yang  terbuk- 
ti  melahirkan  budaya  korupsi,  kolusi,  dan 
nepotisme,  serta  efek-efek  lain  yang  me- 
nyengsarakan  masyarakat  luas. 


Gerakan  Mahasiswa  1998:  Strategi, 
Organisasi  dan  Mobilisasi 

Gerakan  mahasiswa  di  tahun  1998  ini 
memiliki  kekhususan  tersendiri  dibanding- 
kan  dengan  gerakan  mahasiswa  sebelum- 
nya,  khususnya  dari  segi  strategi  dan  tema 
perjuangan.  Secara  umum  gerakan  mahasis- 
wa tahun  1970-an  berupa  protes-protes  me- 
ngenai  masalah-masalah  nasional  seperti 
strategi  pembanguiian,  peran  modal  asing, 
korupsi,  maupun  kebijakan  di  bidang  pen- 
didikan  tinggi.  Pada  akhir  1980-an  dan  awal 
1990-an,  gerakan  mahasiswa  marak  lagi  de- 
ngan mengangkat  isu  maupun  permasalah- 
an  yang  bersifat  lokal,  seperti  kasus  peng- 
gusuran  tanah,  kemsakan  lingkungan  hidup 
di  tingkat  lokal  akibat  industrialisasi,  kasus- 
kasus  korupsi  di  tingkat  lokal,  serta  pembe- 
laan  terhadap  kaum  lemah.  Aksi  mahasis- 
wa yang  mengangkat  isu  nasional  juga 
terjadi  dalam  kasus  khusus,  yaitu  menolak 
undian  berhadiah  Porkas/SDSB.'^ 

Gerakan  mahasiswa  di  tahun  1998  sen- 
diri  mulai  marak  lagi  menjelang  Sidang 
Umum  MPR  1998.  Seiring  dengan  sema- 
kin  memburuknya  krisis  ekonomi  tanpa  ada 
upaya  perbaikan  yang  berarti,  dan  dengan 
agenda  yang  sudah  pasti,  yaitu  memilih 
kembali  Soeharto  sebagai  presiden  untuk 
masa  jabatan  yang  ketujuh  kali,  SU  MPR 
1998  mendapat  kritikan  keras  dari  kalangan 
perguruan  tinggi.  Meski  di  segenap  pen- 
juru  tanah  air  kekuatan  militer  disiagakan 
untuk  "mengamankan"  jalannya  proses 
SU  MPR,  di  berbagai  kampus  mahasiswa 
tidak  kehilangan  nyali  untuk  menggelar 


Yllasan  Icbih  lanjut  mcngcnai  hal  ini  iihat  mi- 
salnya,  Supriyanto  (1998).  Dcmikian  juga  dalam  kait- 
annya  dengan  gcrakan  dcmokratisasi  sccara  luas  pc- 
riksa  Uhlin  (1997). 
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mimbar-mimbar  bebas  dan  demonstrasi  me- 
nentang  proses  rekayasa  politik  tersebut. 
"Puncak"  dari  penentangan  mahasiswa  ter- 
hadap  pemilihan  kembali  Soeharto  terlihat 
ketika  patung  kertas  Soeharto  dibakar  di 
Balairung  Universitas  Gajah  Mada  (UGM), 
Yog>'akarta,  pada  demonstrasi  besar-besar- 
an  tanggal  11  Maret  1998.^ 

Selepas  proses  SU  MPR  1998,  mahasis- 
wa kembali  mendapatkan  "sumber  daya" 
gerakan  dari  segi  isu/permasalahan  menge- 
nai  kabinet  yang  kurang  mencerminkan  ke- 
sungguhan  pemerintah  dalam  mengatasi 
krisis  ekonomi.  Selain  beberapa  menteri 
dianggap  tidak  layak  duduk  dalam  jabat- 
annya,  masaiah  nepotisme  dalam  susunan 
kabinet  tersebut  merupakan  sasaran  dari 
aksi-aksi  mahasiswa.^  Melihat  komposisi 
kabinet  yang  bagi  banyak  kalangan  dini- 
lai  sebagai  kabinet  terburuk  selama  Orde 
Baru,  keraguan  akan  kemampuan  pemerin- 
tah mengatasi  krisis  ekonomi  semakin  be- 
sar.  Bersamaan  dengan  itu,  krisis  keperca- 
yaan  yang  siidah  terjadi  menjadi  semakin 
parah,  yang  pada  akhirnya  memunculkan 


^Peristiwa  tersebut  kemudian  membawa  akibat 
Icbih  jauh  pada  beberapa  aktivis  dan  sejumlah  cir 
vitas  akademika  yang  kebetulan  terlibat  dalam  aksi 
tersebut.  Selain  dimintai  keterangan  oleh  pihak  apa- 
rat  keamanan,  beberapa  pembicara  dari' kalangan 
dosen  "dihimbau"  untuk  tidak  merieruskan  aktivitas 
mereka  dalam  aksi-aksi  mahasiswa.  Bahkan  isu  pen- 
culikan  terhadap  aktivis  mahasiswa  sempat  santer 
beredar. 

^Beberapa  nama  menteri  yang  menjadi  sasaran 
kritik  mahasiswa  dan  masyarakat  pada  umumnya 
antara  lain  Menteri  Sosial  Siti  Ilardiyanti  Rukmana; 
Menperindag  Mohammad  "Bob"  Hassan;  Menteri 
Pangan,  Hortikultura,  dan  Obat  Haryanto  Dhanu- 
tirto;  Menteri  Pariwisata,  Scni  dan  Budaya  Abdul  La- 
tief;  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Wiranto 
Arismunandar;  dan  Menteri  Pertanian  Yustika  Bahar- 
syah  (istri  Menteri  Pertanian  Kabinet  Pcmbangunan 
VI). 


sikap  skeptis  terhadap  pemerintahan  Soe- 
harto hasil  SU  MPR  1998. 

Keraguan  masyarakat  luas,  dan  khusus- 
nya  mahasiswa  semakin  nyata  ketika  sejum- 
lah menteri  mulai  mengeluarkan  pernyata- 
an  maupun  kebijakan  yang  kontroversial, 
simpang  siur,  dan  membingungkan,  seper- 
ti  kebijakan  di  sektor  keuangan  yang  ha- 
nya  berlaku  beberapa  hari,  pernyataan  kon- 
troversial Mendikbud  mengenai  aksi-aksi 
mahasiswa,  pernyataan  tipikal  birokrat  feo- 
dal  berwawasan  agraris  yang  "menganjui^ 
kan"  mahasiswa  menjadi  petani  terlebih 
dulu  apabila  ingin  berdialog  dengan  presi- 
den.  Selain  itu,  rangkaian  kebijakan.  "kari- 
tatif  ala  sinterklas  dengan  membagi  makan>- 
an  gratis  bagi  pekerja  yang  terkena  PHK, 
pernyataan  bahwa  monopoli  itu  diperboleh- 
kan,  sampai  dengan  munculnya  kebijakan 
menaikkan  harga  bahan  bakar  minyak  (BBM) 
dan  tarif  dasar  listrik  (TDL)  segera  menyu- 
lut  berbagai  reaksi  negatif  dari  selumh  la- 

pisan  masyairakat.  ' 

' '  •  i    '■  ■ 

Menyikapi  perkembangan  yang  sema- 
kin memburuk  tersebut,  aksi-aksi  mahasis- 
wa semakin  meluas  di  seluruh  penjuru  nu- 
santara,  meskipun  kontrol  dan  sikap  aparat 
keamanan  lebih  represif.  Model  aksi  yang 
sebelumnya  lebih  banyak  dilakukan  di  da- 
lam kampus  dengan  orasi-orasi  mimbar  be- 
bas maupun  dengan  aksi  mogok  makan,  mu- 
lai menarik  dukungan  masyarakat  luas  dan 
membentuk  platform  gerakan  terutama  ke- 
tika pemerintah  tidak  mau  berkompromi  alas 
tuntutan  penundaan  kebijakan  menaikkan 
harga  BBM  dan  TDL.  Platform  berupa  gerak- 
an massa  yang  melibatkan  mahasiswa  dan 
masyarakat  luas  mulai  diterapkan  dengan 
semakin  seringnya  aksi-aksi  turun  ke  jalan. 
Meskipun  pada  mulanya  menghadapi  per- 
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lawanan  yang  sengit  dari  aparal  kcaman- 
an,  bahkan  bcntrokan-bentrokan  lidak  da- 
pat  dihindari,  keberanian  mahasiswa  yang 
didukung '©leh- scbagian  bcsar  civilas  aka- 
dcmika  juslni  semakin  bcsar. 

Aksi-aksi  mahasiswa  lurun  ke  jalan  ter- 
sebut  makin  hari  ternyata  makin  membesar 
dan  meluas.  Pergescran  slrategi  gerakari  ini 
pada  dasarnya  mcrupakan  indikasi  bahwa 
gerakan  mahasiswa  lelah  menemukan  plat- 
form gerakan  dan  nilai  operasional  yang 
makin  tcgas  dan  jelas.  Apabila  sebelumnya 
himbauan  ABRI  supaya  mahasiswa  Ictap  di 
dalam  kampus  lermasuk  ajakan  dialog  yang 
diprakarsai  ABRI  masih  dituniti  dan  dihar- 
gai  imahasiswa,  maka  pada  saat  kenaikan 
BBM  dan  'TDL  dipaksakan  pcmcrintah,  am- 
bangr  toleransi  mahasiswa  tcrhadap  tindak- 
an  persuasif  pemerintah  maupun  ABRI  men- 
jadi.menurun.  Akibalnya,  pola  aksi-aksi  ma- 
hasiswa bcrgcscr  dari  tataran  pcnyadaran  ke 
tataran  gerakan  struktural  yang  massif.  Per- 
gescran pola  aksi  tersebut  mcrupakan  eska- 
lasi  stratcgi  yang  biasa  terjadi  dalam  sua- 
Iti  gerakan  sosial. 

Secara  garis  bcsar,  ada  tiga  macam  stratc- 
gi yang  lazim  ditcmpuh  dalam  suatii  gerak- 
an sosial,  termasuk  di  dalamnya  gerakan 
mahasiswa  (McCarthy,  19%:  Um).  Pertanw, 
melakukan  public  education  untuk  menge- 
tcngahkan  kondisi-kondisi  sosial  kcpada  ma- 
syarakat  umum  mclalui  mobilisasi  kescpa- 
kalan-kcsepakatan.  Dalam  hal  ini  penccrmnl- 
an  alas  bcrbagai  kondisi  sosial  yang  meru- 
gikan  masyarakat  umum  diharapkan  akan 
mcnghasilkan  bcberapa  tenia  scnlral  gerak- 
an. Kcsepakalan  yang  membuahkan  icma- 
tema  gerakan  ini,  kemudian  discbarluaskan 
dan  disosialisasikan  kcpada  masyarakat 
umum  schingga  pada  waktunya  akan  men- 
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jadi  isu  publik.  Apabila  proses  ini  bcrhasil, 
tidak  saja  masyarakat  akan  semakin  sadar  de- 
ngan  kondisi-kondisi  sosial,  tetapi  juga  te- 
lah  memiliki  nilai  dasar  gerakan,  yaitu  mem- 
pcrjuangkan  isu-isu  publik  tersebut. 

Kedua,  melakukan  direct  service  kcpada 
setiap  korban  maupun  yang  dirugikan  dari 
kondisi  sosial  yang  ada.  Melalui  stratcgi 
cmpati  ini  dan  atas  alasan  kemanusiaan,  di- 
harapkan dapat  menarik  pclibalan  masyarakat 
umum  lainnya  secara  lebih  luas  dalam  mcnyi- 
kapi  permasalahan  sosial  yang  ada. 

Keliga,  upaya  melakukan  perubahan 
struktural,  termasuk  di  dalamnya  adalah  per- 
ubahan hukum/peraturan-peraturan,  penggan- 
tian  penguasa  maupun  rczim.  Dalam  upaya 
ini  terkadang  mclibatkan  pcnggunaan  un- 
ruly tactics  (taktik-taktik  yang  tidak  semes- 
tinya)  scpcrti  pendudukan  area  tertentu,  boi- 
kot,  mobilisasi  massa  besar-besaran,  unjuk 
rasa  marathon,  dan  lain  sebagainya. 

Pilihan  alas  stratcgi  gerakan  tersebut  je- 
las mcmbawa  konsekuensi  pada  masalah 
pengorganisasian  gerakan.  Pcngorganisasi- 
an  aksi-aksi  keprihatinan  di  dalam  kampus- 
kampus  dcngan  massa  yang  relatif  homo- 
gen  tcntu  lebih  sedcrhana  daripada  aksi- 
aksi  bersama  di  luar  kampus.  apalagi  untuk 
jangka  waktu  yang  lama.  Aksi-aksi  mahasis- 
wa sendiri  pada  mulanya  (scbelum  SU  MPR 
1998)  cenderung  lebih  banyak  diorganisasi 
secara  spontan,  tidak  permancn,  bcrlingkup 
intern  kampus,  dan  tidak  dirancang  untuk 
mcmobilisasi  massa  dalam  jumlah  bcsar.  Hal 
ini  setidaknya  tcrlihat  dari  Icmahnya  daya 
persuasif  gcrjikan  lerhadap  kelompok  maha- 
siswa yang  selama  ini  sebagian  bcsar  apo- 
litis,  scdikilnya  kctcrlibatan  civilas  akadc- 
mika,  dan  masih  adanya  kcraguan  mcngenai 
apa  yang  mcnjadi  inli  tuntutan.  Mcskipun 


GERAKAN  MAHASISWA  PASCA  TRANSISI  KEPEMIMPINAN  NASIONAL 


243 


tuntutan  menolak  Soeharto  sering  terdengar, 
tetapi  karena  masih  kurang  jelas  siapa  yang 
layak  menjadi  presiden,  isu  ini  belum  mampu 
merapatkan  barisan  mahasiswa  dalam  satu 
gerakan.  Pada  periode  ini  dari  segi  kuantitas, 
mahasiswa  yang  mengikuti  aksi  maupun  de- 
monstrasi  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan 
yang  tidak  mengikuti  maupun  yang  hanya 
sekadar  menonton. 

Seiring  dengan  meningkatnya  ketidak- 
puasan  di  kalangan  elit  semenjak  pemben- 
tukan  Kabinet  Pembangunan  VII,  sementara 
krisis  ekonomi  juga  semakin  parah,  aksi-ak- 
si  mahasiswa  terlihat  semakin  intensif  dan 
massif.  Di  tiap  perguruan  tinggi  besar  ham- 
pir  tiap  hari  silih  berganti  terjadi  aksi-aksi 
iriahasiswa  yang  semakin  membesar  kuanti- 
tas pesertanya.  Dalam  periode  ini  jaringan- 
jaringan  aksi  mahasiswa  di  tingkatan  lokal 
dan  nasional  mulai  terbentuk  dan  menunjuk- 
kan  keberadaannya/  Di  Jakarta  misalnya,  ke- 
giatan  aksi  bersama  yang  dikoordinasi  oleh 
forum-forum  komunikasi  antarkelompok  ma- 
hasiswa (formal  maupun  non-formal)  dari 
berbagai  perguruan  tinggi  semakin  sering 
terjadi.^ 


Di  tingkatan  nasional  misalnya  terbentuk  Ko- 
mite  Aksi  Mahasiswa  Muslim  Indonesia  (KAMMI) 
yang  ternyata  kemunculan  dan  aktivitasnya  di  be- 
berapa  daerah  mendapat  respons  yang  beragam, 
Misalnya,  di  Yogyakarta  setelah  terjadinya  peristi- 
wa  bentrokan  mahasiswa  dengan  aparat  keamanan 
di  daerah  Mrican  (dekat  kampus  Universitas  Sanata 
Dharma)  dan  kemudian  menimbulkan  kerusuhan  di 
seputar  daerah  tersebut,  aksi  yang  diklaim  dimotori 
oleh  KAMMI  sempat  "digugat"  oleh  aksi  tandingan 
yang  dimotori  oleh  Liga  Mahasiswa  Muslim  Yogya- 
karta (LMMY). 

8 

Forum-forum  yang  secara  efektif  menjadi  tem- 
pat  koordinasi  aktivitas  demonstrasi  mahasiswa  di 
Jakarta  adalah  FKSMJ  dan  Forum  Kota.  Di  luar  fo- 
rum tersebut,  memang  terdapat  banyak  forum  mau- 
pun gerakan  yang  melibatkan  spektrum  pcserta  Icbih 


Aksi-aksi  bersama  dan  kristalisasi  plat- 
form gerakan  semakin  mendapatkan  momen- 
tum dan  "sumber  daya"  semangat  gerakan 
setelah  peristiwa  tewasnya  empat  mahasis- 
wa Trisakti  yang  tertembak  di  dalam  kam- 
pusnya  ketika  aksi  mereka  sudah  usai.  Peris- 
tiwa tersebut  bukan  saja  memicu  kemarahan 
dan  menumbuhkan  solidaritas  di  kalangan 
mahasiswa,  tetapi  juga  mengundang  reaksi 
keras  dari  kalangan  elit  yang  menyesalkan 
kejadian  tersebut  yang  secara  terbuka  sema- 
kin mempertegas  dukungan  terhadap  gerak- 
an mahasiswa,  dan  membuat  gerakan  maha- 
siswa mendekati  titik  ekstrem.  Bentrokan  de- 
ngan aparat  keamanan  terjadi  di  sejumlah 
daerah  ketika  mahasiswa  melakukan  aksi  so- 
lidaritas atas  gugumya  pahlawan  reformasi 
tersebut.  Lebih  dari  itu,  gugurnya  empat  ma- 
hasiswa tersebut  memancing  reaksi  massa 
yang  menciptakan  suasana  kondusif  bagi 
terjadinya  huru-hara  terbesar  dalam  sejarah 
republik  kita  pada  tanggal  13  dan  14  Mei 
1998  di  Jakarta  dan  sekitamya,  dan  juga  di 
Solo. 

Gerakan  mahasiswa  pasca  peristiwa  Tri- 
sakti, khususnya  di  Jakarta  yang  semakin 
mendapatkan  dukungan  nyata  dari  berbagai 
kalangan  elit,  berhasil  memobilisasi  maha- 
siswa dalam  jumlah  besar  untuk  menduduki 
gedung  DPR/MPR.  Demikian  pula,  mobilisasi 
dukungan  logistik  dari  masyarakat  luas 
mengalir  tak  terbendung  sehingga  konsum- 
si  bagi  mahasiswa  yang  menduduki  gedung 
DPR/MPR  tercukupi.  Model  pendudukan 


luas  lagi,  tidak  terbatas  hanya  dari  kalangan  mahasis- 
wa saja  scpcrti  Gerakan  Sarjana  Jakarta  (GSJ),  Ma- 
syarakat Profesional  untuk  Demokrasi  (MPD),  So- 
lidaritas Profesional  Untuk  Reformasi  (SPUR)  dan 
lain  scbagainya.  Uraian  singkat  yang  cukup  kompre- 
hcnsif  mcngenai  gerakan  mahasiswa  dan  pengor- 
ganisnsiannya  dapat  dilihat  pada  rcportasc  Kompas, 
31  Mei  1998. 
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gedung  ini  kemudian  dengan  cepat  menye- 
bar  ke  berbagai  daerah,  dan  semakin  membuat 
solid  gerakan  mahasiswa.  Klimaks  pendu- 
dukan  gedung  DPR/MPR  oleh  gerakan  re- 
formasi  mahasiswa  adalah  berhentinya  Soe- 
harto  dari  tampuk  kepresidenan  pada  tang- 
gal  21  Mei  1998  yang  serta  merta  mengang- 
kat  Wapres  B.J.  Habibie  menjadi  Presiden  RI 
yang  ketiga.  Meskipun  telah  behasil  mem- 
buat Soeharto  mundur  sebagai  presiden,  se- 
bagian  mahasiswa  masih  mempersoalkan  pro- 
ses pengangkatan  B.J.  Habibie  menjadi  Pre- 
siden dan  khususnya  sifat  pemerintahannya 
yang  tidak  lain  adalah  kelanjutan  dari  rezim 
Orde  Bam  minus  Soeharto. 


Gerakan  Mahasiswa  dan  Masa 
Depan  Politik  Indonesia:  Antara 
Instabilitas  dan  Eksperimentasi 

Memperhatikan  berbagai  kecenderung- 
an  aksi-aksi  mahasiswa  selama  ini,  tampak- 
nya  model  gerakan  populis  akan  terns  ber- 
lanjut  sampai  ada  suatu  fase  baru  perpoli- 
tikan  dan  perekonomian  Indonesia  yang  le- 
bih  baik.  Krileria  fase  bam  yang  lebih  baik 
tentu  bersifat  relatif,  dari  tetap  tidak  akan 
menghentikan  gerakan  moral  yang  dilaku- 
kan  mahasiswa  selama  ini,  apalagi  dengan 
perkembangan  politik  pasca  tumnnya  Soe- 
harto yang  penuh  dengan  euphoria  dan  re- 
torika  dari  sebagiah  kalangan  elit  dan  po- 
litisi  yang  sekadar  ingin  memanfaatkan  ge- 
rakan mahasiswa.  Ada  kcccndemngan  kuat 
bahwa  para  "bunglon  politik"  dan  "pahla- 
wan  reformasi  kesiangan"  ingin  mcngguna- 
kan  momentum  perubahan  untuk  sekadar 
mcnarik  keuntungan  politik.  Kecenderung- 
an  seperti  ini  tampaknya  akan  menjadi  Ca- 
talan tersendiri  bagi  mahasiswa  dalam  me- 
nyikapi  perkembangan  ke  depan. 


Secara  umum,  perpolitikan  Indonesia  un- 
tuk beberapa  waktu  ke  depan  akan  menga- 
rah  pada  beberapa  kecenderungan  berikut. 
Pertama,  politik  akan  diwarnai  dengan  eu- 
phoria dan  retorika  seputar  masalah  hak-hak 
politik  yang  selama  ini  terabaikan,  khusus- 
nya menyangkut  kemerdekaan  untuk  berse- 
rikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  penda- 
pat.  Saling  berlomba  mendirikan  partai  ba- 
rn adalah  salah  satu  contohnya,  di  samping 
muiiculnya  upaya  beberapa  pihak  untuk  mu- 
lai  menciptakah  hegemoni  wacana  publik  de- 
ngan rekayasa  interpretasi  dan  disinformasi 
atas  perkembangan  politik  yang  terjadi.^ 

Kedua,  politik  machtvoorming  kembali 
menggejala  semakin  intensif,  khususnya  de- 
ngan memarifaatkan  suasana  ketidakpastian 
politik  di  waktu-waktu  mendatang.  Pengga.- 
langan  kekuatan  politik  melalui  pembinaaih 
dan  mobilisasi  sumber  daya  dukungan  mulai 
dilakukan  secara  intensif  oleh  beberapa  ke- 
lompok  yang  memang  pada  dasarnya  ha- 
nya  bertujuan  untuk  menguasai  perpolitik- 
an Indonesia.  Hal  ini  tidak  saja  dilakukan 
oleh  para  pendukung  pemerintahan  saat  ini 
yang  masih  lemah  legitimasinya,  tetapi  juga 
dari  kekuatan-kekuatan  baik  di  dalam  clit  re- 
zim maupun  elit  oposisi. 

9 

Dalam  hal  ini  pcrnyataan-pcrnyataan  dari  be- 
berapa clit  politik  nasional  yang  nicncoba  nic>akin- 
kan.-masyarakat  akan  tidak  pcrlunya  Sidang  Istimc- 
wa  MPR  seccpatnya  dengan  dalili  balnva  kcpulusan 
sidang  terscbut  hanya  akan  mcnuinculkan  tokoh- 
tokoh  lama  dari  jamannya  Soeharto  mcrupakan  sa- 
lah satu  contohnya.  Pcrnyataan  seperti  itu  jelas  di- 
tujukan  untuk  menguatkan  dukungan  tcrhadap  pe- 
merintahan Habibie  yang  pada  dasarnya  juga  produk 
pemerintahan  Soeharto  dan  bahkan  Habibie  scndiri 
secara  lerbuka  pcrnah  menyatakan  Soeharto  mcru- 
pakan profesor  politiknya.  Dcmikian  pula  dengan 
pcnggunaan  simbol-simbol  agama  untuk  kcpentingan 
mcndukung  pemerintahan  Habibie  mcrupakan  bcn- 
tuk  lain  rekayasa  disinformasi  dan  insinuasi  tcrha- 
dap kekuatan  masyarakat  yang  mcnginginkan  refor- 
masi secara  total. 
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Ketiga,  politik  akan  cenderung  menga- 
rah  dari  satu  ekstrem  ke  ekstrem  yang  lain. 
Polarisasi  ideologis  dan  kepentingan  sema- 
kin  menguat  dan  terkristal  sehingga  pende- 
katan-pendekatan  tradisional-primordial  yang 
mulai  diterapkan  oleh  beberapa  kelompok 
akan  sangat  mempengamhi  dinamika  politik 
di  tingkatan  grass  roots.  Beberapa  segmen 
masyarakat  yang  makin  terpojok  dan  men- 
derita  karena  krisis  ekonomi  saat  ini  akan 
lebih  mudah  dimobilisasi  oleh  elit  yang  ber- 
orientasi  kekuasaan  dengan  "imbalan"  yang 
relatif  murah.  Keadaan  ini  jelas  mengindika- 
sikan  akan  munculnya  ketegangan  yang 
akut  di  tingkatan  grass  roots,  sehingga  un- 
tuk  beberapa  waktu  ke  depan  tampaknya  sta- 
bilitas  akan  sulit  ditegakkan.  ' 

Keempat,  politik  reformasi  yang  diper- 
juangkan  oleh  kekuatan  mahasiswa  akan 
menghadapi  sejumlah  dilema  dan  kendala. 
Seperti  yang  dilihat  oleh  Hikam  sebagai- 
mana  dimuat  dalam  Harian  Ekonomi  Neraca 
(4  Juni  1998)  misalnya,  kaum  reformis  (gerak- 
an  reformasi)  sudah  terbelah  dalam  dua  ke- 
lompok. Kelompok  pertama  tetap  konsisten 
menuntut  reformasi  menyeluruh,  yakni  me- 
rombak  seluruh  sistem  dan  format  ekonomi, 
politik  dan  hukum.  Kelompok  kedua  berpen- 
dapat  bahwa  pengunduran  diri  Soeharto  me- 
rupakan  target  utama  dan  selanjutnya  pro- 
ses reformasi  dilakukan  secara  bertahap.  Pen- 
dapat  kelompok  pertama  jelas  mengarahkan 
gerakan  reformasinya  tidak  sebatas  pada 
pergantian  kepemimpinan  nasional,  khusus- 
nya  presiden,  tetapi  adalah  perubahan  rezim 
otoritarian-totaliter  menjadi  rezim  yang  de- 
mokratis.'°  Sebab,  pergantian  presiden  be- 


Lebih  jauh  Hikam  mcnyatakan  bahwa  kelom- 
pok pertama  mclihat  turunnya  Presiden  Soeharto  se- 
buah  milestone  yang  bukan  lantas  berarti  sebagai 


lum  tentu  berarti  perubahan  rezim  pemerin- 
tahan.  Perbedaan  pandangan  tersebut  mewa- 
kili  pula  dua  arus  visi  mengenai  reformasi. 
Visi  pertama  adalah  bahwa  reformasi  poli- 
tik hanya  bermakna  bila  mencakup  perubah- 
an politik  secara  mendasar.  Visi  kedua  me- 
maknai  reformasi  hanya  pada  perubahan  fi- 
gur  kepemimpinan  dalam  pelembagaan  po- 
litik dan  pemberian  konsesi-konsesi  terten- 
tu  terhadap  tuntutan  rakyat. 

Kelima,  interaksi  saling  mempengamhi 
antarkekuatan  politik,  termasuk  di  sini  pe- 
ran  sospol  ABRI  akan  sangat  mempengamhi 
proses  reformasi  politik.  Pembahasan  berba- 
gai  strategi,  konsep,  maupun  perundang-un- 
dangan  di  bidang  politik  sebagai  upaya 
sistematis  untuk  menciptakan  tatanan  yang 
demokratis  akan  menjadi  arena  kontestasi 
yang  melibatkan  kekuatan  di  tingkat  grass 
roots.  Demikian  pula,  sikap  ABRI  yang  sam- 
pai  saat  ini  belum  begitu  jelas  menentukan 
pilihan  perannya,  tentu  akan  mudah  meng- 
ubah  konstelasi  politik  karena  setiap  ke- 
kuatan akan  selalu  menyesuaikan  kalkula- 
si  politiknya  dengan  peran  yang  diambil 
ABRI.  Bagi  ABRI  sendiri  sebagaimana  per- 
nah  dinyatakan  oleh  Sjafei  (1997),  dalam 
menghadapi  proses  transisi  kepemimpinan 
nasional  dan  tentunya  proses  reformasi  po- 
litik, sebetulnya  hanya  tersedia  dua  peran, 
yaitu  sebagai  pengelola  tunggal  proses  ter- 
sebut atau  sebagai  fasilitator  semata.  Ke- 
dua pilihan  tersebut  tentu  didasarkan  pada 


penyelesaian  tuntas.  Karena  itu,  berkompromi  de- 
ngan rezim  penggantinya  merupakan  tindakan  yang 
tidak  bisa  diportanggungjawabkan  secara  legal,  po- 
litik, dan  moral.  Sementara  itu  kelompok  kedua  me- 
mandang  bahwa  berkompromi  dengan  pemerintah- 
an  Habibie  menjadi  beralasan  karena  ia  mcmiliki  le- 
gitimasi  konstitusional  walaupun  masih  diragukan 
oleh  sementara  pihak. 
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realitas  bahwa  bagaimanapuh  ABRI  masih 
tetap  dipandang  sebagai  kekuatan  riil  yang 
solid  dan  mampu  berdiri  di  atas  semua  ke- 
lompok  yang  ada.  Demikian  pula  pilihan 
yang  pasti  terhadap  peran  tersebut  tentu 
akan- membawa  konsekuensi  dan  implikasi 
yang  lebih  luas  dalam  perpolitikan  Indone- 
sia untuk  beberapa  waktu  ke  depan  yang 
sangat  kritis  ini. 

Mempertimbangkan  berbagai  kecende- 
rungan  tersebut,  tantangan  ke  depan  bagi 
gerakan  mahasiswa  tampaknya  akan  sema- 
kin  berat.  Tidak  saja  gerakan  mahasiswa  ha- 
rus  menghadapi  perpecahan  di  kalangan 
mereka  sendiri,  tetapi  pengaruh  "kekuatan 
ekstemal"  akan  menjadi  dilema  bagi  gerak- 
an mahasiswa  sendiri."  Kejernihan  dalam 
melihat  perkembangan  dan  dengan  format 
pengorganisasian  yang  menjauhkan  diri 
dari  kecenderungan  klaim  penokohan  seti- 
daknya  akan  membantu  mahasiswa  dalam 
menyikapi  perkembangan  yang  terjadi.  De- 
ngan model  gerakan  yang  egaliter,  tanpa 
ada  pretensi  dari  masing-masing  aktivis  un- 
tuk menjadi  tokoh  gerakan,  gerakan  maha- 
siswa masih  akan  mendapatkan  legitimasi 
moral  dan  dukungan  dari  masyarakat  luas. 
Meskipun  hal  ini  tetap  tidak  menutup  ke- 
mungkinan  gerakan  mahasiswa  berhadapan 
dengan  usaha-usaha  eksperimentasi  politik 
yang  dilakukan  oleh  kekuatan-kekuatan  di 


Indikasi  adanya  pengaruh  kekuatan  ekstcrnal 
dalam  gerakan  mahasiswa  pasca  naiknya  Habibie 
menjadi  presiden  setidaknya  dapat  tcdihat  dari  ada- 
nya aksi  dukungan  sccara  "vulgar"  oleh  sekclompok 
kecil  mahasiswa  yang  mengatasnamakan  Kclompok 
Kerja  Forum  Studi  Mahasiswa  (Fostum)  UMD  terha- 
dap pemcrintahan  Habibie  sampai  tahun  2003,  se- 
suatu  yang  terasa  janggal  dilakukan  oleh  mahasiswa 
pro-rcformasi  pada  umumnya  yang  bebas  dari  kc- 
pentingan  politik  praktis.  Pcriksa  Suara  Pembaruan, 
8  Juni  1998. 


tingkatan  infrastruktur  politik  untuk  ke- 
pentingan  politik  praktis. 


Penutup 

Prospek  dan  perkembangan  politik  dan 
ekonomi  Indonesia  untuk  beberapa  waktu  ke 
depan  tampaknya  akan  suram.  Memburuk- 
nya  krisis  ekonomi  secara  paralel  tentu  mem- 
pengamhi  memburuknya  pula  situasi  poli- 
tik, bahkan  tidak  tertutup  kemungkinan  sam- 
pai pada  suatu  kondisi  krisis  politik  yang 
terbuka,  eksplosif,  dan  berlarut-larut.  Dalam 
keadan  seperti  ini,  rakyat  kecil  merupakan 
bagian  besar  dari  masyarakat  yang  akan  se- 
lalu  paling  merasakan  penderitaan.  Untuk 
itu,  pencermatan  atas  situasi  dan  kejernih- 
an dalam  memilih  arah,  strategi  dan  timtut- 
an  perjuangan  dari  kalangan  mahasiswa 
akan  sangat  membantu  mempercepat  proses 
perbaikan  ekonomi  dan  politik,  serta  yang 
terpenting  menghindarkan  bangsa  ini  dari 
kemunduran  politik  {political  decay)  yang 
sangat  mengancam  eksistensi  negara  kesa- 
tuan.  Janganlah  sampai  gerakan  moral  ma- 
hasiswa ini  dinodai  oleh  kepentingan  poli- 
tik praktis  sehingga  memunculkan  gugatan 
publik:  quo  vadis  gerakan  mahasiswa? 
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Dari  Kabiiiet  Pembangunan  VII 
ke  Kabinet  Reformasi  Pembangunan 
dan  Tu:ii^^  Clean  Government 

I  Made  Leo  Wiratma 

Salah  satu  tuntutan  dari  proses  reformasi  adalah  terbentuknya  suatu  kabinet  yang  ber- 
sih  sebagai  langkah  nyata  menuju  kehidupan  yang  lebih  demokratis.  Namun  baik  Kabinet 
Pembangunan  (KP)  VII  maupun  Kabinet  Reformasi  Pembangunan  (KRP)  nampaknya  ku- 
rang  atau  bahkan  tidak  merespons  tuntutan  tersebut.  Meskipun  KRP  telah  mencoba  meng- 
akomodasi  tuntutan  masyarakat  dan  tercermin  dalqm  kebijakan  yang  akan  ditempuh,  na- 
mun profil  KRP  sendiri  tidak  menggambarkan  usaha  yang  sungguh-sungguh  untuk  melak- 
sanakan  kebijakan  tersebut.  Se lain  itu,  KRP  masih  menghadapi  berbagai  persoalan  seperti 
keabsahan  keberadaannya  sehingga  semakin  mengurangi  legitimasi  yang  pada  akhimya 
kian  tidak  memperoleh  kepercayaan  dari  masyarakat.  Presiden  yang  mempunyai  kekuasa- 
an  begitu  besar  tidak  lagi  dapat  diharapkan  "kehendak  dan  budi  baik"-nya  untuk  me- 
mimpin  proses  reformasi  yang  sesungguhnya.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  institusionalisasi 
langkah-langkah  reformasi  sistem  politik  yang  konsekuen  sehingga  menghasilkan  suatu 
tertib  politik  demokrasi  guna  menggantikan  faktor  "kehendak  dan  budi  baik"  Presiden 
dan  selanjutnya  dapat  menciptakan  dan  memelihara  suatu  pemerintahan  yang  bersih 
dan  berwibawa,  egaliter  dan  transformatif. 


Pendahuluan 

SEJAK  awal  terbentuknya,  banyak 
kalangan  memprediksi  bahwa  Ka- 
binet Pembangunan  (KP)  VII  tidak 
akan  responsif  terhadap  perkembangan  po- 
litik di  tanah  air,  khususnya  terhadap  tun- 
tutan reformasi  di  segala  bidang  kehidup- 
an berbangsa  dan  bernegara.  Terlihat  me- 
mang  bahwa  pemerintah  cenderung  mem- 
pertahankan  status-quo,  atau  dengan  kata 
lain  menolak  melakukan  pembaruan  atau 
reformasi.  Tuntutan  untuk  membentuk  suatu 


kabinet  yang  relatif  bersih  dengan  kebijak- 
an yang  terarah  kepada  usaha  dan/atau  an- 
tisipasi  untuk  mengatasi  krisis  ekonomi  dan 
politik  kurang,  dan  bahkan  tidak  tercermin 
dari  profil  dan  komposisi  personalia,  dan 
tugas-tugas  pokok  KP  VII.  Setelah  peristiwa 
berdarah  yang  ditandai  dengan  tewasnya 
empat  mahasiswa  Universitas  Trisakti  pada 
12  Mei  1998  dan  kerusuhan  massa  dua  hari 
kemudian,  Presiden  Soeharto  mencoba  me- 
lunak  dan  bermaksud  me-reshufjfle  KP  VII 
dengan  membentuk  Kabinet  Reformasi  un- 
tuk menjawab  tuntutan  masyarakat.  Akan 
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tetapi,  usaha  itu  gagal  karena  masyarakat 
terlanjur  tidak  percaya.  Di  bawah  tekanan 
mahasiswa  dan  tokoh-tokoh  masyarakat, 
H.M.  Soeharto  akhimya  mengundurkan  di- 
ri,  dan  B.J.  Habibie  menggantikannya  se- 
bagai  Presiden  Republik  Indonesia. 

Pembentukan  Kabinet  Reformasi  Pemba- 
ngunan  (KRP)  oleh  Presiden  Habibie,  dalam 
situasi  dan  kondisi  yang  makin  buruk,  nam- 
paknya  tidak  cukup  meyakinkan  sebagai  ja- 
waban  atas  tuntutan  reformasi;  Gamig  tun- 
tutan  masyarakat  tentang  perlunya  pertie- 
rintahan  yang  bersih  dan  mampu  membawa 
bangsa  ini  keluar  dari  krisis  tetap  irieng- 
gema.  Telaah  ini  mencoba  mencermati  efek 
tuntutan  atas.  pemerintahan  yang  bersih 
terhadap  pembentukan  KP  VII,  dan  KRP. 
Pertanyaannya  adalah  sejauh  mana  kedua 
kabinet  itu  mencerminkan  respons  rezim 
berkuasa  terhadap  tuntutan  clean  govern- 
ment yang  makin  kuat  berkembang  seba- 
gai akibat  dari  krisis  ekonomi  dan  politik' 
yang  berkepanjangan. 

Profll  dan  Kebijakan 

Pembentukan  sebuah  kabinet  di  Indor^ 
nesia  secara  substansial  tidak  dapat  dilo? 
paskan  dari  sistem  pohtik  yang  berlaku  dan 
instrumen  yang  menjadi  acuan  pelaksana- 
annya.  Sistem  politik  bersifat  sentralistis, 
sementara  instrumen  pelaksanaannya  ber- 
sifat kooptif,  cenderung  manipulatif  dan 
dependent  kepada  kekuasaan  pusat.  Bebe- 
rapa  instrumen  yang  sangat  berpengaruh 
terhadap  proses  pembentukan  kabinet  ada- 
lah UU  tentang  Pemilu,  UU  tentang  Parpol 
dan  Golkar  serta  UU  tentang  Susunan  dan 
Kedudukan  DPR/MPR.  UU  Pemilu,  meski 
mencantumkan  asas  LUBER,  belum  meru- 
pakan  jaminan  bagi  terselenggaranya  Pe- 


milu yang  fair,  jujur  dan  adil:  Pemilu  yang 
tidak /«/>,  hanya  menghasilkan  bias  poli- 
tik, artinya  hasil  yang  dicapai  tidak  sesuai 
dengan  aspirasi  masyarakat  yang  sesung- 
guhnya.  Dan  hasil  inilah  yang  selama  ini 
ditelurkan  oleh  Pemilu  Indonesia.  Demikian 
pula  pembatasan  jumlah  partai  seperti  yang 
diatur  dalam  UU  Parpol  dan  Golkar  meng- 
ingkari  asas  kebebasan  untuk  berserikat  dan 
berkumpul  serta  kebebasan  menyampaikan 
pendapat  (aspirasi).  Sementara  UU  Susduk 
DPR/MPR  yang  memformulasi  begitu  ba- 
nyak  pengangkatan  dalam  keanggotaan 
lembaga  tinggi  dan  tertinggi  negara  tidak 
mencerminkan  asas  rakyat  berdaulat  dalam 
kehidupan  demokrasi.  Dengan  demikian, 
meskipun  berlangsung  secara  faktual,  Pe- 
milu sebenamya  cacat  secara  politik  karena 
sarat  dengan  distorsi  dan/atau  rekayasa  se- 
hingga  hasilnya  kurang  mencerminkan  as-i 
pirasi  rakyat  yang  sesungguhnya.  Cacat  Pe-' 
milu  berarti  menghasilkan  DPR  dan  MPR 
yang  cacat  pula,  yang  selanjuthya  mengha^: 
silkan  keputusan-keputusan  yang  cacat  se-- 
cara  politis. 

Kabinet  Pembangunan  VII  adalah  salah 
satu  hasil  dari  sistem  dan  instrumen  polit 
tik  di  atas.  Meski  pembentukannya  meme- 
nuhi  mekanisme  konstitusional,  KP  VTI  se-: 
benamya  membawa  cacat  politik.  Sementa- 
ra itu,  KRP  yang  pada  dasarnya  merupakan 
kelanjutan  dari  KP  VII,  selain  mempunyai 
bawaan  cacat  politik,  pembentukannya  me- 
ngandung  kontroversi  konstitusional.  Inti 
kontroversi  terletak  pada  masalah  absah  ti- 
daknya  jabatan  kepresidenan  yang  diemban 
oleh  B.J.  Habibie.' 


Pasal  8  Undang-Undang  Dasar  1945  menyebut- 
kan:  "Jika  Presiden  mangkat,  berhenti  atau  tidak 
dapat  mclakukan  kewajibannya  dalam  masa  jabatan- 
nya,  ia  diganti  oleh  Wakil  Presiden  sampai  habis 
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Sosok  KRP  tidak  banyak  berbeda  de- 
ngan  KP  VII.  Komposisi  yang  ditampilkan 
oleh  kedua  kabinet  nampak  beragam  dari 
sisi  latar  belakang  profesi  dan  sosial  per- 
sonalia anggota  kabinet.  Keduanya  sarat  de- 
ngan  unsur  militer  (ABRI),  birokrat  dan 
kalangan  akademisi.  Pelibatan  unsur  ABRI 
dalam  kedua  kabinet  dibandingkan  dengan 
kabinet-kabinet  sebelumnya  semakin  ber- 
kurang  (lihat  Tabel  1).  Tetapi  kedua  kabinet 
berbeda  dalam  melibatkan  unsur  etnis, 
swasta,  LSM  dan  politisi.  Dalam  KP  VII  ter- 
dapat  seorang  menteri  berasal  dari  etnis 
Cina  dan  sekaligus  berprofesi  pengusaha 
(konglomerat)  yang  tidak  terdapat  dalam 
KRP.  Sementara  itu,  KRP  melibatkan  se- 


waktunya".  Tidak  terdapat  penjelasan  sedikit  pun 
tentang  pasal  ini,  kecuali  dinyatakan  telah  jelas. 
Dari  sinilah  muncul  dua  tafsir.  Pertama,  tafsir  yang 
menyatakan  bahwa  seiring  dengan  penggantian  Pre- 
siden  berdasarkan  pasal  ini,  maka  hak,  wewenang 
dan  tanggung  jawab  (termasuk  menjadi  Mandataris 
MPR)  yang  melekat  pada  diri  Presiden  yang  digan- 
tikan  secara  otomatis  berpindah  ke  tangan  Wakil 
Presiden.  Jadi  pergantian  Presiden  dari  H.M.  Soe- 
harto  ke  B.J.  Habibie  itu  sah  dan-sesuai  dengan  kon- 
stitusi.  Kedua,  tafsir  yang  menyatakan  bahwa  pelim- 
pahan  hak,  wewenang  dan  tanggung  jawab  Presi- 
den kepada  penggantinya  tidak  serta  merta  meli- 
puti  Mandataris  MPR.  Presiden  yang  berhenti  atau 
mengundurkan  diri  harus  mengembalikan  mandat- 
nya  kepada  MPR,  dan  MPR  harus  mencabut  mandat 
yang  telah  diberikan  kepada  Presiden  yang  berha- 
langan  tetap,  baik  karena  meninggal  dunia,  berhen- 
ti atau  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya  dalam 
masa  jabatannya.-  Jadi  bila  seorang  Presiden/Man- 
dataris  MPR  karena  suatu  hal  menjadi  berhalangan 
tetap  tidak  dibenarkan  memberikan  atau  melim- 
pahkan  mandat  yang  diterimanya  dari  MPR  tcr- 
sebut  kepada  orang  lain.  Atas  alasan  ini,  pergantian 
Presiden  dari  Soeharto  ke  Habibie  harus  ditindak- 
lanjuti  dengan  pelaksanaan  Sidang  Istimewa  MPR 
guna  membuat  Ketetapan  MPR  baru  untuk  men- 
cabut mandat  dari  Soeharto  dan  mcmbcrhcntikan- 
nya  dari  jabatan  Presiden,  scrta  mengangkat  Habibie 
sebagai  Presiden  dan  Mandataris  MPR.  Oleh  kare- 
na itu,  KRP  yang  dipimpin  Habibie  pun  bclum  sah 
menurut  konstitusi. 


Tabel  1 

PROPORSI  ANGGOTA  ABRI  DALAM 
KABINET  SELAMA  ORDE  BARU  &  KRP 


Kabinet  Ampera  I 

12 

=       44  44<Vfi 

JCaHinet  Amnftrii  TT 

0 

—          "JO  1  QO/ 

Kabinet  Pembangunan  I 

6 

26  08% 

Kabinet  Pembangunan  II 

6 

=  24,00% 

Kabinet  Pembangunan  III 

14 

=  46,66% 

Kabinet  Pembangunan  IV 

17 

=  42,50% 

Kabinet  Pembangunan  V 

13 

=  31,70% 

Kabinet  Pembangunan  VI 

10 

=  24,39% 

Kabinet  Pembangunan  VII 

6 

16,66% 

Kabinet  Reformasi 

Pembangunan 

6 

17,64% 

Sumber.  Diolah  dari  Djamily  (1986)  dan  beberapa 
surat  kabar. 


orang  menteri  dari  unsur  LSM  yang  tidak 
ditampilkan  oleh  KP  VII.  Dalam  melibatkan 
unsur  politisi,  KRP  nampak  lebih  lengkap 
daripada  KP  VII.  KRP  memasukkan  per- 
wakilan  dari  Parpol  dan  Golkar,  sementara 
KP  VII  hanya  melibatkan  politisi  dari  ka- 
langan Golkar. 

Pelibatan  etnis  Cina  dan  kalangan  swas- 
ta dalam  KP  Vn,  dan  pelibatan  unsur  swas- 
ta ("pribumi"),  LSM  dan  politisi  parpol  da- 
lam KRP,  nampaknya  merupakan  respons 
terhadap  tuntutan  masyarakat  yang  meng- 
inginkan  komposisi  kabinet  yang  mencer- 
minkan  pluralitas  masyarakat.  Oleh  karena 
itu,  dari  sisi  pluralitas  sosial,  kedua  kabi- 
net dapat  dikatakan  relatif  memadai.  Te- 
tapi nampaknya  akseptabilitas  kabinet  ti- 
dak semata-mata  ditentukan  oleh  refleksi 
pluralitas  sosial,  tetapi  juga  oleh  faktor-fak- 
tor  lain  yang  bersifat  faktual  terhadap  tun- 
tutan pemerintahan  yang  bersih  dan  berwi- 
bawa.  Bersih  dalam  pengertian  personalia 
kabinet  bebas  dari  konipsi,  kolusi  dan  ne- 
potisme  (KKN).  Berwibawa  dalam  pengerti- 
an personalia  kabinet  mempunyai  kajpasi- 
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tas  dan  kemampuan  sesuai  dengan  bidang 
tugas  yang  diembannya.  Baik  KP  VII  mau- 
pun  KRP  dinilai  kurang  dapat  memenuhi 
tuntutan  tersebut.  Kedua  kabinet  nampak 
mencampuradukkan  antara  tokoh-tokoh  yang 
dinilai  "bersih  dan  berwibawa",  dan  tokoh- 
tokoh  yang  mempunyai  track-records  ber- 
masalah.  Campuran  antara  tokoh  bersih  dan 
bermasalah  dapat  menimbulkan  keraguan 
publik. 

Sebagian  besar  personalia  KRP  berasal 
dari  KP  VII  yang  dinilai  kurang  memba- 
wa  aspirasi  reformasi,  bahkan  cenderung 
mempertahankan  status-quo.  Sementara  itu 
juga,  beberapa  personalia  lain  dalam  KRP 
dianggap  tidak  mewakili  aspirasi  demo- 
krasi  karena  terlibat  dalam  tragedi  27  Juli 
1996.  Tim  ekonomi  KRP  pim  tidak  banyak 
berbeda  dari  tim  ekonomi  KP  VII  yang  jus- 
tru  dinilai  kurang  menampilkan  sosok  yang 

2 

cocok  untuk  berhadapan  dengan  krisis. 

Akseptabilitas  kabinet  juga  ditentukan 
oleh  kesungguhan  untuk  menyelesaikan 
permasalahan  yang  sedang  dihadapi,  yang 
dapat  dilihat  dari  kebijakan  {policy)  kabi- 
net/pemerintah.  Terlepas  dari  model  yang 
digunakan  dalam  pembuatan  public  policy 
(model  elit,  kelompok,  kelembagaan,  proses, 
rasialisme,  inkrementalisme,  sistem),  seti- 
daknya  terdapat  dua  hal  pokok  yang  perlu 
dipertimbangkan  pemerintah  dalam  meru- 
muskan  kebijakan,  yakni:  pertama,  respons- 


Oleh  karena  itu,  meski  banyak  muka  baru  da- 
lam komposisi  KRP,  mereka  sebenarnya  adalah  pri- 
badi-pribadi  yang  telah  lama  duduk  dalam  biro- 
krasi,  suasana  pcmerintahan  KP  VII  dan  bahkan  ka- 
binet-kabinet  sebelumnya.  Mengharapkan  mereka 
dapat  dengan  serta  merta  melepas  semua  kebiasaan 
lama  dalam  menjalankan  tugas  baru  yang  mcnun- 
tut  segala  sesuatunya  sama  sekali  baru,  mungkin 
agak  berlebihan. 


iveness,  yaitu  perhatian  terhadap  masalah 
dan  tuntutan  masyarakat.  Kedua,  effective- 
ness, yaitu  perhatian  terhadap  pencapaian 
tujuan  atau  apa  yang  dikehenciaki  (Sya- 
fiie,  1997:  74-77).  Dalam  hal  yang  pertama 
dapat  dipertanyakan,  seberapa  jauh  peme- 
rintah memperhatikan  kritik  dan  saran  ma- 
syarakat sebagai  masukan  (input)  sekaligus 
upaya  mengakomodasi  aspirasi  masyara- 
kat. Sementara  dalam  hal  yang  kedua  da- 
pat dipertanyakan,  seberapa  efektif  kebijak- 
an yang  dihasilkan  pemerintah  dapat  me- 
nyelesaikan permasalahan  yang  dihadapi. 

Pada  saat  mengumumkan  susunan  KP 
VII,  Presiden  Soeharto  mencanangkan  empat 
tugas  pokok  kabinet,  yakni:  pertama,  trilogi 
pembangunan  yang  terdiri  dari  stabilitas 
nasional,  pertumbuhan  dan  pemerataan.  Ke- 
dua, kemandirian  dalam  arti  bahwa  KP  VII' 
harus  berusaha  keras  melepaskan  bangsa  In- 
donesia dari  ketergantungan  kepada  pihak 
lain,  baik  dalam  bidang  ekonomi,  politik, 
sosial  budaya  dan  pertahanan  keamanaii;.i 
Ketiga,  ketahanan  nasional.  Ke empat,  men- 
ciptakan  persatuan  dan  kesatuan.  Tugas  po- 
kok kabinet  yang  diberi  nama  Catur  Krida 
Kabinet  Pembangunan  (CKKP)  VII  itu  men- 
jadi  blue  print  kebijakan  pemerintah  sela- 
ma  lima  tahun  ke  depan.  Mencermati  CKKP 
VII  dalam  konteks  perumusan  kebijakan,  ti- 
dak tampak  adanya  pertimbangan  respons- 
iveness, yaitu  memperhatikan  kritik,  saran 
dan  harapan  masyarakat.  Misalnya,  tuntut- 
an masyarakat  bagi  terciptanya  pcmerintah- 
an yang  bersih  (bebas  dari  nepotisme,  ko- 
rupsi  dan  kolusi).  Demikian  pula  tidak  tam- 
pak pertimbangan  effectiveness.  Dalam  hal 
ini,  tidak  tercermin  program  kebijakan  yang 
secara  langsung  diarahkan  untuk  menjawab 
dan/atau  menyelesaikan  krisis  ekonomi  pada 
khususnya,  dan  krisis  politik  pada  umum- 
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nya.  Yang  tercermin  dari  CKKP  justni  lebih 
ditekankannya  sasaran  stabilitas  dan  ke- 
amanan  serta  ideologi  dibandingkan  dengan 
kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  serta  ta- 
tanan  kehidupan  yang  demokratis. 

Berbeda  dari  CKKP  VII,  kebijakan  KRP 
lebih  tegas  dalam  responsiveness.  Seperti 
dinyatakan  qleh  Presiden  Habibie  (Kompas, 
23  Mei  1998),  tugas  pokok  KRP  meliputi:: 
pertama,  melaksanakan  reformasi  menyelu- 
ruh  terhadap  kehidupan  ekonomi,  politik 
dan  hukum  dalam  menghadapi  era  globali- 
sasi;  kedua,  mengembangkan  pemerintah- 
an  yang  bersih,  bebas  dari  inefisiensi  ka- 
rena  praktek  KKN;  dan  ketiga,  dalam  waktu 
yang  sesingkat-singkatnya  akan  mengam- 
bil  langkah-langkah  proaktif  untuk  mengem- 
balikan  roda  pembangunan  yang  dalam  be- 
berapa  bidang  telah  terhambat  dan  merugi- 
kan  rakyat  kecil.  Oleh  karena  itu,  pusat  per- 
hatian  ditujukan  kepada  peningkatan  kuali- 
tas,  produktivitas  dan  daya  saing  ekonomi 
rakyat,  dengan  memberi  peran  kepada  peru- 
sahaan  kecil,  menengah  dan  koperasi,  kare- 
na terbukti  memiliki  ketahanan  ekonomi  da- 
lam menghadapi  krisis. 

Kebijakan  KRP  tersebut  memang  cukup 
menjanjikan  karena  secara  nyata  ingin  men- 
jawab  aspirasi  masyarakat  yang  menghen- 
daki  dilakukannya  reformasi  secara  menye- 
luruh  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  ber- 
negara.  Namun  tekad  mengembangkan  pe- 
merintahan  yang  bersih  tidak  tercermin  da- 
lam KRP,  sebab  Habibie  mempertahankan 
20  Menteri  KP  VII  sehingga  pembenluk- 
an  KRP  seolah-olah  masih  di  bawah  bayang- 
bayang  kekuasaan  Soeharto.  Apalagi  di  an- 
tara  menteri  baru  terdapat  figur  yang  diang- 
gap  terlibat  secara  langsung  dalam  penggu- 
lingan  Megawati  Soekarnoputri  dari  kedu- 
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dukannya  sebagai  Ketua  Umum  DPP  PDI. 
Dengan  demikian,  KRP  yang  masih  dijang- 
kiti  oleh  KKN  tersebut  sebenarnya  telah 
membatasi  dirinya  sendiri  untuk  membuka 
peluang  yang  lebih  luas  agar  mampu  mem- 
bawa  bangsa  ini  keluar  dari  krisis. 

Tumpuan  Kepada  Presiden 

Keinginan  masyarakat  terhadap  pemba- 
ruan,  baik  di  bidang  politik,  ekonomi  dan 
hukum  sebenarnya  sudah  sejak  lama  mun- 
cul  ke  permukaan.  Namun  hingga  Sidang 
Umum  MPR  1998  yang  diharapkan  dapat 
membawa  pembaruan  tampak  belum  terli- 
hat  usaha  sungguh-sungguh  untuk  menge- 
jawantahkan  keinginan  masyarakat  tersebut. 
Padahal,  pembaruan  telah  bergulir  menjadi 
suatu  tuntutan  publik  yang  sudah  sampai 
pada  point  of  no  return.  Hal  ini  dapat  dilihat 
dari  eskalasi  gelombang  demonstrasi  maha- 
siswa  menuntut  dilakukaimya  reformasi  se- 
cara total.  Dalam  suatu  sistem  politik  yang 
sentralistis  seperti  sistem  politik  Indonesia, 
respons  dan  pengejawantahan  tuntutan  dan 
keinginan  masyarakat  sangat  tertumpu  ke- 
pada Presiden.  Meski  kelihatan  bahwa  pera- 
lihan  kepemimpinan  KP  VII  ke  kepemim- 
pinan  KRP  bersifat  bottom  up  process,  na- 
mun reformasi  atau  pembaruan  selanjutnya 
akan  tetap  mengambil  alur  top  down  pro- 
cess terutama  karena  mekanisme  konstitu- 
siorial  yang  berlaku. 

Menurut  UUD  1945,  Presiden  adalah 
Mandataris  MPR,^  Kepala  Negara,"  dan  pe- 


Venjclasan  UUD  1945  tentang  "Sistem  Peme- 
rintahan  Negara",  angka  III. 

Vcnjclasan  pasal-pasal  10,  11,  12,  13,  14,  15 
UUD  1945,  yang  mcnycbutkan:  "Kekuasaan  Pre- 
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nyelenggara  pemerintahan  negara  yang 
tertinggi  di  bawah  MPR  (Kepala  Pemerin- 
tahan).^ Selain  itu  Presiden  memegang  ke- 
kuasaan  yang  meliputi  kekuasaan  legisla- 
tif  (membentuk  Undang-undang/UU  bersaf 
ma  DPR,  menetapkan  Peraturan  Pemerin- 
tah  Pengganti  UU,  membentuk  Peraturan  Pe- 
merintah  untuk  menjalankan  UU),  kekua- 
saan eksekutif  (menjalankan  UU,  mengang- 
kat  dan  memberhentikan  Menteri-mente- 
ri,  mengajukan  RAPBN),  kekuasaan  militer 
(memegang  kekuasaan  tertinggi  atas  Ang- 
katan  Perang  Republik  Indonesia,  menya- 
takan  Perang  dengan  persetujuan  DPR),  ke- 
kuasaan diplomatik  (mengangkat  Duta  dan 
Konsul  serta  menerima  Duta  dari  negara 
lain),  kekuasaan  administratif  (memberi  ge- 
lar  dan  tanda  jasa),  serta  kekuasaan  yudi- 
katif  (memberi  grasi,  amnesti,  abolisi  dan 
rehabilitasi).  Dengan  demikian,  kekuasaan 
Presiden  begitu  besar,  sehingga  kendati  ke- 
kuasaannya  "tidak  tak  terbatas"  tetapi  te- 
tap  cenderung  "absolut". 

Dengan  kekuasaan  "absolut"  di  tangan- 
nya,  Presiden  dapat  melakukan  apa  pun  se- 
suai  dengan  kehendaknya.  Dalam  pemben- 
tukan  kabinet  misalnya,  sesuai  dengan  sis- 
tem  pemerintahan  presidensiil,  Presiden  me- 
ngangkat dan  memberhentikan  para  men- 
teri.  Tidak  ada  suatu  kekuasaan  lain  yang 
dapat  mempengaruhi  Presiden  dalam  meng- 
gunakan  hak  prerogatifnya  itu.  Presiden  be- 
bas  memilih  para  "pembantu"-nya,  apakah 
para  menteri  diambil  dari  kalangan  akade- 
mis,  pengusaha/swasta,  birokrasi,  militer  atau 
politisi.  Tentu  dalam  hal  ini  Presiden  cen- 
derung memilih  orang-orang  yang  loyal 


siden  dalam  pasal-pasal  ini  ialah  konsekuensi  dari 
kedudukan  Presiden  sebagai  kepala  negara". 

'Penjelasan  Umum  UUD  1945,  angka  IV. 


kepadanya:  Mekanisme  seperti  ini  sangat 
menggantungkan  peran  dan  kehendak  Pre- 
siden. Dan  semangat  seperti  ini  secara  ter- 
surat  maupun  tersirat,  diakui  oleh  UUD 
1^45,  yang  dalam  satu  bagian  penjelasanr 
nya  menyatakan  "...  yang  penting  adalah 
semangat  para  penyelenggara  negara". 

"Kehendak  dan  budi  baik"  Presiden  un-^ 
tUk' merespons  dan  menindaklanjiiti  tuntat- 
an  publik  terhadap  reformasi  dan  usaha- 
usaha  penyelesaian  krisis  pada  akhirnya 
akan  menentukaii  apakah  kabinet  di  bawah 
pimpihan  Presiden  akari  bekerja  mengabdi 
pada  kepentingan  masyarakat  ataukah  pa^ 
da  kepentingan-kepentingan  lain.  Kehendak 
dan  budi  baik  seperti  itu  tidak  tampak  da- 
lam kepemimpinan  KP  VII  di  bawah  Presi-: 
den  Soeharto.  Sementara  itu,  KRP  di  ba- 
wah Presiden  Habibie,  meski  mengindikasi- 
kan  "tekad"  melaksanakan  reformasi  me- 
nyelumh  dan  penyelesaian  krisis  sesegera 
mungkin,  kurang  memberikan  harapan,  dan 
bahkan  mengaburkan  kehendak  dan  budi 
baik  itu,  terutama  karena  komposisi  dan 
personalia  yang  menyertainya. 

■■j  fJ'TP';   airr   :     .     ' .-. i"; . ' •'30   ;;■  ^-'Ci  jlJsrS^' 

Masalah  selanjutnya  adalah  apakah  KRP 
dapat  dan  mampu  membentuk  karakter  kom- 
posisi dan  personalia  sesuai  dengan  tekad 
dan  semangat  yang  tersurat  dalam  kebijak- 
an  pokoknya.  Dengan  kata  lain,  mampukah 
KRP  di  bawah  Presiden  Habibie  memimpin 
proses  demokratisasi  dalam  arti  yang  se- 
benamya?  Dalam  kaitan  ini,  apa  yang  bisa 
dinilai  dalam  waktu-waktu  mendatang  ter- 
hadap KRP  khususnya,  dan  proses  reforma- 
si total  pada  umumnya  adalah  konsistensi 
pengejawantahan  nilai  dan  prinsip  demo- 
krasi  secara  konsekuen.  Yang  pertama  harus 
dipahami  adalah  bahwa  demokrasi  merupa- 
kan  usaha  yang  tidak  akan  pernah  rampung 
dan  sempurna,  sebab  akan  terus-menerus 
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berubah,  menyempurnakan,  dan  sesuai  de- 
ngan  perkembangan  kecerdasan  manusia 
dan  selaras  dengan  perkembangan  jaman. 
Demokrasi  senantiasa  mengarah  ke  usaha 
pembanian  dan  perubahan  (Kartono,  1996: 
156-157). 

Pemahaman  ini  menegaskan  bahwa  pe- 
merintah  dalam  suatu  sistem  demokrasi  di- 
tuntut  untuk  senantiasa  merespons  secara 
positif  perkembangan  aspirasi  dan  kepen- 
tingan  masyarakat.  Sebab  bagaimanapun 
juga,  kekuasaan  pemerintah  itu  pada  dasar- 
nya  adalah  amanat  rakyat,  dan  oleh  karena 
itu,  ia  tidak  dapat  menghindar  dari  tuntutan 
yang  mengaspirasikan  kepentingan  rakyat. 
Pada  kasus  Indonesia,  prinsip  demokrasi 
itu  telah  terbukti  tidak  hanya  pada  peris- 
tiwa  berhentinya  Soeharto  dari  jabatan  Pre- 
siden  beberapa  waktu  lalu  tetapi  juga  pada 
peristiwa  peralihan  kekuasaan  dari  Presiden 
Soekamo  ke  Pj.  Presiden  Soeharto  32  tahun 
yang  lalu.  Kedua  peristiwa  itu  mestinya 
memberi  pelajaran  yang  amat  berharga  ba- 
gi  pemerintahan  Presiden  Habibie  sekarang 
ini  untuk  tidak  mengulangi  kesalahan-kesa- 
lahan  para  pendahulunya  itu  yang  cende- 
rung  mempertahankan  status-quo  dengan 
memanfaatkan  dan  atas  nama  konstitusi. 

Demikian  juga  perlu  dipahami,  jika  re- 
formasi  politik  berarti  demokratisasi  dalam 
proses  politik,  pemerintahan  demokratis  mes- 
tinya menjamin  kebebasan,  persamaan  hak, 
tegaknya  hukum  yang  adil,  dan  sistem  per- 
wakilan  rakyat  yang  efektif  yang  membu- 
ka  peluang  bagi  implementasi  hak-hak  po- 
litik rakyat,  dan  pelibatan  aktif  masyarakat 
dalam  proses  politik  pada  umumnya  dan 
pemerintahan  pada  khususnya.*"  Bagi  pe- 


Pcmikiran  ini  banyak  diilhami  oleh  idc-idc  dari 
John  Locke  dan  Rousseau.  Lihat  Kartono  (1996). 
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merintahan  Presiden  Habibie  dan  KRP-nya, 
pemahaman  ini  membawa  konsekuensi  pa- 
da perubahan  perilaku  kekuasaan  dari  yang 
mencerminkan  "kemutlakan"  (absolut)  men- 
jadi  kekuasaan  egaliter  (aspiratif),  transpa- 
ran  dan  transformatif.  Dari  keberhasilan- 
nya  mewujudkan  perilaku  kekuasaan  se- 
perti  itu,  pemerintahan  KRP  tidak  hanya 
akan  dapat  memenuhi  tuntutan  "bersih 
dan  berwibawa",  tetapi  juga  legitimate  se- 
cara faktual. 

Bagian  atau  usaha  lain  yang  merupa- 
kan  langkah  reformasi  politik  yang  ber- 
tumpu  pada  inisiatif  Presiden  adalah  pem- 
benahan  birokrasi  atau  administrasi  nega- 
ra.  Sasaran  pembenahan  adalah  tercipta- 
nya  birokrasi  yang  bersih,  efisien  dan  efek- 
tif. Selain  hams  dicapai  melalui  pembani- 
an struktural  maupun  fimgsional,  tumpuan 
pokok  reformasi  administrasi  terletak  pa- 
da perubahan  perilaku  aparatumya.  Usaha- 
usaha  pembenahan  ini  dapat  dilakukan  me- 
lalui antara  lain,  sistem  pengembangan  ka- 
rier  pegawai  atas  dasar  merit-system,  trans- 
paransi  seluruh  mekanisme  administrasi  ba- 
gi penilaian  publik,  sanksi  yang  tegas  me- 
lalui pembenahan  perangkat  hukum,  dan 
peningkatan  tanggung  jawab  sosial  dan 
moral  seperti  komitmen  aparat  terhadap  pro- 
fesi,  rasa  pengabdian,  keberpihakan  kepada 
rakyat  dan  keadilan  sosial  (Hendytio,  1998: 
44-45). 

Prospek 

Institusionalisasi  langkah-langkah  re- 
formasi sistem  politik  yang  dilakukan  se- 
cara konsekuen  akan  menghasilkan  suatu 
tertib  politik  demokrasi.  Dan  tertib  politik 
ini  merupakan  kondisi  yang  akan  meng- 
gantikan  faktor  "kehendak  dan  .  budi  baik" 
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Presiden  dalam  menciptakan  dan  selanjut- 
nya  memelihara  suatu  pemerintahan  yang 
bersih  dan  berwibawa,  egaliter  dan  trans- 
formatif.  Dengan  kata  lain,  prospek  KRP 
dan  kabinet-kabinet  lain  di  masa  datang 
menjadi  suatu  pemerintah  yang  responsif 
dan  efektif  terhadap  aspirasi  dan  tuntutan 
masyarakat  akan  tergantung  pada  bagaima- 
na ;  proses  'institusionalisasi  desentralisasi 
kekuasaan  politik  dilakukan  sebagai  bagian^ 
utama  reformasi  politik. 

Pertanyaan  pokok  dalam  kaitan  itu  ada- 
lah  sejauh  mana  kekuasaan  Presiden  yang 
cenderung  "absolut"  itu  membuka  peluang. 
bagi  dikembangkannya  mekanisme  checks 
and  balance?  yang  efektif  dalam.  sistem  po- 
litik Indonesia.  Dengan  ungkapan  lain,  apa- 
kah  KRP  di  bawah  kepemimpinan  Presi- 
den Habibie  bersedia,  jika  tanpa  tekanan 
sekalipun  dari  masyarakat,  membuka  pe- 
luang bagi  Badan  Pemeriksa  Keuangan 
(BPK)  dan  DPR,  serta  partai  politik  dan  ma- 
syarakat umumnya,  untuk  berkembang  dan 
mengembangkan  diri  sebagai  kekuatan-ke- 
kuatan  politik  yang  mengimbangi  sekalin 
gus  mengawasi  kekuasaan  Presiden  dan 
KRP-nya. 

Meski  secara  formal-konstitusional,  ke- 
dudukan  DPR  sebagai  lembaga  pengawas 
kekuasaan  eksekutif  (Presiden)  dinyatakan 
kuat  terutama  karena  "Presiden  tidak  da- 
pat  membubarkan  DPR"  (sebaliknya  juga, 
"DPR  tidak  dapat  menjatuhkan  Presiden"), 
dalam  kenyataan  pengalaman  selama  ini. 
DPR  tidak  dapat  berbuat  banyak  dalam 
mengawasi  Presiden.  Manipulasi  konstitu- 
si,  distorsi  perundang-undangan,  dan  pe- 
manfaatan  kultur  oleh  penguasa  sering  di- 
katakan  sebagai  faktor  penyebab  lemahnya 
peran  pengawasan  DPR.  Tetapi  lebih  dari 
itu,  tiadanya  mekanisme  operasional  penga- 


wasan DPR  terhadap  Presiden  pada  dasar- 
nya  telah  "memasung"  DPR  untuk  menja- 
lankan  program  pengawasan  secara  efek- 
tif. Tidak  jelas,  apa  arti  dan  implikasinya, 
misalnya,  bahwa  Presiden  hams  "memper- 
hatikan  sungguh-sungguh"  suara  Dewan 
Perwakilan  Rakyat,  sebagaimana  dikatakan 
dalam  penjelasan  bagian  Umum  UUD  1945? 
Tegasnya,  apa  sanksinya,  jika  Presiden  ti- 
dak memperhatikan  suara  Dewan,  sehing- 
ga  suaranya  tidak  mempimyai  efek  atas  ke*-J 
bijakan  pemerintah?  (Djiwandono  dan  Le- 
gowo,  1996:  5-6). 

Lembaga  kontrol  lainnya  adalah  BPK 
yang  bertugas  untuk  memeriksa  tanggung 
jawab  tentang  keuangan  Negara  (Bab  Vin 
Pasal  23  ayat  5  UUD  1945).  BPK  mempunyai 
tiga  ftmgsi:  pertama,  fungsi  operatif  yaitu 
melakukan  pemeriksaan,  pengawasan  dan 
peneiitian  atas  penguasaan  dan  pengurus- 
an  keuangan  negara.  Kedua,  fungsi  yudi- 
katif  yaitu  melakukan  tuntutan  perbendaha- 
raan  dan  tuntutan  ganti  rugi  terhadap  ben- 
daharawan  dan  pegawai  negeri  bukan  ben- 
daharawan  yang  karena  perbuatannya  me-, 
langgar  hukum  atau  melalaikan  kewajiban- 
nya,  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  ne- 
gara.  Ketiga,  fungsi  rekomendasi  yaitu  meni- 
beri  pertimbangan  kepada  pemerintah  ten-, 
tang  penguFusan  keuangan  negara  (Kus- 
nardi  dan  Saragih,  1978:  100-101).  Dalam 
menjalankan  tugasnya,  BPK  terlepas  dari 
pengaruh  dan  kekuasaan  pemerintah.  Mes- 
kipun  demikian  karena  hasil  pemeriksaan 
BPK  hanya  untuk  diberitahukan  kepada 
DPR,  maka  pengawasan  yang  dilakukan  oleh 
BPK  juga  tidak  efektif  karena  tindak  lanjut 
hasil  kerja  BPK  tergantung  kepada  DPR. 

Partai  Politik  (orsospol)  yang  juga  di- 
harapkan  menjadi  salah  satu  lembaga  kon- 
trol bagi  pemerintah  tampaknya  selama  ini 
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lebih  banyak  diam,  bahkan  justru  orsospol 
telah  terkontaminasi  oleh  kuatnya  pemerin- 
tah.  Kalaupun  ada  yang  mencoba  menyam- 
paikan  kritik,  saran  atau  koreksi,  secara  ce- 
pat  pemerintah  melakukan  semacam  tekan- 
an  agar  mencabut  kembali  apa  yang  telah 
disampaikan  itu,  meskipun  tekanan  tersebut 
tidak  tampak  ke  permukaan.  Jika  koreksi  da- 
tang  dari  anggota  DPR,  maka  "lembaga" 
recalling  akan  beraksi.  Begitu  juga  kontrol 
dari  masyarakat,  khususnya  pers  atau:  mer 
dia  massa,  baik  cetak  maupun  elektronik 
sebegitu  mudah  diredam  dengan  ancaman 
pembatalan  SIUPP. 

Langkah-langkah  riel  dalam  jangka  wak- 
tu  sangat  dekat  untuk  mengubah  kebiasa- 
an-kebiasaan  politik  lama  dengan  memba- 
rigun  dan/atau  mengembangkan  mekanis- 
me  checks  and  balances  yang  efektif  nam- 
paknya  hams  dilakukan  oleh  "rezim"  refor- 
masi  Habibie.  Langkah-langkah  ini  akan  me- 
rupakan  bagian  penting  dari  usaha  rezim, 
khususnya  KRP,  untuk  membuktikan  komit- 
mennya  terhadap  reformasi  total,  dan  un- 
tuk meyakinkan  publik  bahwa  rezim  dan 
KRP  tidak  akan  mengulangi  kesalahan-ke- 
salahan  masa  lalu  dan/atau  tidak  akan  meng- 
gunakan  cara-cara  lama  untuk  sekadar  mem- 
pertahankan  kekuasaan. 

Tantangan  lain  yang  harus  dihadapi 
atau  diselesaikan  oleh  rezim  dan  KRP  ada- 
lah  kontroversi  keabsahan  (legitimasi)  keber- 
adaannya.  Bagaimanapun  juga,  pengalihan 
jabatan  Presiden  dari  Soeharto  ke  B.J.  Ha- 
bibie mengundang  perdebatan  publik  yang 
secara  langsung  maupun  tidak  langsung 
meragukan  legalitas  KRP.  Janji  pemerintah 
untuk  melaksanakan  Pemilu  secepatnya  ber- 
dasarkan  peraturan  perundang-undangan 
baru,  tidak  cukup  menenangkan  sebagian 
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masyarakat  untuk  menghentikan  demons- 
trasi  yang  menuntut  pelaksanaan  Sidang 
Umum  Istimewa  MPR.  Jika  perbedaan  pendi- 
rian  seperti  ini  berlarut-larut,  bukan  tidak 
mungkin  kondisi  itu  akan  menarik/memobili- 
sasi  dukungan  massa  yang  terkelompok  da- 
lam kubu  yang  saling  bertentangan.  Jelas 
kemungkinan  seperti  ini  mengandung  kera- 
wanan  sosial-politik  dalam  dirinya  yang 
akan  makin  memperburuk  keadaan. 

Apa  yang  dicerminkan'(iln^"k^daan  se- 
karang  ini  adalah  ketidakpastian  politik.  Ini 
menyangkut  persoalan:  pertama,  apakah  pe- 
merintahan  Presiden  Habibie  absah  {legit- 
imate); kedua,  siapa  atau  lembaga  apa  yang 
mempunyai  wewenang  untuk  mengabsah- 
kan  pemerintahan  bam  Presiden  Habibie: 
Sidang  Umum  Istimewa  MPR,  ataukah  Pe- 
milii;  ketiga,  otoritas  apa  yang  berhak  me- 
nentukan  pilihan  tersebut  pada  butir  kedua; 
dan  keempat,  jika  keputusan  tentang  pilih- 
an itu  telah  diambil,  kapan  ia  haras  dilak- 
sanakan.  Pertanyaan-pertanyaan  itu  memer- 
lukan  jawaban  segera  dan  penuh  kepastian, 
jika  negara  dan  bangsa  ini  haras  dihindar- 
kan  dari  kemungkinan  instabilitas  politik. 
Pada  saat  instabilitas  politik  ini  terjadi, 
KRP  bukan  tidak  mungkin  akan  mengalami 
nasib  yang  sama  dengan  KP  VII. 


Penutup 

Peralihan  dari  KP  VII  ke  KRP  yang 
mengikuti  pergantian  Presiden  dari  Soe- 
harto ke  B.J.  Habibie  tidak  kelihatan  telah 
membawa  pembahan  menyelumh  di  dalam 
komposisi  dan  profil  kabinet.  Perubahan 
yang  ada  hanyalah  bersifat  parsial,  khusus- 
nya menyangkut  pelibatan  unsur  partai  po- 
litik dan  LSM  dalam  KRP.  Meskipun  demi- 


DARI  K/>J3INET  PEMDANGUNAN  VII KE  KABINET  REFORMASI PEMBANGUNAN 


257 


kian,  pcrubahan  lerlihal  pada  kebijakan  po- 
kok  kabinet  yang  secara  jelas  membedakan 
KRP  dari  KP  VII.  Program  pokok  KRP  nam- 
pak  merupakan  rcspons  atas  tuntutan  yang 
bcrkcmbang  kual  di  masyarakat,  terutama 
menyangkut  proses  reformasi  total  dan  pe- 
nyclesaian  segera  atas  krisis  ekonomi  yang 
sudah  scmakin  akut. 

Namun  nampaknya  pernyataan  pro- 
gram pembaruan  KRP  tidak  serta  merta  me- 
numbuhkan  kepercayaan  masyarakat  bahwa 
KRP  akan  mampu  dan  konsckuen  mereali- 
sasikan  programnya  itu.  Di  samping  kompo- 
sisi  dan  profil  KRP  masih  membawa  per- 
soalan-persoalan  lama  dalam  dirinya,  segi- 
segi  politis  seperti  kontroversi  keabsahan 
"rczim"  reformasi  di  bawah  Presiden  BJ. 
Habibie  yang  menciptakan  ketidakpastian 
politik,  telah  membatasi  peluang  KRP  un- 
tuk  mcnampilkan  diri  sebagai  kabinet  yang 
mampu  memimpin  proses  reformasi  total 
dan  penyelesaian  masalah-masalah  funda- 


mental dalam  krisis  ekonomi  yang  diha- 
dapi  oleh  bangsa  Indonesia  saat  ini. 
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Liberalisasi  Perdagangan  Dunia: 
Bagaimaha  Manfaatnya 
Bagi  ASEAN?* 

Tubagus  Feridhanusetyawan  dan  Yose  Rizal 

Pertumbuhan  ekonomi  dv  Asia  Pasifik,  terutama  di  kawasan  ASEAN  tidak  dapat  dilepas- 
kan  dari  perkembangan  perdagangan  intemasional  di  kawasan  tersebut.  Liberalisasi  perda- 
gangan yang  telah  dan  akan  berjalan  diharapkan  dapat  meningkatkan  perdagangan  inter- 
nasional  bagi  negara-negara  ASEAN,  sehingga  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi 
di  kawasan  ini.  Untuk  itulah  perlu  dilihat  bagaimana  manfaat  dari  liberalisasi  perdagangan. 

Dengan  menggunakan  model  Global  Computable  General  Equilibrium,  dapat  diprediksi 
sejauh  mana  liberalisasi  perdagangan  mempengaruhi  perekonomian  negara-negara  ASEAN. 
Hasil  simulasi  dengan  model  tersebut  menunjukkan  bahwa  akan  terjadi  perubahan  pada  pola 
perdagangan  dunia  dan  pvla  aldkasi  sumber  daya  pada  sektor-sektor  perekonomian.  Selain 
itu  juga  ditunjukkan  bahwa  semakin  luas  cakupan  dari  liberalisasi  akan  semakin  memberikan 
manfaat  bagi  negara-negara  ASEAN.  Hal  ini  berarti  bahwa  pengurangan  tingkat  tarif  se- 
cara  keseluruhan  dapat  memberikan  hasil  yang  lebih  baik.  Begitu  pula  dengan  pengurang- 
an distorsi  dan  kebijakan  domestik  seperti  subsidi  dan  tata  niaga.  AFTA  juga  akan  mem- 
berikan manfaat  yang  lebih  besar  jika  diterapkan  untuk  seluruh  negara,  dan  bukan  hanya 
bagi  negara-negara  anggota  ASEAN. 


Pendahuluan 

PERTUMBUHAN  ekonomi  di  Asia 
Pasifik  sering  diasosiasikan  de- 
ngan berkembangnya  integrasi 
ekonomi  melalui  liberalisasi  perdagangan  di 
kawasan  tersebut.  Liberalisasi  perdagangan 


Tulisan  ini  merupakan  versi  Indonesia  dan  sc- 
kaligus  pengcmbang'an  lebih  lanjut  dari  Feridhanu- 
setyawan (1998)  "The  Impact  of  Trade  Liberalis- 
ation on  Labor  Demand  in  ASEAN",  dalam  Pacific 
Economic  Cooperation  Council  (PECC)  Human  Re- 
source Development  Outlook  1997/1998.  (Lihat  http: 
//www.fcc.newcastlc.cdu.au/~apc). 


intemasional  membuat  alokasi  dan  penggu- 
naan  sumber  daya  menjadi  lebih  efisien, 
kesejahteraan  meningkat,  dan  pertumbuhan 
ekonomi  menjadi  lebih  cepat.  Lingkungan 
ekonomi  dunia  yang  kompetitif  akan  me- 
ningkatkan permintaan  terhadap  tenaga 
kerja  dan  modal,  sehingga  sumber  daya 
akan  berpindah  ke  sektor  yang  lebih  pro- 
duktif  sebagai  respons  terhadap  peningkat- 
an  permintaan  tersebut. 

Efek  distribusi  pendapatan  dari  liberali- 
sasi perdagangan  dijelaskan  dengan  baik 
dalam  teori  klasik  perdagangan.  Model 
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Heckscher-Ohlin,  misalnya,  menjelaskan 
bahwa  negara  yang  tenaga  kerjanya  me- 
limpah  akan  menjual  produk  padat-karya 
sedangkan  negara  yang  modalnya  melim- 
pah  akan  menjual  produk  padat-modal,  de- 
ngan  asumsi  teknologi  yang  digunakan  sa- 
ma.  Perdagangan  akan  menyebabkan  naik- 
nya  upah  pekerja  pada  negara  yang  tena- 
ga kerjanya  melimpah,  sementara  keuntung- 
an  atas  modal  {return  on  capital)  akan  tu- 
run.  Secara  umum,  perdagangan  akan  me- 
ningkatkan  harga  sumber  daya  yang  me- 
limpah di  suatu  negara  dan  menurunkan 
harga  sumber  daya  yang  langka. 

Dalam  jangka  pendek,  ketika  tenaga 
kerja  dan  modal  tidak  dapat  bergerak  de- 
ngan  bebas,  tenaga  kerja  di  sektor  yang 
berkembang  akan  menerima  upah  yang  le- 
bih  tinggi.  Konsekuensi  dari  perdagang- 
an bebas  adalah  perlunya  semacam  penye- 
suaian  dalam  perekonomian.  Masalah  akan 
timbul  bila  penyesuaian  tersebut  tidak  ber- 
jalan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu  predik- 
si  yang  akurat  mengenai  dampak  liberali- 
sasi  perdagangan  terhadap  alokasi  sumber 
daya  perlu  dilakukan  untuk  menyusun  ke- 
bijakan  yang  diperlukan. 

Tulisan  ini  akan  mengukur  dampak  li- 
beralisasi  perdagangan  terhadap  perubah- 
an  tingkat  kesejahteraan  dan  pola  permin- 
taan  tenaga  kerja  di  ASEAN.  Negara-ne- 
gara  ASEAN  telah  secara  aktif  turut  serta 
dalam  proses  liberalisasi  perdagangan  de- 
ngan memberikan  komitmen  terhadap  kcse- 
pakatan  dalam  perdagangan  internasional 
Putaran  Uruguay  dan  menjadi  anggota 
WTO  (World  Trade  Organisation),  berparti- 
sipasi  dalam  kerja  sama  ekonomi  regional 
APEC  (Asia  Pacific  Economic  Cooperation) 
dan  juga  mcmbentuk  sebuah  zona  pcrda- 
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gangan  bebas  yang  dikenal  dengan  nama 
AFT  A  {ASEAN  Free  Trade  Area). 

Tulisan  ini  menggunakan  model  ekuli- 
brium  umum  global  {Global  Computable 
General  Equilibrium,  CGE),  sebuah  model 
matematika  ekonomi  yang  dapat  digunakan 
untuk  mengukur  dampak  perdagangan  in- 
ternasional. Model  yang  digunakan  dise- 
but  GTAP  {Global  Trade  Analysis  Project). 
Berbeda  dengan  studi  Young  and  Huff 
(1996)  yang  terfokus  pada  dampak  liberali- 
sasi APEC  di  Asia  Pasifik  secara  umum  daii 
menggunakan  skala  agregasi  secara  lebih 
besar,  tulisan  ini  menggunakan  agregasi 
data  yang  lebih  terinci  dan  lebih  bam,  ser- 
ta menggunakan  simulasi  yang  merupakan 
kombinasi  dari  WTO,  APEC  dan  AFTA. 

Bagian  pertama  dari  tulisan  mi  memba- 
has  tentang  WTO,  APEC  dan  AFTA  untuk 
memberikan  latar  belakang  skema  liberali- 
sasi perdagangan.  Bagian  kedua  mengurai- 
kan  tentang  model,  data  dan  simulasi  yang 
digunakan.  Bagian  terakhir  membahas  ba- 
sil dari  simulasi,  dan  diikuti  dengan  kesim- 
pulan. 

Liberalisasi  Perdagangan  Dunia 

Negara-negara  ASEAN  merupakan  ang- 
gota dari  WTO  dan  telah  memberikan  ko- 
mitmen pada  kesepakatan  Putaran  Uruguay 
untuk  menjalankan  liberalisasi  perdagang- 
an. Di  samping  itu  negara-negara  ini  juga 
berpartisipasi  aktif  dalam  APEC,  yang  ke- 
ikutsertaannya  bersifat  sukarela  dan  lebih 
merupakan  pola  liberalisasi  perdagangan 
secara  unilateral.  Masing-masing  anggota 
APEC  dapat  mengajukan  rencana  masing- 
masing  dalam  liberalisasi  perdagangan  yang 
disebut  lAP  {Individual  Action  Plan).  Skema 
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liberalisasi  perdagangan  lain  yang  berben- 
tuk  zona  perdagangan  bebas  antarnegara 
ASEAN  juga  telah  dibentuk  dengan  nama 
AFTA.  Dengan  demikian,  setiap  negara 
ASEAN  menghadapi  paling  tidak  tiga  je- 
liis  tekanan  untuk  mengikuti  liberalisasi 
perdagangan. 


Kesepakatan  Putaran  Uruguay 

Kesepakatan  Putaran  Uruguay  adalah  ke- 
jadian  penting  dalam  perkembangan  sis- 
tem  perdagangan  internasional  setelah  era 
perang  dunia.  Hasil  akhir  yang  disepakati 
di  Maroko  pada  April  1994  merupakan,da- 
sar  bagi  sistem  perdagangan  di  masa  men- 
datang.  Kesepakatan  ini  melebihi  sukses  da- 
ri  hasil  kesepakatan  sebelumnya  dalam  hal 
bidang  pembahasan  dan  jumlah  negara  pe- 
serta.  Ada  beberapa  hasil  penting  dari  ke- 
sepakatan ini,  seperti  diikutsertakaimya  pro- 
duk-produk  pertanian  dan  jasa,  serta  bebe- 
rapa kesepakatan  dalam  bidang  hak  cipta 
dan  investasi.^ 

Kesepakatan  dalam  liberalisasi  perda- 
gangan produk  pertanian  mungkin  merupa- 
kan  hasil  yang  paling  penting  dan  sekali- 
gus  juga  yang  paling  ambisius  dari  Putar- 
an Uruguay. .  Isinya  sebagian  merupakan 
komitmen-komitmen  umum  yang  diterap- 
kan  sebagai  aturan  dalam  perdagangan  pro- 
duk pertanian.  Sementaj^  yang  lainnya  me- 
rupakan komitmen  dari  masing-masing  ne- 
gara partisipan  dalam  beberapa  subjek  yang 
berkaitan  dengan  liberalisasi  perdagang- 
an di  bidang  pertanian,  Di  sini  dipaparkan 
mengenai  skedul  penurunan  scliap  pos  ta- 
rif  bea  masuk  yang  berlaku  di  negara-ne- 


'  Lihat  GA'rT(1994). 
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gara  partisipan,  perubahan  hambatan  bu- 
kan  tarif  {nontariffs  barriers)  menjadi  tarif, 
konsesi  akses  minimum,  skedul  penurunan 
subsidi  ekspor  dan  juga  pengurangan  ban- 
tuan domestik  {domestic  supports)  yang 
mendistorsi  perdagangan  internasional. 

Secara  umum  terdapat  tiga  jenis  kewa- 
jiban.  dalam  kesepakatan  Putaran  Uruguay 
mengenai  bidang  pertanian:  Pertama,  pe- 
ningkatan  akses  pasar,  penurunan  tarif 
bea  masuk  dan  perubahan  hambatan  bukan 
tarif  menjadi  tarif  Akses  minimum  untuk 
produk -produk  yang  dikenakan  kuota  im- 
por  ditingkatkan  menjadi  3  persen  dari 
konsumsi  domestik  dan  meningkat  menjadi 
5  persen  pada  akhir  tahun  keenam.  Akibat- 
nya,  biaya  proteksi  di  sektor  pertanian  men- 
jadi lebih  transparan  bagi  anggota  GATT, 
meskipun  tingkat  proteksi  menjadi  tinggi 
setelah  adanya  perubahan  tersebut.  Ada  be- 
berapa. pengecualian  di  dalam  skema  ini; 
dalam  kasus  beras  di  Jepang,  akses  mini- 
mum ditetapkan  sebesar  4  persen  pada. ta- 
hun-dasar  1986-1988  dan  bertambah  0,8 
persen  setiap  tahunnya  hingga  menjadi  8 
persen  pada  akhir  periode. 

Kedua,  sasaran  pengurangan  bantuan 
domestik  dalam  AMS  {Aggregate  Measure 
of  Support)  untuk  negara  berkembang  dan 
negara  maju.  Kebijakan  pemberian  bantu- 
an domestik  yang  berdampak  kecil  dalam 
perdagangan  dikeluarkan  dari  perhitungan 
AMS.  Kebijakan-kebijakan  seperti  jasa  ri- 
set,  pengendalian  hama  dan  penyakit,  pro- 
gram konservasi  dan  lingkungan,  bantu- 
an makanan  domestik,  bantuan  investasi 
regional  dan  struktural,  serta  penyimpanan 
untuk  jaminan  ketersediaan  makanan,  ma- 
suk ke  dalam  "kolak  hijau"  ini.  Pembayaran 
langsung  kepada  petani  tidak  diperhitung- 
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kan  sebagai  bagian  dari  AMS  dan  tidak  ha- 
rus  dikurangi  jika  digunakan  pada  pro- 
gram pengeluaran  produksi.  Juga  terdapat 
peraturan  yang  memperbolehkan  setiap  ne- 
gara untuk  mengeluarkan  kebijakan  terha- 
dap  produk-produk  tertentu  dari  perhitung- 
an  AMS  asalkan  tidak  melebihi  5  persen 
dari  produksi  komoditas  tersebut. 

Ketiga,  sasaran  pengurangan  subsidi 
ekspor  untuk-  negara  berkembang  dan  ne- 
gara' niaju.  'Negara  anggota  juga  membuat 
komitmeri  untuk  tidak  memberikan  subsi- 
di ekspor  untuk  produk  yang  tidak  terban- 
tu  dengart  subsidi  tersebut.  Kesepakatan 
tersebut  tidak  mencakup  bantuan  keuang- 
an  ekspor  yang  diberikan  oleh  pihak  swas- 
■^f' Pengurangan  subsidi  ekspor  ditetapkan 
secara  ad-valorem  maupun  nominal  tanpa 
adanya  penyesuaian  terhadap  inflasi,  se- 
hingga  penurunan  subsidi  akan  berlanjut 
setelah  periode  transisi  dan  memberikan 
dampak  yang  lebih  besar  bagi  liberalisasi 
perdagangan. 

Haisii  pentirig  lainnya  dalam  Putaran 
Uruguay  adalah  tidak  diperbolehkannya 
pemberian  fasilitas  MFA  (Multi-Fibre  Ar- 
rangement). Ini  dilakukan  dengan  cara  me- 
ngubah  kuota  tekstil  dan  pakaian  jadi  men- 
jadi  tarif  serta  menghapuskan  tarif  ter- 
sebut dalam  satu  dasawarsa.  Dapat  dipa- 
hami  bahwa  hal  ini  akan  menguntungkan 
jQCgara  maju  karena  mereka  dapat  meng- 
impor  secara  lebih  efisien,  Ini  juga  me- 
mungkinkan  mereka  untuk  lebih  rasional 
dalam  produksi,  seperti  mensubstitusikan 
impor  menjadi  produksi  domestik  atau  se- 
baliknya.  Sebaliknya,  untuk  negara  ber- 
kembang dampak  dari  penghapusan  tarif 
ini  tidaklah  begitu  jelas.  Dengan  hilangnya 
kuota,  keuntungan  yang  didapat  dari  ke- 


bijakan tersebut  juga  akan  hilang.  Negara- 
negara  pengekspor  yang  selama  ini  memi- 
liki  kuota  lebih  tinggi  daripada  yang  dipe- 
nuhi,  akan  dirugikan  dengan  penghapusan 
kuota,  sementara  negara  pengekspor  yang 
efisien  akan  mendapatkan  keuntungan. 

Dalam  hal  produk  manufaktur,  tercapai 
kesepakatan  mengenai  penurunan  tarif  da- 
lam jumlah  yang  cukup  besar  bagi  nega- 
ra berkembang  dan  negara  maju.  Bea  ma- 
suk  impor  di  negara  maju  diturunkan  hing- 
ga  mencapai  rata-rata  40  persen,  Banyak- 
nya  pos  tarif  yang  harus  diturunkan  me- 
ningkat  dari  94  menjadi  99  persen  untuk 
pos  tarif  di  negara  maju,  dan  dari  13  menja- 
di 61  persen  untuk  pos  tarif  di  negara  ber- 
kembang. 

Peritninan  tarif  rata-rata  ini  secara  ke- 
seluruhan  sulit  untuk  dipastikan  karena 
produk  yang  tercakup  di  dalam  putaran 
ini  berbeda  antara  negara  maju  dan  negara 
berkembang  serta  karena  adanya  keterkait- 
an  dangan  penurunan  tarif  hasil  kesepa- 
katan bilateral.  Tidak  ada  tekanan  yang  cu- 
kup kuat  dari  WTO  dalam  hal  penurunan 
tarif.  Kesepakatannya  adalah  untuk  meng- 
ganti  hambatan  bukan  tarif  menjadi  tarif 
dan  membatasi  tarif  yang  berlaku  menjadi 
40  persen.  Beberapa  perkiraan  menyebut 
angka  penurunan  tarif  sebesar  30  hingga 
45  persen  untuk  negara  maju  dan  28  persen 
untuk  negara  berkembang.  ' 

APEC 

APEC  (Asia  Pacific  Economic  Co- 
operation) dibentuk  tahun  1989,  antara  lain 
karena  macetnya  Putaran  Uruguay.  Hingga 
tahun  1993,  APEC  hanyalah  merupakan  per- 
temuan  informal  antarbirokrat  yang  mem- 
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bahas  mengenai  berbagai  masalah.  S'ejak 
awal  memang  APEC  tidak  akan  dilembaga- 
kan  dan  bukan  menjadi  tempat  negosiasi. 
Tahun  1993,  pertemuan  di  Blake  Island, 
AS,  mengambil  tema  tentang  perdagangan 
dan  investasi  bebas  di  kawasan  Asia  Pasi- 
fik.  Pertemuan  selanjutnya  di  Bogor,  Indo- 
nesia, menetapkan  tujuan  dari  tema  terse- 
but.  Batas  waktu  yang  ditetapkan  untuk 
merealisasikan  tujuan  itu  adalah  2020  un- 
tiilc  iiegara'  berkembang  dan  2010  untuk 
negara  maju.  Pertemuan  di  Osaka,  Jepang, 
tahun  1995  memberikan  kerangka  kerja  un- 
tuk menerjemahkan  tujuan  tersebut.  Perte- 
muan di  Manila  tahun  berikutnya  mengha- 
silkan  MAPA  {Manila  Action  Plan  'for 
APEC)  yang  berisi  kumpulan  lAP  {Indi- 
vidual Action  Plan),  CAP  {Collective  Ac- 
tion. Plan)  dan  berbagai  aktivitas  lain  se- 
hubungan  dengan  kerangka  kerja  yang 
ada.  Pertemuan  tahun  1997  di  Vancouver, 
Kanada,  didominasi  oleh  pembicaraan  me- 
ngenai krisis  Asia. 

Sejak  pertemuan  di  Bogor,  APEC  me- 
netapkan tiga  pilar  sebagai  dasarnya:  libe- 
ralisasi  dan  fasilisasi  perdagangan  dan  in- 
vestasi, kerja  sama  ekonomi  dan  teknis,  dan 
kerja  sama  pembangunan.  Proses  liberalisa- 
si  ini  lebih  bersifat  sukarela  dan  unilateral, 
berdasarkan  inisiatif  tiap  negara  dengan 
rencana  masing-masing  sesuai  dengan  ting- 
katan  pembangunannya.  Kesepakatan  dica- 
pai  melalui  proses  konsultasi  dan  berda- 
sarkan konsensus,  karena  APEC  bukanlah 
suatu  badan  negosiasi. 

Pertemuan  di  Osaka  mencanangkan  sem- 
bilan  prinsip  APEC:  prinsip  menyeluruh 
{comprehensiveness),  kcsesuaian  dengan 
WTO,  kcsebandingan  {comparability),  tidak 
diskriminatif,  transparan,  diam  di  tempat 
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{standstill),  mulai  bersama  melalui  proses 
yang  fleksibel  dan  berkesinambungan,  dan 
prinsip  kerja  sama.  Prinsip-prinsip  ini  dite- 
kankan  kembali  dalam  MAPA  dan  dilaksa- 
nakan  dalam  berbagai  bidang  terutama  bi- 
dang  kepabeanan,  kebijakan  persaingan,  hak 
cipta  intelektual,  dan  pergerakan  masyarakat 
bisnis. 

Anggota  APEC  telah  menurunkan  tarif 
dan  mengurangi  hambatan  bukan  tarif  se- 
cara  unilateral  sejak  1989.  Ql^h  karena  itu 
rata-rata  tarif  antara  1988  dan  1996  telah 
turun  hampir  setengahnya  dari  15  per  sen 
menjadi  9  persen.  Saat  ini  tiga  negara  ang- 
gota APEC  mempunyai  tarif  rata-rata  men- 
dekati  0  persen,  14  negara  berada  di  bawah 
15  persen,  dan  sebagian  besar  negara  lain- 
nya  di  bawah  10  persen. 

APEC  juga  secara  unilateral  berhasil  me- 
nurunkan hambatan  bukan  tarif,  dari  rata- 
rata  semula  sekitar  9  persen  menjadi  hanya 
tinggal  5 ^persen  dari  seluruh  pos  tarif.  Se- 
bagian negara  seperti  Australia,  Chile,  In- 
donesia, Selandia  Baru  dan  Singapura,  me- 
nurunkan hambatan  bukan  tarifnya  secara 
dramatis  hingga  hampir  hilang  sama  seka- 
li.  Penggunaan  hsensi  impor  di  Indonesia 
dan  Malaysia,  misalnya.  kini  hanya  sebesar 
2  persen. 

Semula  dipermasalahkan  apakah  sasar- 
an  yang  ditetapkan  di  Bogor  akan  dapat 
terlaksana  dengan  baik,  karena  sifatnya 
yang  sukarela  dan  unilateral.  Ternyata  per- 
kembangan  selama  ini  menunjukkan  arah 
yang  sesuai  dengan  sasaran  tersebut,  bah- 
kan  lebih  cepat  daripada  perkembangan  ke- 
sepakatan Pularan  Uruguay  (PECC  Report, 
1996).  Beberapa  negara  sudah  atau  hampir 
mencapai  target  yang  ditetapkan  di  Bogor, 
scmentara  negara  lainnya  sudah  lebih  maju 
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dibandingkan  dengan  apa  yang  diharapkan. 
Karena  sifatnya  yang  unilateral,  maka  men- 
jaga  agar  tetap  berada  pada  jalur  yang  dite- 
tapkan  di  Bogor  sangatlah  penting.  Dalam 
hal  ini,  perlu  diupayakan  agar  terns  terjadi 
penurunan  tarif  atau  paling  sedikit  tidak 
terjadi  kenaikan. 

Tindakan  liberalisasi  perdagangan  se- 
cara  unilateral  dalairi  kerangka  APEC  lebih 
efektif  dalam  menurunkan  tarif.  Negara  yang 
tidak  mengajukan  penurunan  tarif  dalam 
Putaran  Uruguay,  seperti  Indonesia,  Chile 
dan  Meksiko  memiliki  tarif  rata-rata  yang 
lebih  rendah  dibandingkan  dengan  batas- 
an  tingkat  tarif,  sementara  Cina  dan  Taiwan 
yang  bukan  anggota  WTO  juga  mengikuti 
proses  liberalisasi  perdagangan. 


ASEAN  dan  AFTA 

Pada  bulan  Januari  1992  ASEAN  men- 
capai  suatu  kemajuan  penting  dalam  hal 
kerja  sama  ekonomi  dengan  disepakatinya 
AFTA  {ASEAN  Free  Trade  Area)  yang  ber- 
tujuan  membentuk  kawasan  perdagangan 
bebas  dalam  waktu  15  tahun.  Sebanyak  15 
komoditas,  termasuk  minyak  sayur,  masuk 
ke  dalam  jalur  cepat  (fast  track)  penurun- 
an tarif  yang  mewajibkan  penurunan  tarif 
menjadi  20  persen  pada  tahun  itu  untuk  pro- 
duk  yang  tarifnya  di  atas  20  persen,  dan 
diikuti  dengan  penurunan  hingga  menja- 

2 

di  0-5  persen  dalam  waktu  10  tahun.  Se- 
mentara itu,  untuk  produk  yang  tarifnya  su- 
dah  kurang  dari  20  persen,  maka  tarif  itu 


Yang  termasuk  dalam  fast  track  product  ada- 
lah  minyak  sayur,  kimia,  pupuk,  produk  karct,  kcr- 
tas,  meubcl,  produk  pcrhiasan,  semen,  farmasi,  plas- 
tik,  produk  kulit,  tekstil,  produk  gelas  dan  kcramik, 
clektronik  dan  komponen  katoda. , 


harus  dikurangi  menjadi  0-5  persen  dalam 
waktu  7  tahun.  AFTA  merupakan  perce- 
patan  bagi  liberalisasi  intra-ASEAN,  te- 
tapi  produk  pertanian  mentah  tidak  terma- 
suk dalam  skema  ini.  Sejak  dibentuknya 
AFTA,  telah  terjadi  perubahan  dalam  ske- 
ma liberalisasi  di  ASEAN,  terutama  sete- 
lah  pertemuan  menteri-menteri  ekonomi  di 
Chiangmai,  Thailand,  pada  tahun  1994. 

Skedul  penurunan  tarif  CEPT  {Common 
Effective  Preferential  Tariffs)  menjadi  0-5 
persen  dipercepat  dari  15  menjadi  10  tahun 
terhitung  sejak  tahun  dasar  1993.  Pada  ta- 
hun 2000,  diharapkan  sekitar  90  persen  pos 
tarif  yang  ada  akan  menjadi  tidak  lebih  dari 
5  persen  saja.  Lebih  jauh  lagi,  pada  tahun 
itu  diharapkan  bahwa  sekitar  88  persen  da- 
ri seluruh  jumlah  produk  mempunyai  tarif 
tidak  lebih  dari  0-5  persen. 

Beberapa  produk  pertanian  juga  terma- 
suk dalam  skema  penurunan  tarif  ini.  Pro- 
duk pertanian  mentah  lebih  jauh  dikate- 
gorikan  dalam  inclusion  list,  temporary 
exclusion  dan  sensitive  list.  Item  yang  ma- 
suk dalam  sensitive  list  akan  diliberalisasi- 
kan  secara  terpisah  dari  CEPT,  tetapi  akan 
berpedoman  pada  WTO.  Untuk  sementara 
hampir  70  persen  dari  item  tersebut  akan 
masuk  dalam  inclusion  list.  Juga  disepakati 
bahwa  sensitive  list  akan  dipertahankan  da- 
lam skala  minimum  dan  saat  ini  meliputi 
10  persen  dari  pos  tarif  untuk  produk  per- 
tanian mentah.  Sementara  itu,  temporary 
exclusion  juga  akan  dimasukkan  dalam  in- 
clusion list  pada  tahun  2003. 

Walaupun  begitu,  kesepakatan  menge- 
nai  produk  pertanian  yang  masuk  dalam 
sensitive  list  sangat  sulit  dicapai.  Tahun 
1995,  Indonesia  mengajukan  15  produk  yang 
tadinya  masuk  dalam  temporary  exclusion 
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menjadi  sensitive  list,  seperti  gula,  beras, 
tepung  terigu  dan  kedele  yang  masuk  da- 
lam  koordinasi  BULOG  (Badan  Urusan 
Logistik).  Pada  pertemuan  tahirn  1996,  Indo- 
nesia dan  Filipina  menolak  tenggat  yang 
ditetapkan  bagi  masuknya  produk-produk 
pertanian  tersebut  ke  dalam  CEPT  pada  ta- 
hun  2010.  danr  mengusulkan  adanya  very 
sensitive  list  yang  diperpanjang  selanjajriO 
tahun.  pi  lain  pihak,  Thailand  berupaya 
agar  liberalisasi  pefdagangan  produk  ter- 
seljut  dipercepat  dengan  memasukkannya 
ke  dalam  CEPT  pada  tahun  2003  dan  mem- 
bebaskannya  secara  total  pada  tahun  2010. 
Pada  akhir  pertemuan  dicapai  kesepakat- 
an  untuk  memulai  liberalisasi  pada  tahun 
2003  hingga  berakhir  pada  2010,  tetapi  de- 
ngan beberapa  kekecualian  bagi  Indonesia 
dah  Filipina  untuk  menetapkan  akhir  ma- 
sa  liberalisasinya.  Dengan  kata  lain,  Indo- 
nesia dan  Filipina  masih  diberikan  kesem- 
patan  untuk  menetapkan  tarif  di  atas  5  per- 
sen  untuk  .produk-produk  pertanian  yang 
ada.di  dalam  daftar  tadi.        -^.j^  f-^, 

Selain  "keinundiiraii"  dalam  bidang  per- 
tanian, ada  beberapa  kemajuan  yang  juga 
dicapai.  Beberapa  produk  yang  masuk  da- 
lam temporary  inclusion  sepakat  untuk  di- 
masukkan  ke  dalam  skema  penurunan  ta- 
rif selama  5  tahun  sejak  tanggal  1  Januari 
1996.  Juga  terdapat  indikasi  untuk  mema- 
sukkan  bidang-bidang  lain  yang  terdapat 
di  WTO  seperti  jasa-jasa,  investasi  dan  hak 
cipta  intelektual.  Lebih  jauh  lagi,  mulai  ter- 
dapat kesamaan  dalam  harmonisasi  pos  ta- 
rif. Sasaran  yang  ditetapkan  adalah  peng- 
gunaan  HS  8  digit.  Juga  terdapat  penam- 
bahan  jumlah  anggota  dengan  masuknya 
Vietnam  pada  Juli  1995.  Vietnam  diberikan 
tenggat  yang  lebih  panjang  untuk  melibe- 
ralisasi  perdagangannya  dari  1996  hingga 


2006.  Pada  tanggal  1  Januari  1996,  Viet- 
nam mengajukan  857  pos  tarif  yang  meni- 
pakan  28  persen  dari  keseluruhan  pos  tarif- 
nya  untuk  masuk  dalam  skedul  CEPT. 

Perkembangan  terbaru  dari  kesepakat- 
an  AFTA,  selain  beberapa  percepatan  dalam 
pengurangan  tarif  impor  sejumlah  komo- 
ditas,  adalah  pengurangan  jumlah  pos  ta- 
rif komoditas  pertanian  Indonesia  yang 
masuk  daftar  sensitif  dan  sangat  sensitif 
Sebelumnya  yang  masuk  dalam  daftar  sa- 
ngat sensitif  tercatat  sebanyak  20  item,  na- 
mun  pada  tahun  1997  disepakati  untuk  me- 
nguranginya  menjadi  1 1  item,  walaupun  daf- 
tar ini  secara  umum  masih  memasukkan  be- 
ras dan  gula  sebagai  komoditas  yang  tidak 
akan  masuk  dalam  CEPT  pada  tahun  2003. 
Dalam  kesepakatan  terakhir  juga  disinggung 
mengenai  pengurangan  peran  BULOG  da- 
lam distribusi  pangan  di Indonesia.  Begitu 
pula  peran  BPPC  (Badan  Penyangga  Pema- 
saran  Cengkeh)  yang  menjadi  pemegang  ta- 
ta  niaga  cengkeh  akan  dihilangkan.^  Ini  me- 
rupakan  suatu  kemajuan  penting  bagi  per- 
kembangan kesepakatan  dalam  AFTA  di  ma- 
sa  mendatang. 

Mengukur  Pengaruh  Liberalisasi 
Perdagangan 

Model  dan  Data 

Pada  tulisan  ini  digunakan  model  kese- 
imbangan  umum  (computed  general  equi- 
librium, CGE)  untuk  melihat  dampak  libe- 


Dercgulasi  yang  dijalankan  oleh  Indonesia  da- 
lam kerangka  bantuan  IMF  untuk  mcngatasi  kri- 
sis  ckonomi  telah  mcnycbabkan  percepatan  da- 
lam liberalisasi  perdagangan  di  akhir  tahun  1997 
dan  awal  tahun  1998.  Dengan  persetujuan  tersebut, 
BPPC  dibubarkan.  Bcgitu  pula  peran  DULOG  scba- 
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ralisasi  perdagangan  di  dalam  ekonomi.  Ka- 
rena  model  ini  menghubungkan  antarsek- 
tor  di  berbagai  negara  secara  langsung  raau- 
pun  tidak  langsung,  maka  akan  dapat  di- 
lihat  penganih  dari  suatu  perubahan  ;terha- 
dap  berbagai  aspek  di  selurah  dunia.  Mo- 
del yang  digunakan  disebut  model  GTAP* 
(Global  -Trade  Analysis  Project)  yang  di- 
kembangkan  oleh  Industrial  Commission 
in  Australia  dan  dikembangkan  lebih  lan- 
jut  oleh  Purdue  University. 

Seperti  juga  model  CGE  lainnya,  GTAP 
dikembangkan  dari  submodel  yang  meng- 
gambarkan  aktivitas  ekonomi  dari  perusa- 
haan,  rumah  tangga  dan  pemerintah.  Inti- 
nya  adalah  model  input-output  yang  meng- 
hubungkan perubahan  nilai  tambah  dari 
barang-barang  primer  menjadi  barang  an- 
tara  (intermediate  goods)  dan  barang  kon- 
sumsi  untuk  seluruh  rumah  tangga  dan 
pemerintahan.  Harga  dan  kuantitas  diten.r^  _^. 
tukan  secara  simultan  pada  seluruh  pasar 
faktor  produksi  dan  pasar  komoditas,  di  da- 
lam dan  luar  negeri. 

Sebagai  sebuah  model  global,  GTAP  di- 
dukung  oleh  data  dari  berbagai  negara.  Se- 
cara keseluruhan  menurut  GTAP  Databook 
versi  3,  terdapat  37  sektor  dan  30  wilayah  - 
yang  digunakan  dalam  model  tersebut.  Da-'^  "''^ 
lam  database  versi  4  yang  akan  dipublika- 
sikan  tahun  1998  ini  terdapat  50  sektor  dan 
45  wilayah.  Data  ini  dibuat  oleh  peneliti-pe- 
neliti  dari  berbagai  negara,  terutama  yang 
menggunakan  model  ini. 


gai  pemegang  monopoli  distribusi  pangan  telah  di- 
kurangi.  Sementara  itu,  sclctor-sektor  lain  pun  mc- 
ngalami  liberalisasi  yang  berarti  akibat  kesepakatan 
dengan  IMF  tadi.  Secara  umum,  saat  ini.  di  seluruh 
sektor  ekonomi  di  Indonesia  hampir  tidak  terda- 
pat proteksi  yang  tinggi.  Hal  ini  juga  berlaku  bagi 
Thailand  yang  mendapatkan  bantuan  dari  IMF. 


Struktur  produksi  dalam  model  ini  meng- 
gunakan teknologi  skala  pengembalian  te- 
tap  (constant  return  to  scale).  Output  diha- 
silkan  dari  input  antara  dan  tiga  input  pri- 
mer: tanah,  tenaga  kerja  dan  modal.  Input 
antara  dapat  berasal  dari  dalam  negeri  mau- 
pun  impor.  Asumsi  pemisahan  produksi  me- 
rupakan  hal  yang  penting,  karena  produ- 
sen.  akan  memilih  input  yang  optimal  da^- 
ri  input  primer  secara  terpisah  dari  harga 
input  antara.  Asumsi  skala  ekonomi  =  tetap 
membuat  harga  relatif  dari  tanah,  tenaga 
kerja  dan  modal  saja  yang  menjadi  pertim- 
bangan  dalam  persamaan  permintaan  untuk 
memberikan  nilai  tambah. 

Perilaku  dari  rumah  tangga  regional  di- 
spesifikasikan  oleh  sebuah  fungsi  utilitas 
agregat  atas  pembelanjaan  pemerintah,  kon- 
sumsi  swasta  dan  tabungan  swasta.  Propor- 
si  anggaran  tetap  yang  diturunkan  dari 
fungsi  utilitas  per  kapita  Cobb-Douglas  di- 
gunakan iintuk  mencari  tiga  bentuk  per- 
mintaan akhir.  Setelah  pengeluaran  peme- 
rintah dapat  ditentukan,  maka  alokasinya 
untuk  tiap  jenis  produk  juga  dapat  diten- 
tukan melalui  fungsi  Cobb-Douglas.  Si- 
fat  non-homothetic  dari  permintaan  rumah 
tangga  membutuhkan  penanganan  yang 
berbeda.  Fungsi  Cobb-Douglas,  atau  bahkan 
fungsi  Constant  Elasticity  of  Substitution 
(CES)  tidak  cukup  untuk  menjelaskan  pre- 
ferensi  rumah  tangga  terhadap  masing-ma- 
sing  komoditas.  Di  dalam  GTAP,  rumah 
tangga  diwakili  oleh  fungsi  Constant  Dif- 

4 

ference  of  Elasticities  (CDE),  yang  merupa- 
kan  bentuk  antara  dari  fungsi  CES  dan  ben- 
tuk fungsi  yang  fleksibel  seperti  translog. 


Fungsi  Constant  Difference  of  Elastisities  (CDE) 
pada  dasarnya  adalah  clastisitas  substitusi  yang  mem- 
punyai  perbedaan  dan  dipengaruhi  oleh  suatu  ma- 
triks  NxN  sebagai  parametcrnya. 
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Karena  sifatnya  yang  statik,  model  ini 
memerlukan  penanganan  yang  cukup  un- 
tuk  menghubungkan  tabungan  dengan  in- 
vestasi.  GTAP  menspesifikasikan  adanya 
kesesuaian  antara  tabungan  global  dengan 
investasi  global,  pada  titik  keseimbangan 
awal  maupun  baru.  Alokasi  terhadap  in- 
vestasi antarwilayah  dapat  dicari  dengan 
mengasumsikan  adanya  tingkat  pengemba- 
lian  investasi  yang  tetap  dan  sama  di  anta- 
ra wilayah. 


Studi  ini  menggunakan  data  dari  GTAP 
Database  versi  3.  Karena  simulasi  dengan 
data  asli  sebesar  37  sektor  dan  30  wilayah 
sulit  dijalankan  maka  dalam  studi  ini  di- 
gunakan  agregasi  10  wilayah  dan  10  sektor. 
Spesifikasi  lengkap  dari  agregasi  tersebut 
dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Karena  fokus 
studi  ini  adalah  ASEAN,  maka  masing-ma- 
sing  negara  ASEAN  diwakilkan  sebagai  sa- 
tu  wilayah  tersendiri  sementara  negara  lain 
diwakilkan  dalam  wilayah  yang  lebih  luas. 


Tabel  1 

AGREGASI  DATA  YANG  DIGUNAKAN  UNTUK  MODEL  CGE 


A.  AGREGASI 

SEKTORAL 

Nama 

Komoditas 

iiem 

PDR 

Padi 

Padi 

OCR 

Tanaman  lain 

Gandum,  biji-bijian 

FOR 

Kehutanan 

Kehutanan 

LFS 

Peteraakan  dan  perikanan 

Wool,  perikanan,  petemakan        u  : 

MIN 

Pertambangan 

Batu  bara,  minyak,  gas  dan  hasil  tambang  lain 

AGP 

Industri  pengolahan  pertanian 

Produk  susu,  daging,  beras  dan  produk  makanan 

TEX 

Tekstil  dan  pakaian  jadi 

Tekstil  dan  pakaian  jadi 

.  .  RMN 

Produk  pengolahan  berbasis 

Kertas  dan  pulp,  produk  minyak  dan  batu  bara. 

sumber  daya  alam 

mineral  bukan  logam  dan  bukan  besi 

OMN 

Industri  pengolahan  lain 

Kulit,  produk  logam,  mesin  transportasi,  Icimia, 

plastik  dan  karet,  dan  industri  pengolahan  lain 

SER 

Jasa-jasa 

Konstruksi,  perdagangan  dan  transportasi,  jasa  lainnya. 

perumahan.  ^ 

B.  AGREGASI  WILAYAH 

Nama 

Wilayah 

Negara 

INA 

Indonesia 

Indonesia 

MAL 

Malaysia 

Malaysia 

THA 

Thailand 

Thailand 

PHI 

Filipina 

Filipina 

SOP 

Singapura 

Singapura 

EAS 

Asia  Timur 

Jepang,  Korea,  Hongkong,  RRC,  Taiwan 

E-U 

Uni  Eropa 

Eropa  12 

NAM 

Amerika  Utara 

AS,  Kanada,  Meksiko 

ANZ 

Australia  dan  Sclandia  Baru 

Australia,  Selandia  Baru 

ROW 

Wilayah  lain 

Negara  lain,  termasuk:  Asia  Sclatan,  Argentina, 

Brazilia,  Chile,  Amerika  Latin  lainnya,  Austria, 
Finlandia  dan  Swedia,  kawasan  Perdagangan 
Bcbas  Eropa,  kumpulah  Negara  Eropa  Tengah, 
bekas  Negara-negara  Uni  Soviet,  Timur  Tengah 
dan  Afrika  Utara,  Afrika  Sub-Sahara. 
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Agregasi  komoditas  merupakan  per- 
luasan  dari  tiga  sektor  utama  dalam  pere- 
konomian:  pertanian,  manufaktur  dan  sek- 
tor lainnya.  Sektor  pertanian  terdiri  dari  be- 
ras  dan  tanaman  lain.  Kehutanan  merupa- 
kan sektor  tersendiri.  Petemakan  dan  peri- 
kanan  digabungkan.  Tekstil  dan  garment  di- 
pisahkan  dalam  satu  sektor  tersendiri,  ka- 
rena  MFA  tidak  diperbolehkan  dalam  kese- 
pakatan  WTO.  Kelompok  sektor  manufak- 
tur lairmya  adalah  sektor  manufaktur  ber- 
basis  sumber  daya  alam,  seperti  kayu,  pulp 
dan  kertas,  serta  manufaktur  dari  produk 
pertambangan. 

"t 

Skenario  Liberalisasi 

Untuk  melihat  dampak  dari  liberalisasi, 
ada  lima  skenario  yang  digunakan  dalam 
studi  ini:  skenario  WTO;  skenario  APEC; 
skenario  gabungan  antara  APEC  dan  WTO; 
skenario  gabungan  antara  APEC,  WTO  dan 
AFTA;  dan  skenario  perluasan  dari  keem- 
pat  skenario  tersebut  setelah  AFTA  diterap- 
kan  pada  seluruh  negara  atau  berdasarkan 
prinsip  Most  Favoured  Nation  (MFN).  Ske- 
nario liberalisasi  perdagangan  secara  kese- 
luruhan  dapat  dilihat  pada  Tabel2. 

Skenario  Pertama  (skenario  WTO)  me- 
rupakan skenario  dasar  karena  sifat  penu- 
runan  tarifnya  yang  tidak  terlalu  jauh. 
WTO  juga  memberikan  skema  liberalisasi 
dalam  bidang  pertanian  yang  tidak  tersen- 
tuh  dalam  skema  lain.  Dalam  skenario  ini 
dibedakan  antara  negara  berkembang  dan 
negara  maju.  Setiap  wilayah  yang  masuk  da- 
lam salah  satu  kategori  tersebut  akan  me- 
ngurangi  tarif  dan  subsidinya  sesuai  de- 
ngan  skema  untuk  kotegori  yang  bersang- 
kutan.  Wilayah  Asia  Timur  merupakan  cam- 
puran  antara  negara  maju  dan  berkembang 
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sehinggga  diperlakukan  di  antara  kedua- 
nya. 

Dalam  Skenario  Kedua  (skenario  APEC), 
diketahui  bahwa  liberalisasi  menurut  ske- 
ma APEC  tidak  menyentuh  bidang  perta- 
nian. Untuk  itu,  Skenario  Kedua  tidak  me- 
masukkan  bidang  pertanian  ke  dalam  li- 
beralisasi. Tetapi  dalam  penurunan  tarif  di 
bidang  manufaktur,  APEC  memberikan  ske- 
ma yang  lebih  maju  melalui  lAP. 

Skenario  Ketiga  (skenario  gabungan  an- 
tara APEC  dan  WTO)  diterapkan  dengan 
mengubah  penurunan  tarif  pada  sektor  ma- 
nufaktur dengan  peniminan  tarif  yang  se- 
suai di  dalam  APEC.  Dalam  hal  ini,  ske- 
ma WTO  digunakan  dalam  liberalisasi  di 
sektor  pertanian  atau  kebijakan  perdagang- 
an lain  yang  tidak  dijelaskan  dalam  APEC. 

Pada  Skenario  Keempat  (skenario  gabung- 
an antara  APEC,  WTO,  dan  AFTA),  liberali- 
sasi diperluas  hingga  mencakup  kesepa- 
katan  dalam  AFTA  yang  menyangkut  pe- 
nurunan tarif  di  sektor  manufaktur  mau- 
pun  pertanian  sesuai  dengan  prinsip  WTO. 
Tetapi  skema  yang  masuk  dalam  skenario 
ini  adalah  skema  CEPT  pertama  pada  ta- 
hun  1992,  sehingga  tidak  mencakup  per- 
kembangan  di  tahun  1995  di  mana  bebe- 
rapa  komoditas  pertanian  ditarik  dari  ske- 
ma. Skenario  ini  membedakan  antara  nega- 
ra anggota  dan  bukan  anggota.  Negara  ang- 
gota  mendapatkan  perlakuan  sesuai  de- 
ngan skema  AFTA,  sementara  negara  bu- 
kan anggota  ASEAN  akan  diperlakukan  se- 
suai skenario  yang  berdasarkan  WTO  dan 
APEC.  Dengan  kata  lain,  AFTA  merupakan 
suatu  blok  perdagangan  bagi  negara-ne- 
gara  ASEAN. 

Pada  Skenario  Kelima  (perluasan  dari 
Skenario  Keempat),  seluruh  negara  baik  ang- 
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gota  maupun  bukan  anggota  ASEAN  akan 
mendapatkan  perlakuan  yang  sama  da- 
lam  perdagangan  dengan  negara  anggota 
ASEAN  sesuai  liberalisasi  yang  dijadwal- 
kan  dalam  AFTA.  Ini  berarti  bahwa  AFTA 
diperluas  menjadi  liberalisasi  yang  dida- 
sarkan  pada  kebijakan  Most  Favoured  Na- 
tion (MFN)  dan  bersifat  terbuka. 


Hasil  Simulasi 

Peningkatan  Kesejahteraan 

Hasil  simulasi  yang  digambarkan  da- 
lam Tabel  3  memperlihatkan  bahwa  sema- 
kin  maju  liberalisasi  perdagangan  yang  di- 
lakukan,  akan  semakin  meningkat  pula  ke- 
untungan  yang  diperoleh  dari  liberalisasi 
tersebut.  Skenario  Kedua  yang  hanya  me- 
ngikuti  skema  APEC  dengan  meliberalisasi 
sektor  manufaktur  hanya  akan  memberikan 
tambahan  pada  kesejahteraan  dunia  dalam 


bentuk  equivalent  variation  sekitar  US$31 
milyar.  Skenario  Pertama  yang  didasarkan 
pada  skema  WTO  memberikan  tambahan  ke- 
sejahteraan sebesar  US$60  milyar.  Semen- 
tara  itu,  jika  kedua  skenario  tersebut  diga- 
bungkan  maka  penambahan  kesejahteraan 
hanya  menjadi  US$66,7  milyar  yang  berarti 
bahwa  liberalisasi  dalam  APEC  hanya  mem- 
berikan kontribusi  sebesar  US$6,7  milyar. 

Yang  menarik  adalah  terjadinya  penu- 
runan  kesejahteraan  sebesar  US$200  juta 
dari  keuntungan  yang  didapat  dengan  mer 
nerapkan  skema  APEC  dan  WTO  akibat  di- 
bentuknya  blok  perdagangan  AFTA.  De- 
ngan adanya  AFTA,  maka  ASEAN  akan 
menerima  tambahan  keuntungan  sebesar 
US$242  juta  daripada  yang  dapat  dipero- 
leh dengan  hanya  menjalankan  APEC  dan 
WTO.  Indonesia  akan  memperoleh  tambah- 
an kesejahteraan  sebesar  US$225  juta  yang 
jauh  lebih  tinggi  daripada  US$70  juta  yang 
diperoleh  dari  WTO  dan  APEC.  Malaysia 


Tabel  3 


PENINGKATAN  KESEJAHTERAAN  EKONOMI 


(dalam  USS  juta) 

Wilayah 

Skenario  1 

Skenario  2 

Skenario  3 

Skenario  4 

Skenario  5 

WTO 

APEC 

WTO+APEC 

WTO+APEC+ 

WTO+APEC+ 

AFTA 

AFTA  (MFN) 

ASEAN 

1.602,1 

2.735,8 

3.934,0 

4.175,7 

12.491,8 

Indonesia 

59,6 

-5,8 

69,8 

225,7 

1.622,5 

Malaysia 

403,6 

-32,4 

420,6 

333,5 

1.460,8 

Thailand 

-969,3 

-2.799,1 

-2.473,7 

-2.352,5 

2.520,0 

Fiiipina 

205,6 

81,1 

209,9 

163,9 

617,5 

Singapura 

1.902,6 

5.492,0 

5.707,4 

5.805,0 

6.271,1 

Di  Luar  ASEAN 

58.399,6 

28.180,4 

62.833,5 

62.409,7 

55.746,6 

Asia  Timur 

38.734,7 

73.384,1 

84.642,5 

84.555,7 

80.971,8 

Uni  Eropa 

23.849,8 

-14.928,9 

2.276,1 

2.103,9 

1.205,2 

Amerika  Utara 

2.994,0 

-9.754,8 

-4.878,9 

-4.994,7 

-5.991,0 

Australia-Selandia  Baru 

1 .696,6 

-266,5 

1.518,2 

1.451,8 

1.306,7 

Wilayah  Lain 

-8.875,6 

-20.253,5 

-20.724,4 

-20.707,0 

-21.746,1 

Total  Dunia 

60.001.7 

30.916,2 

66.767,5 

66.585,5 

68.238,4 
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dan  Filipina  akan  mendapatkan  kerugian  de- 
ngan  menerapkan  blok  perdagangan  AFTA. 
Sebagaimana  dikelahui,  volume  perdagang- 
an kedua  negara  dengan  negara  bukan  ang- 
gota  ASEAN  sangatlah  tinggi,  sehingga  ada- 
nya;  blok  perdagangan  AFTA  akan i.mer 
nyebabkan  terjadinya  distorsi  perdagangan 
yang  disebut  trade  diversion.  Karena  tarif 
hanya  akan  dikurangi  imtuk  komoditas  yang 
berasal  dari  negara  ASEAN,  berarti  harga 
komoditas  yang  berasal  dari  ASEAN  akan 
lebih  muraK  dibandingkan  dengan  komo- 
ditas dari  negara  lain  yang  tetap  dikenai 
ta^rif^  Dengan  demikian,  Malaysia  dan  Fili- 
pina akan  lebih  banyak  mengimpor  dari  ne- 
gavH  ASEAN,  walaupun  harganya  kurang 
kompetitif  dibandingkan  dengan  komoditas 
dari  negara  bukan  anggota. 

Dengan  memberlakukan  skema  liberali- 
sasi  AFTA  secara  terbuka  tanpa  membeda- 
kan  anggota  ASEAN  atau  bukan,  maka  ke- 
untungan  yang  diperoleh  akan  menjadi  le- 
bih besar.  Tambahan  tingkat  kesejahtera- 
an  seluruh  negara  ASEAN  meningkat  dari 
US$4,2  milyar  menjadi  12  milyar.  Hasil  ini 
menunjukkan  bahwa  semakin  liberalisasi 
diberlakukan  secara  terbuka,  maka  semakin 
besar  pula  keuntungan  yang  diberikan.  De- 
ngan kata  lain,  negara  ASEAN  akan  sema- 
kin mendapatkan  tambahan  kesejahteraan 
bila  mereka  tidak  menciptakan  blok  perda- 
gangan, melainkan  menganut  pola  kawasan 
perdagangan  terbuka  (open  regionalism). 

Dari  Tabel  3  juga  teriihat  bahwa  Skena- 
rio  Pertama  memberikan  tambahan  kesejah- 
teraan lebih  tinggi  daripada  Skenario  Kedua 
pada  hampir  seluruh  wilayah  ekonomi  da- 
lam  simulasi.  WTO  yang  sifatnya  lebih  me- 
nyeluruh  memberikan  keuntungan  lebih 
besar  daripada  APEC,  kecuali  untuk  Singa- 
pura  dan  Asia  Timur.  Singapura  yang  me- 
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mang  sudah  menjalankan  perdagangan  be- 
bas  tidak  terialu  terpengaruh  dengan  libe- 
ralisasi ini.  Singapura  dan  Asia  Timur  juga 
sangat  tergantung  pada  perdagangan  di 
Asia  Pasifik  dan  akan  sangat  mendapatkan 
keuntungan  dari  meningkatnya  volume  per- 
dagangan di  wilayah  ini  akibat  dijalankan- 
nya  APEC.  Sementara  itu,  negara-negara  lain 
akan  menerima  keuntungan  yang  lebih  se- 
dikit  jika  hanya  berpartisipasi  dalam  APEC 
tanpa  mengikuti  WTO.  Hal  ini  bahkan  ber- 
laku  pula  untuk  negara  di  luar  APEC.  ' 

Ada  beberapa  faktor  yang  menyebab- 
kan  bertambahnya  kesejahteraan  ekonomi. 
Secara  garis  besar,  dalam  model  ini  pening- 
katan  kesejahteraan  ekonomi  didekomposi- 
si  menjadi  tiga  jenis:  dampak  efisiensi  alo- 
kasi,  dampak  nilai  tukar  perdagangan  (terms 
of  trade/TOT)  dan  dampak  utilitas  marji- 
nal  dari  pendapatan.  Tabel  4  memperlihat- 
kan  dekomposisi  atas  peningkatan  dan  pe- 
nurunan  kesejahteraan  ekonomi  pada  Ske- 
nario Ketiga  dan  Keempat. 

Dampak  efisiensi  alokasi  merupakan  pe- 
ningkatan kesejahteraan  ekonomi  yang  di- 
sebabkan  oleh  alokasi  sumber  daya  yang 
lebih  efisien.  Dengan  adanya  liberalisasi 
perdagangan,  sumber  daya  yang  sebelum- 
nya  terdistorsi  dan  digunakan  pada  sektor 
yang  tidak  efisien  dapat  dialokasikan  ke 
sektor  yang  lebih  efisien.  Liberalisasi  per- 
dagangan membawa  dampak  yang  positif 
dari  segi  alokasi  sumber  daya.  Pada  Tabel 
4  teriihat  bahwa  seluruh  kawasan,  baik  di 
ASEAN  maupun  di  luar  ASEAN,  mendapat- 
kan nilai  positif  untuk  kedua  skenario. 

Faktor  lain  yang  menyebabkan  peru- 
bahan  kesejahteraan  ekonomi  setelah  libe- 
ralisasi adalah  perubahan  nilai  tukar  perda- 
gangan (TOT),  yaitu  harga  relatif  ekspor 
terhadap  impor.  Jika  perubahan  TOT  terse- 


LIBERALISASI  PERDAGANGAN  DUNIA 


271 


Tabel  4 

DEKOMPOSISI  PENINGKATAN  KESEJAHTERAAN  EKONOMI 
(dalam  USS  juta) 

V/ilayah  APEC  +  WTO  (Skenario  3)    APEC  +  WTO  (Skenario  3) 

■■  Total      Dampak      Dampak        Dampak         Total       Dampak     Dampak  Dampak 

Alokasi        TOT  Utilitas  Alokasi        TOT  Utilitas 

Marjinal  dari  Marjinal  dari 

Pendapatan  Pendapatan 


ASEAN 

3.934 

4.486 

-508 

-87 

4.176 

4.391  . 

-163 

-52 

Indonesia 

70 

413 

-343 

-43 

226 

417 

-191 

0 

Malaysia 

421 

1.173 

-751 

0 

334 

1.090 

-756 

-1 

Thailand 

-2.474 

1.895 

-4.368 

-1 

-2.352 

1.904 

-4.256 

-1 

•■  Filipina 

210 

835 

-625 

-1 

164 

815 

-651 

-1 

Singapura 

5.707 

170 

5.579 

-42 

5.805 

164 

5.691 

-50 

DiLuar  ASEAN 

62.834 

63.788 

-824 

-131 

62.410 

63.699 

-1.153 

110 

Asia  Timur 

84.643 

30.173 

54.588 

-118 

84.556 

30.154 

54.525 

123 

Uni  Eropa 

2.276 

18.353 

-16.069 

-8 

2.104 

18.296 

-16.184 

-8 

Amerika  Utara 

-4.879 

6.139 

-11.017 

0 

-4.995 

6.102 

-11.096 

0 

Australia- 

Selandia  Baru 

1.518 

790 

728 

0 

1.452 

789 

662 

0 

Wilayah  Lain 

-20.724 

8.333 

-29.053 

-5 

-20.707 

8.358 

-29.060 

-5 

Total  Dunia 

66.767 

68.274 

-1.331 

-218 

66.585 

68.089 

-1.315 

58 

but  negatif  berarti  kesejahteraan  ekonomi 
akan  berkurang,  dan  begitu  pula  sebalik- 
nya.  Jika  penibahan  TOT  cukiip  besar,  ma- 
ka  penuninan  kesejahteraan  dapat  menu- 
tup  keuntungan  yang  didapat  dari  efisien- 
si  alokasi.  Hampir  seluruh  negara  ASEAN 
mengalami  dampak  TOT  yang  negatif,  ke- 
ciiali  Singapura.  Ini  terutama  disebabkan 
bleh  tingginya  tarif  impor  sebelum  diber- 
lakukannya  liberalisasi,  sehingga  ketika  im- 
por dibuka  pasar  domestik  akan  semakin  ba- 
nyak  menyerap  barang  impor,  terutama  ba- 
rang-barang  modal.  Thailand  merupakan 
negara  yang  menderita  kerugian  paling  be- 
sar dari  penurunan  TOT  karena  negara  ini 
mempunyai  tarif  yang  paling  tinggi  di  an- 
tara  seluruh  negara  ASEAN:  sekitar  37  per- 
son untuk  sektor  manufaktur  pada  tahun 
1993  dan  20  persen  pada  tahun  1997. 

Faktor  terakhir  yang  menyebabkan  peni- 
bahan kesejahteraan  ekonomi  adalah  peni- 


bahan utilitas  marjinal  terhadap  pendapat- 
an. Dalam  model  ini,  preferensi  rumah  tang- 
ga  diasumsikan  bersifat  non-homothetic, 
sehingga  perubahan  pada  pendapatan  ru- 
mah tangga  akan  menyebabkan  perubahan 
pada  pola  konsumsi.  Perubahan  ini  akan  me- 
nyebabkan rumah  tangga  membelanjakah 
semakin  sedikit  pendapatannya  untuk  ba- 
rang inferior  dan  mendorong  peningkatan 
kesejahteraan  akibat  naiknya  konsumsi  pa- 
da barang  lain.  Hasil  yang  ditunjukkan  da- 
lam studi  ini  memperlihatkan  bahwa  dam- 
pak utilitas  marjinal  tersebut  terhadap  peru- 
bahan kesejahteraan  ekonomi  hanyalah  ke- 
cil  saja,  dan  ini  tergantung  pada  asumsi  pa- 
rameter dalam  fiingsi  utilitas. 

Pelajaran  utama  yang  didapat  dari  stu- 
di ini  adalah  mengenai  pentingnya  libe- 
ralisasi perdagangan  di  dalam  negeri.  Hasil 
yang  diberikan  oleh  liberalisasi  akan  ber- 
lipat  ganda  jika  liberalisasi  tersebut  juga 
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mengurangi  distorsi  di  dalam  negeri,  seper- 
ti  misalnya  pengurangan  subsidi,  dibanding- 
kan  jika  hanya  mengurangi  distorsi  dalam 
tarif  impor.  Di  sini  terlihat  bahwa  WTO  akan 
memberikan  hasil  yang  lebih  baik  karena  me- 
ngurangi kedua  aspek  proteksi  tersebut. 

Pelajaran  kedua  adalah  adanya  bukti  bah- 
wa skema  liberalisasi  APEC  yang  tidak  di- 
ikuti  dengan  skema  WTO  hanya  akan  mem- 
berikan keuntungan  yang  sedikit  saja  bagi 
negara  anggotanya.  Ini  terutama  disebab- 
kan  oleh  liberalisasi  yang  hanya  terfokus 
pada  pengurangan  tarif  di  sektor  manu- 
faktur.  Dengan  mengikuti  WTO,  anggota 
APEC  akan  mendapatkan  hasil  yang  lebih 
baik.  Berkaitan  dengan  AFTA,  hasil  studi 
ini  menunjukkan  bahwa  keuntungan  yang 
akan  didapat  oleh  negara  anggotanya  akan 
lebih  besar  seandainya  AFTA  bersifat  ter- 
buka,  dan  bukan  merupakan  blok  perda- 
gangan.  Dengan  demikian,  akan  lebih  baik 
seandainya  skema  liberalisasi  APEC  meru- 
pakan bagian  dari  liberalisasi  multilateral. 

Pengalokasian  Kembali  Sumber  Daya 
dan  Output 

Tabel  5  menunjukkan  perubahan  output 
tiap-tiap  sektor  dari  masing-masing  wilayah 
ekonomi  sebagai  akibat  dari  liberalisasi  per- 
dagangan  berdasarkan  skema  APEC,  WTO 
dan  AFTA.  Dari  sini  terlihat  bahwa  hampir 
seluruh  negara  ASEAN  mengalami  penu- 
runan  produksi  dalam  bidang  pertanian,  ke- 
cuali  Malaysia  dan  Thailand  sementara  wi- 
layah ekonomi  lain  pun  mengalami  hal 
yang  sama  kecuali  Amerika  Utara  dan  Aus- 
tralia yang  memang  mempunyai  keunggul- 
an  sumber  daya  dan  teknologi  di  bidang 
ini.  Ini  terutama  disebabkan  oleh  adanya 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXVII/1998,  No.  3 

perpindahan  faktor  produksi  dari  sektor  pri- 
mer ke  sektor  manufaktur  dan  jasa. 

Perpindahan  sumber  daya  dari  sektor 
primer  ke  sektor  manufaktur  secara  nyata 
terlihat  di  Indonesia.  Beberapa  sektor  yang 
mengalami  peningkatan  adalah  kehutan- 
an  sebesar  4  persen,  tekstil  dan  pakaian  ja- 
di  sebesar  7  persen  dan  manufaktur  berba- 
sis  sumber  daya  alam  sebesar  6  persen.  Ke- 
naikan  di  sektor  kehutanan  berasal  dari  me- 
ningkatnya  permintaan  sektor  manufaktur 
berbasis  sumber  daya  hutan  seperti  perka- 
yuan,  kertas  dan  pulp.  Terlihat  di  sini  bah- 
wa sektor  manufaktur  padat  karya  dan  ber- 
basis sumber  daya  alam  yang  merupakan 
.  sfektor-sektor  manufaktur  tradisional  akan 
menjadi  primadona  dalam  era  perdagang- 
an  bebas.  Sementara  itu,  output  dari  sek- 
tor manufaktur  padat  modal  dan  teknologi 
akan  berkurang  sekitar  2,5  persen. 

Negara-negara  ASEAN  lainnya  justru 
mengalami  peningkatan  pada  sektor-sektor 
manufaktur  yang  lebih  padat  modal  dan 
teknologi.  Output  pada  sektor-sektor  ini 
akan  meningkat  pesat  di  Filipina  sebesar 
23  persen,  di  Thailand  sebesar  14  persen,  di 
Malaysia  sebesar  9  persen  dan  di  Singa- 
pura  sebesar  11  persen.  Penjelasan  dari  hal 
ini  adalah  terlambatnya  transformasi  struk- 
tural  di  Indonesia  dibandingkan  dengan  di 
negara  tetangganya,  terutama  karena  In- 
donesia sangat  tergantung  pada  ekspor 
minyak. 

Penjelasan  lainnya  adalah  karena  ma- 
sih  terdapat  kelebihan  tenaga  kerja  di  In- 
donesia hingga  pertengahan  abad  menda- 
tang.  Penurunan  daya  scrap  tenaga  kerja  di 
bidang  pertanian  akan  menyebabkan  tim- 
bulnya  kelebihan  tenaga  kerja  berpendi- 
dikan  rendah  dan  tidak  trampil  yang  akhir- 
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Tabel  5 

DAMPAK  PERUBAHAN  OUTPUT  DAW  LIBERALISASI  WTO  +  APEC  +  AFTA  (SKENARIO  4) 

(dalam  persen) 

Wilayah  Padi     Tanaman    Kehu-      Peter-      Pertam-    Produk    Tekstil  &    Produk    Pengo-  Jasa 

Lain      tanan      nakan&    bangan     Perta-      Pakaian     Perta-  lahan 

Perikanan  nian         Jadi         nian  Lain  


ASEAN 


Indonesia 

-0,7 

0,6 

4.1 

0,0 

Malaysia 

7,0 

-8,1 

-4,8 

4,3 

Thailand 

-1,2 

1,0 

-5,5 

-5,6 

Filipina 

-1,9 

-5,7 

-0,4 

-0,9 

Singapura 

-1,6 

-1,9 

-30,9 

-7,3 

LLuar  ASEAN 

Asia  Timur 

-0,8 

-7,9 

-3,1 

-1,8 

Uni  Eropa 

-4,6 

-10,6 

0.4 

0,3 

AmerikaUtara 

5,1 

2,7 

1,5 

1,2 

Australia- 

Selandia  Baru 

1,7 

7,9 

2,3 

2,8 

Wilayah  Lain 

-0,2 

3,4 

-0,1 

0,9 

-4,1.. 

-0,7 

7,1 

5,8 

-2.5 

0,1 

-11,1 

10,8 

2,3 

-1,4 

8.9 

-0,3 

-9,1 

-0,8 

7,9 

-6.7 

14,0 

-1,3 

-0,1 

-1,9.... 

.12,8 

0,9 

23,3 

-0,8 

-15,3 

4,6 

-22,4 

11,0 

11,1 

-7,4 

-7,9 

-1.0 

-2,2 

-0.1 

2.5 

0,0 

0,2 

0,2 

1,0 

0.6 

-0.4 

0,3 

-0,7 

0,8 

-1,4 

0.2 

-0,6 

0,0 

-3,3 

10.1 

-6,7 

-0,3 

-6,3 

0,1 

2,0 

-0,3 

2,3 

-1.1 

-4,3 

0,2 

Tabel  6 


DAMPAK  PERUBAHAN  TENAGA  KERJA  DARI  LIBERALISASI  WTO  +  APEC  +  AFTA 

(dalam  persen) 


Wilayah 

Padi 

Tanaman 
Lain 

Kehu- 
tanan 

Peter- 
nakan  & 
Perikanan 

Pertam- 
bangan 

Produk 

Perta- 

nian 

Tekstil  & 
Pakaian 
Jadi 

Produk 
Perta- 
nian 

Pengo- 
lahan 
Lain 

Jasa 

ASEAN 

Indonesia 

-0,75 

0,74 

3,98 

-0,10 

-4,39 

-0,89 

6,85 

5,46 

-2,76 

-0,21 

Malaysia 

8,27 

-10,09 

-5,14 

4,13 

-11,80 

9,95 

1.71 

-2,06 

8,09 

-0,98 

Thailand 

-1,88 

0,77 

-5,62 

-6,20 

-9,33 

-0,98 

7,72 

-6,87 

13,76 

-1,52 

Filipina 

-4,10 

-8,41 

0,13 

-1,26 

0,79 

-1,08 

13,52 

1,95 

24,38 

0,15 

Singapura 

-2,95 

-3,26 

-30,60 

-8,24 

-14,12 

5,58 

-22,07 

12,48 

12,03 

-6,51 

DiLuar  ASEAN 

Asia  Timur 

-2,68 

-10,41 

-3,07 

-2,69 

-7,77 

-0,94 

-2,13 

0,02 

2,58 

0,13 

Uni  Eropa 

-5,34 

-11,43 

0,42 

-0,16 

0,33 

0,26 

1,09 

0,62 

-0,31 

0,43 

AmerikaUtara 

6,06 

3,45 

1,48 

1,68 

-0,67 

0,85 

-1,39 

0,21 

-0,56 

0,04 

Australia- 

Selandia  Baru 

3,37 

10,50 

2,24 

4,42 

-3,57 

9,94 

-6,82 

-0,43 

-6,46 

-0,05 

Wilayah  Lain 

0,27 

4,31 

-0,05 

1,36  • 

2,05 

-0,20 

2,35 

-1,01 

-4,22 

0,25 

nya  mencari  pekerjaan  di  sektor  manufak- 
tur,  yang  berarti  bahwa  akan  tersedia  tena- 
ga  kerja  murah  secara  berlimpah  sehingga 
menyebabkan  berkembangnya  sektor-sektor 
padat  karya.  Sementara  itu  negara-negara 


ASEAN  lainnya  memiliki  tenaga  kerja  yang 
relatif  lebih  trampil  dan  berpendidikan  ting- 
gi  sehingga  dapat  mendukung  perkembang- 
an  sektor  manufaktur  padat  modal  dan  ber- 
teknologi  tinggi. 
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Dampak  liberalisasi  perdagangan  terha- 
dap  perubahan  lapangan  kerja  dipaparkan 
pada  Tabel  6.  Tabel  ini  menunjukkan  hasil 
yang  berbeda  antarnegara,  meskipun  pada 
pokoknya  ada  kesamaan  antara  penyerap- 
an  tenaga  kerja  dengan  pertumbuhan  out- 
put akibat  liberalisasi.  Sektor-sektor  yang 
berkembang  akan  menyerap  tenaga  kerja 
lebih  banyak,  sementara  sektor  yang  menu- 
run  akan  mengurangi  tenaga  kerjanya.  De- 
ngan demikian,  akan  terjadi  perpindahan 
tenaga  kerja  di  antara  sektor-sektor  terse- 
but.  Sektor  tekstil  dan  pakaian  jadi  di  In- 
donesia akan  menyerap  tambahan  tenaga 
kerja  7  persen,  begitu  pula  untuk  sektor  ke- 
hutanan  sebesar  4  persen,  dan  manufaktur 
berbasis  sumber  daya  alam  sebesar  5  persen. 
Sementara  itu,  sektor  yang  mengalami  penu- 
runan  output,  seperti  sektor  pertambangan, 
akan  mengurangi  tenaga  kerjanya.  Oleh  ka- 
rena  itu,  dalam  rangka  penyerapan  tenaga 
kerja  di  masa  depan  tampaknya  Indonesiatasj 
masih  akan  tergantung  pada  industri  ma- 
nufaktur berbasis  sumber  daya  alam  dan  in- 
dustri padat  karya. 

Negara-negara  lain  di  ASEAN  juga  akan 
mengalami  peningkatan  permintaan  tenaga 
kerja  di  sektor  manufaktur.  Di  sektor  tekstil 
dan  pakaian  jadi,  seluruh  negara  ASEAN 
kecuali  Singapura  akan  meningkatkan  te- 
naga kerjanya,  seperti  misalnya  Malaysia  se- 
besar 2  persen,  Thailand  sebesar  8  persen 
dan  Filipina  sebesar  14  persen.  Sementara 
itu  untuk  sektor  industri  padat  modal,  per- 
mintaan tenaga  kerja  juga  meningkat  se- 
cara  pesat:  di  Filipina  sebesar  24  persen, 
Singapura  sebesar  12  persen,  serta  Thai- 
land dan  Malaysia  masing-masing  sebesar 
14  persen. 

Agaknya  perlu  pula  mengaitkan  hasil 
ini  dengan  konsep  perpindahan  pasar  te- 
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naga  kerja  dari  sektor  pertanian  ke  sektor 
manufaktur,  dan  dari  sektor  yang  surplus 
tenaga  kerja  ke  sektor  yang  kekurangan  te- 
naga kerja.  Hal  ini  dapat  digunakan  sebagai 
kerangka  berpikir  dalam  menganalisis  pola 
distribusi  pendapatan,  kekuatan  tawar-me- 
nawar  pekerja,  dan  potensi  perubahan  struk- 
tur  industri.  Selama  masa  di  mana  terdapat 
surplus  tenaga  kerja,  peningkatan  kebutuh- 
an  tenaga  kerja  tidaklah  meningkatkan  upah, 
di  samping  adanya  ketidaksamaan  yang  je- 
las  antara  upah  pekerja  terlatih  dan  tidak 
terlatih.  Ketika  sektor  industri  semakin  ber- 
kembang, akan  terjadi  perpindahan  tenaga 
kerja  dari  sektor  pertanian  ke  sektor  manu- 
faktur dan  jasa  sehingga  menyebabkan  ter- 
jadinya  kekurangan  tenaga  kerja  di  sektor 
tersebut  yang  pada  akhirnya  mendorong 
naiknya  upah. 

Hasil  studi  ini  menunjukkan  bukti  bah- 
jfwa  transformasi  yang  terjadi  di  Indonesia 
agak  terlambat  dibandingkan  dengan  di  ne- 
gara ASEAN  lainnya.  Seperti  telah  disebut- 
kan  sebelumnya,  hal  ini  terutama  karena 
Indonesia  terlalu  tergantung  pada  sumber 
daya  alam,  khususnya  minyak  dan  gas  bu- 
mi.  Setelah  harga  minyak  bumi  mengalami 
kemerosotan,  barulah  Indonesia  memulai  pe- 
ngembangan  sektor  manufaktur  padat  kar- 
ya. Juga  patut  diperhitungkan  bahwa  pro- 
ses titik  balik  dalam  perekonomian  Indo- 
nesia mengambil  masa  yang  lebih  panjang 
daripada  negara  Asia  lainnya.  Sebagai  con- 
toh,  kenaikan  upah  di  Thailand  selama  ma- 
sa 10  tahun  terakhir  mencapai  70  persen, 
sementara  di  Indonesia  hanya  30  persen. 
Faktor  lain  yang  juga  mempenganihi  pro- 
ses transformasi  adalah  rendahnya  tingkat 
pendidikan  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Ren^ 
dahnya  tingkat  pendidikan  akan  memper- 
sulit  proses  transformasi,  karena  orang  ti- 
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dak  fleksibel  untuk  mengganti  pekerjaan- 
nya  ke  sektor  modem. 

Ekspor  dan  Impor 

Selain  membawa  perubahan  terhadap 
output  sektoral  di  masing-masing  wilayah, 
karena  adanya  realokasi  sumber  daya  ke 
sektor  yang  lebih  efisien,  liberalisasi  per- 
dagangan  akan  sangat  mempenganihi  po- 
la  perdagangan  luar  negeri.  Dengan  dihi- 
langkaimya  distorsi  domestik  maupun  luar 
negeri,  masing-masing  wilayah  akan  da- 
pat  meningkatkan  produksi  di  sektor  yang 
mempunyai  keunggulan,  serta  mendapat 
kesempatan  lebih  besar  untuk  mengekspor 
hasil  produknya  akibat  dari  semakin  terbu- 
kanya  pasar. 

Tabel  7  dan  8  memperlihatkan  perubah- 
an pola  perdagangan  luar  negeri  akibat 
liberalisasi  yang  mengikuti  skema  dari 
APEC,  WTO  dan  AFTA.  Dari  Tabel  7  terlihat 
adanya  kenaikan  maupun  penunman  eks- 
por dari  masing-masing  wilayah.  Pola  peru- 
bahan ekspor  tersebut  hampir  menyerupai 
perubahan  yang  terjadi  pada  perubahan 
output  dan  sumber  daya  di  masing-masing 
wilayah.  Ini  dapat  dipahami  mengingat  bah- 
wa  perpindahan  sumber  daya  dan  kenaikan 
output  di  sektor  yang  efisien  akan  membuat 
daya  saing  produknya  bertambah;  sebaUk- 
nya,  di  sektor  yang  tidak  efisien  daya  saing 
produknya  akan  menurun. 

Seperti  pada  perubahan  output,  negara- 
negara  ASEAN  juga  mengalami  perubah- 
an ekspor  yang  cukup  signifikan  di  sek- 
tor manufaktur.  Hampir  seluruh  negara  ang- 
gota  ASEAN  mendapatkan  keuntungan 
dari  liberalisasi  berupa  kenaikan  ekspor  di 
sektor  manufaktur,  khususnya  yang  berba- 


sis  sumber  daya.  Begitu  juga  pada  sektor 
tekstil  dan  pakaian  jadi.  Kenaikan  ini  ba- 
nyak  dipengaruhi  oleh  sifat  AFTA  yang 
merupakan  blok  perdagangan.  Dengan 
membentuk  blok  perdagangan  antarnegara 
ASEAN,  kesempatan  untuk  mengekspor  da- 
ri negara  anggota  semakin  besar,  karena  ko- 
moditas  yang  berasal  dari  negara  anggota 
akan  dikenai  bea  masuk  lebih  rendah  dari- 
pada  yang  berasal  dari  negara  bukan  ang- 
gota. Akibatnya,  harga  domestik  komodi- 
tas  impor  tersebut  pun  akan  lebih  murah 
dibandingkan  harga  komoditas  dari  negara 
lain  sehingga  ekspor  antarnegara  ASEAN 
akan  meningkat. 

Dari  Tabel  8  juga  dapat  dilihat  adanya 
perubahan  pola  impor.  Yang  menarik  dari 
hasil  ini  adalah  adanya  kecenderungan  ke- 
liaikan  impor  hampir  pada  seluruh  komodi- 
tas di  semua  wilayah.  Ini  juga  terjadi  pada 
wilayah  yang  ekspor  komoditasnya  mening- 
kat, yang  menunjukkan  makin  berperannya 
perdagangan  intraindustri.  Dengan  liberali- 
sasi perdagangan,  konsumen  akan  mempu- 
nyai lebih  banyak  pilihan.  Mereka  menda- 
patkan lebih  banyak  kesempatan  untuk  me- 
nikmati  produk  yang  semakin  beragam  yang 
tidak  dihasilkan  oleh  negaranya  sendiri. 
Oleh  karena  itulah,  terlihat  bahwa  setiap  wi- 
layah akan  meningkatkan  impomya  walau- 
pun  output  domestik  wilayah  tersebut  me- 
ningkat. 

Indonesia  akan  mengalami  kenaikan  eks- 
por yang  cukup  besar  pada  sektor  tekstil, 
manufaktur  berbasis  sumber  daya,  dan  ma- 
nufaktur lainnya.  Tekstil  dan  pakaian  jadi 
masih  akan  menjadi  andalan  dengan  ke- 
naikan ekspor  sebesar  12,31  persen,  semen- 
tara  ekspor  manufaktur  berbasis  sumber  da- 
ya akan  meningkat  sebesar  20,66  persen. 
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label  7 

DAMPAK  PERUBAHAN  POLA  EKSPOR  WTO  +  APEC  +  AFTA 

(dalam  persen) 

WUayah  Padi     Tanaman    Kehu-      Peter-      Pertam-  Produk    Tekstil&    Produk   Pengo-  Jasa 

Lain      tanan      nakan&    bangan     Perta-     Pakaian      Perta-  lahan 

 Perikanan  nian        Jadi        nian  Lain 

ASEAN 


Indonesia 

-18,5 

19,5 

2.7 

1,4 

-6,4 

-3.2 

12,3 

20,7 

19.5 

-0,2 

Malaysia 

27,7 

18,1 

-6,9 

24,8 

-16,6 

40,1 

4,7 

2,8 

14,9 

-2,9 

Thailand 

"i20i2- 

10,6 

-0,6 

-0,5 

-16,3 

10,8 

24,7 

23,5 

54,0 

-0,3 

Filipina 

22,4 

8,7 

-4,8 

2,1 

1,7 

0,0 

21,5 

27,6 

50,5 

-3,7 

Singapura 

-12,9 

7,3 

-30,1 

-8,9 

-14,7 

8,8 

-23,8 

16,6 

15,3 

-18,8 

>iLuarASE4^ 

Asia  Timur 

-2,0 

10,0 

-11,1 

-0,6 

-18,9 

18,3 

-1.0 

12,2 

24,4 

-10,7 

Uni  Eropa 

-12,3 

-42,7 

1.0 

17.6 

6,8 

3i0 

10,2 

7,0 

5,3 

5.2 

Amerika  Utara 

29,8 

20,6 

15,2 

9,3 

-1.1 

20,5 

4,7 

6,6 

9,3 

4,1 

Australia- 

Selandia  Bam 

-9,6 

18,1 

12,5 

-8,2 

-4,5 

36,8 

-7,2 

10,0 

7,2 

2,3 

Wilayah  Lain 

1.4 

25,8 

7,5 

19,3 

5,3 

11.3 

^  18,2 

5,7 

2,2 

8,7 

Tabel  8 


DAMPAK  PERUBAHAN  POLA  IMPOR  WTO  +  APEC  +  AFTA 

(dalam  persen) 


Wilayah 

Padi 

Tanaman 
Lain 

Kehu- 
tanan 

Peter- 
nakan& 
Perikanan 

Pertam- 
bangan 

Produk 

Perta- 

niah 

Tekstil& 
Pakaian 
Jadi 

Produk 

Perta- 

nian 

Pengo- 

lahan 

Lain 

Jasa 

ASEAN 

Indonesia 

15,6 

17,1 

27,7 

10,2 

9,5 

13,3 

11,6 

8,0 

9.7 

3,3 

Malaysia 

12,7 

52,5 

18,1 

19,4 

8,7 

28,8 

4,9 

8,2 

7,2 

4.9 

Thailand 

27,6 

23,4 

2,9 

31,3 

6,8 

40,5 

18,6 

19,9 

17,4 

0,5 

Filipina 

12,5 

31,0 

9.2 

33,9 

4,0 

27,9 

13,0 

21,5 

12,5 

5,4 

Sing^ura 

97,3 

6,2 

8,3 

12.4 

3,9 

if;2- 

6,4 

10,0 

11,0 

14,8 

DiLoar  ASEAN 

Asia  Timur 

64,0 

23,9 

9,3 

13,6 

6,8 

33,6 

14,9 

17,4 

31,2 

8,5 

Uni  Eropa 

23,2 

25,5 

-1.0 

1.7 

0.5 

8.4 

4,4 

2.1 

9,1 

-2.3 

Amerika  Utara 

4,9 

16,6 

1.1 

2,6 

1.7 

7,0 

5,8 

3,8 

10,2 

-0,3 

Australia- 

Selandia  Baru 

14,0 

6.0 

3,0 

8.4 

3,0 

10,6 

9,8 

8,6 

11,2 

1,7 

Wilayah  Lain 

i,3 

-3.1 

-0.4 

12.8 

1.1 

7.5 

6,3 

8.0 

8,5 

-2,8 

Seperti  disebutkan  sebelumnya,  kenaikan 
ini  lebih  dipengaruhi  oleh  keunggulan  kom- 
paratif  Indonesia  yang  cenderung  pada  ber- 
limpahnya  tenaga  kerja  serta  sumber  daya 
alam.  Tetapi  pada  produk-produk  pertani- 
an  olahan,  Indonesia  akan  mengalami  penu- 


runan  ekspor,  sementara  ekspor  dari  negara 
lain  meningkat  dengan  cukup  pesat.  Hal  ini 
temtama  disebabkan  oleh  tidak  adanya  pe- 
ngembangan  sektor  industri  pertanian  di  Inr 
donesia,  sehingga  walaupun  Indonesia  ju- 
ga  mempunyai  keunggulan  komparatif  di 
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sektor  ini,  namun  tidak  dapat  memperoleh 
keuntungan  dari  liberalisasi  perdagangan. 

Ketergantungan  Indonesia  pada  impor 
komoditas  pertanian  terlihat  dengan  jelas. 
Konsumsi  beras  yang  berasal  dari  impor 
naik  sebesar  15,55  persen,  begitu  pula  ko- 
moditas pertanian  lain  seperti  gandum  dan 
kacang-kacangan  yang  naik  hingga  17,08; 
persen.  Seiring  dengan  kenaikan  ekspor  dan 
outputnya,  industri  tekstil  mengalami  ke- 
naikan impor  yang  cukup  signifikan,  wa- 
laupun  sebeliunnya  tarif  untuk  komoditas 
ini  tidak  terlampau  tinggi.  Hal  ini  temta- 
ma  karena  sebagian  bahan  baku  industri 
tekstil  Indonesia  juga  berasal  dari  impor,  se- 
hingga  dengan  adanya  liberalisasi  perda- 
gangan impor  untuk  komoditas  ini  pun 
akan  meningkat. 

Thailand  sebagai  salah  satu  'negara  ang- 
gota  ASEAN  yang  masih  menetapkan  tarif 
impor  tinggi  juga  mengalami  kenaikan  im- 
por yang  cukup  sigiiifikan  untuk  hampir 
selmnih  komoditas.  Kenaikan  terbesar  terja- 
di  pada  produk-produk  pertanian  baik  yang 
diolah  maupun  bukan  olahan.  Ini  dapat  di- 
pahami  karena  sebelum  liberalisasi,  komo- 
ditas-komoditas  tersebut  mempunyai  tingkat 
proteksi  yang  cukup  tinggi. 

Secara  keseluruhan  perdagangan  inter- 
nasional  akan  meningkat  dengan  adanya 
liberalisasi  perdagangan.  Tetapi,  dengan  di- 
bentuknya  AFTA  sebagai  blok  perdagang- 
an, perubahan  pola  perdagangan  iiii  ke- 
mungkinan  besar  diikuti  juga  dengan  trade 
diversion.  Kenaikan  perdagangan  antarne- 
gara  ASEAN  meningkat  lebih  pesat  dari- 
pada  perdagangan  dengan  negara  bukan 
anggota,  terutama  pada  komoditas-komodi- 
tas  manufaktur  yang  mendapat  percepatan 
penurunan  tarif  dalam  skema  CEPT. 
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Kesimpulan 

Studi  ini  memperkirakan  dampak  liberali- 
sasi perdagangan  terhadap  perubahan  ke- 
sejahteraan  ekonomi,  output  sektoral  dan 
pola  tenaga  kerja  di  ASEAN.  Hasil  studi 
menunjukkan  bahwa  dengan  lebih  terbi^ 
kanya  perdagangan  internasional  akan  di- 
peroleh  tambahan  kesejahteraan  ekonomi 
yang  semakin  tinggi.  Negara-negara  yang 
bergabung  dalam  APEC  dan  AFTA  akan 
mendapatkan  manfaat  tambahan  dari  libe- 
ralisasi, tetapi  tanpa  bergabung  dengan 
WTO,  keuntungannya  akan  sedikit  saja. 
Studi  ini  juga  menunjukkan  bahwa  pengu- 
rangan  distorsi  domestik  juga  memberikan 
manfaat  yang  besar  bagi  negara  yang  men» 
jalankan  liberalisasi. 

Implementasi  dari  AFTA  sebagai  blok 
perdagangan  akan  memberikan  hasil  yang 
sedikit  saja.  Dengan  ikut  berpartisipasi  da- 
lam WTO  dan  APEC,  keuntungan  yang  di- 
peroleh  adalah  US$3,9  milyar,  yang  berar- 
ti  terdapat  penambahan  sebesar  US$242  ju- 
ta  dari  keuntungan  yang  diperoleh  tanpa 
adanya  AFTA.  Tetapi  keuntungan  ini  akan 
menjadi  US$12  milyar  seandainya  AFTA 
tidak  menjadi  blok  perdagangan,  melain- 
kan  berlaku  pula  untuk  negara  bukan  ang- 
gota ASEAN.  Ini  menunjukkan  bahwa  ke- 
untungan yang  lebih  besar  akan  didapat- 
kan  jika  liberalisasi  diberlakukan  secara  ter- 
buka  dibandingkan  bila  menciptakan  blok 
perdagangan. 

Sektor  manufaktur  di  negara-negara 
ASEAN  diharapkan  akan  mendapat  banyak 
manfaat  dari  liberalisasi,  dan  sumber  daya 
akan  berpindah  dari  sektor  primer  seperti 
pertanian  dan  pertambangan  ke  sektor  ma- 
nufaktur. Ekspansi  di  sektor  manufaktur  akan 
meningkatkan  permintaan  terhadap  tenaga 
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keija  dan  menyebabkan  perpindahan  sum- 
ber  daya.  Ekspansi  tersebut  berbeda^beda 
antarnegara.  Indonesia  sebagai  negara  yang 
memiliki  tenaga  kerja  berlimpah  akan  men- 
dapat  manfaat  lebih  banyak  daripada  in- 
dustri  yang  padat  kaiya,  sementara  negara 
ASEAN  lainnya  seperti  Malaysia  dan  Thai- 
land lebih  tergantung  pada  industri  padat 
modal.  Hasil  studi  ini  juga  menunjukkan 
bahwa  transformasi  tenaga  kerja  dari  sek- 
tor  pertanian  ke  manufaktur  di  Indonesia 
lebih  lambat  dibandingkan  dengan  di  ne- 
gara lain. 

Studi  ini  juga  menunjukkan  terjadinya 
kenaikan  yang  cukup  pesat  pada  perda- 
gangan  dunia.  Pelaksanaan  AFTA  sebagai 
blok  perdagangan  akan  sangat  meningkat- 
kan  perdagangan  antarnegara  anggota  se- 
bagai akibat  dari  trade  creation  dan  trade 
diversion.  Secara  keseluruhan  ada  indika- 
si  bahwa  dengan  liberalisasi  maka  perda- 
gangan intraindustri  akan  semakin  domi- 
nan,  karena  liberalisasi  mendorong  diferen- 
siasi  produk. 
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Situasi  Ketenagakerjaan 
di  Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI) 

JB.  Widodo  dan  Soewartoyo 

Pembangunan  di  wilayah  Indonesia  Timur  selcana  Pelita  IV  dan  V,  telah  membawa  kon- 
tribusi  cukup  besar  bagi  pembangunan  nasional.  Ini  dibuktikan  dengan  laju  pertumbuhan 
ekonomi  di  KTI  sekitar  8-10  persen  per  tahun.  Namun  demikian  terdapat  ketimpangan  pem- 
bangunan ekonomi  antarpropinsi  maupun  antarwilayah  dalam  satu  kawasan  di  KTI.  Hal 
ini  sangat  dipengaruhi  oleh  perbedaan  geografis  maupun  potensi  ekonomi  di  masing-masing 
wilayah  tersebut. 

Di  samping  itu  meningkatnya  angkatan  kerja  di  satu  pihak  dan-  keterbatasan  kesem- 
patan  kerja  di  pihak  lain,  menyebabkan  terjadinya  ketimpangan  antara  penawaran  dan 
permintaan  tenaga  kerja.  Hal  tersebut  menyebabkan  terjadinya  peningkatan  pengangguran 
dan  setengah  penganggur  terutama  di  kalangan  angkatan  kerja  berusia  muda,  berpendidik- 
an  dan  tenaga  kerja  perempuan. 

Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pembangunan  ekonomi  makro  yahg  lebih 
berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  telah  menciptakan  dualisme  struktur  ekonomi 
yang  timpang  antara  sektor  modern  dan  sektor  tradisional,  baik  dalam  menciptakan  la- 
pangan  kerja  maupun  distribusi  pendapatan. 


Pendahuluan 

PEMBANGUNAN  di  Indonesia  di- 
arahkan  untuk  mencapai  tingkat 
kesejahteraan  dan  pemerataan  eko- 
nomi yang  diharapkan  demi  terwujudnya 
kualitas  manusia  dan  kualitas  masyarakat 
yang  maju.  Faktor  perkembangan  ekonomi 
banyak  ditentiikan  oleh  tiga  faktor  produk- 
si  yaitu  sumber  daya  modal,  tanah  dan  sum- 
ber  daya  manusia  yang  tersedia.  Perkem- 
bangan hasil  pembangunan  yang  telah  di- 
capai  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  ma- 
sih  ada  kesenjangan  antara  di  Kawasan  Ti- 
mur Indonesia  (KTI)  dan  Kawasan  Barat 


Indonesia  (KBI);  dalam  hal  ini,  KTI  masih 
relatif  tertinggal  dibandingkan  dengan  KBI 
dilihat  dari  aspek  sumber  daya  manusia  ter- 
utama kehidupan  ekonomi,  pendidikan  dan 
kesehatan  (PPT-LM,  1995). 

Di  lain  pihak,  KTI  menyimpan  berba- 
gai  keunggulan  untuk  diberdayakan.  Na- 
mun demikian,  tidak  berarti  bahwa  tidak 
ditemui  berbagai  kendala.  Beberapa  ken- 
dala  tersebut  di  antaranya  adalah,  keadaan 
topografi  (terdiri  dari  kepulauan)  dan  juga 
terbatasnya  investasi  (baik  PMA  maupun 
PMDN)  yang  masuk  di  kawasan  itu.  Di 
samping  itu  adanya  berbagai  masalah  ke- 
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tenagakerjaan  juga  merupakan  kendala 
yang  penting  untuk  diperhatikan. 

Tulisan  ini  tidak  bermaksud  untuk  me- 
mecahkan  masalah  atau  menghapus  ham- 
batan-hambatan  secara  langsung,  namun 
lebih  memberikan  suatu  analisis  deskriptif 
yang  terpusat  kepada  aspek  ketenagaker- 
jaan  di  KTI.  Dengan  demikian  tulisan  ini 
mencoba  mengajukan  alternatif  tidak  lang- 
sung terhadap  masalah  pembangunan.  Ba- 
nyak  sudah  informasi  dan  analisis  ten- 
tang  kondisi  ketenagakerjaan  di  KTI  yang 
dikemukakan  oleh  para  pengamat,  namun 
tampaknya  belum  bisa  menyentuh  perma- 
salahan  masyarakat  yang  sifatnya  lebih 
terinci  dan  mendalam.' 

Tulisan  ini  akan  menggambarkan  per- 
kembangan  aspek  ketenagakerjaan  dengan 
mengambil  dua  periode  waktu,  yakni  data 
Supas  1995  dan  hasil  Sensus  1990.  Meski- 
pun  demikian  penulis  menyadari  bahwa  ke- 
dua  jenis  sumber  tersebut  hendaknya  di- 
lihat  tidak  dalam  suatu  garis  linier  {trend). 
Pembangunan  di  wilayah  Indonesia  Timur 
selama  Pelita  IV  dan  V  membawa  kontribu- 
si  cukup  besar  bagi  pembangunan  nasio- 
nal.  Ini  dibuktikan  dengan  laju  pertumbuh- 
an  ekonomi  sekitar  8-10  persen  per  tahun 
di  KTI  pada  kurun  waktu  1983-1993  ke- 
cuali  di  NTT  yang  hanya  sekitar  5,7  persen 
(PDRB,  1983;  1993). 


Hasil  bahasan  ini  lebih  banyak  mendasarkan 
kepada  data  dari  laporan  Pcnclitian  PPT-LIPI  yang 
dilakukan  olch  JB.  Widodo  dan  Laila  Nagib.  Pendc- 
katan  yang  digunakan  adalah  pcndckatan  analisis 
makro  yang  bersumbcr  kepada  data  sckundor  (res- 
mi)  yang  dipubiikasikan  olch  Biro  Pusat  Statistik 
(BPS).  Untuk  mencapai  sasaran  yang  optimal  para 
penulis  juga  melengkapinya  dengan  hasil  kajian 
sosia!  yang  bersifat  kuaiitatif.  Hal  ini  dimaksudkan 
untuk  mcnangkap  makna  dari  data  sckunder  yang 
tcrscdia. 


Berbagai  kegiatan  pembangunan  yang 
telah  dilaksanakan,  seperti  pembangunan 
prasarana  perhubungan,  irigasi,  dan  berba- 
gai sarana  sosial,  telah  memperlancar  ke- 
giatan ekonomi  dan  sosial  di  KTI.  Namun 
kendala  yang  ada  seperti  faktor  geografis, 
dan  wilayah  yang  terdiri  dari  kepulauan, 
menyebabkan  kegiatan  lebih  terfokus  ke 
pusat-pusat  pembangunan  sehingga  tam- 
pak  belum  merata  ke  semua  daerah  di  ka- 
wasan  itu.  Kondisi  fisik  tersebut  merupakan 
hal  yang  sangat  alami,  yang  sering  diang- 
gap  sebagai  salah  satu  penyebab  keterting- 
galan  KTI,,  teratama  apabila  dibandingkan 
dengan  wilayah-wilayah  di  Indonesia  Barat. 
Kelemahan  lain  yang  melekat  kepada  kuali- 
tas  SDM  di  KTI  adalah  rendahnya  tingkat 
pendidikan  dan  tingkat  kesehatan  pendu- 
duknya.  Keterbatasan  yang  disebabkan  oleh 
kondisi  geografis  sangat  menyulitkan  pe- 
nyebaran  berbagai  sarana  untuk  menunjang 
kualitas  pendidikan  dan  tingkat  kesehatan 
penduduk. 

Ada  sembilan  propinsi  yang  diambil  se- 
bagai sampel  dalam  tulisan  ini.  Kesembilan 
propinsi  tersebut  adalah  Irian  Jaya,  Malu- 
ku, Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Tengah,  Sula- 
wesi Tenggara,  Sulawesi  Selatan,  Timor  Ti- 
mur, Nusa  Tenggara  Timur  dan  Nusa  Teng- 
gara Barat.  Sementara  itu,  angkatan  kerja  di- 
definisikan  sebagai  penduduk  usia  10  ta- 

2 

hun  ke  alas.    Hal  lain  yang  perlu  diperhati- 
kan adalah  bahwa  prediksi  terhadap  kondisi 
"resesi  ekonomi"  belum  diccrmati  secara  khu- 
sus  dalam  paparan  ini.  Namun  tampaknya 


Pada  kcnyataannya  banyak  penduduk  pada  kc- 
lompok  usia  tersebut  yang  masuk  kc  dalam  angkat- 
an kerja  meskipun  sekarang  telah  dicanangkan  pro- 
gram wajib  bclajar  lima  tahun  yang  berarli  bahwa 
secara  formal  usia  10  tahun  tcrmasuk  dalam  pro- 
gram wajib  bclajar  tersebut. 
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Grafik  1 


LAJU  PERTUMBUHAN  ANGKATAN  KERJA  DI  WILAYAH  INDONESIA  TIMUR, 

1980-1995  (dalam  persen) 


Persen 


Propinsi 


ESLPA  1980/90 


I  LPA  1990/95 


Sumber.  Diolah  oleh  PPT-LIPI  dari  BPS,  Sensus  1980;  Sensus  1990;  dan  Supas  1995. 


kesulitan  akses  lebih  kelihatan  nyata  kare- 
na  pondasi  ekonomi  yang  diduga  rapuh. 


Pertumbuhan  Penduduk  dan  Ke- 
tenagakerjaan 

Pertumbuhan  angkatan  kerja  yang  re- 
latif  tinggi  di  KTI  saat  ini  tidak  dapat  di- 
pisahkan  dari  laju  pertumbuhan  penduduk 
di  masa  lalu.  Meskipun  laju  pertumbuhan 
penduduk  mulai  menurun,  pertumbuhan 
angkatan  kerja  di  KTI  masih  relatif  tinggi 
karena  adanya  angkatan  kerja  baru,  yaitu 
penduduk  usia  10  tahun  ke  atas,  yang  me- 
masuki  pasar  kerja  (lihat  Grafik  1). 

Laju  pertumbuhan  penduduk  pada  ku- 
run  waktu  1980-1990  di  wilayah  Indonesia 
Timur  secara  keseluruhan  lebih  tinggi  dari- 
pada  rata-rata  nasional,  yaitu  di  atas  2  per- 


sen. Sedangkan  daerah  yang  laju  pertum- 
buhaimya  relatif  rendah  merupakan  prp- 
pinsi  pengirim  migran  keluar,  seperti  Nusa 
Tenggara  Barat,  Nusa  Tenggara  Timur,  Sula- 
wesi Utara  dan  Sulawesi  Selatan.  Demikian 
pula  pada  kurun  waktu  berikutnya  (1990- 
1995),  beberapa  propinsi  yang  laju  pertum- 
buhan penduduknya  lebih  tinggi  daripada 
laju  pertumbuhan  rata-rata  nasional,  yaitu 
Sulawesi  Tenggara  (3,3  persen),  Irian  Jaya 
(3,3  persen),  Timor  Timur  (2,3  persen),  Su- 
lawesi Tengah  (2,5  persen),  Maluku  (2,3 
persen). 

Pada  Grafik  1  terlihat  bahwa  di  semua 
propinsi  di  KTI  laju  pertumbuhan  angkat- 
an kerja  cukup  besar.  Pada  kurun  waktu 
1980-1990  rata-rata  pertumbuhan  angkatan 
kerja  di  semua  propinsi  di  KTI  adalah  di 
atas  3  persen,  bahkan  di  Propinsi  Sulawesi 
Tenggara  mencapai  11  persen  dan  di  Pro- 
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pinsi  Irian  Jaya  mencapai  6,5  persen.  Ting- 
ginya  angka  ini  kemungkinan  besar  dipe- 
ngaruhi  oleh  penempatan  transmigran  di 
kedua  daerah  tersebut  serta  migran  spontan 
yang  datang  dan  masuk  ke  Propinsi  Irian 
Jaya,  Sulawesi  Tenggara,  dan  Maluku.  Pada 
kurun  waktu  1990-1995,  laju  pertumbuhan 
angkatan  kerja  di  Propinsi  Nusa  Tenggara 
Timur  dan  Timor  Timur  menunin,  yaitu  hing- 
ga  di  bawah  3  persen.  Hal  ini  diduga  ka- 
rena  ketiga  propinsi  tersebut  banyak  me- 
ngirim  tenaga  kerja  ke  luar  daerah,  di  sam- 
ping  juga  karena  keberhasilan  program  ke- 
luarga  berencana  (KB). 

Dalam  hal  ini,  yang  perlu  mendapat 
perhatian  adalah  bahwa  dengan  terjadinya 
arus  migran  masuk  yang  tinggi  ke  beberapa 
propinsi  diperlukan  keseimbangan  dan  ke- 
serasian  dalam  kehidupan  sehari-hari  anta- 
ra  pendatang  dengan  penduduk  setempat, 
terutama  dalam  hubungannya  dengan  kebu- 
tuhan  untuk  mengisi  peluang  kerja.  Dengan 
demikian,  persaingan  antara  penduduk  asli 
yang  kurang  berpengalaman  dengan  pen- 
datang yang  lebih  siap  pakai  tidak  menim- 
bulkan  potensi  terjadinya  disintegrasi  antar- 
etnis.  Kasus  persaingan  kesempatan  kerja 
di  sektor  informal  banyak  dijumpai  di  be- 
berapa wilayah  seperti  di  Kota  Dili,  Mataram, 
Jayapura  dan  Ujungpandang. 


(lansia)  dengan  penduduk  usia  kerja  (15- 
65  tahun).  Penduduk  usia  kerja  merupakan 
kelompok  usia  yang  lebih  produktif  diban- 
dingkan  dengan  kedua  kelompok  umur  di 
bawah  maupun  di  atasnya.  Makin  besar  ke- 
lompok usia  kerja  berarti  beban  tanggung- 
an  makin  berkurang.  Dengan  kata  lain,  pe- 
menuhan  kebutuhan  penduduk  sangat  ter- 
gantung  pada  hasil  kegiatan  angkatan  ker- 
ja yang  produktif. 

Pada  Grafik  2  dapat  dilihat  bahwa  ber- 
dasarkan  hasil  Sensus  1990  dan  Supas  1995 
angka  beban  tanggungan  di  KTI  dalam  ku- 
run  waktu  lima  tahun  terakhir  semakin  me- 
nurun  meskipun  masih  di  atas  rata-rata  na- 
sional,  kecuali  untuk  Sulawesi  Utara.  Ke- 
cenderungan  meningkatnya  usia  kerja  di 
masing-masing  propinsi  menyebabkan  ni- 
lai  rasio  beban  tanggungan  semakin  ren- 
dah,  kecuali  di  propinsi  termuda  Indone- 
sia, Timor  Timur,  sebesar  81,7  persen.  Jni 
berarti  bahwa  penduduk  usia  kerja  di  Ti- 
mor Timur  menanggung  beban  tanggung- 
an yang  sangat  tinggi.  Sebaliknya,  angka 
beban  tanggungan  di  Sulawesi  Utara  rela- 
tif  rendah,  yaitu  55  persen  (1995).  Angka  be- 
ban tanggungan  yang  rendah  antara  lain 
disebabkan  oleh  rendahnya  angka  kelahir- 
an,  meningkatnya  usia  kerja,  dan  kelompok 

3 

lansia  (65+)  yang  relatif  rendah. 


Angka  Beban  Ketergantungan 

Di  samping  perkembangan  penduduk 
dan  angkatan  kerja,  menarik  pula  untuk  di- 
bahas  masalah  angka  beban  tanggungan 
per  orang.  Secara  umum  angka  beban  tang- 
gungan (ketergantungan)  adalah  rasio  an- 
tara penduduk  di  bawah  usia  kerja  (<  14 
tahun)  dan  penduduk  di  atas  usia  kerja 


^amun  Icondisi  di  atas  adalah  kondisi  pcrhi- 
tungan  yang  sifatnya  kuantitatif.  Hal  yang  juga  per- 
lu dipcrhitungkan  scbctuinya  adalah  pcrbandingan 
antara  mcrcka  yang  mcmpunyai  pckerjaan  dan  jum- 
lah  orang  yang  mcnjadi  tanggungan.  Sebab,  meski- 
pun beban  tanggungan  tidak  secara  langsung  menun- 
jukkan  kekuatan  ckonomi  rumah  tangga,  tctapi  seca- 
ra makro  pcrhitungan  ini  perlu  dimunculkan  seba- 
gai  indikator  situasi  ekonomi  kepcndudukan  di  sua- 
tu  wilayah.  Dalam  hal  ini  apabila  terjadi  pcnurunan 
angka  ketergantungan  pada  wilayah  tertentu,  berarti 
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Grafik  2 


ANOKA  BEBAN  TANGGUNGAN  DI  WILAYAH  INDONESIA  TIMUR, 
1990  DAN  1995  (dalam  persen) 


Persen 


90 
80 
70 
GO 
50 
40 
30 
20 
10- 
0 


z 

H 
CD 


i 


it 


'it'. 


CO  (A 
c  c 

E  n 

3 
U3 


Cfl 
c 


c 


ni  m 


c 


o 


Propinsi 


□  1990 


El  995 


Sumber.  Seperti  Orafik  1. 


Di  lain  pihak,  struktur  ekonomi  yang 
masih  bersifat  agraris  di  KTI  membuat  ang- 
katan  kerja  yang  tersedia  kurang  dapat  di- 
manfaatkan  bagi  lapangan  kerja  yang  lebih 
produktif  di  luar  sektor  pertanian.  Padahal, 
ketersediaan  lapangan  kerja  yang  produktif 
akan  dapat  membantu  mengurangi  angka 
beban  tanggungan  di  kawasan  itu.  Dengan 
struktur  ekonomi  yang  demikian,  jelas  bah- 
wa  pengangguran  terbuka  maupun  sete- 
ngah  penganggur  akan  menjadi  masalah 
utama  dalam  perkembangan  kependudukan 
di  KTI  pada  masa  yang  akan  datang.  Tan- 
tangannya  sekarang  adalah  bagaimana  me- 
nanggulangi  permasalahan  tersebut  demi 
terciptanya  kondisi  sosial-ekoilomi  yang 
lebih  baik  di  KTI. 


terjadi  proses  pcnurunan  angka  harapan  hidup  pcn- 
dudukdi  wilayah  tersebut. 


Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja 

Di  Indonesia,  golongan  yang  termasuk 
sebagai  angkatan  kerja  dalam  masyarakat 
ialah  mereka  yang  berusia  antara  10-64  ta- 
hun.  Walaupun  tolok  ukur  usia  antara  15j- 
64  tahun  sudah  mulai  digunakan,  dalam 
tulisan  ini  perhitungan  Tingkat  Partisipa- 
si Angkatan  Kerja  (TPAK)  masih  didasar- 
kan  pada  usia  10  tahun  ke  atas;  dengan 
asumsi  bahwa  pada  kelompok  penduduk 
usia  15  tahun  ke  bawah  khususnya  usia  10- 
14  tahun  masih  banyak  yang  melakukan 
berbagai  jenis  pekerjaan  untuk  menopang 
kebutuhan  keluarga. 

TPAK  merupakan  rasio  antara  kelom- 
pok penduduk  yang  bekerja  dan  mencari 
pekerjaan  dengan  kelompok  penduduk  usia 
kerja  (10  tahun  ke  atas).  TPAK  biasanya  di- 
pengaruhi  oleh  beberapa  faktor  antara  lain, 
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Grafik  3 


TINGKAT  PARTISIPASI  ANGKATAN  KERJA, 
1990  DAN  1995  (dalam  persen) 


Persen 


Propinsi 


Sumber.  Seperti  Grafik  1. 

umur,  jenis  kelamin,  dan  kondisi  sosial  eko- 
nomi  (pendidikan,  pendapatan,  lokasi  tem- 
pat  tinggal,  dan  sebagainya).  Perbanding- 
an  TPAK  antara  propinsi  di  KTI  menunjuk- 
kan  bahwa  selama  dekade  terakhir  ada  ke- 
cenderungan  TPAK  laki-laki  dan  perem- 
puan,  baik  di  desa  maupun  di  kota  sema- 
kin  meningkat.  Seperti  kecenderungan  pada 
umumnya,  TPAK  di  desa  lebih  tinggi  dari- 
pada  di  kota,  dan  TPAK  laki-laki  lebih  ting- 
gi daripada  perempuan. 

Faktor  utama  yang  menjadi  penyebab 
tingginya  TPAK  di  pedesaan  adalah  sifat 
pekerjaan  di  desa  yang  umumnya  tidak 
membedakan  batasan  umur,  jenis  kelamin, 
dan  tingkat  pendidikan.  Mereka  bekerja  se- 
adanya,  yang  penting  asal  dapat  memban- 
tu  mencari  nafkah  untuk  menampung  kehi- 
dupan  keluarga.  Adapun  perbedaan  TPAK 
antara  laki-laki  dan  perempuan  berkaitan 
dengan  status  laki-laki  dan  perempuan  da- 


lam  keluarga  (tenitama  di  pedesaan),  yaitu 
bahwa  laki-laki  lebih  diutamakan  dalam  ke- 
giatan  ekonomi  karena  kedudukannya  seba- 
gai  kepala  rumah  tangga  sehingga  mempu- 
nyai  tanggung  jawab  sebagai  pencari  naf- 
kah utama.  Di  lain  pihak  perempuan  pada 
umumnya  berstatus  sebagai  ibu  rumah  tang- 
ga, sehingga  pekerjaan  yang  dilakukan  di- 
anggap  sebagai  pekerjaan  sambilan.  Akan 
tetapi  kecenderungan  ini  tampak  mulai  ber- 
ubah  dalam  dekade  terakhir  ini,  yaitu  bah- 
wa perempuan  semakin  aktif  dalam  kegiat- 
an  ekonomi.  Fakta  ini  dapat  dilihat  pada 
Grafik  3  dan  4. 

Secara  regional  terdapat  kecenderung- 
an bahwa  di  beberapa  propinsi  seperti  Ma- 
luku, Sulawesi  Utara,  dan  Sulawesi  Selatan 
tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  baik  laki- 
laki  maupun  perempuan  lebih  rendah  di- 
bandingkan  dengan  rata-rata  Indonesia.  Ha- 
sil  perhitungan  HDI  (PPT-LIPI)  menunjuk- 
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Grafik  4 


TINGKAT  PARTISIPASI  ANGKATAN  KERJA  MENURUT  KOTA-DESA  DI  KTI, 
'  :        1990  DAN  1995  (dalam  person) 
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Sumber.  Seperti  Grafik  1. 


kan  bahwa  IPM  1995  di  ketiga  propinsi  ter- 
sebut  lebih  tinggi  daripada  propinsi  lain- 
nya  di  KTI.  Apabila  kembali  pada  dasar 
perhitungan  TPAK,  salah  satu  penyebab, 
rendahnya  TPAK  adalah  tingginya  parti- 
sipasi  penduduk  usia  sekolah  yang  berse- 
kolah  {school  enrollment)  di  ketiga  pro- 
pinsi tersebut  dibandingkan  dengan  pro- 
pinsi lainnya  di  KTI.  Semakin  tinggi  par- 
tisipasi  penduduk  usia  sekolah  yang  ber- 
sekolah,  maka  TPAK  cenderung  semakin 
berkurang  karena  sebagian  besar  penduduk 
usia  sekolah  belum  memasuki  pasar  kerja. 

Studi  PPT-LIPI  (1997)  menunjukkan  bah- 
wa angka  pengangguran  terbuka  menurut, 
jenis  kelamin  di  KTI  dari  tahun  ke  tahun 
cenderung  meningkat.  Pada  tahun  1995  be- 
sarnya  angka  pengangguran  terbuka  seki- 


Kecenderungan  tersebut  sesuai  dengan  persep- 
si  masyarakat  di  ketiga  propinsi  mengenai  arti  pen- 
ting  pendidikan  bagi  anak-anaknya. 


tar  4-6  persen  pada  penduduk  laki-laki;  ang- 
ka terendah  terdapat  di  NTT,  yaitu  4  per- 
sen. Pada  penduduk  perempuan  angka  ter- 
,sebut  bervariasi  sekitar  4-25  persen,  yang 
tertinggi  di  Sulawesi  Utara  (25  persen),  dan 
tiga  yang  terendah  adalah  di  NTT  (4  per- 
sen), Irian  Jaya  (6  persen)  dan  Timor  Timur 
(8  persen).  Studi  tentang  pemuda  di  KTI 
yang  dilakiikan  oleh  PPT-LIPI  juga  menun- 
jukkan pengangguran  yang  relatif  tinggi 
pada  penduduk  usia  muda  khususnya  yang 
lebih  terdidik  (Riwanto,  dkk.,  1994).  Ini  mem- 
buktikan  bahwa  tidak  ada  jaminan  semakin 
tinggi  pendidikan  akan  mempermudah  mem- 
peroleh  pekerjaan. 

Pendidikan  Angkatan  Kerja 

Meskipim  tingkat  pendidikan  masyara- 
kat di  KTI  secara  umum  meningkat  pesat 
dalam  dua  dekade  terakhir,  tetapi  sebagian 
besar  angkatan  kerjanya  masih  berpendi- 
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Grailk  5a 


PENDUDUK  BERUMUR  10  TAHUN  KB  ATAS  DI  KTI 
MENURUT  PROPINSI  DAN  PENDIDIKAN  SMP,  1995  (dalam  persen) 
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Sumber:  Seperti  Grafik  1. 


Sumber.  Scpcrti  Grafik  1 
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dikan  sekolah  dasar.  Dari  Grafik  5a  dan 
5b  terlihat  bahwa  jumlah  penduduk  yang 
dapat  menyelesaikan  tingkat  pendidikan 
SMP  ke  atas,  baik  laki-laki  maupun  perem- 
puan,  di  kota  dan  di  desa,  di  empat  propin- 
si  di  KTI,  yaitu  NTB,  NTT,  Irian  Jaya,  dan 
Tim-Tim  tergolong  relatif  rendah  diban- 
dingkan  dengan  propinsi-propinsi  lain  di 
Indonesia  secara  keselunihan.  Demikian  pu- 
la  rata-rata  pencapaian  SMP  ke  atas  untuk 
perempuan  lebih  rendah  daripada  laki-laki 
(laki-laki  mencapai  di  bawah  30  persen  se- 
dangkan  perempuan  di  bawah  20  persen). 

Ketimpangan  tingkat  pendidikan  an- 
tara  penduduk  kota  dan  desa  terlihat  dari 
fakta  bahwa  persentase  penduduk  kota  yang 
dapat  mengenyam  pendidikan  SMP  ke 
atas  dua  kali  lipat  lebih  besar  dibanding- 
kan  dengan  penduduk  desa.  Penyebab  uta- 
manya  adalah  rendahnya  fasilitas  pendi- 
dikan di  tingkat  pedesaan,  khususnya  di 
beberapa  pedesaan  di  Irian  Jaya  dan  Timor 
Timur.  Tentu  saja  fakta  ini  banyak  kaitan- 
nya  dengan  faktor  lain,  antara  lain  jang- 
kauan  transportasi  yang  masih  rendah. 
Yang  menarik  adalah  bahwa  pada  tahun 
1995  penduduk  laki-laki  maupun  perem- 
puan di  setiap  propinsi  di  KTI  menunjuk- 
kan  persentase  yang  hampir  sama  dalam 
hal  pencapaian  pendidikan.  Hal  ini  menun- 
jukkan  bahwa  rata-rata  penduduk  laki-laki 


Secara  keselunihan  penduduk  perkotaan  rela- 
tif memperoleh  lebih  banyak  kescmpatan  menge- 
nyam pendidikan  lanjutan  dibandingkan  dengan  pen- 
duduk desa,  terutama  di  Sulawesi  Utara,  Maluku,  dan 
Irian  Jaya.  Menurut  sejarahnya,  Maluku  dan  Sula- 
wesi Utara  dikenal  maju  di  bidang  pendidikan  sejak 
jaman  Penjajahan  Belanda,  karena  berkaitan  de- 
ngan misi  penyebaran  agama  Kristen.  Sampai  seka- 
rang  kedua  propinsi  tersebut  tetap  mcnduduki  po- 
sisi  teratas  dibandingkan  dengan  propinsi-propinsi 
lain  di  KTI  (Nagib,  dkk.  dalam  Jones  and  Raharjo 
[eds.],  1995). 


maupun  perempuan  sudah  mempunyai  hak 
yang  sama  dalam  hal  pendidikan,  kecuali 
untuk  pendidikan  yang  lebih  tinggi  teru- 
tama di  propinsi-propinsi  yang  tergolong 
masih  tertinggal  seperti  NTB,  NTT,  Tim- 
Tim  dan  Irian  Jaya. 

Yang  masih  menjadi  masalah  adalah  me- 
nyesuaikan  pendidikan  dengan  pekerjaan 
yang  tersedia.  Kelemahan  utama  di  KTI 
adalah  sangat  kurangnya  pendidikan  ke- 
juruan.  Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Prof. 
Amiruddin  (anggota  Dewan  KTI),  pendi- 
dikan di  KTI  hingga  saat  ini  belum  me- 
ngarah  pada  kepentingan  daerah  dan  wir 
layah  (Kompas,  16-5-1994).  Usaha  pengem- 
bangan  aspek  ketenagakerjaan  dan  pendi- 
dikan di  KTI  dilakukan  dengan  program 
Link  and  Match,  meskipun  program  terse- 
but perlu  dilaksanakan  dengan  berbagai 
pendekatan  seperti  yang  telah  dilakukan 
dengan  program  penyelenggaraan  Pendi- 
dikan Sistem  Ganda  (PSG)  yang  telah  ber- 
laku. 


Situasi  Ketenagakerjaan  dan  Upah 
Minimum  Regional 

Tabel  1  menunjukkan  alokasi  penduduk 
yang  bekerja  menurut  lapangan  usaha  da- 
lam satu  setengah  dekade  terakhir.  Pendu- 
duk yang  bekerja  menurut  lapangan  usa- 
ha sangat  erat  kaitannya  dengan  besarnya 
TPAK  yang  terjadi  pada  tahun  yang  ber- 
sangkutan.  Pengelompokan  menurut  tiga 
pekerjaan  utama  sangat  berguna  untuk  me- 
nelusuri  sifat  pekerjaan  pada  sektor  dan  je- 
nis  tertentu. 

Pekerjaan  di  sektor  pertanian  biasanya 
melibatkan  anggota  rumah  tangga.  Pada 
sektor  dan  jenis  pekerjaan  yang  relatif 
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label  1 


DIS.TR1BUSI  TENAGA  KERJA  MENURUT  PROPINSI  DAN  LAPANGAN  USAHA  DI  KTI 

1990  DAN  1995  (dalam  persen) 


Propinsi 

Pertanian 

Industri 

Jasa 

1990 

1995 

1990 

1995 

1990 

1995 

Nusa  Tenggara  Barat 

Ol,8 

17,0 

11,2 

28.2 

17,0 

Nusa  Tenggara  Timur 

80,5 

78,2 

10,0 

6,8 

10,5 

15,0 

Timor  Timur 

78,5 

75,2 

7,5 

4,8 

14,0 

17,14 

Sulawesi  Utara 

62,5 

53,3 

11,5 

11,0 

26,0 

35,5 

Sulawesi  Tengah 

67,5 

56,9 

6,7 

10,0 

25,8 

33,1 

Sulawesi  Selatan 

65,8 

57,7 

14,0 

10,2 

20,2 

32,1 

Sulawesi  Tenggara 

68,0 

61,8 

6.2 

7,8 

25,8 

30,4 

Maluku 

62,9 

64.0 

11,5 

8.8 

25,6 

27,2 

Irian  Jaya 

72,8 

74,7 

8,5 

5,8 

18.7 

19,5 

INDONESIA^  j,f 

50,0 

43,9 

14.5 

18,4 

35,5 

37,2 

Sumber.  BPS,  Sensus  Penduduk  1990;  dan  Supas  1995. 


tradisional,  terutama  di  pedesaan,  pelibat- 
an  anggota  rumah  tangga  baik  pekerja 
laki-laki  maupun  perempuan  rata-rata  men- 
capai  di  atas  50  persen.  Di  lain  pihak,  pada 
pekerjaan  yang  relatif  modem  terdapat  le- 
bih  banyak  tenaga  kerja  yang  berstatus 
buruh  atau  karyawan.  Umumnya  mereka 
berada  di  sektor  industri  yang  kondisinya 
berfluktuasi  sekitar  10  persen  atau  lebih. 

Proporsi  tenaga  kerja  di  sektor  jasa  me- 
ngalami  peningkatan  antara  tahun  1990- 
1995  di  hampir  semua  propinsi,  terutama 
propinsi-propinsi  di  Sulawesi  di  mana  ang- 
ka  rata-ratanya  mencapai  di  atas  30  persen. 
Sektor  jasa  merupakan  alternatif  utama 
yang  bisa  menyerap  tenaga  kerja  dari  sek- 
tor pertanian.  Hal  ini  sekaligus  menggam- 
barkan  bahwa  terjadi  pergeseran  proporsi 
tenaga  kerja  menurut  lapangan  usaha.^ 

Secara  spesifik,  berdasarkan  hasil  Su- 
pas 1995,  dapat  dilihat  bahwa  sumber  pen- 
dapatan  utama  penduduk  yang  bekerja  di 


KTI  adalah  pertanian  (perkebunan,  peter- 
nakan  dan  perikanan),  yaitu  berkisar  an- 
tara 40-70  persen  (Grafik  6).  Hal  ini  teru- 
tama karena  adanya  lahan  yang  sangat  po- 
tensial  untuk  ketiga  usaha  subsektor  ter- 
sebut.  Bahkan  beberapa  komoditas  ung- 
gulan  yang  berorientasi  ekspor  seperti  ikan 
beku  di  Sulawesi  dan  Maluku,  mete  di  Ken- 
dari  dan  coklat  di  Irian  Jaya  potensial  un- 
tuk dikembangkan. 

Sektor-sektor  lain  yang  menjadi  sum- 
ber penghasilan  utama,  khususnya  bagi 
penduduk  di  perkotaan,  adalah  sektor  ba- 
ngunan,  perdagangan  eceran,  dan  pemerin- 
tahan.  Sementara  itu,  sektor  pertambangan 
dan  penggalian  yang  memberikan  kontri- 
busi  devisa  yang  tinggi  terhadap  PDRB  ter- 
nyata  tidak  memberi  kontribusi  langsung 
terhadap  pendapatan  masyarakat.  Dengan 
demikian,  peningkatan  sektor  nonpertanian 
di  KTI  kurang  diimbangi  dengan  pening- 
katan kesempatan  kerja.  Oleh  karena  itu, 
sektor  pertanian  letap  dominan,  khusus- 


Beberapa  pengamat  menyatakan  bahwa  tcrja- 
dinya  pergeseran  lapangan  kerja  secara  agrcgat  dari 
sektor  pertanian  ke  sektor  jasa  atau  industri  adalah 


suatu  pertanda  terjadinya  perkcmbangan  kehidupan 
yang  mcngarah  ke  kehidupan  modern. 
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Grafike 

DISTRIBUSI  TENAGA  KERJA  MENURUT  PROPINSI  DAN  LAPANGAN  USAHA  DI  KTI,  1995 


Persen 


□  Pertanian  1 995 
■  Industri19g5 

□  Jasa1995 


Propinsi 


Sumber.  Diolah  oleh  PPT-LIPI  dan  BPS,  Supas  1995. 


nya  dalam  hal  penyerapan  angkatan  kerja, 
sementara  sumbangannya  terhadap  PDRB 
mulai  menunin,  karena  ada  pergeseran  ke 
arah  sektor  modem  tenitama  di  perkotaan. 

Berbeda  dengan  sektor  jasa  yang  pe- 
rannya  makin  meningkat  dalam  hal  penye- 
rapan tenaga  kerja  dari  tahun  1990  hing- 
ga  1995,  sektor  industri  cenderung  menun- 
jukkan  penurunan  di  hampir  semua  pro- 
pinsi. Keadaan  ini  berbeda  dengan  perkem- 
bangan  secara  nasional,  di  mana  peran  sek- 
tor industri  dalam  menampung  limpahan 
tenaga  kerja  dari  sektor  pertanian  makin  me- 
ningkat. 

Sumber  pendapatan  tenaga  kerja  di  sek- 
tor industri  biasanya  diatur  dengan  upah 
minimum  regional  (UMR)  yang  besarnya 
berbeda  menurut  wilayah  masing-masing. 
Penetapan  upah  minimum  diharapkan  mam- 
pu  menciptakan  pemerataan  pendapatan 
yang  pada  gilirannya  dapat  berpengaruh 


kepada  peningkatan  produktivitas  pekerja. 
Oleh  sebab  itu,  besarnya  upah  minimum 
idealnya  sebanding  dengan  kebutuhan  fi- 
sik  minimum  (KFM)  pekerja  agar  pekerja 
dapat  memelihara  kebutuhan  fisik  dan  men- 
talnya,  karena  mereka  merupakan  salah  sa- 
tu  faktor  produksi  (Tjiptoherijanto,  1994; 
1996). 

Dari  data  perbandingan  UMR  dengan 
KFM  (Tabel  2),  terlihat  bahwa  dari  kesem- 
bilan  propinsi  di  KTI,  Sulawesi  Tenggara 
merupakan  satu-satunya  propinsi  yang  bi- 
sa  mencapai  keseimbangan  antara  UMR 
dan  KFM  (dengan  nilai  rasio  UMR/KFM 
sebesar  106).  Hal  ini  antara  lain  karena  ni- 
lai KFM  propinsi  tersebut  paling  rendah, 
yang  mungkin  mencerminkan  biaya  hidup 
yang  relatif  rendah  di  propinsi  tersebut. 
Sebaliknya,  propinsi  yang  keseimbangan 
antara  UMR  dan  KFM-nya  paling  rendah 
adalah  Nusa  Tenggara  Barat,  yaitu  sebesar 
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label  2 


UPAH  MINIMUM  .  REGIONAL  (UMR)  DAN  KEBUTUHAN  FISIK  MINIMUM  (KFM)  DI  KTI 

MENURUT  PROPINSI,  1994-1995  (dalam  Rp) 


Propinsi 

1994 

1995 

UMR 

KFM 

UMR/KFM 

UMR 

KFM 

UMR/KFM 

Nusa  Tenggara  Timur 
Timor  Timur 
Sulawesi  Utara 
Sulawesi  Tengah 
Sulawesi  Tenggara 
Maluku 
Irian  Jaya 
INDONESIA 


2350 
2500 
3000 
2700 
2300 
2800 
3100 
4500 
3129 


3807 
2959 
4511 
3093 
3142 
2898 
4124 
4625 


62 
84 
67 
88 
73 
97 
75 
97 


2950 
2500 
z3m 
2700 
2800 
3350 
3800 
4500 
3710 


4150 
3224 
4917 
3350 
3425 
3159 
4495 
5041 


71 
78 
77 
81 
83 
106 
85 
89 


Sumber:  Analisis  CSIS,  XXII,  No.  3,  1994;  PPT-LIPI  diolah  daii^upas  1995. 


62  (1994)  dan  71  (1995).  Padahal  sebagian 
besar  penduduk  di  propinsi  tersebut  be- 
kerja  di  sektor  pertanian;  ini  berarti  upah 
minimum  belum  mampu  memenuhi  kebu- 
tuhan  hidup  penduduk  setempat  semen- 
tara  jumlah  pekerja  yang  sudah  mendapat 
upah  di  atas  UMR  baru  mencapai  39,8  per- 
sen  (Widodo,  1998). 

Memang,  banyak  kasus  yang  teijadi  di 
mana  upah  buruh  riil  di  beberapa  wilayah 
masih  berada  di  bawah  upah  minimum 
yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Dalam 
beberapa  kasus  yang  ditemui  di  beberapa 
daerah  di  KTI  seperti  di  Mataram,  Jaya- 
pura  maupun  Dili  alasan  yang  dikemuka- 
kan  oleh  pengusaha  sering  bersifat  kon- 
vensional,  yaitu  bahwa  kualitas  pekerja 
masih  dinilai  rendah. 

Mobilitas  Penduduk  dan  Angkatan 
Kerja 

Sebagai  akibat  kebijakan  dan  strategi 
ekonomi  makro,  hampir  semua  wilayah  di 
KTI  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  yang 
relatif  tinggi  dalam  dekade  terakhir  ini.  Be- 


berapa usaha  skala  besar  telah  berkembang 
di  wilayah-wilayah  tertentu.  Hal  ini  dapat 
menciptakan  kantong-kantong  ekonomi  ba- 
ru, sehingga  menjadi  daya  tarik  bagi  mi- 
gran  dari  KTI  atau  daerah  lain  dalam  rang- 
ka  mencari  lapangan  kerja.  Kendari  dengan 
perusahaan  Bakrie  yang  bergerak  dalam  in- 
dustri  batu  pualam,  Irian  Jaya  dan  NTB  de- 
ngan kegiatan  penambangan  emasnya  akan 
banyak  menyerap  tenaga  kerja  dari  ber- 
bagai  daerah.  Oleh  karena  bagian  terbesar 
dari  penduduk  yang  bermigrasi  umum- 
nya  berusia  produktif  (10  tahun  ke  atas), 
maka  pola  mobilitas  penduduk  ke  KTI 
juga  merupakan  usia  pendatang  yang  ber- 
kategori  angkatan  kerja.  Mobilitas  pendu- 
duk di  KTI  terjadi  baik  antarpropinsi  di 
KTI,  maupun  antara  KTI  dengan  KBI.^  Se- 
bagai contoh,  beberapa  usaha  perhotelan 
di  Mataram  banyak  menggunakan  tenaga 
kerja  terampil  yang  didatangkan  dari  KBI. 
Di  Ujungpandang,  sebagian  besar  tenaga 


Banyak  temuan  penelitian  menunjukkan  bah- 
wa mobilitas  penduduk  ke  KTI  berkaitan  dengan 
upaya  mencari  pekerjaan  (Nagib,  dkk.,  1996;  Bandi- 
yonb  dan  Makmuri,  1994;  Soewartoyo,  1996). 
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label  3 

DISTRIBUSI  PENDUDUK  LIMA  TAHUN  KE  ATAS  MENURUT  TEMPAT  TINGGAL  SEKARANG 
DAN  SEBELUMNYA  DI  KTI,  1990  DAN  .1995  (dalam  persen) 

Tempat  Tinggal   


Propinsi  ^BI 


k   1  UJJllldl 

Sekaranc 

Sebelumnya 

Sekarang 

Sebelumnya 

Tahun  1990 

3,0 

Nusa  Tenggara  Barat 

9,8 

7,8 

5,5 

Nusa  Tenggara  Timur 

7,6 

4,3 

6,7 

Timor  Timur 

3,3 

2,0 

1,4 

6,7 

Sulawesi  Utara 

8,6 

8,6 

11,3 

7,6 

Sulawesi  Tengah 

4,9 

15,8 

7,1 

19,0 

Sulawesi  Selatan 

46,6 

23,4 

41,0 

15,3 

Sulawesi  Tenggara 

5.9 

11,7 

12,5 

19,8 

Maluku 

6,4 

10,2 

9,4 

13,9 

Irian  Jaya 

6,9 

16,2 

5,1 

14,2 

Total 

1  no  0 

100,0 

100,0 

(Jiwa) 

4j4.z/1 

QAA  71  fl 

SnS  704 

805  704 

("68") 

Tahun  1995 

Nusa  Tenggara  Barat 

9,0 

9,1 

4,8 

2,5 

Nusa  Tenggara  Timur 

9,2 

4,3 

A  7 

6,/ 

"5  fit 

Timor  Timur 

1,8 

2,2 

1,1 

5,2 

Sulawesi  Utara 

11,0 

5,0 

12,8 

5,0 

Sulawesi  Tengah 

2,3 

17,9 

5,1 

22,3 

Sulawesi  Selatan 

46,9 

26,1 

44,1 

15,9 

Sulawesi  Tenggara 

4,3 

13,0 

12,3 

19,0 

Maluku 

9,2 

6,7 

9,0 

11,9 

Irian  Jaya 

6,2 

15,7 

4,1 

14,6 

Total 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

(Jiwa) 

883.203 

915.318 

958.437 

958.487 

(48) 

(52) 

Sumber.  Sensus  1990,  Supas  1995,  dikutip  dari  Aswatini  dan  Haning  (1989). 


kerja  di  bidang  perhotelan  dan  tenaga  ker- 
ja  kasar  umumnya  berasal  dari  Flores  dan 
Tanah  Toraja. 

Gambaran  mobilitas  penduduk  dalam 
lima  tahun  terakhir  (1990-1995)  dapat  di- 
lihat  pada  Tabel  3.  Pada  label  tersebut  ter- 
lihat  bahwa  pada  tahun  1990  dan  1995  arus 
tenaga  kerja  pendatang  (dari  KBI)  yang 
masuk  ke  propinsi -propinsi  di  KTI  lebih 
besar  dibandingkan  dengan  arus  sebalik- 
nya,  yaitu  dari  KTI  menuju  KBI.  Angka 


yang  tertera  untuk  tahun  1990  adalah  68 
persen  dari  KBI  ke  KTI  dibandingkan  de- 
ngan 32  persen  dari  KTI  ke  KBI.  Untuk  ta- 
hun 1995,  angkanya  berturut-turut  adalah 
52  persen  dan  48  persen. 

Proses  mobilitas  tersebut  masih  akan 
berlanjut  saat  ini  maupun  di  masa  yang 
akan  datang,  terutama  bila  laju  pertum- 
buhan  pembangunan  semakin  meningkat 
di  KTI,  atau  mungkin  akibat  merebaknya 
penggusuran  penduduk  sejalan  dengan 
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resesi  ekonomi  yang  berkepanjangan.  Saat 
ini  masih  banyak  potensi  sumber  alam 
yang  belum  diolah  di  KTI.  Di  masa  yang 
akan  daitang,  untuk  mengolah  sumber-sum- 
ber  alam  tersebut  diperlukan  banyak  te- 
naga kerja  terampil  dan  terdidik  di  KTI. 
Bila  KTI  tidak  menyiapkan  tenaga  terlatih 
dan  terdidik,  maka  dengan  sendirinya  pe- 
luang  itu  akan  diisi  oleh  tenaga  kerja  dari 
luar  KTI  temtama  dari  KBI. 

Proses  migrasi  juga  dapAt  berpengaruh 
terhadap  perkembangan  suatu  wilayah.  Sa- 
lah  satu  penyebab  ketertinggalan  KTI  ada- 
lah  adanya  pola  migrasi  yang  tidak  men- 
dorong  pertumbuhan  regional  (Sondakh, 
1994).  Perkembangan  industri  di  Pulau  Jawa 
telah  mendorong  migrasi-keluar  (put-migra- 
tion) tenaga  kerja  terdidik  dari  KTI  yang 
masuk  ke  Jawa  dan  di  pihak  lain  mendo- 
rong migrasi-keluar  tenaga  kerja  kurang 
terdidik  dari  Pulau  Jawa  yang  bermigrasi 
ke  luar  Jawa  akibat  tersisihnya  mereka  da- 
lam "persaingan"  merebut  pasar  kerja.  Bi- 
la arus  migrasi  dari  KBI  ke  KTI  diamati  se- 
cara  saksama,  terlihat  bahwa  lebih  dari  10 
persen  migran  menuju  ke  tiga  kawasan 
yakni:  Sulawesi,,  Maluku  dan  Irian  Jaya.  Se- 
baliknya,  satu-satunya  propinsi  asal  migran 
dari  KTI  yang  menuju  KBI  adalah  Sula- 
wesi Selatan;  dan  migran  dari  KBI  yang 
masuk  ke  propinsi  tersebut  juga  mendu- 
duki  urutan  pertama. 

Mobilitas  tenaga  kerja  antarpropinsi  di 
KTI  dalam  lima  tahun  terakhir  (1990-1995) 
meningkat  dengan  sangat  cepat.  Ini  me- 
nunjukkan  bahwa  mobilitas  tenaga  kerja 
antarpulau  di  KTI  mengikuti  perkembang- 
an pembangunan  di  wilayah  tersebut  wa- 
laupun  persentasenya  sangat  bervariasi.  Di 
propinsi-propinsi  di  belahan  selatan  se- 
perti  NTB,  NTT,  Tim-Tim  dan  Irian  Jaya 
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jumlah  migran  yang  berasal  dari  KTI  jauh 
lebih  rendah  dibandingkan  dengan  di  pro- 
pinsi lain.  Propinsi  yang  mayoritas  pendu- 
duknya  banyak  melakukan  migrasi  antar- 
propinsi di  KTI  adalah  Sulawesi  Selatan, 
Sulawesi  Utara,  Maluku,  dan  Sulawesi 
Tenggara. 

Persentase  migran  menurut  kelompok 
umur  lebih  didominasi  oleh  penduduk  yang 
berusia  antara  20-40  tahun  (yang  mempa- 
kan kelompok  usia  muda)  baik  pada  mi- 
gran laki-laki  maupun  perempuan  di  KBI 
dan  KTI.  Gambaran  mobilitas  penduduk 
di  KTI  menunjukkan  bahwa  Pulau  Jawa- 
Bali  tetap  merupakan  daerah  pengirim  uta- 
ma  migrasi  ke  KTI  (Aswatini  dan  Haning, 
1998).  Perkembangan  yang  menarik  adalah 
bahwa  arus  migrasi  yang  masuk  ke  KTI  sa- 
ngat berkaitan  dengan  pusat-pusat  priori- 
tas  pengembangan  di  propinsi  .yang  ber- 
sangkutan.  Sebagai  contoh,  Sulawesi  se- 
bagai  pusat  pengembangan  industri  per- 
tanian,  terutama  di  bidang  usaha  perkebim- 
an,  telah  mendorong  mobilitas  penduduk 
yang  sangat  tinggi  dibandingkan  dengan 
daerah  lainnya  di  KTI. 

Penduduk  migran  KTI  yang  menuju  ke 
KBI  pada  tahun  1990  sekitar  454.271  orang, 
sebagian  besar  berasal  dari  Pulau  Sulawesi 
yaitu  sebesar  66  persen.  Migran  yang  ma- 
suk ke  KTI  pada  tahun  yang  sama  sebe- 


Kondisi  tersebut  tidak  mencerminkan  bahwa 
mobilitas  penduduk  NTB  dan  NTT  rclatif  rendah,  te- 
tapi  lebih  menunjukkan  bahwa  kedua  propinsi  ter- 
sebut merupakan  pengirim  tenaga  kerja  potensial  ke 
luar  negeri.  Meskipun  demikian,  adanya  kebijakan 
baru  Malaysia  untuk  memulangkan  TKI  gelap  juga 
dialami  olch  sebagian  TKI  yang  berasal  dari  NTB. 

Setelah  melewati  batas  usia  40  tahun  biasa- 
nya  penduduk  tidak  berkeinginan  lagi  untuk  pindah, 
kecuali  jika  berkaitan  dengan  alih  pekerjaan. 
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sar  805.704  orang  dan  72  persen  berasal 
dari  Sulawesi.  Dengan  demikian  Pulau  Sula- 
wesi menipakan  penerima  tetapi  juga  me- 
rupakan  pengirim  migran  baik  di  kawasan 
KTI  maupun  KBI.  Kecenderungan  tersebut 
juga  terjadi  pada  tahun  1995,  di  mana  Su- 
lawesi tetap  sebagai  pengirim  dan  peneri- 
ma migran  terbesar  di  kawasan  ini.  Tinggi- 
nya  mobilitas  penduduk  dari  dan  ke  Su- 
lawesi menempatkan  pulau-pulau  lain  di 
KTI  sebagai  pendukung.  Sebagai  contoh, 
Pelabuhan  Pare-Pare  yang  terietak  di  Su- 
lawesi Selatan  merupakan  pelabuhan  yang 
dikenal  sebagai  pintu  gerbang  keluar- 
nya  calon  TKI  dari  KTI  ke  negara-negara 
ASEAN  temtama  ke  Malaysia.  Dalam  hu- 
bungannya  dengan  rencana  pengembang- 
an  13  kawasan  terpadu  (KAPET),  Pare-Pare 
merupakan  salah  satu  andalan  di  KTI,  de- 
ngan keunggulan  pelabuhan  alam  yang 
dimilikinya. 


Penutup 

Terdapataya  ketimpangan  pembangun- 
an  ekonomi  antarpropinsi  maupun  antar- 
satu  wilayah  dengan  wilayah  lainnya  da- 
lam satu  kawasan  di  KTI  sangat  dipenga- 
tuhi  oleh  perbedaan  geografis  maupun  po- 
tensi  ekonomi  masing-masing  wilayah.  Stra- 
tegi  pembangunan  ekonomi  makro  yang 
lebih  berorientasi  pada  pertumbuhan  eko- 
nomi, menciptakan  dualisme  struktur  eko- 
nomi yang  timpang  antara  sektor  modern 
dan  sektor  tradisional,  baik  dalam  mencip- 
takan lapangan  kerja  maupun  dalam  distri- 
busi  pendapatan. 

Akan  tetapi,  perkembangan  sektor  mo- 
dem yang  sangat  terbatas  di  beberapa  wi- 
layah, serta  kurangnya  keterkaitan  antara 


sektor  tersebut  dengan  sektor  tradisional 
membuat  perkembangan  ekonomi  yang  ter- 
jadi menjadi  kurang  dirasakan  manfaatnya 
oleh  bagian  terbesar  dari  masyarakat  se- 
tempat  yang  umumnya  mengandalkan  hi- 
dup  dari  sektor  tradisional  yang  subsisten, 
dengan  produktivitas  yang  umumnya  ren- 
dah.  Akibatnya,  terjadi  migrasi  tenaga  ker- 
ja di  mana  sebagian  wilayah  khususnya 
daerah  perkotaan  berkembang  sebagai  pe- 
nerima migran  dan  sebaliknya  pedesaan  meT 
rupakan  pengirim  migran. 

Di  sisi  lain,  meningkatnya  angkatan  ker- 
ja di  satu  pihak  dan  terbatasnya  kesem- 
patan  kerja  di  pihak  lain,  menyebabkan  ter- 
jadinya  ketimpangan  antara  penawaran  dan 
permintaan  tenaga  kerja.  Akibatnya,  pe- 
ngangguran  dan  setengah  pengangguran 
meningkat,  khususnya  di  kalangan  angkat- 
an kerja  yang  berusia  muda,  berpendidik- 
an,  dan  tenaga  kerja  perempuan. 

Hal  ihi  diperparah  lagi  oleh  adanya 
migran  yang  berasal  dari  KBI  untuk  men- 
cari  pekerjaan.  Perbedaan  kualitas  sumber 
daya  manusia  (SDM)  antara  pendatang 
dan  penduduk  setempat  menyebabkan  pen- 
duduk setempat  kalah  bersaing  dalam  men- 
cari  pekerjaan  dibandingkan  dengan  para 
pendatang;  banyak  migran  lebih  berhasil 
dalam  mengisi  peluang-peluang  ekonomi 
yang  berkembang  di  wilayah  tertentu.  Se- 
bagai akibat  dari  keadaan  ini  adalah  terda- 
pat  segmentasi  pekerjaan  yang  mengarah 
pada  perbedaan  produktivitas  dan  distribu- 
si  pendapatan  antarkelompok  etnis  di  KTI, 
terutama  di  wilayah  perkotaan. 

Sehubungan  dengan  persoalan-persoal- 
an  tersebut  di  atas,  langkah-langkah  apa- 
kah  yang  perlu  diambil  oleh  pemerintah? 
Pertama,  perlu  diusahakan  pendayaguna- 
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an  tenaga  kerja  produktif,  disertai  dengan 
penciptaan  lapangan  pekerjaan  yang  le- 
bih  sesuai  dengan  kualifikasi  tenaga  kerja 
yang  tersedia.  Penyebaran  informasi  pasar 
kerja  serta  program  penyebaran  tenaga 
kerja  (AKAD,  AKAN  dan  antarwilayah  da- 
lam  satu  propinsi)  agar  dikembangkan  di 
seluruh  kawasan  KTI.  Peningkatan  kese- 
jahteraan  tenaga  kerja,  antara  lain  dengan 
kebijakan  pembinaan  sektor  informal,  dan 
peraturan  yang  tegas  untuk  meningkatkan 
kerja  sama  ekonomi  antarkelompok  ma- 
syarakat  perlu .  diupayakan  agar  dapat  me- 
ngembangkan  usaha  tradisional  ke  arah 
yang  lebih  produktif. 

Kedua,  meningkatkan  efisiensi  dan  pro- 
duktivitas  hasil  pertanian  (teknologi,  trans- 
portasi  dan  pemasaran),  sehingga  dapat 
meningkatkan  kehidupan  petani  dari  ting- 
kat  subsisten  ke  ekonomi  pasar.  Di  samping 
itu,  perlu  pula  diupayakan  pembinaan  hu- 
bungan  industrial  dan  perlindungan  te- 
naga kerja,  bagi  tenaga  kerja  industri,  de- 
pgan  partisipasi  aktif  pengusaha  besar  di 
KTI  dalam  membantu  usaha  penduduk  se- 
tempat  (kemitraan,  modal,  manajemen). 

Ketiga,  perlunya  memperluas  pusat- 
pusat  pertumbuhan  ekonomi  berskala  ke- 
cil  agar  terjadi  konsentrasi-konsentrasi 
pertumbuhan  baru,  sehingga  penyebaran 
kesempatan  kerja  dan  tenaga  kerja  dapat 
lebih  merata.  Alternatif  ini  perlu  dilaku- 
kan  mengingat  adanya  ketimpangan  sosial- 
ekonomi  antara  wilayah  perkotaan  dan  wi- 
layah  pedesaan.  Hal  ini  terasa  perlu  meng- 
ingat bahwa  kehidupan  ekonomi  di  kota 
hampir  dapat  dikatakan  berkembang  de- 
ngan cepat  sementara  penduduk  pedesa- 
an masih  bergulat  dengan  kondisi  geo- 
grafis  yang  sangat  kering  di  KTI,  apalagi 


dalam  situasi  resesi  ekonomi  seperti  seka- 
rang  ini. 
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Analisis  Peristiwa 


Runtuhnya  Tembok  Penghalang  Reformasi 

(Perkembangan  Politik  Maret-Mei  1998) 

TA.  Legowo 


ESKALASI  tekanan  sosial-ekonomi 
dan,  terutama,  tekanan  politik  oleh 
gerakan  mahasiswa  iintuk  reforma- 
si pada  akhirnya  telah  memaksa  Presiden 
Soeharto  mengundurkan  diri  setelah  31  ta- 
hun  berkuasa,  dan  serta-merta  melimpahkan 
jabatan  Presiden  RI  kepada  Wakil  Presiden 
B.J.  Habibie  pada  tanggal  21  Mei  1998.  Per- 
gantian  kepemimpinan  pemerintahan  telah 
berlangsung,  dan  B.J.  Habibie  menjadi  Pre- 
siden RI  yang  ketiga.  Tetapi  sulit  untuk 
mengatakan  pergantian  kepemimpinan  itu 
berlangsung  secara  "damai",  paling  tidak 
dalam  pengertian  bahwa  proses  itu  berada 
di  tengah  krisis  sosial-ekonomi,  didorong 
oleh  gerakan  mahasiswa,  dan  diperkeruh 
oleh  penembakan  atas  empat  mahasiswa 
Universitas  Trisakti  Jakarta  yang  memicu 
huru-hara  sosial  terburuk  sepanjang  Orde 
Bam  dengan  korban  ribuan  orang  mening- 
gal  dunia  dan  hilang,  menumbuhkan  pen- 
deritaan  sosial  dan  psikologis  masyarakat 
serta  mengakibatkan  kerugian  materiil  yang 
amat  besar.  Dengan  kata  lain,  biaya  untuk 
meruntuhkan  tembok  penghalang  reformasi 
terasa  amat  sangat  mahal  karena  tidak  ter- 
nilai  oleh  ukuran-ukuran  apa  pun  juga. 


Tetapi  runtuhnya  tembok  penghalang 
itu  kelihatan  tidak  serta-merta  memperbesar 
harapan  bahwa  proses  reformasi  akan  ber- 
langsung tanpa  hambatan  sama  sekali.  Se- 
lain  kondisi  sosial-ekonomi  tetap  makin 
merosot,  Pemerintahan  Presiden  B.J.  Habibie 
kurang  mampu  meyakinkan  publik  bahwa 
pemerintahannya  simgguh-sungguh  mengen- 
dalikan  perkembangan  yang  mengarah  ke- 
pada langkah-langkah  sistemik  reformasi 
menyeluruh.  Tidak  heran  jika  sejak  diumum- 
kannya  Kabinet  Reformasi  Pembangunan 
(22  Mei)  hingga  akhir  Mei  1998,  sebagian 
orang  tetap  saja  mempersoalkan  konstitu- 
sionalitas  pengalihan  jabatan  Presiden,  dan 
oleh  karena  itu,  legalitas  jabatan  kepresi- 
denan  yang  disandang  oleh  B.J.  Habibie. 
Sama  halnya  dengan  Pemerintahan  Soe- 
harto, pemerintahan  baru  Presiden  B.J.  Ha- 
bibie tetap  mengalami  persoalan  kredibilitas. 


Agenda  Tidak  Jelas 

Selepas  Sidang  Umum  Majelis  Permusya- 
waratan  Rakyat  (SU-MPR),  yang  berlang- 
sung tanggal  1-11  Maret  1998,  dan  disusul 
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dengan  pembentukan  Kabinet  Pembangun- 
an  VII  (14/3)  oleh  Presiden  terpilih  Soeharto 
(untuk  yang  ke-7  kali),  perkembangan  poli- 
tik  Indonesia  tetap  cenderung  makin  tidak 
stabil.  Kritik-kritik  keras  ditujukan  baik  ke- 
pada  hasil-hasil  SU-MPR  maupun  kepada 
Kabinet  Pembangunan  VII  (Djadijono,  1998; 
Wiratma,  1998).  Sementara  itu,  demonstrasi 
mahasiswa  yang  telah  marak  selama  enam 
bulan  terakhir  makin  menyebar  ke  selunih 
wilayah  nusantara  dengan  tuntutan  yang 
makin  terfokus  kepada  reformasi  total  pada 
umumnya  dan  pengunduran  diri  Soeharto 
dari  jabatan  presiden  pada  khususnya  (Har- 
janto,  1998).  Membmnknya  kondisi  sosial- 
ekonomi  akibat  krisis  moneter  dan  ekono- 
mi  yang  berkepanjangan,  Garis-garis  Besar 
Hainan  Negara  (GBHN)  1998  dan  keputus- 
an-keputusan  SU-MPR  lainnya  yang  dini- 
lai  tidak  mengakomodasi  atau  bahkan  ber- 
tolak  belakang  dengan  perkembangan  as- 
pirasi  dan  kepentingan  masyarakat  umum- 
nya, dan  sosok  {profile)  maupun  arah  kebi- 
jakan  pokok  Kabinet  Pembangunan  VII 
yang  nampak  tidak  tanggap  terhadap  kon- 
disi riil  sosial-ekonomi  dan  perkembangan 
tuntutan  masyarakat  akan  reformasi  meru- 
pakan  rangkaian  kondisi  dan  faktor  objektif 
yang  signifikan  bagi  makin  terakumulasi- 
nya  tekanan  politik  untuk  perubahan  rezim 
atau  pemerintahan  Orde  Earn. 

Banyak  orang  melihat  bahwa  rezim  Orde 
Baru  umumnya  dan  pemerintahan  Presiden 
Soeharto  khususnya  sudah  tidak  lagi  mem- 
punyai  kemampuan,  dan  bahkan  kemauan, 
untuk  senantiasa  in-touch  dengan  masalah- 
masalah  rakyat  serta  tuntutan  perkembangan 
masyarakat  dan  tuntutan  jaman.  Suatu  agen- 
da nasional  yang  secara  jelas  menjawab  ma- 
salah-masalah  riil,  praktis  dan  dalam  jang- 
ka  pendek  yang  tengah  dialami  oleh  ma- 


syarakat kiurang  terlihat  baik  dalam  hasil- 
hasil  SU-MPR  maupim  dalam  Kabinet  Pem- 
bangunan VII.  Jawaban  yang  diberikan  lebih 
bersifat  retorika  politis-ideologis  seperti  ter- 
cermin  antara  lain  dalam  Catur  Krida  Ka- 
binet Pembangunan  VTI.  Kredibilitas  rezim 
Orde  Baru  pim  semakin  merosot  di  hadap- 
an  masyarakatnya  sendiri  maupun  masya- 
rakat intemasional. 

Dalam  tataran  praktis,  misalnya,  tuntut- 
an untuk  membangun  suatu  pemerintahan 
yang  bersih  dan  berwibawa  melalui  pembe- 
rantasan  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  tidak 
pernah  dijawab  dengan  sungguh-sungguh. 
Keanggotaan  MPR  tetap  sarat  dengan  un- 
sur  nepotisme.  Seperti  ditunjukkan  A.M. 
Saefudin,  "Tidak  kurang  dari  575  anggota' 
MPR  diangkat  dan  ditunjuk  oleh  Presiden. 
Semua  gubemur,  panglima  militer  dan  men- 
teri  kabinet  serta  sejumlah  anggota  lain  yang 
mempunyai  hubungan  keluarga  baik  dengan 
Presiden  maupun  para  pejabat  negara  dan 
pemerintahan  menjadi  anggota  MPR"  {Re- 
publika,  26  Maret  1998).  Demikian  pula,  ke- 
anggotaan Kabinet  Pembangunan  VTI  ma- 
kin memperkuat  pesimisme  di  dalam  nege- 
ri  maupun  luar  negeri  terhadap  kesungguh- 
an  rezim  Orde  Bam  dalam  menyelesaikan 
krisis  ekonomi,  dan  atas  komitmennya  terha- 
dap liberalisasi  ekonomi  (Ismanto,  1998). 

Makin  rendahnya  tingkat  kredibilitas  re- 
zim Orde  Baru  umumnya  dan  Pemerintahan 
Presiden  Soeharto  selanjutnya  terlihat  di  da- 
lam negeri  melalui  resistensi  masyarakat  ter- 
hadap hampir  setiap  kebijakan,  ajakan  mau- 
pun himbauan  yang  berasal  dari  pemerintah 
dan/atau  pejabat  pemerintahan.  Contoh  pa- 
ling menonjol  adalah  penolakan  dalam  ben- 
tuk  protes  umum  atas  kebijakan  kenaikan  ta- 
rif  dasar  listrik  (TDL)  dan  bahan  bakar  mi- 
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nyak  (BBM)  yang  diumumkan  pemerintah 
pada  minggu  pertama  Mei  1998.'  Bahkan  re- 
visi  atas  kebijakan  kenaikan  TDL  dan  BBM 
ini  seminggu  kemudian  tidak  mampu  me- 
ngembalikan  kepercayaan  masyarakat.  Se- 
mentara  itu  salah  satu  indikasi  dari  respons 
masyarakat  internasional  terlihat  dalam  fluk- 
tuasi  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dollar  AS 
yang  meskipun  sempat  menguat  dalam  ming- 
gu-minggu  terakhir  bulan  Maret  1998  te- 
tap  cendenmg  melemah.  Alhasil,  masyarakat 
umum  nampak  lebih  percaya  kepada  isu,  go- 
sip  dan  selebaran  gelap  sebagai  dasar  per- 
timbangan  untuk  menentukan  sikap  dan 
atau  langkah  mereka  dalam  kegiatan  ekono- 
mi,  sosial  maupun  politik.  Dengan  kata  lain, 
sejak  usainya  SU-MPR  Indonesia  boleh  di- 
katakan  berjalan  praktis  "tanpa  kendali"  da- 
lam pengertian  hampir  tidak  ada  satu  pun 
institusi  pemerintah  yang  dipercaya  mempu- 
nyai  otoritas  mengarahkan  perkembangan  ma- 
syarakat dan  peijalanan  pemerintahan  negara. 

Efektivitas  Gerakan  Mahasiswa 

Makin  lemahnya  otoritas  pemerintah  vis 
a  vis  masyarakat  merupakan  indikasi  kuat 
terhadap  mengeroposnya  kekuasaan  (dan 
pengaruh)  rezim  Orde  Barn.  Paling  tidak  ter- 
dapat  dua  pilihan  ekstrem  bagi  langkah  pe- 
nyelamatan  rezim.  Pertama,  rezim  mengun- 
durkan  diri  secara  sukarela.  Langkah  ini  bi- 
sa  "populer"  di  mata  masyarakat,  tetapi  se- 


Lihat  pemberitaan  di  berbagai  media  cetak  na- 
sional  minggu  pertama  dan  kedua  Mei  1998. 

2 

Fluktuasi  rupiah  terhadap  dolar  AS  dari  hari  ke 
hari,  terutama  sejak  12  Maret  sampai  dengan  20  Mei 
1998  dapat  disimak  dalam  berbagai  laporan  media 
cetak  harian,  aantara  lain,  Kompas,\2  Maret  s/d  20 
Mei  1998. 
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baliknya  justru  bisa  menjadi  bumerang  ba- 
gi rezim;  namun  paling  tidak  langkah  ini 
dapat  menghindarkan  kekerasan  di  masya- 
rakat. Kedua,  rezim  mengambil  tindakan  re- 
presif  terhadap  resistensi  maupun  gerakan 
melawan  pemerintah.  Dalam  suasana  yang 
makin  menuntut  reformasi  total,  langkah  ini 
jelas  tidak  populer  dan  membawa  potensi 
konflik  dengan  kekerasan  di  dalam  masya- 
rakat. Pilihan  langkah  yang  diambil  rezim 
nampak  mendua.  Di  satu  pihak,  terlihat  lang- 
kah represif  diambil  terutama  untuk  mere- 
dam  gerakan  mahasiswa  yang  tercermin  da- 
ri tindakan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebu- 
dayaan,  Wiranto  Arismunandar,  yang  mela- 
rang  mahasiswa  melakukan  kegiatan  "poli- 
tik praktis"  di  kampus,  dan  menyatakan  akan 
mengambil  tindakan  tegas  jika  larangan  itu 
diabaikan.  Selain  menimbulkan  kontroversi 
tentang  batasan  "politik  praktis",  larangan 
itu  justru  memicu  bentrokan  antara  gerakan 
mahasiswa  dengan  aparat  keamanan  di  be- 
berapa  tempat  seperti  Surakarta,  Lampung 
dan  Yogyakarta  {Suara  Pembaruan,  18  Ma- 
ret 1998;  Republika,  20  Maret  1998;  Kom- 
pas,  4  April  1998).  Kemudian  juga  diketahui 
adanya  usaha-usaha  penculikan  secara  ter- 
organisasi  terhadap  sejumlah  aktivis  maha- 
siswa dan  gerakan  pro-demokrasi  (Media 
Indonesia,  30  April  1998). 

Di  lain  pihak,  terlihat  upaya-upaya  per- 
suasif  melalui  dialog  antara  pemerintah  dan 
mahasiswa  yang  diusahakan  oleh  bebera- 
pa  kalangan  dan  ABRI.  Inisiatif  dialog  yang 
difasilitasi  oleh  Eksponen  66  ternyata  ga- 
gal  karena  tidak  mendapat  respons  positif 
dari  lingkungan  mahasiswa  maupun  peme- 

3 

nntah.   Meskipun  demikian,  atas  undang- 


Fasilitator  dialog  adalah  IKBLA  (Ikatan  Ke- 
luarga  Bcsar  Laskar  Arief  Rahman  Hakim)  dengan 
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an  Menhankam/Pangab  Jenderal  (TNI)  Wi- 
ranto,  dialog  antara  aparat  pemerintah  de- 
ngan  mahasiswa  dan  kalangan  komunitas 
kritis  dapat  dilangsungkan  pada  18  April 
1998  di  Jakarta."*  Model  dialog  antara  peme- 
rintah dan  komunitas  kritis  seperti  ini  ten- 
tu  merupakan  cara  penyelesaian  konflik  atau 
perbedaan  pendirian  secara  damai  antara  pe- 
merintah dan  komimitas  kritis.  Yang  menja- 
di  pertanyaan  adalah,  seberapa  efektif  dia- 
log tersebut  mampu  menyerap  tuntutan  re- 
formasi  total  terutama  dari  gerakan  maha- 
siswa? Karena  interpretasi  atas  efektivitas 
dialog  berbeda-beda  di  antara  komponen- 
komponen  dalam  gerakan  mahasiswa  dan 
kalangan  komunitas  kritis,  dialog  itu  sen- 
diri  menjadi  hambar  untuk  dapat  mendesak- 
kan  tuntutan  reformasi  total.  Kenyataan  me- 
nunjukkan,  dialog  tetap  tidak  mampu  mere- 
dam,  apalagi  menghentikan,  demonstrasi  ma- 
hasiswa yang  justni  makin  intens  dan  eska- 
latif  menuntut  reformasi  total. 

Sementara  itu,  masyarakat  umumnya  ma- 
kin apresiatif  dan  secara  terbuka  maupun 
diam-diam  mendukung  gerakan  mahasiswa. 
Karena  itu,  berbagai  penilaian  oleh  pejabat 
pemerintah  yang  menyatakan  bahwa  suara 
mahasiwa  bukan  suara  rakyat  ataupun  ma- 
hasiswa tidak  mewakili  aspirasi  masyarakat 
sama  sekali  tidak  mengubah  suasana  umum 
yang  sudah  semakin  anti-pemerintah  dan 
rezim  Orde  Baru.  Tuntutan-tuntutan  yang 
disuarakan  oleh  aksi-aksi  mahasiswa  tidak 


Ketua  Umumnya  Djusril  Djusan.  Menurut  rencana- 
nya  dialog  meja  bundar  tersebut  diadakan  pada 
tanggal  4  April  1998  di  TMII,  Jakarta.  Merdeka,  30 
Maret  dan  6  April  1998. 

^Sebelum  dialog  ini,  Menpora  Agung  Laksono  te- 
lah  menyelenggarakan  dialog  antara  jajaran  ABRI 
dan  32  Organisasi  Kemasyarakatan  Pemuda  di  Ja- 
karta. Kompas,  12  April  dan  19  April  1998. 


dapat  lagi  dipisahkan  dari  aspirasi,  masa- 
lah  maupun  derita  yang  selama  ini  terpen- 
dam  di  masyarakat.  Apalagi  kenyataan  me- 
nunjukkan  bahwa  lembaga-lembaga  dan  ke- 
kuatan-kekuatan  politik  formal  yang  seha- 
rusnya  menyuarakan  aspirasi  dan  mewakili 
kepentingan  masyarakat  kurang  mampu  me- 
mainkan  peran-peran  tersebut  dan  bahkan 
tetap  cenderung  bersikap  mendukung  status 
quo.  Kalaupun  mereka  kemudian  menang- 
gapi  secara  positif  aksi  dan  tuntutan  maha- 
siswa, ini  dilakukan  pada  saat  aksi-aksi  ma- 
hasiswa telah  menjadi  suatu  gerakan  massal 
untuk  reformasi  yang  sudah  sampai  pada 
point  of  no  return^  Pada  titik  ini,  aksi-aksi 
mahasiswa  tidak  lagi  dapat  dianggap  atau 
dikembalikan  sebagai  kegiatan  in  campus; 
aksi-aksi  itu  telah  mengkristal  dalam  rupa 
gerakan  yang  menyuarakan  dan  mewakili 
aspirasi  dan  tuntutan  masyarakat  untuk  re- 
formasi, dan  nampaknya  hanya  akan  ber- 
henti  sebagai  gerakan  jika  tuntutan  mereka 
terpenuhi. 

Selain  keengganan  pemerintah  dan  ke- 
lambanan  lembaga-lembaga  politik  dalani 
merespons  tuntutan  aksi  mahasiswa,  faktor- 
faktor  penting  lain  yang  mendorong  aksi 
mahasiswa  menjadi  suatu  gerakan  massal 
adalah  tragedi  "Trisakti"  berupa  penem- 
bakan  terhadap  enam  orang,  di  mana  empat 


Aksi-aksi  mahasiswa  yang  semula  terkonsen- 
trasi  di  kampus-kampus  memasuki  bulan  Mei  1998 
nampak  sudah  tidak  terbendung  lagi  untuk  mclebar- 
kan  aksi  ke  luar  kampus.  Akibatnya  terjadi  bentrok- 
an  antara  aksi  mahasiswa  dcngan  aparat  keamanan 
seperti  di  Yogyakarta,  Mcdan  dan  Jakarta.  Nurcholis 
Madjid,  misalnya,  menilai  bahwa  aksi  mahasiswa  un- 
tuk reformasi  sudah  tidak  mungkin  dibendung.  Pada 
tingkat  perkembangan  yang  seperti  ini  baru  terlihat 
respons  positif  lembaga-lembaga  politik  resmi,  se- 
perti misalnya  FKP  yang  minta  segera  dilaksanakan 
SI-MPR.  Media  Indonesia,  12,  18  dan  21  Mei  1998. 
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orang  di  antaranya  adalah  mahasiswa  Uni- 
versitas  Trisakti,  pada  tanggal  12  Mei  1998, 
dan  kemudian  selama  dua  hari  berturut-tu- 
rut  diikuti  oleh  huru-hara  sosial  yang  ber- 
nuansa  rasis  di  Jakarta  dan  sekitamya  serta 
beberapa  kota  lain  di  Indonesia.^  Dapat  di- 
duga  bahwa  kasus  penembakan  itu  dituju- 
kan  untuk  atau  akan  membawa  efek  shock 
therapy  dalam  rangka  mengeliminasi  aksi- 
aksi  mahasiswa;  sementara  huru-hara  sosial 
yang  mengikuti  tragedi  Trisakti  dapat  di- 
jadikan  alasan  bagi  "siapa  pun"  aparat  ke- 
amanan  untuk  membuktikan  efek  negatif 
dari  aksi  mahasiswa  yang  tidak  terkontrol, 
dan  untuk  mengambil  tindakan  represif  de- 
mi  menciptakan  keamanan  dan/atau  sta- 
bilitas.  Tetapi  secara  tidak  terduga,  aksi-aksi 
mahasiswa  justm  berkembang  makin  besar, 
terkonsolidasi  dan  terarah  pada  suatu  tun- 
tutan  utaraa  yaitu  turunnya  Presiden  Soe- 
harto.  Lebih  dari  itu,  ;konsentrasi  gerakan 
di  gedung  MPR/DPR-RI  mengindikasikan 
kesadaran  untuk  menghindarkan  diri  dari 
efek  negatif  gerakan  yang  tidak  terkontrol 
apabila  ia  keluar  dan  tersebar  di  jalan-ja- 
lan.  Gerakan  mahasiswa  seperti  ini,  apalagi 
dengan  dukungan  logistik  dari  masyarakat 
secara  sukarela,  menjadi  suatu  tekanan  po- 
litik  yang  amat  besar  secara  langsung  ke- 
pada  DPR,  dan  secara  tidak  langsung  kepa- 
da  Presiden  untuk  melakukan  langkah-lang- 
kah  kebijakan  yang  sesuai  dengan  tuntut- 
an  gerakan. 

Dalam  rentang  waktu  yang  relatif  sing- 
kat,  kekuatan  gerakan  mahasiswa  berhasil 
mengeroposkan  kekuatan  dukungan  kepa- 
da  Presiden  Soeharto.  Kekuasaan  Presiden 
Soeharto  yang  selama  ini  nampak  kokoh  tak 


Pcmbcritaan  bcrbogai  media  massa  cctak,  13- 
16  Mei  1998. 
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tergoyahkan  terlihat  mulai  melemah  dan 
praktis  tanpa  benteng  yang  mampu  mem- 
pertahankannya  lebih  lama  lagi.  Tanda-tan- 
danya  terlihat  dari  makin  tidak  efektifnya 
mobilisasi  dukungan  massa  kepada  Presiden 
Soeharto  sebagai  counter  movement  terha- 
dap  gerakan  mahasiswa  pro-reformasi  (17 
Mei),  yang  disusul  dengan  pemyataan  Pim- 
pinan  DPR-RI  bahwa  demi  persatuan  dan 
kesatuan  bangsa  Presiden  Soeharto  diha- 
rapkan  agar  mengundurkan  diri  secara  arif 
dan  bijaksana  (18  Mei).  Sehari  kemudian 
saran  Pimpinan  DPR  ini  bahkan  berubah 
menjadi  kesepakatan  semua  Fraksi  di  DPR 
agar  Presiden  Soeharto  mengundurkan  diri 
secara  konstitusional  (19  Mei).  Ditambah 
lagi  dengan  kegagalan  Presiden  Soeharto 
membentuk  Kabinet  Reformasi  dan  Ko- 
mite  Reformasi  (20  Mei)  seperti  disaran- 
kan  oleh  sembilan  tokoh  Islam  (19  Mei). 
Pemyataan  11  menteri  Kabinet  Pembangun- 
an  VII  untuk  tidak  bersedia  lagi  memban- 
tu  Presiden  dalam  Kabinet  Reformasi  (20 
Mei,  dan  pemyataan  ketidaksediaan  bebe- 
rapa tokoh  Islam  untuk  duduk  dalam  Ko- 
mite  Reformasi  (20  Mei)  diduga  merapakan 
dua  alasan  bagi  kegagalan  Presiden  Soe- 
harto tersebut.  Dengan  tanda-tanda  ini,  nam- 
pak tidak  ada  pilihan  bagi  Presiden  Soe- 
harto selain  mengundurkan  diri.  Apalagi 
mengingat  bahwa  Soeharto  sudah  terikat 
oleh  pernyataannya  sendiri  untuk  "tidak 
akan  menggunakan  kekerasan  demi  mem- 
pertahankan  kekuasaannya".  Sementara  itu, 
gerakan  mahasiswa  di  MPR/DPR  semakin 
mendapatkan  simpati  dan  dukungan  masya- 
rakat luas. 


Pemyataan  Icngkap  Presiden  Soeharto:  "Kalau 
saya  tidak  lagi  diberi  kcpcrcayaan,  silakan.  Saya  su- 
dah niengatakan  kalau  tidak  dipercaya  ya  sudah. 
Saya  tidak  akan  mcmpertahankan  dengan  kekuatan 
bcrsenjata".  Media  Indonesia,  14  Mei  1998. 
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Peluang  dan  Tantangan  Reformsi 

Tanggal  21  Mei  1998,  pukul  09.00  BBWI 
boleh  dikatakan  sebagai  hari  dan  saat  ber- 
sejarah  bagi  bangsa  Indonesia  umumnya, 
dan  gerakan  reformasi  khususnya  terutama 
karena  pada  detik-detik  itu  Presiden  Soe- 
harto  yang  selama  30  tahun  lebih  berkuasa 
dengan  amat  dominan  mengundurkan  diri 
dan  menyerahkan  jabatan  Presiden  RI  \ke- 
pada  Wakil  Presiden  B.J.  Habibie.  Tembok 
penghalang  reformasi  runtuh  sudah.  Jalan 
unluk  proses  reformasi  selanjutnya  terbuka 
lebar;  letapi  pada  saat  yang  sama  tantangan 
terhadap  reformasi  pun  terhampar  di  depan. 
Dengan  kata  lain,  runtuhnya  kekuasaan  Soe- 
harto  jelas  membuka  peluang  bagi  proses 
reformasi;  tetapi  ini  tidak  berarti  proses  re- 
formasi akan  berjalan  lancar  tanpa  ada  lagi 
hambatan  sama  sekali.  Tarik-menarik  antara 
peluang  dan  hambatan  terlihat  secara  kasat 
mata  pada  rangkaian  peristiwa  politik  me- 
nyusul  pengunduran  diri  Presiden  Soeharto. 

Catatan  pertama  yang  perlu  diajukan  ada- 
lah  bahwa  pengunduran  diri  Presiden  Soe- 
harto yang  disusul  dengan  pelimpahan  ja- 
batan Presiden  RI  kepada  Wakil  Presiden 
B.J.  Habibie  membawa  problem  konstitu- 
sional.  Satu  kubu  menyatakan  bahwa  pro- 
ses pengalihan  kekuasaan  itu  konstitusio- 
nal  atas  dasar  Pasai  8  UUD  1945,  dan  sesuai 
dengan  Pasal  2  dan  4  Tap  VII/MPR/1973 
scrta  UU  tentang  Mahkamah  Agung.  Kubu 


Alasan-alasan  inilah  yang  disampaikan  oleh  Pre- 
siden Soeharto  pada  saat  menyatakan  berhenti  seba- 
gai Presiden,  dan  yang  kemudian  didukung  oleh 
beberapa  ahli  hukum  lata  negara  sepcrti  Prof.  Dr. 
Yusril  Ihza  Mahendra,  Prof.  Dr.  Harun  Al-Rasyid, 
pimpinan  ABRI  Jenderal  (TNI)  Wiranto,  politisi 
ABRI  seperti  Wakil  Ketua  DPR/MPR  Letjen  (TNI) 
Syarwan  Hamid,  politisi  sipii  seperti  Ismail  Hassan 
Mctarcum,  Hamzah  Haz  (PPP)  dan  Irsyad  Sudiro 


lainnya  menyatakan  bahwa  proses  itu  ti- 
dak sah  secara  konstitusional  karena  masih 
bersifat  sepihak,  dan  kurang  mengindahkan 
peraturan  perundangan  lain  selain  Pasal 
8  UUD  1945  dan  Tap  MPR  VII/1973,  yaitu 
Tap  MPR  III/1978  (khususnya  Pasal  4).^  Di 
samping  itu,  proses  peralihan  kekuasaan  ti- 
dak serta-merta  meniadakan  Tap  MPR  IV/ 
1998  dan  Tap  MPR  VI/1998.  Secara  de  jure, 
Soeharto  masih  tetap  sebagai  Presiden  RI, 
dan  B.J.  Habibie  sebagai  Wakil  Presiden  RI 
periode  1998-2003.  Perhatian  yang  perlu 
diberikan  atas  debat  konstitusional  seperti 
ini  adalah  bahwa  proses  peralihan  kepemim- 
pinan  seperti  itu  dari  segi  konstitusi  nam- 
pak  defendable  tetapi  sekaligus  disputable', 
terutama  karena  belum  seluruh  pasal-pasal 
UUD  1945  yang  mengatur  proses  suksesi 
kepemimpinan  nasional  dijabarkan  secara 
operasional.^°  Masalah  ini  mestinya  merupa- 


(Golkar),  dan  sejumlah  organisasi  dan  gerakan  ke- 
masyarakatan  seperti  Perti,  DDI!,  PII,  HMI,  Aliansi 
Mahasiswa  Badai  Selatan,  Generasi  Muda  Pembangun- 
an.  Lihat  Kompas,  22  Mei  1998;  Media  Indonesia, 
22  dan  23  Mei  1998;  Merdeka,  23  Mei  1998;  Suara 
Pembaruan,  23  Mei  1998. 

'Mereka  yang  berkubu  pada  pendapat  ini  anta- 
ra lain  Prof.  Dr.  Dimyati  Hartono,  Dr.  Laica  Mar- 
zuki  SH,  Prof.  Soehardjo  S.S.,  Letjen  (Pum)  Ali  Sa- 
dikin,  Prof.  Dr.  Emil  Salim,  YLBHI,  LHB  Jakarta, 
Kontras  dan  Delegasi  yang  mewakili  54  Senat  Ma- 
hasiswa Perguruan  Tinggi  di  Indonesia.  Lihat  Kom- 
pas, 22  Mei  1998;  Media  Indonesia,  22  Mei  1998; 
Suara  Pembaruan,  23  Mei  1998;  Forum  Keadilan, 
15  Juni  1998. 

'"Selain  problem  konstitusi,  proses  pengunduran 
ini  Presiden  Soeharto  membawa  persoalan  dari  sisi 
sosiologi  hukum.  Presiden  Soeharto  adalah  man- 
dataris  MPR  untuk  masa  jabatan  lima  tahun.  Jadi, 
tidak  bisa  tiba-tiba  dia  secara  sepihak  mneyatakan 
berhenti  sebagai  presiden.  Ini  namanya  wanpres- 
tasi.  Lain  halnya  jika  ia  mendapatkan  jabatan  pre- 
siden lewat  jalur  rcvolusi.  Tindakan  sepihak  ini  bi- 
sa mcnjadi  preseden  yang  buruk.  Misalnya,  seorang 
presiden  yang  selama  menjabat  bcgitu  korup,  se- 
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kan  bagian  dari  agenda  reformasi  total, 
tidak  dibiarkan  mengambang  karena  meng-r 
untimgkan  pemegang  kekuasaan. 

Problem  konstitusional  itu  berlanjut  de- 
ngan  perlu  tidaknya  Sidang  Istimewa  (SI) 
MPR  dilakukan  segera.  Satu  kubu  menya- 
takan  bahwa  SI-MPR  tidak  perlu  dilaksana- 
kan  karena  tidak  ada  landasan  konstitusio- 
nalnya.    Satu  kubu  yang  lain  berpendirian 
bahwa  kalaupun  SI-MPR  dilaksanakan  da- 
lam  waktu  dekat  ini,  agenda  SI  harus  di- 
jadwalkan  untuk  mengukuhkan  posisi  Ha- 
bibie sebagai  Presiden  RI  dan  memilih  Wa- 
kil  Presiden  RI  baru,  mencabut  semua  Ke- 
tetapan  MPR  yang  berkaitan  dengan  man- 
tan  Presiden  Soeharto,  merencanakan  Pemi- 
lihan  Umum,  dan  menjadwalkan  pelaksana- 
an  SU-MPR.  Kubu  yang  lain  lagi  berpen- 
dapat  bahwa  SI-MPR  hams  segera  dilaksa- 
nakan dengan  agenda  utama  meminta  per- 
tanggungjawaban  mantan  Presiden  Soe- 
harto, memilih  kepemimpinan  nasional  ba- 
ru dan  mengagendakan  Pemilihan  Umum 
yang  demokratis  untuk  menuntaskan  pro- 
ses reformasi  total  (Kompas,  22,  24  dan  30 
Mei  1998;  Media  Indonesia,  22  Mei  1998; 
Suara  Pembaruan,  23  Mei  1998). 


hingga  membangkrutkan  negara,  tiba-tiba  secara 
sepihak  menyatakan  berhenti  dan  tidak  harus  ber- 
tanggung  jawab  kepada  pemberi  mandat.  Di  samping 
itu,  Presiden  Soeharto  menyatakan  berhenti  dalam 
keadaan  sehat  jasmani  maupun  rohani.  Oleh  karena 
itu,  tidak  ada  alasan  bagi  Soeharto  untuk  tidak  mam- 
pu  memberikan  alasan  mengapa  berhenti  kepada 
(SI)  MPR.  Bagaimanapun  juga  sebagai  presiden,  Soe- 
harto telah  melakukan  langkah-langkah  kcncgara- 
an  selama  kurang  Icbih  dua  bulan  scjak  diangkat 
oleh  MPR.  Tindakan-tindakannya  sclama  dua  bulan 
ini  harus  dipertanggungjawabkan  di  hadapan  (SI) 
MPR. 

"Pendirian  kubu  ini  disuarakan  antara  lain  oleh 
Prof.  Dr.  Ismail  Sunny  dan  Prof.  Dr.  Yusril  Ihza 
Mahendra.  Lihat  Media  Indonesia,  18  Juni  1998. 
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Di  balik  perdebatan  tentang  perlu  tidak- 
nya segera  dilaksanakan  SI-MPR  itu  sebe- 
namya  terbentang  beragam  persoalan  dan 
kepentingan  politik  yang  mengikuti  mun- 
culnya  Habibie  sebagai  Presiden  RI.  Di  sa- 
tu pihak,  orang  merasa  bahwa  Habibie  seba- 
gai pemimpin  bangsa  akan  mampu  mema- 
hami  dan  menyerap  kepentingan  sebagian 
besar  anggota  masyarakat,  dan  lebih  dari  itu 
akan  mampu  memimpin  bangsa  ini  mengha- 
dapi  tantangan  masa  depan  yang  berciri- 
kan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  tek- 
nologi.  Di  lain  pihak  orang  menilai  bahwa 
dari  sisi  akseptabilitas  sosok  Habibie  kon- 
troversial;  dari  sisi  legitimasi  Habibie  tetap 
berada  di  bawah  bayang-bayang  Soeharto; 
dan,  dari  sisi  KKN  (korupsi,  kolusi  dan 
nepotisme)  Habibie  kurang  mewakili  aspira- 
si  reformasi  yang  akan  membebaskan  In- 
donesia dari  ketiga  hal  tersebut.  Mengikuti 
perdebatan  seperti  ini,  persoalan  yang  di- 
bawa  Habibie  dalam  pucuk  pemerintahan 
negara  RI  pada  dasarnya  adalah  persoalan 
kredibilitas,  baik  itu  berkenaan  dengan  ko- 
mitmennya  atas  proses  reformasi  total  mau- 
pun dengan  langkah-langkah  jangka  pen- 
dek  untuk  memulihkan  perekonomian  na- 
sional. Pembentukan  Kabinet  Reformasi  Pem- 
bangunan  (22/5)  pun  nampak  belum  mam- 
pu mendongkrak  kredibilitas  pemerintahan 
baru  tersebut  (Wiratma,  1998). 

Dalam  minggu-minggu  awal  keberadaan 
Pemerintahan  baru  di  bawah  Presiden  Habi- 
bie, dan  dalam  suasana  tuntutan  reformasi 
total,  pemerintah  nampaknya  memang  harus 
melakukan  langkah-langkah  yang  mengako- 
modasi  dan/atau  menjanjikan  tindak  lanjut 
proses  reformasi.  Di  antara  langkah-langkah 
itu,  yang  menonjol  adalah  pembebasan  ta- 
hanan  politik  (tapol)  dan  narapidana  poli- 
tik (napol),  dan  janji  untuk  melakukan  pern- 
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bahan  lima  undang-undang  bidang  politik, 
melaksanakan  Pemilihan  Umum  secepatnya, 
dan  memberi  kebebasan  kepada  masyara- 
kat  untuk  mendirikan  partai  politik  baru. 
Rangkaian  langkah  seperti  itu  bemilai  po- 
sitif  dalam  batas  konsekuensi  dan  konsis- 
tensi  yang  jelas.  Apa  yang  kurang  terlihat 
tetapi  justru  penting  untuk  menunjukkan 
komitmen  pemerintah  baru  ini  terhadap 
proses  reformasi  total  berkisar  pada  kerang- 
ka  dasar  yang  bersifat  komprehensif  yang 
menjadi  acuan  pokok  bagi  langkah-lang- 
kah  reformasi  total.  Program  Kabinet  Re- 
formasi Pembangunan  nampaknya  belum 
dapat  dinilai  sebagai  kerangka  dasar  yang 
bersifat  menyelumh.  Orang  masih  menung- 
gu  jawaban  atas  pertanyaan  seperti:  Ba- 
gaimana  pemerintah  mengartikan  refor- 
masi? Apakah  sasaran  akhir  dari  reformasi? 
Bagaimana  merumuskan  langkah-langkah 
jangka  pendek,  menengah  dan  panjang 
untuk  mencapai  sasaran  akhir  tersebut?  Ja- 
waban yang  jelas  sekurang-kurangnya  da- 
pat  menghindarkan  orang  dari  prasangka 
bahwa  langkah-langkah  parsial  untuk  re- 
formasi yang  dilakukan  pemerintah  ha- 
nyalah  sekadar  tricks  memuaskan  para  pe- 
nuntut  reformasi  total,  selebihnya  adalah 
hidden  agenda  untuk  melanggengkan  ke- 
kuasaan. 

Persoalan-persoalan  di  atas  mengarahkan 
kepada  suatu  persepsi  bahwa  pergantian  Pre- 
siden  dari  Soeharto  ke  B.J.  Habibie  tidak 


Lihat  pemberitaan  berbagai  media  massa  c& 
tak  antarai  tanggal  23-30  Mei  1998. 
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berarti  telah  berlangsung  perubahan  rezim 
atau  orde  dari  Orde  Baru  ke  "Orde  Reforma- 
si". Yang  secara  visual  dapat  ditangkap  pa- 
da  minggu-minggu  terakhir  bulan  Mei  1998 
ini  baru  menunjukkan  pergantian  personalia, 
belirni  perubahan  orde.  Perubahan  orde  bu- 
kan  hanya  menuntut  pembaruan  personalia 
tetapi  lebih-lebih  pembaruan  sifat  atau  ka- 
rakter  dasar  dari  keseluruhan  perilaku  dan 
tatanan  politik  nasional.  Sifat-sifat  feodal, 
arbriter,  tertutup,  tidak  bertanggung  jawab, 
mau  menang  sendiri,  koruptif,  kolusif  dan 
nepotis  hams  diubah  menjadi  sifat-sifat  de- 
mokratik,  egaliter,  transparan,  taat  asas,  kon- 
sekuen,  konsisten  dan  meritokratis.  Atas  da- 
sar pemahaman  ini,  agenda  reformasi  mesti- 
nya  mencakup  bukan  hanya  pembaruan  per- 
sonalia dan  institusional  tetapi  juga  peni- 
baruan  konsepsional  dan  mental.  Oleh  ka- 
rena  itu,  terasa  bahwa  jalan  panjang  menca- 
pai tujuan  reformasi  total  masih  tetap  hams 
ditempuh. 
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Dokumen 


Persetujuan  Multilateral  ASEM 
dan  Pertemuan  Menlu  ASEAN 

Faustinus  Andrea 


KRISIS  ekonomi  di  Asia  akhir- 
akhir  ini  menjadi  perhatian  uta- 
ma  pertemuan  ASEM  ke-2  di  Lon- 
don 1998.  Niat  Uni  Eropa  untuk  tidak  me- 
ninggalkan  Asia  dalam  keadaan  sulit  telah 
dicapai  dalam  pertemuan  tersebut,  yaitu  de- 
ngan  kesediaan  Uni  Eropa  untuk  membantu 
negara-negara  Asia  dalam  mengatasi  krisis 
keviangan  dan  mengirim  misi  dagang  ting- 
kat  tinggi  ke  negara-negara  Asia  untuk  men- 
cari  peluang-peluang  bisnis.  Di  samping  itu 
Uni  Eropa  dan  Asia  sepakat  untuk  tetap 
membuka  pasar  mereka  dan  mengupayakan 
peningkatan  liberalisasi  di  bidang  perda- 
gangan  dan  sistem  keuangan  untuk  meng- 
atasi krisis.  Namun  demikian,  bentuk  dari 
langkah-langkah  untuk  mengatasi  krisis  itu 
belum  jelas  karena  nampaknya  Uni  Eropa 
tidak  melihat  perlunya  bantuan  khusus  ke- 
pada  Asia  terpisah  dari  usaha-usaha  yang 
telah  dilakukan  oleh  IMF  dan  Bank  Dunia. 

Pentingnya  keterlibatan  Uni  Eropa  da- 
lam perbaikan  sistem  ekonomi  dan  moneter 
yang  memburuk  di  Asia  bukan  berarti  me- 
ngecilkan  kontribusi  Eropa  melalui  IMF  dan 
Bank  E>unia.  Uni  Eropa  sendiri  memiliki  pang- 
sa  masing-masing  sebesar  29  persen  dan  41 
persen  di  kedua  badan  ekonomi  dunia  yang 
berpengaruh  tersebut.  Altematif  bantuan  tek- 
nis  yang  dapat  disediakan  oleh  Uni  Eropa 
serta  tindakan  bersama  ASEM  melalui  pem- 
berian  jaminan  perbankan  Eropa  dalam 
mengupayakan  letter  of  credit  bagi  dunia 
usaha  yang  berorientasi  ekspor  di  Asia  per- 
lu  dijelaskan  secara  rinci.  Meskipun  aspek  im- 


plementasi  program-program  kerja  sama  eko- 
nomi mempunyai  dampak  luas,  namun  Asia 
dan  Eropa  hams  menghasilkan  sebuah  kebi- 
jakan  yang  terpadu.  Setidak-tidaknya  hasil 
pertemuan  pendahuluan  para  pejabat  tinggi 
di  bidang  perdagangan  •  dan  investasi  (Senior 
Officials  Meeting  on  Trade  and  InvestmentI 
SOMTI)  ke-3  di  Brussel,  Februari  1998  meng- 
isyaratkan  betapa  mendesaknya  penjabaran 
altematif  bantuan  itu.  Sebagaimana  diketa- 
hui,  sejumlah  langkah  penting  telah  dikeluar- 
kan  dalam  pertemuan  tersebut:  (1)  mengu- 
payakan langkah-langkah  kongkret  bagi  pe- 
laksanaan  Trade  Facilitation  Action  Plan 
(TFAP)  1998-2000;  (2)  membentuk  mekanis- 
me  pelaksanaan  TFAP,  dan;  (3)  membentuk 
Investment  Promotion  Action  Plan  (Media 
Indonesia,  1-4-1998). 

Sidang  para  Menlu  ASEAN  yang  ber- 
langsung  akhir  Juli  1998  dan  dilanjutkan  de- 
ngan  pertemuan  ARF  maupun  ASEAN  PMC 
menyoroti  berbagai  masalah,  temtama  ten- 
tang  bagaimana  mengatasi  krisis  ekonomi  di 
Asia  dan  dampaknya  terhadap  stabilitas  ka- 
wasan.  Krisis  ekonomi  yang  dikhawatirkan 
akan  meluas  membuat  sembilan  negara  ang- 
gota  ASEAN  perlu  meninjau  ulang  bentuk 
kerja  sama  ekonomi  yang  selama  ini  dilaku- 
kan. Kerja  sama  regional  umumnya  merupa- 
kan  salah  satu  jalan  yang  ditempuh  oleh  ba- 
nyak  negara  untuk  mengatasi  persoalan-per- 
soalan  dalam  negeri  sendiri  maupun  hu- 
bungan  antamegara.  Selain  itu  kerja  sama  de- 
ngan  negara-negara  lain,  temtama  dalam  ka- 
wasan  yang  sama  dapat  mendorong  laju  per- 
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tumbiihan  dan  pembangunan  di  berbagai  bi- 
dang. 

Melalui  sidang-sidangnya  ASEAN  ber- 
upaya  mengentaskan  krisis  ekonomi  yang 
berkepanjangan  di  Asia.  Oleh  karena  itu-; 
ASEAN  perlu  segera  melakukan  tindakan 
terpadu  dan  bersama-sama  dalam  melawan 
resesi  ekonomi.  Salah  satu  langkah  yang  di- 
ambil  adalah  dengan  membentuk  Yayasan 
ASEAN  pada  tanggal  14  Mi  1998  di  Jakarta. 
Langkah  ini  dinilai  sangat  relevan  dalam  kon- 
teks  krisis  ekonomi  sekarang  ini,  sebab  salah 
satu  program  pembentukan  Yayasan  ASEAN 
adalah  masalah  pengentasan  kemiskinan  yang 
diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  sum- 
ber  daya  manusia  di  negara-negara  ASEAN. 
Sedangkan  langkah  lainnya  adalah  pemya- 
taan  bersama  ASEAN  yang  mendesak  peme- 
rintah  Jepang  agar  segera  memulihkan  pere- 
konomiannya  agar  krisis  ekonomi  di  Asia 
tidak  semakin  parah.  Selain  ita  para  Menlu 
ASEAN  juga  meminta  negara-negara  industri 
maju  G-7  dan  IMF  untuk  memberikan  bantuan 
keuangan  tanpa  harus  mengulur-ulur  waktu. 

Agenda  penting  lainnya  adalah  masalah 
organisasi  ASEAN  sendiri.  Perbedaan  pan- 
dangan  mengenai  hal-hal  yang  mendasar 
di  ASEAN  tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja, 
seperti  misalnya  masalah  prinsip  tidak  cam- 
pur  tangan  terhadap  urusan  dalam  negeri  ne- 
gara  anggota  (non-interference)  yang  diper- 
tanyakan  kembali  oleh  Thailand  dan  Filipina 
karena  dianggap  sudah  usang.  Untuk  itu 
mereka  mengusulkan  flexible  engagement  se- 
bagai  pilihan  yang  relevan  di  tengah  peru- 
bahan  global.  Selain  itu,  karena  prinsip  non- 
interference dianggap  kurang  mampu  mela- 
wan krisis  ekonomi,  maka  kerja  sama  ekono- 
mi ASEAN  perlu  diubah  menjadi  integrasi 
ekonomi.  Kebijakan  ini  muncul  setelah  ne- 
gara-negara ASEAN  menyadari  bahwa  masa- 
lah di  suatu  negara  mempunyai  pengaruh 
langsung  ke  negara  lain,  seperti  devaluasi 
mata  uang,  kerusuhan  politik  atau  masalah 
kabut  asap  sebagai  akibat  dari  kebakaran  hu- 
tan  di  Indonesia  dan  Malaysia.  Dengan  ben- 
tuk  integrasi  ekonomi,  kerja  sama  ekonomi 
ASEAN  menjadi  luwes  dalam  menghadapi 


berbagai  krisis.  Selain  itu  kemandirian  dapat 
ditegakkan  dan  ketergantungan  terhadap  ne- 
gara lain  dapat  diakhiri,  sehingga  ASEAN 
mampu  melepaskan  diri  dari  krisis  ekonomi 
yang  berkepanjangan  (Suara  Pembaruan, 
12-7-1998). 

Perkembangan  ini  dapat  dikatakan  suatu 
hal  yang  menarik  sebagai  akibat  proses  re- 
formasi  di  beberapa  negara  anggota,  sehing- 
ga tidak  tertutup  kemimgkinan  dilakukannya 
"reformasi"  di  tubuh  ASEAN.  Di  satu  pihak, 
tradisi  dan  situasi  politik  di  negara-negara 
anggota  ASEAN  memang  tidak  sama,  se- 
hingga mereka  bisa  saling  memahami  situasi 
yang  berbeda  di  negara  anggota  lainnya; 
inilah  merupalcan  kunci  keberhasilan  ASEAN 
selama  ini.  Di  lain  pihak,  terjadinya  krisis 
ekonomi  di  Asia  dan  ketegangan  politik  di 
Myarmiar  memunculkan  dorongan  agar  ada 
pembicaraan  yang  terbuka  di  antara  anggo- 
ta ASEAN.  FiUpina  dan  Thailand,  yang  me- 
warisi  kultur  demokrasi  lebih  kuat  diban- 
dingkan  dengan  negara  anggota  ASEAN 
laiimya,  melihat  bahwa  isu-isu  sensitif  me- 
ngenai politik  keamanan  dapat  dibicarakan 
secara  terbuka. 

Untuk  mengubah  bentuk  kerja  sama  men- 
jadi integrasi  ekonomi  ASEAN  tidaklah  mu- 
dah.  Meskipun  arus  reformasi  terjadi  di  be- 
berapa negara  anggota  ASEAN,  perkembang- 
an regionalisme  ekonomi  di  ASEAN  masih 
mengalami  hambatan.  Hambatan  utama  terha- 
dap optimalisasi  kerja  sama  ekonomi  ASEAN 
muncul  dari  kalangan  eht  pengusaha.  Pat- 
ronage politik  di  Indonesia  dan  Thailand, 
patrimonialisme  di  Filipina  dan  dwifungsi 
pengusaha-politisi  di  Malaysia  menciptakan 
kondisi  tertentu,  sehingga  kebijakan  negara- 
negara  itu  sulit  diputuskan  semata-mata  atas 
dasar  pertimbangan  rasionalisme-teknokra- 
tis.  Gejala  seperti  itu  terjadi  dalam  hubungan 
intra-ASEAN  maupun  antara  ASEAN  dengan 
mitra  dialognya,  sehingga  seringkaU  menim- 
bulkan  kesan  inkonsistensi  politik  ASEAN. 

Ringkasan  peristiwa  edisi  ini  akan  menya- 
jikan  berita  tentang  KTT  ASEM  ke-2  di  Ing- 
gris,  Maret  1998  dan  pertemuan  para  Menlu 
ASEAN  (AMM)  ke-31,  pertemuan  ARF  ke-5 
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dan  pertemuan  ASEAN-PMC  di  Manila,  Fili- 
pina  Juli  1998. 

1.  KTTASEMKE-2 

Konferensi  Tingkat  Tinggi  Asia-Eropa 
(KTT  ASEM)  ke-2  berlangsung  di  London, 
Inggris,  tanggal  4-5  Maret  1998  untuk  mem- 
bicarakan  masalah  krisis  keuangan  di  Asia. 
Hadir  dalam  konferensi  itu  PM  Inggris  Tony 
Blair,  Presiden  Perancis  Jacques  Chirac,  Pre- 
siden  Komisi  Eropa  Jacques  Santer,  Kanselir 
Jerman  Helmut  Kohl,  PM  Swedia  Goran 
Persson,  PM  Finlandia  Paavo  Lipponem,  PM 
Belanda  Wim  Kok,  PM  Belgia  Jean  Luc  De- 
haene,  PM  Denmark  Paul  Nyrup  Rasmussen, 
PM  Luksemburg  Jean  Claude  Juncker,  PM 
Portugal  Antonio  Guterres,  PM  Spanyol  Jose 
Maria  Aznar,  PM  Mandia  Bertie  Ahem,  Pre- 
siden Dewan  Menteri  Italia  Romano  Prodi, 
PM  Yunani  Constaintinos  Smitis,  Kanselir 
Austria  Viktor  Kilma,  PM  Malaysia  Mahathir 
Mohamad,  PM  Thailand  Chuan  Leekpai,  PM 
Singapura  Goh  Chok  Tong,  Presiden  Senat 
Filipina  Neptali  Gonzales,  Sultan  Brunei  Da- 
russalam  Hassanal  Bolkiah,  PM  Vietnam  Phan 
Van  Khai,  Wapres  Indonesia  BJ  Habibie,  PM 
Cina  Zhu  Rongji,  PM  Jepang  Ryutaro  Hashi- 
moto, Presiden  Korea  Selatan  Kim  Dae-jimg. 

KTT  ASEM  didahului  dengan  perte- 
muan tingkat  pejabat  tinggi  (Senior  Official 
Meeting/SOM)  dan  pertemuan  tingkat  men- 
teri luar  negeri  (ASEAN  Annual  Ministerial 
Meeting/AMM).  Namun  sesuai  tata  cara  KTT 
ASEM  baik  pejabat  tinggi  maupun  para 
menteri  luar  negeri  tidak  menetapkan  suatu 
agenda  khusus  untuk  KTT.  Mereka  hanya 
membuat  suatu  usulan  yang  disebut  dengan 
daftar  indikatif  (draft  indicative  list)  yang  me- 
muat  topik-topik  yang  perlu  dikembangkan 
untuk  dibahas  dalam  KTT. 

Dalam  pidato  pembukaannya,  PM  Inggris 
Tony  Blair  mengatakan  bahwa  KTT  ASEM 
ke-2  mempunyai  arti  penting  guna  menga- 
tasi  kesulitan  ekonomi  di  Asia  akhir-akhir  ini. 
Oleh  karena  itu  negara-negara  peserta  ASEM 
dihimbau  untuk  dapat  bekerja  sama  dengan 
IMF  guna  mengembalikan  kepercayaan  pasar 
dan  memulihkan  pertumbuhan  ekonomi  di 


Asia.  Namun  demikian  ada  empat  tantangan 
yang  harus  diatasi:  (1)  perlu  adanya  kerja 
sama  untuk  mengatasi  krisis  dan  membatasi 
dampak  krisis  secara  global;  (2)  perlu  dicari 
jalan  keluar  agar  krisis  Asia  tidak  menimbul- 
kan  dampak  sosial;  (3)  dibutuhkan  cara  un- 
tuk mempertahankan  keterbukaan  pasar  dan 
meningkatkan  liberalisasi  untuk  pemecahan 
krisis;  (4)  sistem  ekonomi  moneter  harus  di- 
perkuat  guna  memecahkan  terulangnya  kem- 
bali  krisis  serupa  di  masa  yang  akan  datang 
(The  Straits  Times,  4-4-1998). 

KTT  ASEM  ditutup  dengan  kesepakat- 
an  mengenai  deklarasi  tentang  krisis  ekonomi, 
dan  deklarasi  umum.  Deklarasi  tentang  krisis 
ekonomi  menyatakan:  (1)  dicapainya  keterbu- 
kaan dan  transparansi  yang  menyangkut  kri- 
sis ekonomi  di  Asia;  (2)  f>ersetujuan  restruk- 
turisasi  keuangan  nasional  maupim  intema- 
sional;  (3)  pentingnya  Eropa  dan  Asia  mem- 
buka  pasar  dan  menolak  adanya  proteksi; 
(4)  forum  bisnis  Eropa  diberi  rekomendasi 
untuk  membantu  sektor  perdagangan  seperti 
jasa  keuangan,  listrik,  transportasi,  air  dan 
telekomunikasi;  (5)  perdagangan  dan  investa- 
si  mempunyai  arti  penting  untuk  kemakmur- 
an  rakyat  melalui  semangat  kebebasan  per- 
dagangan dan  investasi  serta  merencanakan 
aksi  investasi  dengan  memberikan  fasilitas 
perdagangan;  (6)  dibentuknya  lembaga  ASEM 
Trust  Fund  (dana  perwalian)  melalui  Bank 
Dunia  dan  Pusat  Restrukturisasi  Finansial 
yang  memberi  bantuan  teknis  untuk  menga- 
tasi krisis  ekonomi.  Dalam  hal  ini  Inggris  se- 
tuju  memberi  sumbangan  sebesar  lima  juta 
poundsterling  kepada  ASEM  Trust  Fund  un- 
tuk negara-negara  berpenghasilan  rendah  dan 
menengah  (low  and  middle  income  coun- 
tries); (7)  sepakat  meningkatkan  perdagangan 
dan  investasi  berdasarkan  pasar  terbuka  dan 
aturan  intemasional;  (8)  setuju  meningkatkan 
komitmen  pada  WTO  sebagai  forum  nego- 
siasi;  (9)  pentingnya  keterlibatan  swasta  da- 
lam hubungan  ekonomi  Asia-Eropa  dan  un- 
tuk itu  dibentuk  Forvim  Asia-Eropa;  (10)  se- 
pakat untuk  mencari  jalan  keluar  guna  me- 
ngatasi praktek  "pencucian  uang",  mengha- 
pus  perdagangan  obat  terlarang,  dan  ke- 
jahatan  terorganisir;  (11)  sepakat  memben- 
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tuk  Yayasan  Asia-Eropa,  dan  merekomendasi 
pertukaran  informasi  dan  budaya  di  kedua 
wilayah  {Suara  Karya,  6-4-1998). 

Deklarasi  umum  menyatakan:  (1)  sepa- 
kat  melakukan  dialog  politik,  ekonomi,  so- 
sial  budaya  dan  masalah  global.  Dialog  po- 
litik mencakup  perluasan  dialog  Asia-Eropa 
dan  forum  regional  ASEAN  yang  mempunyai 
arti  penting  untuk  mengatasi  masalah  ke- 
amanan;  (2)  mendukung  inisiatif  global  me- 
ngenai  pengendalian  senjata,  perlucutan  dan 
non-proliferasi  senjata  pemusnah  massal, 
serta  mempererat  kerja  sama  anggota  ASEM 
untuk  menciptakan  lingkungan  intepiasional 
yang  stabil. 

Dalam  jiunpa  pers  pada  akhir  sidang,  PM 
Inggris  Tony  Blair  mengatakan  bahwa  Eropa 
bersedia  membantu  negara-negara  Asia  da- 
lam mengatasi  krisis  keuangan  di  Asia.  Un- 
tuk itu  Eropa  akan  mengirimkan  misi  dagang 
tingkat  tinggi  ke  negara-negara  Asia  guna 
meneliti  peluang  bisnis  sebagai  wujud  ke- 
percayaan  Eropa  terhadap  Asia  selama  ini. 
Jumpa  pers  yang  juga  didampingi  oleh  Pre- 
siden  Komisi  Eropa  Jacques  Santer,  dan  ko- 
ordinator  Asia,  PM  Jepang  Ryutaro  Hashi- 
moto, dan  PM  Thailand  Chuan  Leekpai,  me- 
nyatakan bahwa  para  pemimpin  Eropa  dan 
Asia  optimis  bahwa  Asia  akan  berhasil  me- 
ngatasi permasalahan  ekonomi  dengan  te- 
tap  membuka  pasar  mereka.  Liberalisasi  per- 
dagangan  dan  adanya  sistem  keuangan  yang 
kuat  akan  dapat  mengatasi  krisis. 

Selain  itu  para  pemimpin  ASEM  mendu- 
kung penerapan  reformasi  yang  disetujui 
oleh  IMF,  Bank  Dunia,  dan  Bank  Pemba- 
ngunan  Asia.  Penerapan  reformasi  mempu- 
nyai arti  penting  dalam  mengembalikan  ke- 
percayaan  terhadap  perekonomian  dan  pasar 
keuangan  Asia.  Namun  demikian,  IMF  dihim- 
bau  untuk  mengembangkan  sistem  penga- 
wasan  yang  lebih  baik  agar  dapat  mendeteksi 
tanda-tanda  akan  terjadinya  krisis,  sehingga 
krisis  di  masa  depan  tidak  akan  separah  yang 
terjadi  saat  ini  (Kompas,  5-4-1998). 

Mengenai  rencana  perluasan  anggota 
ASEM  belum  dicapai  suatu  kesepakatan  se- 
hingga keinginan  Australia,  Selandia  Baru, 


India,  Pakistan  untuk  mehjadi  anggota  ASEM 
belum  bisa  dilaksanakan.  Untuk  itu  para  pe- 
mimpin ASEM  menugaskan  para  menteri  luar 
negeri  masing-masing  negara  ASEM  lintuk 
mengadakan  konsultasi  dan  melaporkan  hal 
tersebut  dalam  pertemvian  KTT  ASEM  berir 
kutnya  di  Seoul  tahun  2000. 

n.  PEkTEMUAN  PARA  MENLU  ASEAN 
(AMM) 

Sidang  Para  Menlu  ASEAN  (AMM)  ke- 
31  berlangsung  di  Manila,  Filipina  tanggal 
24-25  JuU  1998,  didahului  oleh  Pertemuan  Pe- 
jabat  Tinggi  (SOM)  ASEAN  tanggal  21-22 
Juli  1998.  AMM  akan  dilanjutkan  dengan 
pertemuan  ASEAN  Regional  Forum  (ARF) 
tanggal  27  Juli  1998  dan  pertemuan  'Posi 
Ministerial  Conference  (PMC)  tanggal  28-29 
Juli  1998.  Hadir  dalam  pertemuan  itu  Men- 
lu Filipina  Domingo  Siazon,  Menlu  Indone- 
sia Ali  Alatas,  Menlu  Thailand  Surin  Pitsu- 
wan,  Menlu  Malaysia  Abdullah  Ahmad  Ba- 
dawi,  Menlu  Brunei  Darussalam  Mohammad 
Bolkiah,  Menlu  Singapura  Shanmugam  Jaya- 
kumar,  Menlu  Laos  Somsavat  Lengsavad, 
Menlu  Vietnam  Nguyen  Manh  Cam  dan 
Menlu  Myanmar  U  Ohn  Gyaw. 

Presiden  Filipina  Joseph  Estrada  menga- 
takan pada  pembukaan  AMM:  (1)  ASEAN 
agar  membangim  kesatuan  sekuat  Uni  Eropa 
dan  bersikap  terbuka  satu  sama  lain;  (2)  in- 
tegrasi  ASEAN  dapat  terwujud  jika  di  antara 
negara  ASEAN  maju  bersama-sama  ke  arah 
konvergensi  total,  khususnya  di  bidang  eko- 
nomi; (3)  Filipina  akan  memberikan  jaminan 
keamanan  dengan  memperkuat  hubungan 
militer  dengan  AS  {Kompas,  25-7-1998);  (4) 
implementasi  kawasan  perdagangan  bebas 
ASEAN  (AFTA)  perlu  segera  dilakukan  de- 
ngan menurunkan  sebagian  tarif  barang  pa- 
da tahun  2003  (Bisnis  Indonesia,  25-7-1998); 
(5)  kebijakan  untuk  tidak  saling  mencampuri 
di  antara  anggota  ASEAN  {non-interference) 
agar  diganti  dengan  sikap  yang  lebih  flek- 
sibel  (Republika,  25-7-1998). 

Menlu  Indonesia  Ali  Alatas  mengatakan: 
(1)  uji  coba  nuklir  yang  dilakukan  oleh  India 
maupun  Pakistan  pertengahan  Mei  1998  lalu 
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hanya  memperumit  isu  non-proliferasi  sbn- 
jata  nuklir  dan  masalah  perlucutan  senjata. 
Meskipun  Indonesia  mengakui  hak  semua 
negara  untuk  menunuskan  keamanan  masing- 
masing  dan  langkah-langkah  untuk  menja- 
rain  keamanan  setiap  negara,  tetapi  kebijak- 
an  keamanan  hams  diterapkan  tanpa  senjata 
nuklir;  (2)  perlunya  pemantauan  pasar  uang 
dan  agar  para  pemberi  pinjaman  memper- 
timbangkan  dampak  sosial  dan  politik  dari 
program  reformasi  yang  diterapkan  di  ne- 
gara-negara  yang  sedang  dilanda  krisis;  (3) 
sektor  swasta  dan  kekuatan-kekuatan  dari 
luar  adalah  penyebab  krisis  di  kawasan  Asia 
Tenggara  Q^dedia  Indonesia,  25-7-1998). 

A.  KOMUNKE  BERSAMA 

Pada  akhir  sidang  para  Menlu  tidak  me- 
ngeluarkan  pemyataan  khusus  maupun  ter- 
pisah,  tetapi  mengeluarkan  sebuah  komuni- 
ke  bersama,  yang  antara  lain  berisi:  (1)  se- 
pakat  mempersiapkan  KTT  ASEAN  ke-6 
yang  akan  berlangsung  di  Hanoi,  Viet- 
nam, Desember  1998;  (2)  sepakat  bahwa  KTT 
ASEAN  di  Hanoi  akan  mengeluarkan  Renca- 
na  Aksi  yang  merupakan  penjabaran  dan 
implementasi  dari  deklarasi  KTT  Informal 
ke-2  di  Kuala  Lumpur  Desember  1997;  (3)  se- 
pakat vmtuk  terus  meningkatkan  pembicara- 
an  masalah  traktat  bebas  nuklir  di  Asia  Teng- 
gara, peran  ASEAN  Regional  Forum  (ARF), 
dan  peningkatan  kebijakan  ARF  dalam  mem- 
bangun  saling  percaya  (CBM)  maupun  di- 
plomasi  preventif  {Preventive  Diplomacy); 
(4)  sepakat  membicarakan  berbagai  masalah 
antara  lain  mengenai:  (a)  reformasi  ekonomi 
di  Jepang  di  mana  ASEAN  berharap  agar  Je- 
pang  mempercepat  pelaksanaan  usaha-usaha 
di  bidang  ekonomi;  (b)  negara-negara  pem- 
beri pinjaman  dan  donor  internasional,  di 
mana  ASEAN  berharap  bahwa  lembaga  ke- 
uangan  internasional  dan  negara-negara  do- 
nor mempertimbangkan  dampak  dari  langkah- 
langkah  reformasi  struktural  di  negara-ne- 
gara yang  kini  sedang  dilanda  krisis  ekono- 
mi. Negara-negara  donor  diharapkan  melaksa- 
nakan  komitmen  yang  telah  disepakati,  se- 
hingga  negara-negara  yang  sedang  mengha- 


dapi  krisis  ekonomi  tetap  bisa  berperan  da- 
lam memelihara  stabilitas  kawasan;  (c)  me- 
kanisme  pengamatan  finansial  yang  akan 
memberi  manfaat  berupa  sistem  peringatan 
dini  (termasuk  dalam  isu  ini  adalaJii  dukung- 
an  terhadap  penggunaan  mata  uang  regional 
dalam  perdagangan  intra- ASEAN);  (d)  per- 
dagangan  dan  investasi  di  mana  ASEAN 
menyambut  keputusan  KTT  Informal  ASEAN 
untuk  mempercepat  pelaksanaan  program 
AFTA;  (e)  APEC  di  mana  ASEAN  akan  me- 
lanjutkan  usaha-usaha  ke  arah  liberalisasi 
perdagangan  dan  investasi,  dan  mengharap- 
kan  APEC  menyepakati  paket  hberalisasi  su- 
karela  lebih  awal  pada  akhir  1998;  (f)  pemilu 
di  Kamboja  yang  berlangsung  diharapkan 
berlangsung  bebas,  jujur  dan  bisa  dipercaya 
sehingga  bisa  mendiikung  pemulihan  perda- 
maian  dan  stabilitas  politik  di  Kamboja;  (g) 
masalah  Laut  Cina  Selatan  di  mana  ASEAN 
mengharapkan  agar  negara-negara  yang  ter- 
libat  dalam  isu  Laut  Cina  Selatan  menahan 
diri  dan  tetap  mencari  penyelesaian  berda- 
sarkan  hukum  internasional,  khususnya  Kon- 
vensi  PBB  1982  tentang  Hukum  Laut;  (h)  ma- 
salah uji  coba  nuklir  di  India  dan  Pakistan 
di  mana  ASEAN  menyatakan  keberatan  atas 
uji  coba  nuklir  di  kedua  negara  karena  di- 
anggap  tidak  kondusif  bagi  realisasi  kon- 
sep  zona  bebas  senjata  nuklir  Asia  Tenggara 
(SEANWFZ),  memperburuk  ketegangan  di 
kawasan  Asia  Selatan,  dan  meningkatkan  ba- 
haya  perlombaan  senjata  nuklir  (dalam  kait- 
an  ini  ASEAN  minta  negara-negara  nuklir 
mengambil  langkah-langkah  ke  arah  peng- 
hapusan  total  senjata  penghancur  massal 
itu)  {Media  Indonesia,  27-7-1998);  (i)  masa- 
lah Korea;  (j)  masalah  Israel;  (k)  masalah 
Bosnia-Heizegovina;  (1)  peran  PBB  dan  DK- 
PBB;  (m)  masalah  hak  asasi  manusia  (HAM) 
(Republika,  27-7-1998);  (o)  masalali  krisis  eko- 
nomi kawasan;  (p)  penggunaan  mata  uang 
regional;  (q)  sistem  pcngawasan  ekonomi 
makro;  (r)  AFTA;  (s)  perdagangan  regional; 
(t)  kerja  sama  proyek  lembah  Sungai  Me- 
kong; (u)  masalah  peran  WTO;  (v)  Al'EC  dan 
ASEM;  (w)  kerja  sama  fungsional,  yayasan 
ASEAN  dan  masalah  kabut  asap  {Antara, 
26-7-1998). 
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B.  PERTEMUAN  ARF 

Pertemuan  ASEAN  Regional  Forum  (ARF) 
ke-5  berlangsung  di  Manila,  Filipina  tang- 
gal  27  Mi  1998  dan  dihadiri  oleh  21  Menlu 
negara  anggota  ARF:  (1)  Menlu  AS  Ma- 
deleine Albright;  (2)  Menlu  Rusia  Yvgeni 
Primakov;  (3)  Wakil  Menlu  Jepang  Masa- 
hiko  Komura;  (3)  Menlu  Korea  Selatan  Park 
Chung  Soo;  (4)  Menlu  Selandia  Baru  Don 
McKinnon;  (5)  Menlu  Australia  Alexander 
Downer;  (6)  Menlu  Kanada  Llyod  Azwor- 
thy;  (7)  Ketua  Dewan.  Uni  Eropa  Wolfgang 
Schuessel;  (8)  Komisi  Eropa  diwakili  Ma- 
nuel Marin;  (9)  Menlu  Cina  Tang  Jiaxuan; 
(10)  Menlu  hidonesia  Ali  Alatas;  (11)  Menlu 
Malaysia  Abdullah  Ahmad  Badawi;  (12) 
Menlu  Brunei  Darussalam  Mohammad  Bol- 
kiah;  (13)  Menlu  Singapura  Shanmugam 
Jayakumar;  (14)  Menlu  Thailand  Surin  Pit- 
suwan;  (15)  Menlu  Filipina  Domingo  Siazon; 

(16)  Menlu  Vietnam  Nguyen  Manh  Cam; 

(17)  Utusan  Khusus  Kamboja  Chem  Vidhya; 

(18)  Menlu  Myanmar  U  Ohn  Gyaw;  (19)  Men- 
lu Laos  Somsavad  Lengsavad;  (20)  Menlu 
India  Vasundhara  Raja;  (21)  Menlu  Papua 
Niugini  Roy  Yaki.  Pertemuan  ini  dimaksud- 
kan  untuk  membahas  masalah-masalah  po- 
litik  dan  keamanan. 

Menlu  AS  Madeleine  Albright  mengata- 
kan  pada  pembukaan  sidang,  bahwa  AS  dan 
Uni  Eropa  menegaskan  kembali  dukungan 
untuk  mempercepat  pemulihan  perekono- 
mian  negara  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Di 
samping  itu  karena  Indonesia  merupakan  ke- 
kuatan  penentu  stabilitas  di  Asia  maka  AS 
akan  memberikan  bantuan  tambahan  melalui 
IMF  berupa  pangan  dan  obat-obatan  seni- 
lai  lebih  dari  US$100  juta  yang  merupa- 
kan bagian  dari  program  bantuan  berke- 
sinambungan  senilai  US$550  juta. 

Menlu  Filipina  Domingo  Siazon  mengata- 
kan  bahwa  konsep  keamanan  kawasan  yang 
dijunjung  oleh  anggota  ARF  tidak  dapat  di- 
batasi  hanya  pada  masalah  keamanan  yang 
bersifat  politik-militer.  Oleh  karena  itu,  meng- 
ingat  kawasan  Asia  Pasifik  sifatnya  beragam, 
maka  pembaharuan  pemikiran  mengenai  si- 
fat  keamanan  perlu  terus  dikaji. 


Menlu  Cina  Tang  Jiaxuan  meminta  kepa- 
da  para  anggota  ARF  agar  berperan  mema- 
jukan  kerja  sama  ekonomi  dan  koordinasi  re- 
gional serta  menyesuaikan  dan  memperbaiki 
tatanan  ekonomi  dan  keuangan  intemasional 
yang  berlaku  sekarang  ini  (Antara,  28-7-1998). 

Beberapa  kesepakatan  penting  ARF  an- 
tara lain:  (1)  prihatin  dan  menyesalkan  per- 
cobaan  nuklir  yang  dilakukan  oleh  India  dan 
Pakistan  pertengahan  Mei  1998;  (2)  mende- 
sak  negara-negara  nuklir  untuk  menandata- 
ngani  Pakta  Larangan  Uji  Coba  Nuklir  Me- 
nyeluruh  (CTBT);  (3)  perlunya  penyelesaian 
secara  damai  masalah  Laut  Cina  Selatan  se- 
suai  dengan  Deklarasi  ASEAN  1992  dan  kon- 
vensi  PBB  1982  tentang  Hukum  Laut. 

C.  ASEAN-PMC 

Pertemuan  ASEAN-PMC  dihadiri  oleh 
sembilan  negara  ASEAN  dan  sepuluh  ne- 
gara mitra  dialog:  AS,  Rusia,  Cina,  Kanada, 
Jepang,  Australia,  Selandia  Baru,  Uni  Eropa, 
Korea  Selatan,  dan  India.  Pertemuan  yang 
berlangsung  di  Manila,  Filipina  tanggal  28- 
29  Juli  1998  ini  dirhaksudkan  untuk  membi- 
carakan  masalah  politik  dan  ekonomi  pada 
tingkat  bilateral,  regional  maupun  intema- 
sional, terutama  upaya  untuk  mengatasi  kri- 
sis  ekonomi  di  kawasan  Asia. 

Menlu  AS  Madeleine  Albright  menga- 
takan:  (1)  krisis  finansial  yang  terjadi  di 
negara-negara  Asia  Tenggara  dan  Asia  Ti- 
mur  masih  panjang,  dan  oleh  karena  itu  ne- 
gara-negara yang  dilanda  krisis,  seperti  In- 
donesia, Thailand,  Korea  Selatan  masih  ha- 
rus  berjuang  memulihkan  kondisi  ekonomi; 

(2)  AS  akan  terus  membantu  negata-negara 
di  Asia  yang  dilanda  krisis  dan  mendukung 
usaha-usaha  IMF  dan  Bank  Dunia  dalam  me- 
ngatasi dampak  sosial  dari  krisis  tersebut; 

(3)  AS  akan  bekerja  sama  dengan  negara- 
negara  Asia  untuk  meningkatkan  kembali 
investasi  di  kawasan,  dan  oleh  karena  itu 
negara-negara  Asia  yang  dilanda  krisis  ha- 
rus  mampu  menciptakan  kembali  iklim  ke- 
percayaan  terhadap  para  penanam  modal, 
di  samping  harus  berani  "menelan  pil  pa- 
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hit  reformasi"  dan  mampu  memberantas  ko- 
rupsi;  (4)  krisis  yang  melanda  Asia  tidak  ha- 
nya  dapat  diselesaikan  dengan  masalah  ban- 
tuan  keuangan  tetapi  harus  dibarengi  de- 
ngan langkah-langkah  kongkret  yang  di- 
lakukan  negara-negara  Asia  nntuk  keluar  da- 
ri  krisis  (Kompas,  29-7-1998). 

Wakil  Menlu  Jepang  Masahiko  Komura 
mengatakan:  (1)  negara-negara  ASEAN  hen- 
daknya  meningkatkan  usaha  untuk  mem- 
perkuat  integrasi  kawasan  memasuki  pasar 
timggal  dan  pusat  produksi  tunggal  dengan 
liberalisasi  perdagangan  dan  investasi  untuk 
mengatasi  kesulitan-kesulitan  ekonomi  dan 
melanjutkan  pembangunan  jangka  menengah 
dan  jangka  panjang  'di" 'bidang  ekonomi 
(Kompas,  29-7-1998);  (2)  Jepang  mengarig- 
garkan  dana  senilai  US$42  milyar  lebih 
untuk  memulihkan  kondisi  ekonomi  negara- 
nya  dan  mendukung  upaya  perbaikan  eko- 
nomi Asia  pada  umumnya;  (3)  Jepang  me- 
nyediakan  dana  sebesar  US$19  milyar  me- 
lalui  IMF  dan  ADB  untuk  mendukimg  upa- 
ya perbaikan  ekonomi  di  Thailand,  Indo- 
nesia dan  Korea  Selatan;  (4)  bantuan  lain 
ditujukan  untuk  menjaga  likuiditas  pasar 
uang  domestik  dan  mendukung  kegiatan 
sektor  swasta  serta  memperbaiki  kondisi  so- 
sial  masyarakat  (social  safety  net)  yang  me- 
ngalami  dampak  krisis  ekonomi  (dalam  kaitan 
ini  Jepang  akan  membeli  sekitar  600  ribu  ton 
beras  untuk  membantu  masyarakat  Indonesia 
yang  kelaparan  akibat  kekurangan  pangan) 
(Antara,  28-7-1998). 

Menlu  Cina  Tang  Jiaxuan  menilai  krisis 
ekonomi  yang  melanda  Asia  tidak  dapat  di- 
katakan  sebagai  krisis  biasa  yang  terjadi  di 
satu  kawasan  (Asia),  namun  merupakan  fe- 
nomena  baru  dalam  perekonomian  dunia  se- 
cara  umum.  Krisis  ini.  tidak  saja  membawa 
pengaruh  terhadap  setiap  negara  yang  ber- 
ada  di  kawasan  Asia,  tetapi  juga  negara  di 
luar  kawasan  yang  terlibat  langsung  mau- 
pun  tidak  langsung  dalam  kegiatan  pereko- 
nomian di  kawasan.  la  optimis  bahwa  pros- 
pek  perekonomian  di  Asia  akan  cerah.  Ada 
tiga  alasan  yang  mendasari  pendapat  terse- 
but:  (1)  restrukturisasi  sistem  f)erekonomian; 


(2)  potensi  pasar  dan;  (3)  semangat  bangsa 
Asia  yang  tidak  pemah  luntur.  Di  samping 
itu,  ia  juga  menyatakan  bahwa  Cina  menye- 
diakan  bantuan  sebesar  US$4  milyar  yang 
dimasukkan  ke  dalam  paket  program  ban- 
tuan IMF  sebagai  upaya  pemulihan  eko- 
nomi di  kawasan  (Antara,  28-7-1998). 

Menlu  Rusia  Yevgeni  Primakov  menga- 
takan bahwa  Rusia  siap  bekerja  sama  de- 
ngan ASEAN  dan  APEC  dalam  membentuk 
mekanisme  pengawasan  dan  perbaikan  kon- 
disi ekonomi  di  kawasan  Asia  Tenggara  dan 
Asia  Pasifik. 

Dalam  pertemuan  ASEAN  dengan  Men- 
lu Jepang,  Cina  dan  Korea  Selatan  Menlu  Fi- 
lipina  Domingo  Siazon  mengatakan:  (1)  Asia 
ingin  mewujudkan  mata  uang  bersama  pada 
tahun  2020,  yang  dimaksudkan  untuk  meng- 
antisipasi  berlakunya  mata  uang  bersama 
Eropa  (Euro)  tahun  1999  dan  dolar  AS  yang 
selama  ini  mendominasi  transaksi  perda- 
gangan dimia;  (2)  jika  mata  uang  Euro  di- 
terima  sebagai  alat  tukar  intemasional  seba- 
gaimana  dolar  AS  maka  Asia  akan  mengalami 
kerugian  apabila  tidak  memiliki  mata  uang 
bersama;  (3)  kemungkinan  Yen  dan  Yuan  akan 
dijadikan  altematif  mata  uang  bersama  Asia; 
(4)  ASEAN  puas  dengan  dukvmgan  AS  un- 
tuk memperkuat  lembaga-lembaga  keuang- 
an dan  pembangunan  multilateral  bagi  pe- 
mulihan stabilitas  keuangan  Asia;  (5)  kri- 
sis ekonomi  Asia  terjadi  akibat  sistem  ke- 
uangan yang  tergantung  pada  dolar  AS. 

Menlu  Malaysia  Abdullah  Ahmad  Bada- 
wi  mengatakan  bahwa  untuk  menghindari 
ketergantungan  transaksi  pada  mata  uang 
dolar  AS,  maka  peningkatan  penggunaan 
mata  uang  nasional  sebagai  alat  transaksi 
bilateral  menjadi  pilihan  yang  baik.  Pola 
pembayaran  secara  bilateral  telah  dipraktek- 
kan  oleh  Malaysia  dan  Filipina.  Selain  itu 
Malaysia  juga  telah  menyiapkan  peijanjian 
terpisah  dengan  Indonesia  dan  Thailand  un- 
tuk menerapkan  pola  yang  sama.  Seperti  ju- 
ga pola  yang  digunakan  dalam  perjanjian 
antara  Indonesia  dan  Thailand  (Republika, 
29-7-1998). 
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Pertemuan  dua  hari  Menlu  ASEAN  de- 
ngan  mitra  dialognya  sepakat  membentuk 
sebuah  badan  bernama  Caucus  on  Social 
Safety  Net,  yang  bertugas  memerangi  dampak 
sosial  dari  krisis  keuangan  regional.  Di  sam- 
ping  itu  kaukus  akan  membantu  mengatasi 
kemiskinan,  lapangan  kerja,  pengangguran 
dan  pasokan  barang-barang  serta  peralatan 
medis.  Sementara  itu,  Australia,  Kanada,  Je- 
pang  dan  Rusia  menyatakan  komitmennya 
untuk  mensponsori  program-program  pening- 
katan  kualitas  sumber  daya  manusia  serta 
ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  {Kompas, 
30-7-1998). 

D.  MASALAH  FLEXIBLE  ENGAGEMENT 

Salah  satu  agenda  pembicaraan  sidang 
para  Menlu  ASEAN  adalah  masalah  kebijak- 
an  lentur  (flexible  engagement)  yang  di- 
usulkan  Thailand.  Kebijakan  ini  memboleh- 
kan  anggota  untuk  ikut  campvu"  dalam  urus- 
an  dalam  negeri  anggota  lain,  jika  urusan 
itu  memiliki  dampak  terhadap  anggota  lain 
(dampak  transnasional).  Kebijakan  ini  dinilai 
makin  dibutuhkan,  terutama  dalam  mengha- 
dapi  krisis  ekonomi  kawasan,  dan  kritik  in- 
temasional  terhadap  keputusan  ASEAN  me- 
nerima  Myanmar  sebagai  anggota.  Junta  mi- 
liter  Myanmar  dinilai  enggan  mengembang- 
kan  kehidupan  demokrasi  di  negaranya  dan 
sering  melanggar  hak  asasi  warga  Myanmar. 
Upaya  Thailand  untuk  menyampaikan  kekha- 
watiran  pengungsian  warga  Myanmar  yang 
akan  membanjiri  negaranya  ditanggapi  keras 
oleh  pihak  Myanmar  dan  dianggap  sebagai 
ikut  campur  urusan  dalam  negeri  Myanmar. 
Oleh  karena  itu  sejak  awal  Juli  1998  Thai- 
land tidak  mau  lagi  menganut  kebijakan  tidak 
ikut  campur  itu,  dan  kebijakan  untuk  men-, 
campuri  urusan  dalam  negeri  negara  anggota 
ASEAN  lainnya  dianggap  pilihan  yang  tepat. 

Namun  demikian  kebijakan  ini  mengun- 
dang  perdebatan  pro  dan  kontra  di  anta- 
ra  anggota  ASEAN.  Filipina  yang  mendu- 
kung  Thailand  berusaha  meyakinkan  ne- 
gara ASEAN  lainnya  tetapi  tidak  berhasil. 


Sebab  selain  mayoritas  anggota  ASEAN,  se- 
perti  Indonesia,  Malaysia,  Singapura  dan 
Vietnam  menolak,  kebijakan  ini  juga  diang- 
gap kurang  tepat.  Kebijakan  ini  pun  ditang- 
gapi secara  hati-hati  oleh  Brunei  Darussalam, 
Laos  dan  Kamboja.  Pada  umumnya  mereka 
tetap  ingin  mempertahankan  kebijakan  tidak 
mencampuri  (non-interference)  yang  selama 
ini  berlaku  sebab  dinilai  berhasil  mening- 
katkan  hubungan  dan  daya  tahan  ASEAN 
dalam  memainkan  kerja  sama  di  bidang  poli- 
tik,  ekonomi  dan  fungsional. 

Pertentangan  antara  mereka  yang  masih 
ingin  tetap  mempertahankan  kebijakan  ti- 
dak mencampuri  pada  akhimya  berakhir  de- 
ngan  suatu  kompromi.  Para  Menlu  ASEAN 
menyetujui  kebijakan  "jalan  tengah"  yang 
dinamakan  kebijakan  peningkatan  inter- 
aksi  (enhanced  interaction).  Namun  demi- 
kian prinsip  tidak  saling  mencampuri  urusan 
dalam  negeri  anggota  masih  akan  diterap- 
kan.  Dengan  demikian  peningkatan  interak- 
si  merupakan  kompromi  atas  usul  Thailand 
yang  disebut  sebagai  flexible  engagement. 
Baik  Thailand  maupun  Filipina  sebagai  pen- 
dukimg  kebijakan  ini  berharap  agar  perma- 
salahan  yang  timbul  di  negara  anggota 
ASEAN  dapat  menjadi  bahan  pembicaraan 
terbuka,  di  mana  anggota  lain  dapat  mengo- 
mentari,  memberi  masukan  bahkan  mungkin 
kritik.  Sementara  negara-negara  yang  tetap 
mendukung  kebijakan  tidak  mencampuri  kha- 
watir  akan  terjadinya  disintegrasi  apabila 
prinsip  ini  ditinggalkan  (Kompas,  11-1- 
1998). 

Belum  tercapainya  kompromi  mengenai 
kebijakan  non-interference  membuktikan 
bahwa  tradisi  dan  sistem  politik  di  perhim- 
punan  ini  memang  tidak  sama.  Tiadanya 
kompromi  juga  mencerminkan  bahwa  ga- 
gasan  awal  tidak  "sepenuhnya  ditampung 
tanpa  ada  perubahan".  Namun  demikian  sa- 
ling memahami  situasi  yang  berbeda  di 
antara  negara  anggota  ASEAN  merupakan 
salah  satu  kunci  keberhasilan  ASEAN  se- 
lama ini. 
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